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RINGKASAN EKSEKUTIF

Hortikultura memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sektor
pertanian. Tidak hanya sebagai bahan pangan, komoditas hortikultura juga
mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan.
Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020-2022 turut meningkatkan
kesadaran konsumen akan pentingnya mengonsumsi komoditas hortikultura. Di
tengah berbagai dampak multisektoral yang terjadi sepanjang tahun 2020-
2024, hortikultura tetap menjadi kontributor penting dalam pembangunan
ekonomi nasional.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan hortikultura, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura
menyusun laporan kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi Il sebagaimana telah ditetapkan
dalam  Surat Keputusan Direktur Jenderal  Hortikultura ~ Nomor
1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) indikator Kinerja
sasaran strategis beserta target 9 (sembilan) indikator kinerjanya vyaitu: 1)
Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis Dalam Negeri dengan indikator
kinerja: a) peningkatan produksi hortikultura strategis sebesar 1,00% dan b)
Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 2,55%; 2) Persentase
Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim
yang ditangani dengan indikator kinerja: a) Rasio serangan OPT yang
ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura sebesar 99,65% dan b)
Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area
hortikultura yang terkena DPI sebesar 93,05%; 3) Tingkat Kemanfaatan Sarana
Produksi Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana
produksi  hortikultura sebesar 95,66%; 4) Tingkat Kemanfaatan Sarana
Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian dengan indikator kinerja Tingkat
Kemanfaatan sarana pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura sebesar
94,70%; 5) Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk Pertanian Nasional
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dengan indikator kinerja Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura
sebesar 5,20%; 6) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan
indikator kinerja Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi
Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 75,09; dan 7) Nilai
Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian dengan indikator kinerja Nilai IKPA
Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 84,75.

Dalam mendukung upaya pencapaian sasaran dan perjanjian kinerja tersebut,
Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2024 melaksanakan 3 (tiga)
program, yaitu:

(1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Pangan Berkualitas,
yang diimplementasikan dalam 4 (empat) kegiatan utama vyaitu: 1)
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; 2) Perbenihan
Hortikultura; 3) Perlindungan Hortikultura; dan 4) Peningkatan Produksi
Buah dan Florikultura.

(2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang diimplementasikan
dalam 1 (satu) kegiatan utama yaitu Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura; serta

(3) Program Dukungan Manajemen, yang diimplementasikan dalam 1 (satu)
kegiatan utama vyaitu Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan
Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Adapun pagu anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura mengalami perubahan
total alokasi anggaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu dari awalnya sebesar
Rp1.006.491.086.000,00 mengalami refocusing pada tanggal 05 Januari 2024
menjadi Rp432.638.721.000,00, dan pada 02 September 2024 menjadi
Rp433.499.771.000,00. Perubahan ini terjadi dalam: 1) rangka direalokasi ke
unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung
upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan
jagung sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian No. B-
01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan
Refocusing/Realokasi Anggaran TA 2024. Revisi tersebut dapat segera
disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan pertimbangan bahwa sebagian
dokumen pendukung sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal
maupun eksternal lingkup Kementerian Pertanian tidak menyebabkan
pergeseran total anggaran antar program sehingga tidak melalui mekanisme
persetujuan DPR RI.; dan 2) realokasi anggaran sebesar Rp861.050.000,00
yang direalokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
untuk belanja gaji pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura. Revisi tersebut
dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Anggaran.



Hasil pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
menunjukkan bahwa capaian sasaran dan indikator kinerja pada umumnya
sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari 9
(sembilan) indikator kinerja utama, 7 (tujuh) indikator termasuk dalam capaian
kategori sangat berhasil (capaian melebihi 100%) meliputi: 1) Peningkatan
Produksi hortikultura strategis sebesar 1,37% dari 1,00% (capaian realisasi
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sebesar 136,67% 120%); 2) Tingkat Kemanfaatan sarana produksi
hortikultura sebesar 95,88% dari target 95,66% (capaian realisasi sebesar
100,23%); 3) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan
OPT Hortikultura sebesar 99,69% dari target 99,65% (capaian realisasi sebesar
100,04%); 4) Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI sebesar 93,30% dari target
93,05% (capaian realisasi sebesar 100,27%); 5) Pertumbuhan Nilai ekspor
untuk produk hortikultura sebesar 12,57% dari 5,20% (capaian realisasi
sebesar 241,79% = 120%); 6) Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi
yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 76,66%
dari target 75,09% (capaian realisasi sebesar 102,09%); dan 7) Nilai IKPA
Direktorat Jenderal Hortikultura senilai 87,59 dari target 82,00 (capaian
realisasi sebesar 106,82%). Sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori
Berhasil yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura sebesar 94,55% dari target 94,70% (capaian realisasi sebesar
99,84%). Sedangkan sebanyak 1 (satu) indikator masuk dalam kategori Kurang
Berhasil yaitu Peningkatan produksi hortikultura unggulan sebesar 1,14% dari
target 2,55% (capaian realisasi sebesar 44,86%).

Walaupun peningkatan produksi hortikultura strategis tahun 2024 sudah
melebihi target dalam Perjanjian Kinerja, namun terdapat capaian produksi
komoditasnya yaitu aneka cabai mengalami penurunan produksi sebesar
1,03% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, sedangkan capaian produksi
bawang merah mengalami peningkatan 5,07% dan produksi bawang putih juga
mengalami peningkatan sebesar 0,48%. Hambatan/kendala utama yang
mempengaruhi capaian peningkatan produksi hortikultura strategis diantaranya
tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan hortikultura strategis yang
lebih luas dalam APBN kewenangan Tugas Pembangunan (TP) TA 2024,
Masalah internal dari petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di
bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian
besar budidaya masih dilakukan secara konvensional/tradisional; serta
Penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan
iklim seperti EI Nino Moderat, kekeringan atau keterlambatan waktu curah
hujan. Upaya yang perlu terus dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi
hortikultura strategis antara lain: melanjutkan pengembangan kawasan



komoditas strategis sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat; tetap
mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan
iklim serta hemat air; penguatan data luas tanam, luas panen dan produksi
serta pengembangan Early Warning System; melanjutkan pengembangan
kawasan komoditas strategis dalam skala luas (Food Estate); fasilitasi sarana
produksi dalam jumlah yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait;
membangun rintisan wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota
atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong
penggunaan benih bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat
atau rumah tangga; dan pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam
budidaya dan pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi,
pendampingan dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas
maupun petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerabh.

Untuk indikator kinerja peningkatan produksi hortikultura unggulan untuk tahun
2024 hanya mencapai 1,14% dari target 2,55% yang masuk dalam kategori
Kurang Berhasil, namun jika pertumbuhan produksi hortikultura unggulan
tersebut dikonversi dalam satuan volume produksi (Ton dan tangkai), rata-rata
persentase produksi hortikultura unggulan mencapai 98,63% dari target
produksinya melalui konversi dari perhitungan realisasi produksi tahun
sebelumnya ditambahkan target peningkatan produksi sebesar 2,55% (kategori
Berhasil). Sebagian besar komoditas hortikultura unggulan tahun 2024
mengalami kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, namun
demikian terdapat produksi komoditas hortikultura unggulan yang mengalami
penurunan vyaitu pada komoditas bawang daun, bayam, jamur, kacang
panjang, kangkung, labu siam, mentimun, paprika, terung, apel, belimbing,
buah naga, jeruk siam/keprok, mangga, nenas, pepaya, sawo, sirsak, jahe,
kunyit, krisan, dan florikultura lain. Kendala/hambatan yang mempengaruhi
produksi hortikultura unggulan antara lain: 1) Penganggaran/dukungan
pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap pengembangan kawasan
komoditas sayuran non strategis belum sesuai dengan yang diharapkan; 2)
Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi perubahan pola tanam, provitas,
serangan OPT dan kualitas tanaman di lapangan; 3) alih fungsi lahan; 5)
Pendampingan dan Pelatihan kultur teknis (Penyediaan pupuk organik, bahan
tanam bermutu, dan pengendalian hama penyakit) dan penanganan pasca
panen di tingkat kelompok tani masih belum merata; serta 6) Benih bermutu
yang terbatas.

Pencapaian sasaran program tersedianya sarana hortikultura yang sesuai
dengan kebutuhan termasuk kategori sangat berhasil. Tingkat kemanfaatan
sarana hortikultura dalam hal ini benih yang sesuai peruntukan sebesar
95,88%. Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7
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(tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan hortikultura
yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka perlu dilakukan
upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan peningkatan
kemanfaatan benih. Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
dilakukan sebagai berikut: 1) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura
melalui revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih,
Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan kompetensi SDM
Perbenihan, peningkatan pengawasan dan sertifikasi benih; 2) Peningkatan
peran swasta dalam membangun industri benih melalui sertifikasi benih mandiri
dan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha
perbenihan; dan 3) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan
sarana, pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan pendampingan
teknologi. Sedangkan upaya-upaya peningkatan kemanfaatan benih dilakukan
sebagai berikut: 1) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada
penerima; 2) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam; 3) Pendampingan
dan pembinaan; dan 4) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya
yang Baik (Good Agricultural Practices).

Capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana
hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara online menggunakan
kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani penerima
fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana paspanen dan
pengolahan hortikultura yang disalurkan pada tahun 2023. Dalam survei
tersebut terdapat dua kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait
pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai
dengan saat survei dilakasanakan, b) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil
survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,55% dengan
rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 96,36% dan tingkat
kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,73%. Mengacu pada
target tingkat kemanfaatan sarana hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2024 sebesar 94,70%, maka diperoleh nilai capaian realiasi kinerja
sebesar 99,83% sehingga masuk dalam kategori “berhasil”.

Pertumbuhan nilai ekspor produk hortikultura tahun 2024 untuk 12 (dua belas)
komoditas yaitu krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas,
mangga, manggis, durian, salak dan jahe mencapai 12,57%. Dari 12 (dua
belas) komoditas unggulan tersebut hanya terdapat 3 (tiga) komoditas yang
mengalami penurunan nilai ekspornya dibandingkan tahun 2023 yaitu kentang
(-0,24%), jamur dan cendawan (-20,48%), dan jahe (-70,04%). Direktorat
Jenderal Hortikultura senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam
rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan
nilai tambah dan daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang
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mempersyaratkan rumah kemas (packing house) yang teregistrasi serta suplai
komoditas dari kebun yang teregistrasi, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap pelaku
usaha yang akan melakukan proses registrasi. Selain itu, juga dilakukan
berbagai rapat koordinasi dengan pihak terkait dari luar negeri dalam rangka
mendorong untuk dapat ditingkatkan skema kuota produk hortikultura ke
negara sasaran, serta pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar
negeri serta kegiatan business matching.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang ditangani
terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 adalah sebesar
99,69% dari target minimal sebesar 99,65% atau capaian kinerjanya sebesar
100,04% (kategori sangat berhasil). Upaya yang terus dilakukan untuk
meningkatkan penanganan serangan OPT hortikultura antara lain: (1) Gerakan
pengendalian OPT hortikultura ramah lingkungan; (2) Fasilitasi Pengendali
OPT Hortikultura; (3) Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT
secara rutin; (4) Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis kepada para
pelaku usaha khususnya petani/kelompok tani/KWT terkait perlindungan
hortikultura.

Untuk capaian indikator rasio luas area yang mendapat penanganan DPI
terhadap luas area yang terkena DPI pada tahun 2024 adalah sebesar 93,30%
dari target minimal sebesar 93,05% atau capaian kinerja sebesar 100,27%
(kategori sangat berhasil). Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI
diperoleh berdasarkan upaya yang telah dilakukan antara lain: (1) Mengikuti
alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten; (2) Memberikan surat
kewaspadaan/ peringatan dini terkait prediksi/prakiraan data iklim/cuaca
menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin berbasis kabupaten;
(2) Updating data informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di
aplikasi EWS SIPANTARA yang merupakan salah satu langkah antisipasi
mitigasi DPI sub sektor hortikultura; (3) Memfasilitasi sarana penanganan DPI
yang meliputi: a) Inventarisasi Data/Persiapan; b) Fasilitasi Mitigasi DPI dan
Pengendali OPT; c¢) Pendampingan/Pengawalan dan monitoring; d) Sarana
Perlindungan Hortikultura; (4) Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD
BPTPH seluruh Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan
petugas pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura); (5) Melaksanakan
pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan bencana alam secara intensif
baik melalui telepon, maupun dalam bentuk kunjungan ke lapangan; (7)
Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas SDM
bidang DPI dan bencana alam melalui offline (Peningkatan Kapasitas Petugas
POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan online dalam bentuk live
streaming/video conference (vidcon) untuk petani dan petugas POPT sehingga



mampu meningkatkan pengetahuan petugas POPT dan petani dalam
penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI; serta (8) Kegiatan Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan. Kegiatan ini merupakan serangkaian pelaksanaan
kegiatan Area Penanganan DPI yang dilakukan untuk memantau kesesuaian
pelaksanaan di lapangan dengan mengacu kepada petunjuk teknis
pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja sasaran kegiatan “Nilai PMPRB
Direktorat Jenderal Hortikultura® masih digunakan untuk mendukung Sasaran
Strategis “Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB
Nomor 25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah
dengan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Berbeda dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB
Nomor 3 Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas
Aspek General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama,
yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang
mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat
(making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).
Sehubungan dengan hal tersebut mulai tahun 2024, telah dilakukan perubahan
indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya birokrasi
Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan
prima” menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Direktorat Jenderal Hortikultura” pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur
Jenderal Hortikultura tahun 2024 Tahap awal pada bulan Februari 2024 hingga
PK tahun 2024 revisi terakhir pada bulan Desember 2024. Namun demikian,
perubahan mekanisme evaluasi Reformasi Birokrasi ini, belum diikuti dengan
perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis
(Renstra), perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan baru dilakukan di
Perjanjian Kinerja (PK) saja. Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi
(RB) yang menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan
gambaran proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang
dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian
pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola
pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan
serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya
pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani



masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil
utama program reformasi birokrasi. Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang
merupakan lampiran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab
lingkup Sekretariat Jenderal. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 adalah 76,68%, yang
mencapai 102,12% (kategori Sangat Berhasil) dari target Perjanjian Kinerja
(PK) sebesar 75,09%.

Indikator Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura baru digunakan dan masuk
pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2024
menggantikan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” pada tahun-tahun
sebelumnya. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan
untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran,
kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu: (1) Aspek kualitas
perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara
pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA;
(2) Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan
pada DIPA; (3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan
penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan
pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output. Nilai Indikator
Pelaksanaan Anggaran sampai dengan akhir TA 2024 (per 26 Januari 2025)
mencapai 92,40, meningkat 7,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang
mencapai 85,92, serta realisasinya tersebut melebihi target PK Direktur
Jenderal Hortikultura TA 2024 sebesar 108,98% (kategori Sangat Berhasil).

Capaian realisasi keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan
laporan pemantauan keuangan Online Monitoring Tahun Anggaran 2024
adalah sebesar Rp382.133.111.712,00 atau 88,15% dari pagu total Rp.
Rp433.499.771.000,00. Rincian realisasi per kegiatan adalah: 1) Peningkatan
Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 99,59%; 2) Perbenihan
Hortikultura sebesar 98,94% ; 3) Perlindungan Hortikultura sebesar 93,95%; 4)
Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura
sebesar 75,58%; 5) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar
99,56%; dan 6) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar

85,62%.



Adapun, penyebab kurang optimalnya pencapaian realisasi keuangan
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah: (1) Keterlambatan dalam penyelesaian
administrasi kesatkerannya (seperti SK penetapan dan pembukaan rekening),
PPK serta pejabat perbendaharaan belum bersertifikat yang mengakibatkan
terlambat mengajukan UP; (2) Adanya perubahan/ penggantian Pejabat
Pengelola Keuangan/ Pimpinan Dinas dan Organisasi di pertengahan tahun
berjalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya realisasi output kegiatan/
pelaksanaan kegiatan, menunggu arahan kebijakan/ pimpinan baru, serta
penyesuaian berkas/ dokumen kesatkeran dan teknis; (3) Koordinasi antar
stakeholder kurang, lemahnya pendampingan dan monev ke lapang, dan
keterbatasan SDM pelaksana teknis yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan
terhambat, keraguan dalam melaksanakan kegiatan, terhambatnya
pengumpulan data/ pencatatan, serta terlambatnya pelaporan; (4) Refocusing/
pemotongan anggaran/ penambahan alokasi baru dari awal hingga
pertengahan tahun termasuk lamanya proses penetapan kegiatan dan alokasi
anggarannya. Sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan
kegiatan. Ini juga menyebabkan keterbatasan satker dalam melakukan
identifikasi, koordinasi, perubahan/ keterlambatan penentuan CPCL
dikarenakan menunggu ketetapan pagu, lokasi dan kegiatannya; (5)
Permasalahan proses pengadaan/lelang seperti gagal lelang, lelang ulang,
aplikasi error, penyedia tidak memenuhi syarat, barang tidak tersedia, tidak
sesuai speksifikasi barang, serta kesulitan distribusi yang menyebabkan
penundaan proses pengadaan; (6) Keterbatasan benih yang sesuai dengan
spesifikasi yang ditetapkan atau varietas benih yang kurang diinginkan
kelompok penerima serta kecenderungan untuk menggunakan benih produk
sendiri. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dan penundaan tanam, serta
berimplikasi pada ongkos kirim dari daerah lain yang lebih mahal; (7)
Keterbatasan barang yang sesuai spesifikasi atau barang tidak sesuai dengan
kebutuhan kelompok penerima. Sehingga berdampak pada terhambatnya
realisasi kegiatan sarana/prasarana; (8) Penanaman komoditas tertentu hanya
bisa dilakukan pada pertengahan atau menjelang akhir tahun sesuai jadwal
musim tanam seperti bawang putih, buah tahunan dan tanaman obat. Selain itu
juga terkait dampak perubahan iklim, keterbatasan air, dan serangan OPT.

Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rangka
percepatan pelaksanaan pengembangan hortikutura Tahun 2024 antara lain
sebagai berikut: (1) mengawal proses penerbitan DIPA revisi; (2)
melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya
belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk PPK
dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat; (3) koordinasi intensif melalui
vicon dan dibagi lima wilayah yang dilakukan setiap minggu sekali dan
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mempercepat proses distribusi  barang/penyelesaian  kontrak  serta
penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN; (4) mendorong
percepatan kinerja satker dan menerbitkan surat percepatan ke Dinas dan TA
Dapil untuk melengkapi data CPCL; (5) satker diminta untuk mengambil uang
muka 30 % dari nilai pengadaan lelang dan jika memungkinkan untuk
melakukan lelang cepat; (6) penguatan koordinasi satker internal dan
harmonisasi sinergi lintas stakeholders secara intensif dan terstruktur.

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut beberapa langkah tindak
lanjut atas permasalahan penyerapan anggaran ini diantaranya: (1) mematuhi
anjuran dan arahan Menteri Pertanian sesuai dengan target-target serapan
triwulanan sehingga fokus kegiatan dapat lebih terarah utamanya dalam
kaitannya dengan serapan dan realisasi kegiatan; (2) kegiatan yang tidak
berhubungan dengan musim tanam dilaksanakan pada awal tahun;
(3) pengkaderan dan harmonisasi SDM harus tetap berjalan sehingga pada
saatnya pengalihtugasan tidak terhambat; (4) identifikasi CPCL dilakukan
segera setelah DIPA terbit; (5) hasil pemantauan realisasi anggaran, capaian
output serta progres pengadaan di daerah akan disampaikan ke semua eselon
Il lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura setiap bulan sebagai bahan informasi
dan evaluasi kegiatan, sehingga permasalahan yang terjadi di daerah dapat
segera diselesaikan; (6) evaluasi program dan kegiatan pengembangan
hortikultura akan dilakukan setiap triwulan dalam internal Direktorat Jenderal
Hortikultura; dan (7) hasil pemantauan dan evaluasi satker akan menjadi
masukan dan pertimbangan dalam rapat pimpinan untuk pengalokasian
anggaran di tahun berikutnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian
dari pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terhambatnya proses pengumpulan dan
penyampaian data statistik komoditas hortikultura strategis dan unggulan, serta
luas serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI di
daerah yang disebabkan: 1) alokasi anggaran kegiatan pengelolaan data
hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak
dianggarkan untuk honor petugas pengumpul data Statisitk Pertanian
Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas serangan dan puso pada areal
yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai TA 2025 sudah tidak
dianggarkan pula pencetakan form SPH; 2) belum adanya payung hukum yang
mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian
tugas pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya
perhatian (political will) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian
Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik. Menyikapi hal tersebut,
Direktorat Jenderal Hortikultura berinisiatif melakukan inovasi metode



pengumpulan data dari pendataan SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis
Web (SPH-CAWI) untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien.
Aplikasi tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi
SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura — Computer Assisted Web
Interviewing) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS berupa form
elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas pengumpul data
hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini sebagai pengganti Kertas Daftar
Isian SPH. Jika dibandingkan dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat
beberapa perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas
Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa mengusulkan
komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa berbeda antar wilayah,
serta Raw Database SPH dikirim dari server Kementan ke server BPS RI
(kalau untuk saat ini Data SPH masuk ke dalam server BPS RI lalu Server
Kementan menerima database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal
Hortikultura telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI
dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik hortikultura
dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia maupun lingkup beberapa
provinsi, dimulai pada bulan Oktober 2024. Selain itu, Direktorat Jenderal
Hortikultura bersama eselon | lingkup Kementerian Pertanian telah
berkoordinasi dengan Pusdatin dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian
konsep peraturan perundangan terkait besaran honor petugas data dan
standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan upaya agar
fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan anggarannya dalam
dokumen APBN mendatang.

Pada masa yang akan datang keberhasilan yang telah dicapai akan
dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, sementara hal-hal yang belum
mencapai target sebagaimana yang ditetapkan akan dilakukan upaya-upaya
perbaikan. Selain dengan menggerakkan partisipasi seluruh pihak di dalam
subsektor hortikultura sendiri. Direktorat Jenderal Hortikultura juga akan lebih
mengoptimalkan kerjasama dan sinergi seluruh pihak pelaku pembangunan
hortikultura bagi keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan hortikultura
di Indonesia.
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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 disusun sebagai
bentuk pertanggungjawaban atas mandat negara dalam pengelolaan
pembangunan hortikultura tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini
mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 Edisi Revisi Il sebagaimana telah
ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor
1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021.

Dalam kondisi perekonomian yang sempat terguncang akibat pandemi Covid-
19 selama tahun 2020-2022, yang berdampak besar dalam dinamika
perubahan kebijakan nasional dan khususnya Kementerian Pertanian, capaian
target pembangunan hortikultura Tahun 2024 terkait dengan program yang
dilaksanakan pada tahun tersebut yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai
Tambah Hortikultura sebagian besar telah sesuai dengan yang diharapkan.
Atas keberhasilan ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada seluruh pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah bekerja
sama dengan baik, dan semoga ke depan pembangunan hortikultura akan
semakin baik dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan pertanian.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat
menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan, menggunakan Indikator
Kinerja Utama Eselon | dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja
ini selanjutnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam
bentuk hardcopy yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun softcopy
melalui website Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian,
sehingga informasi tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat
diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan
pembangunan hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi
di lapangan serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sementara itu, berbagai masalah dan hambatan yang ditemui pada tahun
2024 ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program dan
kegiatan di masa mendatang.
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Kami berharap informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan
rujukan untuk langkah-langkah perbaikan strategi dan kebijakan pembangunan
hortikultura di tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Februari 2025

ktur Jenderal Hortikultura,

Dr.Ir. fiq Ratule, MSi
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Bawang Putih Bersama Satgas Pangan POLRI, 25-
28 September 2024, Kabupaten Magelang,
Karanganyar, Pekalongan dan Kendal

Pengembangan Kawasan Bawang Putih TA 2024 di
lokasi sentra

Pengembangan Kawasan Cabai TA 2024 di lokasi
sentra

Pengembangan Kawasan Bawang Merah TA 2024
di lokasi sentra

Target dan Realisasi Peningkatan Produksi
Hortikultura Unggulan Tahun 2020 — 2024 (dalam
persen) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-
2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per
21 Januari 2025)

Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, 11

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024

78

78

78

79

79

79

79

80

81

81

88

99



Gambar 25.

Gambar 26.

Gambar 27.

Gambar 28.

Gambar 29.

Gambar 30.

Gambar 31.

Gambar 32.

Gambar 33.

Gambar 34.

Gambar 35.

Gambar 36.

Gambar 37.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024

September 2024 di Kota Bogor
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif
untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional
dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura meliputi
pembangunan produksi, rantai pasok dan kelembagaan tani sebagai kesatuan
utuh yang berkelanjutan. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan
dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun
hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan.
Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi
potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak
bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak
sektor terkait.

Pembangunan hortikultura ditopang oleh petani yang memfungsikan perannya
sebagai penyedia produk yang beragam untuk berbagai macam kebutuhan.
Produk yang dihasilkan oleh petani melalui proses berjenjang dan berakhir pada
konsumsi masyarakat. Kebutuhan masyarakat merupakan akselerator bagi
petani untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Saat ini proses produksi
hortikultura sedang berjalan ke arah peningkatan daya saing yang lebih baik dan
berkelanjutan untuk membentuk keterkaitan (linkage) yang efektif sehingga akan
membentuk jejaring yang saling menguatkan antar faktor produksi. Proses
produksi menghadapi tantangan diantaranya berupa ketersediaan lahan,
sumber daya manusia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat di tengah
tuntutan pasar yang sangat dinamis. Peluang peningkatan daya saing
hortikultura dengan optimasi sumber daya yang dimiliki melalui peran swadaya
masyarakat, dukungan pemerintah baik pusat dan daerah serta investasi pihak
swasta. Swadaya masyarakat memiliki porsi signifikan dalam membangun
hortikultura didukung dengan peran pemerintah membangun sistem on farm dan
off farm yang berkelanjutan.

Pengembangan hortikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak
di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh
signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam
mengakselerasi pengembangan hortikultura tercermin dari inisiasi strategis yang
dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam
upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk
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bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem
produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi
jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani.

Isu strategis/permasalahan/tantangan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal
Hortikultura dalam pembangunan subsektor hortikultura adalah: (1)
pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi yang mempengaruhi pemenuhan
produk hortikultura dan gizi pada masyarakat; (2) dampak perubahan iklim yang
ekstrim; (3) rendahnya kapabilitas petani/pelaku usaha dalam menerapkan Good
Agricultural Practices (GAP)/ Standard Operating Procedure (SOP) dan Good
Handling Practices (GHP); (4) lemahnya kelembagaan dan ekonomi petani; (5)
aturan/protokol  resmi  dan  ekskalasi tekanan  geopolitk yang
membatasi/menghambat akses petani dalam melakukan distribusi dan ekspor
produk hortikultura; (6) alih fungsi lahan hortikultura yang semakin bertambabh;
(7) keterbatasan akses permodalan/pembiayaan petani; (8) serangan
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); (9) harga produk hortikultura yang
fluktuatif; (10) kekurangan benih bermutu; (11) terbatasnya usaha peningkatan
nilai tambah produk hortikultura; dan (12) terhambatnya realisasi kegiatan dan
anggaran yang disebabkan kebijakan pemerintah dan perubahan aturan
perundangan dalam tahun anggaran berjalan.

Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Direktorat Jenderal Hortikultura
mencanangkan Paradigma Baru Pembangunan Hortikultura Pro Petani meliputi:
a) Sinergi Kegiatan Antar Direktorat lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura; b)
Pengembangan Kawasan Buah mengacu Konsep Gerakan Dorong Produksi,
Daya Saing, dan Ramah Lingkungan Hortikultura (Gedor Horti); c) Bantuan
Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura diberikan dalam
satu paket; d) Seluruh benih bermutu untuk pengembangan kawasan disiapkan
oleh Direktorat Perbenihan Hortikultura; dan e) Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi Petani/Pertanian Korporasi. Dalam pencapaian pembangunan
hortikultura, sasaran strategis yang diamanahkan Kementerian Pertanian untuk
dicapai oleh Direktorat Jenderal Hortikultura berupa: 1) Meningkatnya
ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri; 2) Meningkatnya daya saing
komoditas hortikultura nasional; 3) tersedianya sarana hortikultura yang sesuai
dengan kebutuhan; 4) Terkendalinya serangan OPT dan penanganan DPI pada
tanaman hortikultura; 5) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima; 6) Terkelolanya
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang akuntabel dan berkualitas.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan
pembangunan hortikultura mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih,
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transparan dan akuntabel, perlu diperkuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai
aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada
Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam
implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah
tahapan kegiatan SAKIP yang berupa penghitungan tingkat kemajuan/progres
dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan
dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen
perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja).
Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian reward
and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian
pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pimpinan
tentang program dan kegiatan yang realisasi indikator kinerjanya masih dibawah
target sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Selanjutnya, untuk mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel,
efisien, dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi pemantauan dan penilaian
kinerja organisasi berdasarkan peraturan yang ada, maka diperlukan pelaporan
secara berkala setiap triwulan (Triwulan I, 1l dan 1ll) dan tahunan. Untuk setiap
tahunnya Direktorat Jenderal Hortikultura menyusun laporan kinerja yang
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi pada Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura dapat menggambarkan
output dan outcome yang dihasilkan, menggunakan Indikator Kinerja Utama
Eselon | dan indikator kinerja lain yang relevan. Laporan Kinerja ini selanjutnya
wajib dipublikasikan secara terbuka kepada publik baik dalam bentuk hardcopy
yang didistribusikan kepada instansi terkait maupun softcopy melalui website
Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian, sehingga informasi
tentang capaian kinerja pembangunan hortikultura dapat diketahui oleh
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masyarakat luas, bukan hanya keberhasilan pelaksanaan pembangunan
hortikultura, namun juga permasalahan dan kendala yang terjadi di lapangan
serta solusi tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan pembangunan hortikultura, Direktorat Jenderal
Hortikultura memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada; 1) Peraturan
Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang selanjutnya diganti dalam Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, 2) Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian; dan 3) Keputusan Menteri Pertanian Nomor
278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim
Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Perlu
diinformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, Peraturan Presiden
Nomor 192 Tahun 2024 belum ada aturan turunannya, sehingga aturan terkait
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 19 Tahun 2022) dan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok
Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian (Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tahun 2023) masih
diberlakukan, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022, pasal 99
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas yaitu: “Menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi,
peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran komoditas
hortikultura”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab VI,
Pasal 100 Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan,
pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan,
pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran
komoditas hortikultura;
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4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas
hortikultura;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas
hortikultura;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sejalan dengan perombakan struktur organisasi dan tata kerja yang terjadi di
Kementerian Pertanian pada pertengahan tahun 2015, 2020, 2021, 2022,
kemudian pembentukan Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok
Jabatan Fungsional yang mengacu Keputusan Menteri Pertanian Nomor
278/KPTS/OT.050/M/06/2023 pada Juni 2023, dan tak lama kemudian pada
tanggal 13 Oktober 2023, diterbitkan kembali Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 597/KPTS/OT.050/M/10/2023 yang memuat perubahan atas Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023, maka beberapa Eselon
| mengalami perubahan pada struktur organisasi diikuti dengan penyesuaian
pada tugas dan fungsi di masing-masing unit Eselon | lingkup Kementerian
Pertanian. Untuk saat ini, susunan organisasi dan tata laksana unit kerja
Direktorat Jenderal Hortikultura dijabarkan melalui unit-unit kerja Eselon I
mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Pasal 101, yang terdiri atas:

Sekretariat Direktorat Jenderal;

Direktorat Perbenihan Hortikultura;

Direktorat Buah dan Florikultura;

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat;

Direktorat Perlindungan Hortikultura; dan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

ok wnN e

Secara rinci, tugas dan fungsi unit kerja Eselon Il lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Hortikultura;
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja
sama di bidang hortikultura;

b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura;

c. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan
dan pembinaan urusan kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura;

d. Koordinasi dan penyusunan rancangan perundang-undangan, koordinasi
dan pemantauan layanan perizinan, serta pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura,;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan
data, serta koordinasi pelaksanaan pengendalian intern lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan fasilitasi pelaksanaan
reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Substansi dan Tim

Kerja sebagai berikut:

a. Kelompok Perencanaan, dengan tim kerja: dengan Tim Kerja: (1) Tim
Kerja Program; (2) Tim Kerja Anggaran; dan (3) Tim Kerja Pengelolaan
Kerja Sama,;

b. Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan Tim Kerja: (1)
Tim Kerja Perbendaharaan; (2) Tim Kerja Akuntansi, Verifikasi, dan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan (3) Tim Kerja Barang Milik
Negara;

c. Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan Hubungan Masyarakat,
dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Hukum; (2) Tim Kerja Layanan
Perizinan; dan (3) Tim Kerja Hubungan Masyarakat;

d. Kelompok Data, Evaluasi dan Pelaporan, dengan Tim Kerja: (1) Tim
Kerja Data dan Informasi; dan (2) Tim Kerja Evaluasi, Pelaporan, dan
Pengendalian Intern; serta

e. Bagian Umum, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Organisasi dan
Kepegawaian; dan (2) Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan tanaman
hortikultura.
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Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbenihan Hortikultura

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas,
penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan
perbenihan hortikultura;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan pelepasan varietas,
penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan penguatan kelembagaan
perbenihan hortikultura;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian dan
pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan
penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian dan
pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan
penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian dan
pelepasan varietas, penyediaan benih, pengawasan mutu benih, dan
penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura; dan

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Hortikultura.

Direktorat Perbenihan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana

kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan

Direktorat Perbenihan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja

sebagai berikut:

a. Kelompok Penilaian dan Penyebaran Varietas, dengan Tim Kerja: (1) Tim
Kerja Penilaian dan Pelepasan Varietas; dan (2) Tim Kerja Penyebaran
Varietas;

b. Kelompok Pengawasan Mutu Benih, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja
Pembinaan dan Pengawasan Sertifikasi Benih; dan (2) Tim Kerja
Pengawasan Peredaran Benih; serta

c. Kelompok Penyediaan dan Kelembagaan Benih, dengan Tim Kerja: (1)
Tim Kerja Penyediaan Benih; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan Benih.

Direktorat Buah dan Florikultura mempunyai tugas melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya tanaman buah dan florikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Buah dan Florikultura

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas
buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;
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b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas
buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta florikultura;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan
peningkatan produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang
tahun dan semusim, serta florikultura,;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi
dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan semusim, serta
florikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
produksi dan produktivitas buah tahunan, buah sepanjang tahun dan
semusim, serta florikultura; serta

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Buah dan Florikultura.

Direktorat Buah dan Florikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,

anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan

Direktorat Buah dan Florikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja

sebagai berikut:

a. Kelompok Tanaman Buah Tahunan, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja
Pengembangan Tanaman Buah Pohon; dan (2) Tim Kerja Pengembangan
Tanaman Buah Perdu;

b. Kelompok Tanaman Buah Sepanjang Tahun dan Semusim, dengan Tim
Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan Tanaman Buah Terna; dan (2) Tim
Kerja Pengembangan Tanaman Buah Merambat; serta

c. Kelompok Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Pengembangan
Tanaman Hias Bunga Potong; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Tanaman
Hias Daun.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya sayuran umbi,
sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas
sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas
sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman obat;
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c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan
produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan
tanaman obat;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi
dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan tanaman
obat;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
produksi dan produktivitas sayuran umbi, sayuran buah, aneka sayuran dan
tanaman obat;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas Subbagian Tata Usaha yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,
anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta Kelompok Substansi dan Tim

Kerja sebagai berikut:

a. Kelompok Sayuran Buah, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan
Teknologi Sayuran Buah; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan
Kelembagaan Sayuran Buah;

b. Kelompok Sayuran Umbi, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan
Teknologi Sayuran Umbi; dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan
Kelembagaan Sayuran Umbi; serta

c. Kelompok Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain, dengan Tim Kerja: (1)
Tim Kerja Penerapan Teknologi Tanaman Obat, Jamur dan Sayuran Lain;
dan (2) Tim Kerja Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Tanaman
Obat, Jamur dan Sayuran Lain.

Direktorat Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Perlindungan Hortikultura

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan
penanganan dampak perubahan iklim;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu
tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan tanaman obat, dan
penanganan dampak perubahan iklim;
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g.

. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan
tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

. Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data

dan informasi perlindungan hortikultura;

. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan
tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian
organisme pengganggu tumbuhan buah dan florikultura, sayuran dan
tanaman obat, dan penanganan dampak perubahan iklim, peningkatan dan
penguatan kapasitas kelembagaan serta pengelolaan data dan informasi
perlindungan hortikultura; dan

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Hortikutura.

Direktorat Perlindungan Hortikultura terdiri atas Subbagian Tata Usaha, yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan,
anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan kearsipan
Direktorat Perlindungan Hortikultura, serta Kelompok Substansi dan Tim Kerja
sebagai berikut:

a.

Kelompok Data dan Kelembagaan Perlindungan Hortikultura, dengan Tim
Kerja: (1) Tim Kerja Data dan Informasi Perlindungan Hortikultura; dan (2)
Tim Kerja Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan;

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan
Florikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Buah dan Florikultura;
dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan Buah dan Florikultura;

Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan
Tanaman Obat, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Sayuran dan Tanaman
Obat; dan (2) Tim Kerja Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan Sayuran dan Tanaman Obat; serta

Kelompok Penanganan Dampak Perubahan Iklim, dengan Tim Kerja: (1)
Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim; dan (2) Tim Kerja Mitigasi Perubahan
Iklim.
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Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen,
pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pascapanen, pengolahan, pengawasan
pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran, serta
pengembangan usaha hortikultura;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan,
pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu, pemasaran,
serta pengembangan usaha hortikultura;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan
dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan
dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
pascapanen, pengolahan, pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan
dan mutu, pemasaran, serta pengembangan usaha hortikultura;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura terdiri atas Subbagian
Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian,
keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan dan
kearsipan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, serta
Kelompok Substansi dan Tim Kerja sebagai berikut:

a. Kelompok Pascapanen dan Pengolahan Hasil, dengan Tim Kerja: (1) Tim
Kerja Pascapanen; dan (2) Tim Kerja Pengolahan;

b. Kelompok Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu, dengan Tim
Kerja: (1) Tim Kerja Penerapan dan Pengawasan Keamanan dan Mutu
Komoditas Buah dan Florikultura; dan (2) Tim Kerja Penerapan dan
Pengawasan Keamanan dan Mutu Komoditas Sayuran dan Tanaman Obat;

c. Kelompok Pemasaran Hortikultura, dengan Tim Kerja: (1) Tim Kerja
Pemasaran Domestik; dan (2) Tim Kerja Pemasaran Internasional; serta

d. Kelompok Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, dengan Tim Kerja:
(1) Tim Kerja Pengembangan Usaha; dan (2) Tim Kerja Kelembagaan.
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Secara rinci struktur organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura disajikan
pada Lampiran 1.

Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki Direktorat Jenderal
Hortikultura dalam rangka mendukung pembangunan hortikultura (sumber: Tim
Kerja Organisasi dan Kepegawaian per 31 Desember 2024) adalah 345 orang,
dimana ada penambahan 11 orang dibandingkan jumlah pegawai pada tahun
2023, dengan 313 orang diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 32 orang merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 186 orang (53,91%) adalah perempuan
dan 159 orang laki-laki. Untuk kelompok umur, sebanyak 225 orang (65,22%)
berumur 41-60 tahun, sedangkan dibawah 40 tahun sebanyak 120 orang.

Untuk komposisi pegawai berdasarkan golongan yaitu: golongan | sebanyak 0
orang, golongan Il sebanyak 19 orang, golongan Il sebanyak 225 orang,
golongan IV sebanyak 69 orang, golongan VII (PPPK) sebanyak 5 orang, dan
golongan IX (PPPK) sebanyak 27 orang. Sedangkan rekapitulasi SDM
berdasarkan tingkat pendidikan vyaitu; Doktor (S3) sebanyak 8 orang,
Master/Pasca Sarjana (S2) sebanyak 106 orang, Sarjana (S1) sebanyak 176
orang, Diploma (D3) sebanyak 9 orang, SLTA sebanyak 42 orang, SLTP
sebanyak 3 orang dan SD sebanyak 1 orang. Rincian sebaran jumlah pegawai
Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada Lampiran 2.

Potensi SDM yang dimiliki Direktorat Jenderal Hortikultura ini tersebar pada
masing-masing Eselon Il lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura berdasarkan
kebutuhan instansi dalam rangka mendukung pencapaian kinerja sasaran
Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian. Sebaran pegawai
per unit Eselon Il adalah sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal
sebanyak 105 orang (termasuk 5 orang PPPK), Direktorat Perbenihan sebanyak
41 orang (termasuk 3 orang PPPK), Direktorat Buah dan Florikultura sebanyak
44 orang (termasuk 6 orang PPPK), Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat
sebanyak 56 orang (termasuk 4 orang PPPK), Direktorat Perlindungan
Hortikultura sebanyak 43 orang (termasuk 6 orang PPPK) serta Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebanyak 56 orang (termasuk 8
orang PPPK).

Dalam hal jabatan Fungsional, dari total pegawai Direktorat Jenderal
Hortikultura, 39,13% (sebanyak 135 orang) diantaranya merupakan Pelaksana,
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55,65% (sebanyak 192 orang) sudah menduduki Jabatan Fungsional Keahlian,
dan 1,73% (sebanyak 6 orang) menduduki Jabatan Fungsional Ketrampilan.
Sedangkan sisanya menduduki jabatan lainnya seperti Pimpinan Tinggi
sebanyak 6 orang (seperti Pimpinan Eselon Il yaitu Direktur Teknis dan
Sekretaris Direktorat Jenderal), Pejabat Administrator (Eselon 1llI) dan Pejabat
Pengawas (Eselon IV). Untuk rincian jenis jabatan dan sebaran jabatan
fungsional dapat dilihat pada Lampiran 4 dan 5.

Dukungan Anggaran

Pada awal tahun 2024, anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura adalah senilai Rp1.006.491.086.000,00 yang mengacu dokumen
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal yang terbit pada tanggal 24
Nopember  2023. Dari alokasi anggaran  tersebut, sebanyak
Rp801.096.468.000,00 (79,59% dari total alokasi pagu) dalam status blokir. Hal
ini sebagian besar dikarenakan akan ada refocusing anggaran untuk kegiatan
mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam rangka peningkatan
produksi padi dan jagung.

Sampai dengan akhir tahun 2024, kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal
Hortikultura mengalami revisi DIPA sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dimana
terdapat perubahan total alokasi anggarannya sebanyak 2 (dua) kali akibat
refocusing/realokasi kegiatan dan anggaran dan penambahan alokasi gaji untuk
pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura, 19 (sembilan belas) kali revisi DIPA
tanpa merubah total anggaran Ditjen Hortikultura diantaranya: pencairan tanda
blokir, revisi penandaan Automatic Adjustment (AA) belanja kegiatan, revisi
Rencana Penarikan Dana pada halaman Il DIPA, pergeseran akun 526 (belanja
bantuan pemerintah), dan pergeseran antar Rincian Output (RO)/Klasifikasi
Rincian Output (KRO) dengan kronologi sebagai berikut:

1. Penerbitan DIPA Revisi ke-1 tanggal 05 Januari 2024, dimana terdapat
perubahan total alokasi pagu dari Rpl1.006.491.086.000,00 menjadi
Rp432.638.721.000,00 dikarenakan adanya refocusing/realokasi anggaran
sebesar Rp573.852.365.000,00 yang direalokasi ke unit kerja Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus
percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung
sebagai tindak lanjut surat Menteri Pertanian No. B-01/RC.110/M/01/2024
tanggal 02 Januari 2024 hal Penyampaian Usulan Refocusing/Realokasi
Anggaran TA 2024. Revisi tersebut dapat segera disetujui oleh Kementerian
Keuangan dengan pertimbangan bahwa sebagian dokumen pendukung
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sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal maupun eksternal lingkup
Kementerian Pertanian tidak menyebabkan pergeseran total anggaran antar
program sehingga tidak melalui mekanisme persetujuan DPR RI. Dari total
anggaran tersebut, sebanyak Rp282.259.290.000,00 masih diblokir (65,24%
dari total alokasi pagu).

Selain itu, dilakukan juga refocusing/realokasi anggaran dalam internal
Direktorat Jenderal Hortikultura sebesar Rp25.000.000.000,00 untuk kegiatan
mendukung Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar
Instrumen Pertanian di lokasi kegiatan upaya khusus percepatan tanam
dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung, yang dialokasikan pada
kegiatan 5 (lima) eselon Il lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura masing-
masing Rp5.000.000.000,00. Namun demikian, anggaran tersebut masih
diblokir karena sesuai arahan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan harus dilakukan penyesuaian lokus pada dokumen pendukung
agar sesuai dengan lokus kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Penerbitan DIPA Revisi ke-2 tanggal 16 Januari 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir
sebesar Rp140.339.551.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih
diblokir sebesar Rp141.919.739.000,00 (32,80% dari total alokasi pagu).
Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses
revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
dengan melengkapi dokumen pendukung kegiatan Bimbingan Teknis
Peningkatan Kapasitas Petani/Penyuluh/Penerap Standar Instrumen
Pertanian, yang mengacu Surat Perintah Menteri Pertanian No. B-
06/RC.020/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 termasuk menyesuaikan
lokus kegiatan di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada dokumen pendukung
sebagaimana poin 2, serta ketersediaan bantuan pemerintah yang mengacu
Peraturan Menteri Pertanian No. 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum
Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-3 tanggal 22 Januari 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun dengan mengacu Surat Menteri
Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang
Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang
ditindaklanjuti dengan terbitnya surat Plt Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian No. B-140/RC.110/A/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 hal
Automatic Adjustment Belanja Lingkup Kementerian Pertanian TA 2024,
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mengakibatkan semua Eselon | wajib melakukan penandaan tanda blokir
khusus Automatic Adjustment Belanja dalam dokumen anggaran masing-
masing. Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri mendapat Automatic
Adjustment Belanja sebesar Rp40.281.266.000,00 yang sebagian besar
ditandakan pada kegiatan-kegiatan yang sudah diblokir pada dokumen
DIPA/POK sebelumnya dan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura serta Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis
Lainnya pada Ditjen Hortikultura (Kesekretariatan) yang belum diblokir,
sehingga terdapat tambahan anggaran diblokir sebesar Rp11.678.215.000,00
dengan total alokasi anggaran yang diblokir sebesar Rp153.597.954.000,00
(35,50% dari total alokasi pagu).

Penerbitan DIPA Revisi ke-4 tanggal 02 Februari 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir
sebesar Rp56.255.432.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih
diblokir sebesar Rp97.342.522.000,00 (22,50% dari total alokasi pagu).
Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses
revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
mengacu Surat Dirjen Hortikultura Nomor B-37/RC.110/D/01/2024 tanggal 29
Januari 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura dengan
melengkapi dokumen pendukung kegiatan Sarana Pascapanen Hortkultura,
Prasarana Pascapanen Hortikultura, Prasarana Pengolahan Hortikultura,
Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Layanan Perencanaan dan
Penganggaran.

Penerbitan DIPA Revisi ke-5 tanggal 13 Februari 2024, dengan total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1 dan total anggaran yang diblokir juga
tetap sebagaimana poin 4. Namun demikian, atas arahan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, semua Eselon | lingkup Kementerian Pertanian diharuskan
untuk melakukan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada
halaman Il DIPA dikarenakan sudah terjadi refocusing/realokasi anggaran
kegiatan antar Eselon | pada dokumen DIPA sebelumnya yang dapat
mempengaruhi penilaian konsistensi pada Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA), dan selanjutnya dilakukan revisi DIPA di tingkat Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Penerbitan DIPA Revisi ke-6 tanggal 16 Februari 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir
sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir
sebesar Rp92.342.522.000,00 (21,34% dari total alokasi pagu). Pencairan
tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses revisi DIPA di
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tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengacu Surat
Dirjen Hortikultura Nomor B-56/RC.110/D/02/2024 tanggal 12 Februari 2024
hal Usulan Revisi Anggaran Lingkup Ditjen Hortikultura TA 2024 dengan
melengkapi dokumen pendukung kegiatan Horticulture Development of
Dryland Areas Project (HDDAP).

Penerbitan DIPA Revisi ke-7 tanggal 19 April 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga
tetap sebagaimana poin 6. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura
telah melaksanakan pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana
Penarikan Dana (RPD) pada halaman Il DIPA. Revisi tersebut diproses di
tingkat Kanwil Ditien Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI
Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-
120/RC.110/D/04/2024 tanggal 16 April 2024 hal Usulan Revisi Anggaran
Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-8 tanggal 22 Mei 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga
tetap sebagaimana poin 6. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura
telah melaksanakan pergeseran akun 526 (bantuan pemerintah),
pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD)
pada halaman Il DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan
dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-183/RC.110/D/05/2024
tanggal 16 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura
TA 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-9 tanggal 30 Mei 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, namun terjadi pencairan tanda blokir
sebesar Rp30.603.886.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih
diblokir sebesar Rp61.738.636.000,00 (14,27% dari total alokasi pagu).
Pencairan tanda blokir tersebut dapat dilakukan setelah dilakukan proses
revisi DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-159/RC.110/D/05/2024
tanggal 7 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran Satker Ditjen Hortikultura TA
2024. Dalam revisi tersebut, selain pencairan sebagian tanda blokir juga telah
dilakukan realokasi anggaran ke Rincian Output: 1) Layanan Data dan
Informasi pada sebagian besar satker provinsi (Dekonsentrasi); 2) Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan; dan pergeseran akun 526
(bantuan pemerintah).
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10.

11.

12.

13.

Penerbitan DIPA Revisi ke-10 tanggal 15 Juli 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga
tetap sebagaimana poin 9. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura
telah melaksanakan pemutakhiran POK dan penyesuaian/revisi Rencana
Penarikan Dana (RPD) pada halaman Il DIPA. Reuvisi tersebut diproses di
tingkat Kanwil Ditien Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI
Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-
283/RC.110/D/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal Usulan Revisi Anggaran
Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-11 tanggal 08 Agustus 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap sebagaimana poin 1, dan total anggaran yang diblokir juga
tetap sebagaimana poin 9. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura
telah melaksanakan revisi pergeseran akun 526 dan pergeseran antar
RO/KRO. Revisi tersebut diproses di tingkat Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI
Jakarta dengan mengacu surat Dirjen Hortikultura Nomor B-
302/RC.110/D/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 hal Usulan Revisi Anggaran
Satker Ditjen Hortikultura TA 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-12 tanggal 02 September 2024, dimana terdapat
perubahan total alokasi pagu dari Rp432.638.721.000,00 menjadi
Rp433.499.771.000,00 dikarenakan adanya realokasi anggaran sebesar
Rp861.050.000,00 yang direalokasi dari unit kerja Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian untuk belanja gaji pegawai Direktorat Jenderal
Hortikultura. Revisi tersebut dapat disetujui oleh Kementerian Keuangan
melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan pertimbangan bahwa sebagian
dokumen pendukung sudah dilengkapi, serta realokasi anggaran internal
maupun eksternal lingkup Kementerian Pertanian tidak menyebabkan
pergeseran total anggaran antar program sehingga tidak melalui mekanisme
persetujuan DPR RI. Selain itu, telah disetujui pencairan tanda blokir sebesar
Rp20.611.500.000,00 sehingga alokasi anggaran yang masih diblokir
sebesar Rp41.127.136.000,00 (9,49% dari total alokasi pagu).

Penerbitan DIPA Revisi ke-13 tanggal 10 September 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap
sebagaimana poin 12. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah
melaksanakan penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada
halaman 1l DIPA. Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta.
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14,

15.

16.

17.

18.

Penerbitan DIPA Revisi ke-14 tanggal 24 September 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap
sebagaimana poin 12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran
POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Penerbitan DIPA Revisi ke-15 tanggal 29 September 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap
sebagaimana poin 12. Revisi di satker pusat ini dilakukan setelah dilakukan
proses revisi optimalisasi kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura (kawasan
mangga) dan diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan dengan mengacu Surat Direktur Jenderal Hortikultura No B-
3005/RC.110/6/09/2024 tanggal 20 September 2024 tentang usulan revisi
annggaran lingkup satker Ditjen Hortikultura.

Penerbitan DIPA Revisi ke-16 tanggal 16 Oktober 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin
12. Namun demikian, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melaksanakan
penyesuaian/revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman Il DIPA.
Revisi tersebut diproses di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No
B-355/RC.110/D/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang usulan revisi
penyesuaian halaman IIl DIPA.

Penerbitan DIPA Revisi ke-17 tanggal 24 Oktober 2024, dimana total alokasi
anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap sebagaimana poin
12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran POK yang diproses
secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No B-
384/RC.110/D/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang usulan revisi
pemutakhiran POK.

Penerbitan DIPA Revisi ke-18 tanggal 05 Nopember 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap
sebagaimana poin 12. Revisi di satker pusat ini dilakukan setelah dilakukan
proses revisi tunda bayar yang terjadi pada output kegiatan kawasan bawang
merah di Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, serta diproses di tingkat
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu
Surat Direktur Jenderal Hortikultura No B-398/RC.110/D/10/2024 tanggal 29
Oktober 2024.
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19.

20.

21.

Penerbitan DIPA Revisi ke-19 tanggal 09 Nopember 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap dan total anggaran yang diblokir juga tetap
sebagaimana poin 12. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan pemutakhiran
POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu Surat KPA No.
B-1660/RC.110/D/11/2024 tanggal 8 November 2024 tentang usulan revisi
pemutakhiran POK.

Penerbitan DIPA Revisi ke-20 tanggal 26 Nopember 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 12, namun total anggaran yang
diblokir bertambah Rp6.814.279.000,00 sehingga yang semula total
anggaran yang diblokir sebesar Rp41.130.546.000,00 menjadi Rp
47.944.825.000,00. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang
mengarahkan semua Kementerian/Lembaga agar segera memblokir
setidaknya 50% dari semua alokasi anggaran perjalanan dinas. Revisi
tersebut diproses di tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan dengan mengacu Surat Dirjen Hortikultura No. B-
374/RC.110/D/11/2024 tanggal 13 November 2024.

Penerbitan DIPA Revisi ke-19 tanggal 09 Nopember 2024, dimana total
alokasi anggaran tetap sebagaimana poin 12 dan total anggaran yang diblokir
juga tetap sebagaimana poin 20. Penerbitan DIPA revisi ini merupakan
pemutakhiran POK yang diproses secara otomatis oleh pihak Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi DKI Jakarta dengan
mengacu Surat KPA No. B-1660/RC.110/D/11/2024 tanggal 8 November
2024 tentang usulan revisi pemutakhiran POK.

Dari alokasi anggaran di Satker Pusat dan Daerah Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp433.499.771.000,00 tersebut digunakan untuk mendukung 3 (tiga)
program dan 6 (enam) kegiatan utama didalamnya yaitu kegiatan:

1)

2)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas senilai
Rp180.904.503.000,00, dengan 4 (empat) kegiatan utama vyaitu: (1)
Peningkatan  Produksi Sayuran dan Tanaman Obat senilai
Rp106.975.000.000,00; 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
senilai Rp24.025.003.000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
senilai Rp24.904.500.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan
Hortikultura senilai Rp25.000.000.000,00.

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dengan kegiatan utama
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura senilai Rp125.811.622.000,00
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3) Program Dukungan Manajemen, dengan kegiatan utama Peningkatan Usaha
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura senilai
Rp126.783.646.000,00.

Sedangkan khusus untuk kegiatan di satuan kerja Pusat dari pagu senilai
Rp365.745.586.000,00 dialokasikan pada masing-masing unit Eselon Il sebagai
berikut : Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat senilai Rp106.975.000.000,00,
Direktorat Perbenihan Hortikultura senilai Rp24.025.003.000,00, Direktorat
Perlindungan Hortikultura senilai Rp25.000.000.000,00, Sekretariat Direktorat
Jenderal senilai Rp107.238.461.000,00, Direktorat Buah dan Florikultura senilai
Rp24.904.500.000,00 dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura senilai Rp77.602.622.000,00.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersusun atas
beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen-komponen
tersebut antara lain; Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Komponen Perencanaan Kinerja meliputi:
a) Rencana Strategis (Renstra), b) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan
¢) Perjanjian Kinerja (PK). Berikut dipaparkan komponen terkait Perencanaan
Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura:

A.

Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024
disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2024 dan Peraturan Presiden Rl Nomor 18 tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan
keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan pertanian periode 2020-2024 yang mengacu pada kebijakan
nasional dalam RPJMN diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan,
pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga
petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian
Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan yaitu (1) Terjaganya
ketahanan pangan nasional; (2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing
pertanian; (3) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta
tersedianya prasarana dan sarana pertanian; (4) Meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan (5) Terwujudnya reformasi
birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 dihadapkan pada upaya
peningkatan kesejahteraan stakeholder hortikultura khususnya petani
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menjadi lebih baik sehingga menjadi bagian utuh dari sistem perekonomian
nasional yang diprediksi akan menjadi negara berpenghasilan menengah
atas (upper-middle income country). Hortikultura diharapkan mampu
menjadi penopang laju pertumbuhan perekonomian nasional dan mampu
mengatasi ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian menuju pertanian yang
maju, mandiri dan modern, pembangunan hortikultura diarahkan untuk
membentuk subsektor hortikultura yang dapat berperan lebih luas dan lebih
strategis dalam pertumbuhan perekonomian dengan mendorong laju daya
saing di subsektor ini. Hortikultura diperkirakan akan menjadi bagian
penting dalam kemandirian wilayah (spasial) dalam membentuk struktur
pertumbuhan yang kokoh didukung oleh sistem produksi yang kompetitif,
ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan hortikultura Tahun 2020-2024 adalah
meningkatkan daya saing hortikultura yang mendorong peningkatan
produksi, peningkatan akses pasar dan ekspor didukung oleh budidaya
ramah lingkungan berkelanjutan serta mendorong peningkatan nilai
tambah produk untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Hortikultura ini merupakan
revisi kedua untuk menjabarkan Renstra Kementerian Pertanian 2020-
2024 yang juga mengalami revisi kedua sebagaimana tertuang di dalam
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tanggal
26 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, dimana revisi tersebut dilakukan
sebagai bentuk respon dari dinamika lingkungan strategis nasional dan
dunia yang berpengaruh secara langsung terhadap pembangunan
pertanian. Secara spesifik pertimbangan revisi tersebut adalah: (1)
terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, menyebabkan
perubahan fokus pelaksanaan kegiatan, perubahan struktur penganggaran
dan kebijakan penting lainnya, (2) terdapat beda waktu terbitnya Renstra
Kementerian Pertanian tahun 2021-2024 (Permentan  Nomor
259/Kpts/RC.020/M/5/2021 tertanggal 4 Mei 2021 dan Permentan Nomor
760.1/Kpts/RC.020/M/11/2021 tertanggal 27 November 2020) dengan
keluarnya Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor: S- 122/MK.2/2021 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/
05/2021 tertanggal 24 Juni 2021 tentang Pedoman Redesain Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga, hal ini
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menyebabkan perlunya penyesuaian program maupun target, dan (3)
merespon dinamika perubahan kebijakan Kementerian Pertanian, yaitu
adanya penambahan kegiatan sesuai dengan direktif Presiden.

Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura yang ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Hortikultura Nomor 1700/KPTS/HK.320/D/X/2021 tanggal
18 Oktober 2021, menjabarkan adanya keterkaitan visi, misi dan tujuan
Direktorat Jenderal Hortikultura terhadap Renstra Kementerian Pertanian
Tahun 2020-2024 (Revisi Il).

Visi dan Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong”. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden dan Wakil
Presiden memiliki misi sebagai berikut:

Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga.

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

o0k wnPE

Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah
2020-2024 yaitu :

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia
maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi Presiden dan Wakil Presiden
terkait “struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing”, maka
Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.
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Untuk mendukung visium dan misi Kementerian Pertanian tersebut, maka
Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

VISIUM : “ Agribisnis Hortikultura Berdaya saing yang maju, mandiri dan
modern untuk terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat,
mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan Ketersediaan komaoditas hortikultura berkualitas

2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hortikultura

3. Pengelolaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang bersih, efektif dan
terpercaya

Tujuan dan Sasaran

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian tahun 2020-2024, tujuan
pembangunan hortikultura adalah

1. Meningkatnya Kesejahteraan Petani hortikultura

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing hortikultura.

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura

Tabel 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024

1 | Meningkatnya 1 Nilai Tukar 101,77 |101,91| 102,04 | 102,20 | 102,38 | 102,60
Kesejahteraan Petani (NTP)
Petani hortikultura hortikultura
Meningkatnya Pertumbuhar 5,53 5,80 5,80 5,90 5,90 5,90
Nilai Tambah dan PDB
Daya Saing Hortikultura
hortikultura (%)
Terwujudnya Nilai - 30,00 | 31,91 | 31,99 | 32,07 | 32,15
reformasi birokrasi Reformasi
Direktorat Birokrasi
Jenderal Direktorat
Hortikultura Jenderal
Hortikultura
(PMPRB)

Target

Indikator Tujuan Direktorat Jenderal

Hortikultura 2020-2024

sebagaimana Tabel 1 di atas, mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan sesuai dengan
lampiran Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi Il. Namun
demikian, terdapat perbedaan target Pertumbuhan PDB Hortikultura tahun
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2024 antara isi Renstra Kementerian Pertanian dengan lampirannya,
dimana pada Bab Il Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Pertanian targetnya
sebesar 6%, sedangkan target pada lampirannya tertulis 5,9%. Setelah
diverifikasi dengan pihak Biro Perencanaan bahwa yang benar adalah 5,9%
dan telah ditindaklanjuti dengan memperbaiki redaksi target pada Usulan
Renstra Kementerian Pertanian Revisi lIl.

Berdasarkan Kerangka kebijakan dan strategi pembangunan pertanian yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Revisi I,
maka program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024 yang
semula adalah “Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura”
mengalami perubahan menjadi 3 (tiga) program. Adapun program Direktorat
Jenderal Hortikultura pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan

3. Program Dukungan Manajemen

Adapun Sasaran Program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-
2024 mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian adalah
sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.

2. Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan.

3. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman komoditas
prioritas.

4. Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian.

Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian.

6. Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima.

7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan
Berkualitas.

o

Renstra Direktorat Hortikultura merupakan bagian dari Renstra Kementerian
Pertanian 2020-2024 (Reuvisi Il). Oleh karena itu Direktorat Jenderal Hortikultura
secara berjenjang memangku tanggung jawab pencapaian beberapa Sasaran
Strategis Kementerian Pertanian yang telah ditetapkan khususnya untuk tahun
2024 ini. Hal ini secara skematis dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Target Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)
Kementerian Pertanian dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
(IKSK) Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
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Meningkatnya

Ketersediaan, Akses

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis
Dalam Negeri

dan Konsumsi a. Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis % 1,99
Pangan Berkualitas | b. Peningkatan produksi hortikultura unggulan % 4,50
(SS1) 2. Persentase Serangan Organisme % 70,40
Pengganggu Tumbuhan dan Dampak
Perubahan Iklim yang ditangani
a. Rasio serangan OPT yang ditangani % 95
terhadap luas serangan OPT Hortikultura
b. Rasio luas area yang mendapat % 50
penanganan DPI terhadap luas area
hortikultura yang terkena DPI
3. Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi % 90,56
Pertanian
a. Tingkat kemanfaatan sarana produksi % 92,5
hortikultura
Meningkatnya Nilai | 1. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen % 86,90
Tambah dan Daya dan Pengolahan Hasil Pertanian
gal?g l_(omgcgtzas a. Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen % 85
ertanian (SS2) dan pengolahan hasil hortikultura
2. Pertumbuhan Nilai Ekspor Untuk Produk % 12,28
Pertanian Nasional
a. Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk % 3
hortikultura
Terwujudnya 1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Nilai 82,96
birokrasi Pertanian
Kemen_terlan a. Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai 32,15
Pertanian yang
efektif dan efisien, 2. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Nilai 92,73
serta anggaran Pertanian
yang akuntabel a. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Nilai 83,0

(SS5)

Hortikultura

D. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Hortikultura

Arah Kebijakan pembangunan hortikultura tahun 2020-2024 adalah

Meningkatkan daya saing hortikultura melalui

peningkatan produksi,

produktivitas, akses pasar, logistik didukung sistem pertanian modern yang
ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan nilai tambah produk untuk
kesejahteraan petani.
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Dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan mengacu Cara Bertindak (CB)
Kementerian Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan daya saing
produk pertanian dan mencapai tujuan pembangunan hortikultura. Strategi
pembangunan hortikultura yang menjadi fokus utama tahun 2021-2024
adalah:

1. Pengembangan Kampung Hortikultura (Sayuran, Tanaman Obat, Buah,
dan Florikultura).

Fokus Pertama Ditjen Hortikultura dalam rangka mewujudkan amanat
Menteri Pertanian terkait CB |, maka strategi pengembangan hortikultura
diarahkan pada Pengembangan Kampung Hortikultura yang bertujuan
untuk membangun Kawasan Hortikultura Skala Ekonomi.

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wilayah
administratif desa dengan luasan 5-10 Ha bergantung pada komoditas
yang dikembangkan pada kampung tersebut. Kampung Hortikultura
mengusung konsep one village one variety dan komoditas unggulan yang
dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran
hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus sesuai
agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya
serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat. Hal ini merupakan
fondasi utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan
pengembangan Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek
ekonomi, sosial budaya serta dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara
terintegrasi mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih
Bermutu, Saprodi (Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit,
Mulsa Plastik, dan lain-lain), Pengendali Organisme Pengganggu
Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan Prasarana Pascapanen serta
Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregistrasi dan disertifikasi produk
yang dihasilkan. Selain itu, Pengawalan dan Pendampingan secara
intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan
hortikultura melalui pendekatan kampung ini dapat lebih memudahkan
masuknya dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR),
mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan
dapat mendukung pembentukan Korporasi Petani.

Sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia dalam hal
Pengembangan Korporasi Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura
telah menterjemahkannya dengan mewujudkan Kebijakan
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Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya akan
bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut,
pemerintah hadir dalam setiap siklus pertanian mulai dari persiapan lahan,
pengelolaan tanaman, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran
yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung hortikultura akan dilakukan
secara berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun
berikutnya akan lebih banyak terbentuk kampung-kampung penghasil
produk hortikultura bermutu yang seragam varietasnya guna pemenuhan
konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku industri hortikultura dan
ekspor produk hortikultura segar maupun olahan. Disamping fungsinya
untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar dan olahan, Kampung
Hortikultura juga berpotensi menjadi Lokasi Agrowisata dan atau Agro Edu
Wisata. Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan
pariwisata alternatif daerah setempat. Sasaran akhir dari Kampung
Hortikultura ini yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Perdesaan.

Contoh kampung buah yang telah terbentuk pada saat ini adalah
Kampung Durian di Desa Songgon-Banyuwangi, Kampung Mangga
Agrimania Situbolang-Indramayu, dan Kampung Manggis dan Durian di
Desa Wisata Somongari-Kaligesing Purworejo.

Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura
(Bantuan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Bawang,
Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain).

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah
Penumbuhan UMKM Hortikultura, dengan target terbentuknya 200
UMKM. Perekonomian di Indonesia tidak dapat terlepas dari sektor UMKM
yang menjadi fondasi bagi peningkatan perekonomian di tanah air.

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, 2) Meningkatkan
diversifikasi hasil olahan untuk peningkatan nilai tambah hortikultura, 3)
Kemitraan dengan stakeholder untuk penumbuhan UMKM Hortikultura, 4)
Peningkatan Kapabilitas melalui Bimbingan Teknis, 5) Promosi dan
Pemasaran Produk Olahan Hortikultura.

Dalam upaya penumbuhan UMKM Hortikultura, Direktorat Jenderal
Hortikultura akan memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan
Prasarana Pascapanen dan Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen,
Cold storage, Bangunan Unit Pengolahan, Solar Dryer Dome. Selanjutnya
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dilengkapi dengan sarana pascapanen dapat berupa motor roda 3,
keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, meja sortasi, roller
conveyor dari pencucian hingga ke dalam bangsal, blower pengering
produk. Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan
untuk pengolahan cabai, bawang, buah-buahan dan hortikultura lain.
Fasilitasi bantuan pengelolaan panen, pascapanen dan pengolahan akan
sangat bervariasi sesuai ketersediaan bahan baku, dan produk olahan
yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendorong pemberdayaan UMKM,
juga diberikan fasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Bantuan sarana prasarana pascapanen dan pengolahan
hortikultura ini akan difokuskan kepda daerah-daerah yang surplus
produksi komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasilitasi ini, diharapkan dapat terbentuk UMKM
Hortikultura selaras dengan program pemerintah dalam strategi
percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi ini merupakan
salah satu opsi terbaik untuk menuntaskan permasalahan yang biasa
terjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga produk turun,
terbuang dan menurunkan motivasi petani untuk melakukan budidaya
hortikultura.

UMKM Hortikultura memastikan peningkatan nilai tambah pada komoditas
hortikultura melalui  diversifikasi produk. Kelompok Tani akan
mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan
produk segar. Inovasi perlu terus dikembangkan agar eksistensi dari
UMKM Hortikultura dapat terjaga dan tetap bertahan. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi
pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang
unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan teknologi
mandiri dan kompetitif. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk
mempertahankan eksistensi dari produk UMKM, juga sebagai upaya
peningkatan ekonomi bangsa. Selain itu, melalui hadirnya kemitraan
dengan stakeholder diharapkan dapat meningkatkan produktivitas,
jaminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi
secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kompetensi
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan
penggerak usaha. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan
dan memastikan peningkatan kapabilitas SDM melalui berbagai
bimbingan teknis yang diperlukan.
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Hal lainnya yang perlu menjadi fokus perhatian adalah meminimalisir
kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang
kurang kondusif  (perijinan, aturan/perundangan). Sehingga,
pendampingan dalam hal promosi dan pemasaran produk UMKM
Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
dengan sebaik-baiknya.

Digitalisasi Pertanian

Pandemi Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020-2022 mendorong
pemerintah untuk dapat mempertegas perannya dalam merevitalisasi sub
sektor hortikultura. Sejalan dengan era 4.0, maka pembangunan
hortikultura mencanangkan konsepsi baru untuk bersinergi dengan
generasi muda/milenial sebagai penggerak usaha hortikultura dan
mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan mobilisasi
dan distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 telah menuntut para
pelaku usaha untuk lebih kreatif, berkolaborasi dan menggunakan
berbagai teknologi yang dapat meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkan, termasuk mekanisasi dan teknologi informasi.

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Ketiga yang ditetapkan
Direktorat Jenderal Hortikultura adalah Mendorong Digitalisasi Pertanian
yaitu melalui pengembangan Sistem Informasi (SI) Hortikultura.

Sistem informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Hortikultura antara lain:

Pertama, Sistem informasi “Early Warning System (EWS)” Komoditas
Strategis, yang merupakan sistem peringatan dini berbasis data historis
untuk memprediksi ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang)
beberapa bulan ke depan. Melalui EWS ini kita dapat melihat neraca
antara kebutuhan dan produksikomoditas strategis (Cabai, Bawang) di
seluruh Indonesia sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat segera
melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan
distribusi pada daerah yang terindikasi defisit. Hal ini dilakukan untuk
menjaga stabilitas pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun
konsumen.

Kedua, Sistem Monitoring Tanam Hortikultura Strategis (Simethris),
merupakan sistem informasi realtime status monitoring wajib tanam dan
produksi komoditas hortikultura strategis (Bawang Putih). Melalui Aplikasi
ini, pemerintah dapat memantau kewajiban tanam dari para importir yaitu
sebesar 5% dari volume impor.
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Ketiga, Sistem Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan
Perlindungan Hortikultura adalah Sistem Informasi Manajemen Dampak
Perubahan Iklim (DPI). Aplikasi ini untuk merekam data DPI (luas
kebanjiran dan kekeringan) yang diperoleh dari hasil pengamatan
petugas POPT. Hal ini dilakukan agar pengendalian OPT dan
penanganan DPI dapat segera dilakukan pemetaan daerah waspada OPT
serta daerah rawan banjir/kekeringan segera dapat dilakukan.
Selanjutnya Sistem Informasi Monitoring Pelaporan Perlindungan
Hortikultura (SIMPELDUTI) merupakan aplikasi yang dikembangkan
untuk monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan hortikultura.

Keempat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi Aplikasi sistem informasi
untuk registrasi kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman
obat dan block chain hortikultura. Seiring dengan perubahan arah
kebijakan pada tahun 2021 hingga 2024 menjadi pengembangan
Kampung Hortikultura, maka akan dilakukan pembaharuan
aplikasi/sistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung
hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari
Kampung Hortikultura ini mendapatkan sertifikasi atas penerapan Good
Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) atau
sertifikasi Organik Hortikultura.

Kelima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong
promosi dan pemasaran produk hortikultura melalui pengembangan hub
digital pertanian yang menggunakan platform digital untuk
menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ini diperlukan untuk
mengikuti maraknya online marketing yang dapat menembus semua lini
pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun
internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah Horti Trade
Room (HTR) yang berguna sabagai wadah mempertemukan penjual/
petani dengan pembeli. Aplikasi ini memuat informasi kategori produk
segar dan olahan hortikultura yang tersedia dari banyak pelaku usaha di
seluruh Indonesia. Dalam situs HTR pembeli dapat langsung
menghubungi penjual melalui nomor telepon yang sudah didaftarkan dan
melakukan transaksi dengan berselancar secara online dimana pun.

Sistem lainnya yang akan dikembangkan adalah platform aplikasi sentra
buah berbasis Android, atau disebut Sistem Informasi Indonesian Map of
Fruit Center (i-Mofc). Aplikasi i-Mofc berfungsi sebagai wadah promosi
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produksi, kepastian ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang
valid dan real time buah-buahan unggul nasional.

Disamping itu, sistem informasi yang akan dikembangkan kedepan oleh
Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi Sistem Informasi Perbenihan
Hortikultura. Tujuan dari pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini
adalah supaya memudahkan memonitor ketersediaan benih unggul
hortikultura di BBH-BBH yang menjadi binaan Ditjen Hortikultura di
seluruh Indonesia.

Sistem informasi perbenihan ini akan menyediakan data realtime
ketersediaan benih bermutu, termasuk volume, varietas, lokasi, serta
kesiapan tanamannya.

Strategis pembangunan hortikultura tersebut didukung oleh langkah
operasional sebagai berikut :

1. Pemantapan stabilisasi pasokan komoditas strategis

Hortikultura memiliki salah satu peran strategis yaitu menjaga inflasi
nasional dengan penyediaan pasokan cabai dan bawang merah dalam
jumlah mencukupi. Pembangunan kawasan cabai dan bawang merah
tahun 2015-2019 dilakukan secara intensif dan telah mampu membentuk
kawasan-kawasan baru yang menjadi pilar pasokan di wilayah baru
terutama di luar Pulau Jawa. Penumbuhan kawasan baru tersebut telah
mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga cabai dan bawang merah
dan menekan inflasi dengan cukup efektif.

Pengembangan kawasan cabai dan bawang merah masih diperlukan
yaitu membangun kawasan baru dan memanfaatkan lahan marjinal
potensial khususnya yang berada di luar Pulau Jawa. Pengembangan di
luar Pulau Jawa dapat disertai dengan inovasi perbenihan maupun
budidaya seperti dengan penggunaan benih True Shallot Seed (TSS) dan
sistem irigasi efektif. Pengembangan kawasan kedua komoditas
diintegrasikan dengan penggunaan input produksi yang lebih efektif dan
efisien serta dapat menggunakan Teknik smart farming untuk
menghadapi perubahan iklim.

Tantangan pengembangan cabai di masa yang datang adalah kepastian
pasokan sepanjang tahun dengan terobosan penanaman saat saat
musim kemarau dan panen saat musim hujan. Selain itu, stocking system
saat produksi melimpah perlu dikembangkan di kawasan-kawasan
utama.
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Pengembangan bawang merah dalam 5 tahun mendatang diarahkan
untuk meningkatkan pasokan guna menjamin kepastian pasokan
sepanjang tahun. Pengembangan kawasan dengan TSS akan dilakukan
lebih intensif dan pengembangan bawang merah untuk ekspor akan
dilakukan secara komprehensif bersama dengan upaya peningkatan
ekspor 3 kali lipat (Gratieks).

Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor
dilakukan dengan kebijakan pengendalian impor dan pengembangan
bawang putih di dalam negeri secara berkelanjutan. Produksi bawang
putih nasional berpotensi untuk ditingkatkan secara berkelanjutan seiring
dengan potensi pasar yang besar dan kekhasan karakteristik bawang
putih nasional dibandingkan bawang putih impor. Pengembangan
kawasan bawang putih dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan
berbagai pihak untuk percepatan peningkatan produksi.

Peningkatan Pasokan Komoditas Unggulan

Potensi pasar yang masih terbuka lebar baik domestik maupun
internasional untuk produk hortikultura mendorong Direktorat Jenderal
Hortikultura untuk terus mendorong Peningkatan Produksi dan Daya
Saing Hortikultura. Hal ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan dan
akses produk hortikultura bagi konsumen terutama untuk komoditas
unggulan hortikultura. Komoditas unggulan hortikultura merupakan
komoditas strategis seperti aneka cabai, bawang merah, bawang putih
dan komoditas potensi berdaya saing seperti tanaman obat, mangga,
manggis, jeruk, pisang, buah-buahan lainnya dan florikultura.

Direktorat Jenderal Hortikultura mempersiapkan strategi terpadu dari

hulu hingga hilir untuk meningkatkan pasokan komoditas hortikultura

unggulan, sebagai berikut:

a) Stabilitas input produksi

b) Pendampingan agribisnis yang terjadwal

c) Pengelolaan agribisnis secara komprehensif

d) Peningkatan aksesibilitas informasi, keuangan, peluang pasar,
teknologi dan penyuluhan

e) Pemanfaatan teknologi modern dan ramah lingkungan

f) Pemberdayaan kelembagaan usaha/korporasi petani

g) Modernisasi manajemen rantai pasokan

Langkah-langkah strategis tersebut memerlukan dukungan dan
sinergitas dari berbagai pihak terkait dalam sistem hortikultura. Sinergitas
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antar pelaku dalam sistem agribisnis sangat diperlukan untuk
memperkuat pengembangan hortikultura dari hulu hingga hilir.
Direktorat Jenderal Hortikultura mendorong terbangunnya kerja sama
dengan berbagai pihak dalam menjawab tantangan meningkatkan
pasokan komoditas unggulan hortikultura. Salah satu hal yang
dilaksanakan dalam membangun sinergitas dalam rangka peningkatan
pasokan komoditas hortikultura adalah sebagai berikut:
e Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah
penerima dana pengembangan kawasan melalui APBN Hortikultura
¢ Mendorong swasta dan eksportir sebagai avalis/mitra bagi petani
hortikultura

e Mendorong penyerapan dana KUR Perbankan/Lembaga Keuangan
lain

e Pelibatan Akademisi/Perguruan Tinggi dalam penyusunan norma/
pedoman/standar/kebijakan

Penguatan sistem perbenihan berdaya saing

Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditas/varietas
unggul yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan
secara terencana dan mempertimbangkan aspek kebutuhan,
jenis/varietas komersial, hingga pada kebutuhan sarana prasarana yang
diperlukan untuk menghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat jumlah
dan tepat varietas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih
hortikultura dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun diserahkan
kepada masyarakat secara luas sehingga terjamin mutu dan kebenaran
varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin
kebenaran varietas yang diperdagangkan sehingga memudahkan
pengawasan benih yang beredar di masyarakat. Sistem pengawasan
peredaran benih perlu diperkuat sehingga mampu menjadi tumpuan
dalam meningkatkan keyakinan konsumen pengguna. Sistem
perbenihan perlu dibangun secara utuh dan bersifat nasional serta dapat
diketahui perkembangan informasinya oleh masyarakat luas.

Kebutuhan varietas komersial akan semakin meningkat dan semakin
dinamis. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang efektif
dan berkualitas untuk lahirnya benih-benih unggul tanaman hortikultura
di masa yang akan datang.
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Dalam rangka memberikan pelayanan efektif dan berkualitas strategi
pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari
strategi pengembangan hortikultura antara lain:

a. Penataan kelembagaan perbenihan melalui peningkatan kompetensi
SDM, modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan,
standarisasi proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi,
penguatan teknologi informasi.

b. Penguatan kelembagaan penangkar benih melalui fasilitasi sarana
produksi dan benih sumber.

c. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya
genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah,
melalui eksplorasi, observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dll.

d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH, PBT, produsen
benih) melalui latihan, magang, seminar, dll.

e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam
negeri melalui penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas,
pembinaan proses akreditasi, dan sertifikasi mandiri.

f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui
demonstrasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih
bermutu langsung ke masyarakat, pameran, media cetak (leaflet),
audio visual.

4. Penerapan Sistem Pertanian Modern

Hasil dari Sensus Pertanian tahun 2013 menginformasikan bahwa karakter
dominan petani hortikultura saat ini antara lain masih dalam berproduksi di
lahan kurang dari 1 ha, lokasi produksi yang terpencar-pencar dan lemahnya
peran kelembagaan petani. Oleh karena itu, pembangunan subsektor
hortikultura diperlukan suatu terobosan yang bisa memberikan perubahan
manajemen agribisnis petani hortikultura menjadi lebih maju, mandiri dan
modern. Terobosan ini juga untuk menjawab tantangan peningkatan
produktivitas, efisiensi produksi dan efektivitas pengelolaan agribisnis serta
meningkatkan daya saing petani hortikultura.

Pemanfaatan teknologi maju diperlukan untuk merubah praktik pertanian
yang konvensional dimana ketergantungan terhadap iklim dan rutinitas
produksi, menjadi praktik pertanian yang terkendali dan terjadwal yang
memberikan dampak kepada kepastian ketersediaan produk bagi
konsumen dan kepastian usaha bagi petani. Petani harus melakukan
perubahan manajemen agribisnisnya menjadi produksi yang terjadwal
antara jadwal produksi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen,
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pemilihan jenis komoditas, pemanfaatan peralatan berteknologi maju serta
transaksi melalui kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan mendorong pengembangan dan
penerapan teknologi maju yang dapat mendukung penerapan smart farming
dan integrated farming. Pemanfaatan teknologi maju seperti green house
modern, alat pengolah tanah, teknologi penangkaran modern, teknologi
pengendalian hama terpadu yang ramah lingkungan, sistem pengairan dan
suhu yang terkendali melalui suatu aplikasi, teknologi panen, teknologi
penyimpanan, teknologi pengolahan, teknologi distribusi pendingin dan
teknologi transaksi dengan konsumen. Penerapan smart farming
diharapkan juga akan disertai dengan keluaran sertifikasi mutu bagi
lembaga usaha tani hortikultura untuk dapat akses ke pasar modern dan
ekspor.

Selain praktik budidaya cerdas atau yang dikenal dengan smart farming juga
perlu dorongan pembangunan subsektor hortikultura menjadi praktik
pertanian yang terpadu dengan subsektor pertanian lainnya, seperti praktik
keterpaduan budidaya antara hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan
atau juga dengan perkebunan yang juga dikenal sebagai integrated farming.

Pemberdayaan peran kelembagaan petani hortikultura juga diharapkan
dapat memadukan pengelolaan ketersediaan kebutuhan sarana produksi,
penjadwalan produksi, penanganan pascapanen hingga penataan
pemasaran. Keterpaduan pengelolaan dari aspek hulu hingga hilir akan
menguatkan daya saing petani dan mendekatkan produsen dengan
konsumen.

Pertanian yang terpadu (integrated farming) dapat memberikan kelebihan
dalam ketahanan keluarga petani dalam mendapatkan tambahan
pendapatan serta kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok pangan bagi
anggota keluarga.

Keterpaduan pertanian ini juga diharapkan dapat menjadi dukungan
Direktorat Jenderal Hortikultura dalam mendukung pembangunan yang
dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Sebagai contoh
pemanfaatan lahan produktif di sekitar lahan hutan, budidaya di kawasan
nelayan, substitusi tanaman ganja, pembangunan di wilayah perbatasan,
pengentasan rawan pangan, pemanfaatan lahan tidak terbengkalai dan
persiapan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur.

Praktik budidaya cerdas dan terpadu ini akan dikembangkan dalam 5 tahun
ke depan dengan memprioritaskan pada kelembagaan petani hortikultura
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yang sudah berjalan dengan baik dan memiliki komitmen untuk maju secara
bersama-sama atau siap untuk di scale up usahanya.

Penguatan sistem perlindungan ramah lingkungan dan antisipasi
dampak perubahan iklim

Pengendalian OPT hortikultura semakin didorong untuk dapat beradaptasi
dengan perubahan iklim. Perubahan iklim telah berdampak pada perubahan
siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta telah berdampak pada
perubahan pola serangannya. Hama dan penyakit perlu ditangani secara
lebih baik dengan metode yang tepat dan efisien untuk menekan dampak
negatif dan menekan penggunaan input pestisida kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi
pengendali OPT ramah lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme
dan tumbuhan berguna dan teknologi informasi yang semakin berkembang.
Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat
menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien.

Mutu produk komersial hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian
OPT yang dipilih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan
seperti kandungan residu pestisida kimia yang terkandung pada produk.
Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian
OPT produk ekspor kepada petani mengingat residu pestisida merupakan
isu sensitif di dalam perdagangan internasional. Pengembangan Area Wide
Management / AWM) dan Area Low Pest Prevalence / ALPP ditujukan untuk
mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu yang lebih luas oleh
masyarakat. Pemerintah perlu mengembangkan daftar OPT (pest list) yang
sesuai dengan kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional. Petugas
pengamat hama perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu memenuhi
kebutuhan petani.

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan hortikultura perlu
dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Kelembagaan perlindungan
hortikultura terdiri dari Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura/Perkebunan, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
Tanaman Pangan dan Hortikultura (LPHP) dan ditingkat petani Klinik PHT
(Pengelolaan Hama Terpadu). Lembaga ini menjadi benteng pertama dalam
pencegahan dan pengendalian serangan OPT hortikultura dan penanganan
DPI. Lembaga ini dapat bersinergi dengan Kostratani Kementerian
Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT ramah lingkungan
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sekaligus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT secara
terpadu.

Penguatan Hilirisasi Produk

Konsep hilirisasi pada hortikultura adalah untuk meningkatkan nilai tambah
hortikultura, misalnya pada bawang merah dapat diubah menjadi olahan
bawang goreng atau kerupuk bawang. Dengan adanya perubahan bentuk
tersebut, tingkat harga akan menjadi lebih tinggi dan dapat juga dinikmati
oleh petani. Pada proses hilirisasi produk juga membutuhkan beberapa
sarpras, seperti gudang penyimpanan produk, alat pengeringan dan yang
lainnya. Sehingga hilirisasi ini dapat diartikan sebagai agroindustri.

Hilirisasi produk tidak hanya mengubah produk, akan tetapi yang perlu
diperhatikan adalah akses pasar. Baik itu pasar dalam negeri maupun luar
negeri. Dengan adanya akses ini lah produk hortikultura dapat menembus
pasar ekspor.

Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan subsektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak
terkait lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hulu hingga hilir secara
terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani juga perlu
ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga
berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani,
aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal,
infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian. Penguatan
kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain
mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang
ekonomi secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani
melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan dan
peningkatan efisiensi dan efektivitas petani, serta meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia petani melalui berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikultura akan memfasilitasi kemitraan antara
kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra
strategis sebagai off-taker yang akan membantu menyelesaikan
keterbatasan akses permodalan, pemasaran serta informasi praktik
budidaya.

Kemitraan strategis diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam
budaya agribisnis oleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan
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dapat mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada
petani hortikultura.

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke
dalam suatu korporasi usaha tani akan memperbaiki keterbatasan yang
dimiliki oleh petani kecil dan menghasilkan modifikasi model bisnis yang
mengarah pada perbaikan pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga
merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar petani
dapat meningkat keahliannya dari kegiatan on-farm menuju off-farm dalam
satu korporasi.

Direktorat Jenderal Hortikultura menargetkan pembentukan 69 lembaga
korporasi yang dipilih berdasarkan kondisi kelembagaan ekonomi petani
serta komitmen untuk meningkatkan usahanya. Hal ini sejalan dengan target
strategis nasional yaitu 350 korporasi petani major project RPJMN 2020
sampai 2024.

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan
Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan
paradigma pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap
dukungan peran pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi
melalui APBN akan dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh
pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), akan memperbaiki mental
dan semangat untuk mengelola agribisnis petani dengan sungguh-sungguh
dan menjadi lebih baik.

Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola
suatu unit bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikultura
menjadi pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi
akan dilaksanakan dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara
mandiri oleh petani secara bersama sama dalam satu lembaga korporasi
usaha tani. Keberhasilan pembentukan korporasi petani ini akan menjadi
rujukan replikasi perbaikan pembangunan subsektor hortikultura di masa
depan.

Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Selama Pandemi virus corona (Covid-19) yang telah berlangsung tahun
2020-2022 dan setelahnya menjadi momentum membangkitkan sektor
komoditas hortikultura. Sebab, tingkat konsumsi buah-buahan dan sayuran
saat terjadinya virus ini menjadi kebutuhan prioritas. Masyarakat semakin
sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak mengandung vitamin,
untuk meningkatkan daya imun tubuh. Selanjutnya pada era new normal,
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pasca Covid-19, produk hortikultura harus mampu menjaga eksistensinya
sebagai produk yang dapat memenuhi permintaan konsumen baik untuk
pasar domestik maupun ekspor. Pasar domestik tetap harus dipacu meski
terjadi perubahan ekonomi global. Tuntutan mutu produk hortikultura tetap
harus mampu menjawab beragamnya permintaan konsumen. Diversifikasi
produk hortikultura selain untuk konsumsi segar juga harus dapat menjawab
kebutuhan alternatif bahan pangan untuk konsumsi.

Sesuai dengan amanat UU No 18 tahun 2012 tentang pangan, pemerintah
berkewajiban untuk menjamin keamanan pangan masyarakat. Untuk
mewujudkan hal tersebut, Pemerintah diamanatkan untuk menetapkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan serta diwajibkan
untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Pengembangan sistem
jaminan mutu merupakan salah satu bentuk jaminan keamanan pangan
masyarakat.

Pengembangan sistem jaminan mutu produk hortikultura diperlukan untuk
meningkatkan ketersediaan pangan aman konsumsi dan daya saing produk.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian, Sistem Jaminan Mutu adalah
tatanan dan upaya untuk menghasilkan produk yang aman dan bermutu
sesuai standar dan persyaratan teknis minimal. Sistem jaminan mutu dan
keamanan pangan mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan
pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan
manajemen mutu dan keamanan pangan.

Penerapan sistem jaminan mutu diperlukan sebagai upaya penjaminan
mutu dengan memperhatkan standar dan perubahan lingkungan strategis
melalui uji mutu, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan
keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil
pertanian. Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia
(SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada. Program
jaminan mutu dan keamanan pangan hortikultura mencakup persyaratan
dasar seperti penerapan GAP (Good Agricultural Practices), GHP (Good
Handling Practices) dan GMP (Good Manufacturing Pracices).
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Sistem Mutu dan Keamanan Pangan
Produk Segar Hasil Pertanian

Sarana Produksi
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Total Quality Management (TQM)
GAP/GFP = Good Agriculture /Farming Practices GDP= Good Distribution Practices
hiF = God Higlene Fractices GRP = Good Retalling Practices

GMP = Good Manufacturing Practices GCP = Good Consumption Practices

Gambar 1. Sistem Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian

Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Mutu Produk Hortikultura

memerlukan sinergi seluruh stakeholder pada sistem hortikultura. Beberapa

langkah operasional tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura

b. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar
Internasional untuk mendorong daya saing dan nilai tambah produk

c. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan oleh
petani dan atau pelaku usaha

d. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura

e. Membangun sistem telusur balik (traceability) produk hortikultura

Perdagangan global (international trade) membuka peluang bagi pihak
manapun yang mampu menyediakan produk yang diinginkan pasar dengan
standar mutu yang ditetapkan. Potensi Indonesia untuk menjadi “pemain”
hortikultura yang diperhitungkan di tingkat internasional terbuka luas
ditopang oleh potensi berbagai potensi yang dimiliki dan masih rendahnya
proporsi ekspor Indonesia terhadap produksi yang dicapai. Dalam kurun
waktu 2014-2018, porsi ekspor buah Indonesia rata-rata hanya 1,32% per
tahun dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, ekspor sayuran dalam
periode yang sama hanya sebesar 1,03% per tahun. Masih rendahnya
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proporsi ekspor terhadap produksi diantaranya disebabkan oleh mutu
produk dan jumlah serta kontinuitas pasokannya.

Pasar ekspor menjadi jembatan peningkatan pendapatan petani hortikultura
dan produksi produk yang diinginkan pasar ekspor perlu ditingkatkan. Pola
produksi konvensional perlu ditata ulang dengan mengembangkan kawasan
produk ekspor yang sejak awal diarahkan secara khusus untuk
menghasilkan produk ekspor dan dikembangkan dalam skala ekonomi yang
memadai pada suatu wilayah (One Region One Variety - OROV).
Penyediaan benih varietas unggul untuk memenuhi kebutuhan
pengembangan kawasan dilaksanakan oleh balai benih untuk menjamin
kesesuaian varietas dan jumlah yang dibutuhkan.

Direktorat Jenderal Hortikultura mengembangkan kawasan OROV di
berbagai wilayah sesuai potensi komoditas dan potensi pasar.
Pengembangan dilakukan secara terintegrasi dengan pengendalian OPT
ramah lingkungan, penerapan dan sertifikasi GAP, GHP hingga akses
pasar. Kawasan OROV menjadi wadah bagi instansi lain di internal maupun
eksternal Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam meningkatkan
daya saing hortikultura nasional. Peran Pemerintah Daerah sangat penting
untuk keberlanjutan kawasan ini. Pemerintah Daerah berperan dalam
memperkuat kelembagaan usaha tani dan fasilitasi sarana prasarana kebun
dan jalan akses untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
Pihak avalis/investor dari BUMN maupun swasta dapat bersinergi dalam
kawasan OROV untuk mengakselerasi pengembangan perekonomian
wilayah kawasan.

Penataan Distribusi, Logistik, dan Rantai pasok

Pengembangan distribusi dan rantai pasok dari kebun ke pasar perlu
dibangun untuk mengefisiensikan margin harga produk dan memberi
pendapatan yang lebih baik bagi petani. Terobosan pengembangan pasar
melalui swakelola petani maupun dengan fasilitasi pemerintah maupun
pelaku usaha besar perlu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses
distribusi yang selama ini masih membebani harga produk yang dibayarkan
konsumen.

Penyediaan data real time terkait produksi, perkiraan produksi dan perkiraan
panen menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga
pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme
distribusi pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama
yang mengatur rantai pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial
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10.

11.

mampu menyampaikan informasi akurat yang menggambarkan tidak saja
kondisi sentra produksi, namun juga potensi lahan/kebun hortikultura dan
kemampuan produksinya secara informative dalam bentuk platform
teknologi informasi.

Peningkatan Akses Pasar dan Promosi

Petani perlu ditingkatkan pengelolaan produknya dengan bersinergi
bermitra dengan pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan
pemasaran yang utuh dan saling menguntungkan. Pengembangan pasar
dalam jaringan (daring)/online perlu dibarengi dengan penataan manajemen
produksi di dalam kelompok petani.

Petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat
beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani
dapat didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha
besar untuk membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan
usaha hortikultura. Pemerintah dan pelaku usaha dapt berperan sebagai
market intelligence yang mengarahkan pengembangan produk yang
diinginkan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses
sumber pembiayaan di luar fasilitasi APBN.

Penguatan Sistem Data dan Teknologi Informasi Hortikultura

Data dan informasi hortikultura berkembang sangat pesat di era digital dan
era transparansi informasi. Hortikultura perlu berkembang ke arah daya
saing yang mengoptimalkan fungsi dan peran teknologi informasi pada
utilisasi di lapang, bangsal pascapanen/packing house, distribusi hingga
pada proses pengambilan Kkebijakan. Teknologi informasi perlu
dikembangkan untuk menjembatani kebutuhan meningkatkan daya saing
proses dan produk yang melibatkan banyak stakeholoder terutama petani
yang berada di kawasan produksi utama, andalan dan pengembangan.
Indonesia perlu mengoptimalkan teknologi di bidang hortikultura untuk
menekan biaya produksi, meningkatkan produksi dan mutu produk, menjaga
kesehatan pelaku usaha hortikultura di lapang, meningkatkan stabilitas
pasokan, meningkatkan partisipasi generasi muda petani hortikultura serta
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan
oleh petani.

Peningkatan produksi dan produktivitas menjadi tugas pemerintah bersama
dengan stakeholder terkait sehingga memberi keyakinan akan jaminan
pasokan dalam negeri dan untuk memberikan nilai tambah produk serta
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12.

ekspor. Teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam upaya
meningkatkan produksi dan produktivitas untuk komoditas komersial yang
memiliki pasar cukup baik.

Pemanfaatan teknologi informasi perlu digalakkan untuk mensejajarkan
hortikultura Indonesia dengan hortikultura dunia yang telah lebih dulu
membangun daya saingnya. Potensi penerapan smart farming di hortikultura
Indonesia sangat terbuka dan perlu dikembangkan secara masif.

Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura
tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh pemerintah pusat.
Dukungan dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran
dalam keberhasilan tersebut, dimana secara umum subjek dan objek
pertanian hortikultura berada pada ranah kewenangan pemerintah daerah.
Penyamaan visi misi serta persepsi pembangunan hortikultura harus sejalan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada
tahun 2020 dan 2021 dimana kondisi new normal pasca dampak Covid-19
mengharuskan pengalokasian anggaran masih fokus pada kegiatan-
kegiatan penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk
mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara
optimal dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi
dan sinergitas kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, Instansi pendukung
permodalan, BUMN, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang
pertanian ataupun industri pengolahan produk-produk hortikultura
khususnya. Selain itu, diperlukan kegiatan yang fokus pada pengembangan
kawasan yang terintegrasi seperti konsep smart farming hortikultura.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari
sumber lain seperti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah
seperti skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya.
Sektor perbankan maupun korporasi yang tertarik untuk mengembangkan
hortikultura perlu disertakan dalam pengembangan hortikultura di setiap
aspek yang dipandang komersial bagi petani dan memiliki potensi
keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan dari non-reguler didukung oleh pendampingan
kepada petani agar petani dapat meningkatkan skala usaha dan
perekonomian wilayah mendapat manfaat positif dari pengembangan
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hortikultura. Petani hortikultura perlu mendapat bimbingan dalam
mengakses berbagai skema ini dan perlu meningkatkan kemampuan
manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha pendanaan.
Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut kondisi dan
kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang tangguh
dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai instansi/
sektor BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan
produksi dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam
pengembangan tanaman hias, kebun buah manggis, durian di daerah
Perhutani atau pengembangan cluster kawasan hortikultura dengan
beberapa perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbenihan ataupun
pengolahan hasil hortikultura.

E. Kerangka Regulasi

Pembangunan hortikultura merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 18
tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang
Hortikultura yang menjadi panduan dalam melaksanakan pembangunan
hortikultura secara utuh. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan peningkatan
daya saing komoditas sebagai upaya yang perlu diperhatikan agar dapat
bersaing di dalam pasar global. UU No 18/2012 secara eksplisit menyebutkan
pembangunan pertanian secara umum disinergikan dengan pembangunan
pertanian di daerah yang memperhatikan sumber daya, kelembagaan, budaya
lokal untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Pembangunan hortikultura
berbasis korporasi sejalan dengan regulasi ini dimana pelaksanaannya dengan
mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan sarana
prasarana dan teknologi produksi, penanganan pascapanen, pengolahan dan
penyimpanan.

Pembangunan hortikultura berlandaskan pada UU. No. 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura yang berasas pada kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan,
keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, keberlanjutan, efisiensi berkeadilan,
kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal. Pembangunan hortikultura
memiliki tujuan mengembangkan sumber daya secara optimal, bertanggung
jawab dan lestari, memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika dan budaya
masyarakat terhadap produk dan jasa hortikultura, meningkatkan produksi,
produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar,
meningkatkan konsumsi produk, pemanfaatan jasa hortikultura, menyediakan
lapangan kerja dan kesempatan usaha, memberikan perlindungan kepada
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petani, pelaku usaha dan konsumen hortikultura nasional, meningkatkan sumber
devisa negara dan, meningkatkan kesehatan, kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.

Pengembangan kawasan hortikultura berupaya untuk menjalankan amanat
kedua Undang-undang tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap komoditas hortikultura dan mewujudkan kemakmuran petani dengan
mendorong peran petani yang lebih besar dalam produksi hingga hilirisasi
produk.

Upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura dituangkan dalam
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura
yang Baik yang menjadi acuan bagi seluruh stakeholder hortikultura di seluruh
wilayah terutama pada produk-produk yang akan dipasarkan ke pasar khusus
seperti ekspor. Pada komoditas hortikultura di seluruh wilayah mampu
meningkatkan kesejahteraan petani melalui efisiensi biaya produksi dan
peningkatan pendapatan petani.

Pengendalian impor dan akselerasi ekspor juga dilakukan di bidang perbenihan.
Upaya mendorong ekspor dan mengendalikan impor benih ditopang oleh
Permentan Nomor 15 Tahun 2017 juncto Nomor 17 Tahun 2018 juncto Nomor
26 Tahun 2019 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura beserta
perubahannya yang mencakup semua jenis tanaman hortikultura. Permentan ini
optimal mendukung percepatan ekspor dan menekan impor benih tanaman yang
dapat dihasilkan oleh pelaku usaha di dalam negeri sehingga industri benih
hortikultura dapat berkembang dengan baik menunjang pertumbuhan produksi
produk hortikultura nasional.

Benih hortikultura yang masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka pengadaan
benih bermutu untuk kepentingan komersial harus sudah dilepas/didaftar sesuai
ketentuan dalam Permentan No. 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas
Hortikultura. Varietas yang sudah dilepas/didaftar dilegalisasi dengan Surat
Keputusan Tanda Daftar Varietas oleh Menteri Pertanian.

Untuk dapat diedarkan benih diproduksi melalui proses sertifikasi seperti yang
diatur dalam Permentan 48/ Permentan/ SR.120/8/2012 juncto Permentan No.34
/Permentan/ HR.060/ 9/2017 Tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan
Peredaran Benih Hortikultura. Sertifikasi benih dilaksanakan oleh perorangan
dan badan hukum, maka produsen tersebut telah memperoleh sertifikat sistem
mutu dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (LSSM-BTPH).
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F. RencanaKinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Hortikultura sejalan dengan
Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan disesuaikan dengan sasaran
strategis pada Rencana Strategis 2020-2024 yang telah disepakati di tingkat
Kementerian Pertanian. Di dalam RKT telah ditetapkan target outcome yang
akan dijadikan ukuran tingkat keberhasilan dan atau kegagalan pencapaiannya.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan pada RKT 2024 mengikuti dokumen
yang ada pada Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2020-2024
seperti pada Tabel 3. Dokumen RKT merupakan penjabaran dari dokumen
Renstra Ditjen Hortikultura per tahun.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024

. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI
PANGAN BERKUALITAS

Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis
Dalam Negeri

1. Peningkatan produksi hortikultura strategis % 1,99

2. Peningkatan produksi hortikultura unggulan % 4,50

Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai
dengan kebutuhan

Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura % 95

Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman
Komoditas Prioritas

Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas % 95
serangan OPT Hortikultura
Rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan % 50

DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI

I. PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING
INDUSTRI

Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian

Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan % 85
pengolahan hasil hortikultura
Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura % 3

. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang
efektif ,efisien, dan berorientasi pada layanan prima
Nilai PMRB Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai 32,15
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Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang
Akuntabel dan Berkualitas
Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai 83

Sumber: RKT Ditjen Hortikultura TA 2024 (Januari 2024)

Perjanjian Kinerja

Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan standar kinerja pada awal
tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2020-2024 Revisi Jilid 1l. Standar kinerja tersebut dituangkan
dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahun. Perjanjian Kinerja (PK)
merupakan kesepakatan/kontrak kerja antara Direktur Jenderal Hortikultura
dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang
mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal Hortikultura tahun 2024 awal telah ditandatangani pada 22 Desember
2023 sebagaimana pada Tabel 4.

Selama tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura telah melakukan
revisi PK sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada bulan Februari 2024, Agustus 2024,
September 2024, dan Desember 2024. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024 awal hingga edisi Revisi terakhir PK tersebut dapat
dilihat pada Lampiran 7, 8, 9, 10 dan 11.

Tabel 4. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024 (Awal, 22 Desember 2023)

1 | Meningkatnya 1.1. Peningkatan produksi 1,99 %
Ketersediaan Hortikultura hortikultura strategis
Strategis Dalam Negeri 1.2. Peningkatan produksi 4,50 %

hortikultura unggulan

2 | Termanfaatkannya sarana | 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,00 %
produksi pertanian sesuai Produksi Pertanian
dengan kebutuhan

3 | Terkendalinya 3.1. Rasio Serangan OPT yang 95,00 %
Penyebaran OPT dan DPI ditangani terhadap luas
pada Tanaman serangan OPT hortikultura
Komoditas Prioritas 3.2. Rasio luas area yang 50,00 %

mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura
yang terkena DPI
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4 | Meningkatnya Nilai 4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana 85,00 %

Tambah Komoditas Pascapanen dan Pengolahan
Pertanian Hasil Hortikultura

5 | Meningkatnya Daya Saing | 5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor 3,00 %
Komoditas Pertanian untuk Produk Hortikultura

6 | Terwujudnya birokrasi 5.1. Nilai PMPRB Direktorat 32,15
Direktorat Jenderal Jenderal Hortikultura Nilai

Hortikultura yang efektif,
efisien, dan berorientasi
pada layanan prima

7 | Terwujudnya Anggaran 6.1. Nilai Kinerja Anggaran 83,00
Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Nilai
yang Akuntabel dan Hortikultura
Berkualitas
PROGRAM ANGGARAN
l. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Rp. 754.756.868.000
Pangan Berkualitas
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat  Rp. 504.631.500.000
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 64.875.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 84.235.098.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 101.015.270.000
Il Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 125.811.622.000
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
M. Program Dukungan Manajemen Rp. 125.922.596.000
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Rp. 125.922.596.000
Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Total Anggaran Rp. 1.006.491.086.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Awal)

Seiring berjalannya waktu, penerbitan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi pertama
pada Februari 2024, harus dilakukan karena beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) oleh Kemenpan-RB dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) oleh BPKP bahwa penetapan target kinerja harus
memperhitungkan capaian tahun sebelumnya, maka dilakukan revisi target
kinerja pada PK Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024 yang telah
disesuaikan dengan capaian tahun 2023 mengacu Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023, yang mengakibatkan
perubahan target di semua indikator kinerja.

2. Terdapat perubahan nomenklatur 2 (dua) indikator kinerja beserta target
kinerjanya yaitu: 1) Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Hortikultura, yang
menjadi “Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
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Jenderal Hortikultura”; dan 2) Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal
Hortikultura, yang menjadi “Nilai Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal
Hortikultura” dikarenakan peraturan perundangan yang diacunya sudah
dicabut, sembari menunggu ketetapan/penerbitan peraturan perundangan
terkait kedua indikator kinerja tersebut untuk kepastian nomenklaturnya.

Penyesuaian alokasi anggaran yang disebabkan adanya realokasi anggaran
sebesar Rp573.852.365.000,00 ke unit kerja Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan untuk kegiatan mendukung upaya khusus percepatan tanam dalam
rangka peningkatan produksi padi dan jagung, sebagai tindak lanjut surat
Menteri Pertanian No. B-01/RC.110/M/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 hal
Penyampaian Usulan Refocusing/Realokasi Anggaran TA 2024.

Adapun perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Revisi | pada
bulan Februari 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal

Hortikultura Tahun 2024 (Revisi |, Februari 2024)

1 | Meningkatnya 1.1. Peningkatan produksi 1,00 %
Ketersediaan Hortikultura hortikultura strategis
Strategis Dalam Negeri 1.2. Peningkatan produksi 2,55 %
hortikultura unggulan
2 | Termanfaatkannya sarana | 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,66 %
produksi pertanian sesuai Produksi Pertanian
dengan kebutuhan
3 | Terkendalinya 3.1. Rasio Serangan OPT yang 99,65 %
Penyebaran OPT dan DPI ditangani terhadap luas
pada Tanaman serangan OPT hortikultura
Komoditas Prioritas 3.2. Rasio luas area yang 93,05 %
mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura
yang terkena DPI
4 | Meningkatnya Nilai 4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana 94,70 %
Tambah Komoditas Pascapanen dan Pengolahan
Pertanian Hasil Hortikultura
5 | Meningkatnya Daya Saing | 5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor 5,20 %
Komoditas Pertanian untuk Produk Hortikultura
6 | Terwujudnya birokrasi 5.1. Persentase Capaian 78,86 %
Direktorat Jenderal Pelaksanaan Reformasi
Hortikultura yang efektif, Birokrasi Direktorat Jenderal
efisien, dan berorientasi Hortikultura

pada layanan prima
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7 | Terwujudnya Anggaran 6.1. Nilai Pelaksanaan Anggaran 84,75

Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Nilai
yang Akuntabel dan Hortikultura
Berkualitas
PROGRAM ANGGARAN
l. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Rp. 180.904.503.000
Pangan Berkualitas
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat  Rp. 106.975.000.000
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 25.000.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 24.904.500.000
Il Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 125.811.622.000
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
M. Program Dukungan Manajemen Rp. 125.922.596.000
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Rp. 125.922.596.000
Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Total Anggaran Rp. 432.638.721.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Revisi | per Februari 2024)

Penerbitan PK Revisi kedua pada bulan Agustus 2024, dilakukan dalam rangka
penyesuaian 2 (dua) indikator kinerja setelah terbitnya peraturan perundangan
terkait yang sudah ditetapkan (sebagaimana hasil rapat penyusunan dokumen
revisi PK lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 yang diselenggarakan
di ruang rapat Biro Perencanaan Kementerian Pertanian pada tanggal 19
Agustus 2024), yaitu:

1. Dalam Sasaran Strategis: Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, indikator kinerja
“Persentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal
Hortikultura” dengan target 78,86% direvisi menjadi “Presentase Capaian
Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal
Hortikultura” dengan target 75,09%, yang mengacu PermenPAN RB Nomor
3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

2. Dalam Sasaran Strategis: Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian
yang Akuntabel dan Berkualitas, indikator kinerja “Nilai Pelaksanaan
Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target 84,75 (Nilai)
direvisi menjadi “Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura” dengan target
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86,92 (Nilai), yang mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun
2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan, serta Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan
Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan
Anggaran.

Penerbitan PK Revisi ketiga pada bulan September 2024, dilakukan dalam
rangka penyesuaian alokasi anggaran yang mengacu DIPA Revisi ke-12 tanggal
02 September 2024 yang mengacu Surat Menteri Pertanian No. B-155 tanggal
28 Agustus 2024 tentang Usulan optimalisasi anggaran lingkup Kementerian
Pertanian, dimana terdapat perubahan total alokasi pagu dari
Rp432.638.721.000,00 menjadi Rp433.499.771.000,00 dikarenakan adanya
realokasi anggaran sebesar Rp861.050.000,00 yang direalokasi dari unit kerja
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian untuk belanja gaji pegawai
Direktorat Jenderal Hortikultura. Selain itu, terjadi perubahan target indikator
kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura yang semula 86,92 menjadi
84,75.

Penerbitan PK Revisi keempat pada bulan Desember 2024 sebagaimana Tabel
6, baik target indikator kinerja maupun alokasi anggaran masih serupa dengan
PK Revisi ketiga, namun pada PK tersebut ditambahkan keterangan total pagu
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura yang tetap terblokir hingga akhir tahun
2024 sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah, yaitu

1. Blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp40.281.266.000,00 yang telah
dilakukan bersamaan dengan penerbitan DIPA Revisi tanggal 22 Januari
2024, dengan mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023
tanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic Adjustment Belanja
Kementerian/Lembaga TA 2024 yang ditindaklanjuti dengan terbitnya surat
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. B-140/RC.110/A/01/2024
tanggal 11 Januari 2024 hal Automatic Adjustment Belanja Lingkup
Kementerian Pertanian TA 2024.

2. Blokir Perjalanan Dinas sebesar Rp6.814.279.000,00 yang telah dilakukan
bersamaan dengan penerbitan DIPA Revisi tanggal 26 Nopember 2024. Hal
ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang mengarahkan semua
Kementerian/Lembaga agar segera memblokir setidaknya 50% dari semua
alokasi anggaran perjalanan dinas. Revisi tersebut diproses di tingkat
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dengan mengacu
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Surat Dirjen Hortikultura No. B-374/RC.110/D/11/2024 tanggal 13 November
2024.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (Revisi

per Desember 2024)

1 | Meningkatnya 1.1. Peningkatan produksi 1,00 %
Ketersediaan Hortikultura hortikultura strategis
Strategis Dalam Negeri 1.2. Peningkatan produksi 2,55 %
hortikultura unggulan
2 | Termanfaatkannya sarana | 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,66 %
produksi pertanian sesuai Produksi Pertanian
dengan kebutuhan
3 | Terkendalinya 3.1. Rasio Serangan OPT yang 99,65 %
Penyebaran OPT dan DPI ditangani terhadap luas
pada Tanaman serangan OPT hortikultura
Komoditas Prioritas 3.2. Rasio luas area yang 93,05 %
mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura
yang terkena DPI
4 | Meningkatnya Nilai 4.1. Tingkat Kemanfaatan Sarana 94,70 %
Tambah Komoditas Pascapanen dan Pengolahan
Pertanian Hasil Hortikultura
5 | Meningkatnya Daya Saing | 5.1. Pertumbuhan Nilai Ekspor 5,20 %
Komoditas Pertanian untuk Produk Hortikultura
6 | Terwujudnya birokrasi di 6.1. Presentase Capaian Nilai 75,09 %
lingkungan Ditjen Reformasi Birokrasi Yang
Hortikultura yang Efektif, Menjadi Tanggung Jawab
Efisien, dan Berorientasi Direktorat Jenderal
pada Layanan Prima Hortikultura
7 | Terwujudnya Anggaran 7.1. Nilai IKPA Direktorat Jenderal 84,75
Kementerian Pertanian Hortikultura Nilai
yang Akuntabel dan
Berkualitas
PROGRAM ANGGARAN
l. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Rp. 180.904.503.000
Pangan Berkualitas
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat  Rp. 106.975.000.000
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 25.000.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 24.904.500.000
Il Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 125.811.622.000
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
M. Program Dukungan Manajemen Rp. 126.783.646.000
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1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Rp. 126.783.646.000
Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
Total Anggaran Rp. 433.499.771.000

*) Keterangan

Total Pagu Anggaran Terblokir Ditjen Hortikultura (Rp 47.095.545.000)
= Blokir AA Rp. 40.281.266.000
=  Blokir Perjalanan Dinas Rp. 6.814.279.000

Sumber: PK Ditjen Hortikultura Tahun 2024 (Revisi per Desember 2024)

Mengacu PK Direktur Jenderal Hortikultura Tahun 2024 revisi terakhir tersebut,
pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu
“‘Meningkatnya ketersediaan hortikultura strategis dalam negeri” diukur melalui
indikator kinerja: 1) Peningkatan produksi hortikultura strategis, dan 2)
Peningkatan produksi hortikultura unggulan. Sasaran strategis kedua yaitu
“Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan” diukur
melalui indikator kinerja Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura.
Sasaran strategis ketiga yaitu “Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada
tanaman komoditas prioritas” diukur melalui indikator kinerja: 1) Rasio serangan
OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura, dan 2) Rasio luas
area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area
hortikultura yang terkena DPI. Sasaran strategis keempat yaitu “Meningkatnya
nilai tambah komoditas pertanian” diukur melalui indikator kinerja Tingkat
Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura. Sasaran
strategis kelima yaitu “Meningkatnya daya saing komoditas pertanian” diukur
melalui indikator kinerja: Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura.
Sasaran strategis keenam yaitu : “Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian
yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” diukur melalui
indikator kinerja Presentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Yang Menjadi
Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Hortikultura. Sasaran strategis ketujuh
yaitu: “Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan
berkualitas” diukur melalui indikator kinerja Nilai IKPA Direktorat Jenderal
Hortikultura.
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 dapat diketahui
dari hasil pengukuran kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja (PK) yaitu
dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal
tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2024 tersebut digunakan
metode scoring yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori
kinerja, yaitu: 1) sangat berhasil (capaian >100%); 2) berhasil (capaian 80-
100%); 3) cukup berhasil (capaian 60-<80%); dan 4) kurang berhasil (capaian
<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan kategori capaian
kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor
45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tanggal 12 Nopember 2018 tentang Standar
Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian dan Surat
Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor
1003/SE/RC.030/A/04/2023 tanggal 05 April 2023 tentang Kriteria Ukuran
Keberhasilan Pencapaian Kinerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura telah
menetapkan target kinerja pencapaian 7 (tujuh) Sasaran Program (SP) dengan
9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP).

Pengukuran capaian kinerja atas kegiatan pembangunan hortikultura yang telah
difasilitasi melalui dukungan dana APBN pada Tahun 2024 dilakukan dengan
membandingkan target pada Perjanjian Kinerja 2024 dan realisasi kinerja,
membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2024 dengan kinerja beberapa tahun
sebelumnya, menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya,
mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi
harapan sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan untuk
tahun mendatang.

Pengambilan data pada Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dilakukan
berdasarkan pada manual IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura yang sudah
ditetapkan.

Pencapaian Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 secara ringkas
dapat dilihat pada Tabel 7.
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INDIKATOR
KINERJA

%

hortikultura

SASARAN PROGRAM SASARAN Realisasi Capaian Kategori
PROGRAM
1.1
Peningkatan
Meningkatnya Produksi % | 1,00 137 | i) | s
. Ketersediaan hortlku[tura
. strategis
Hortikultura
. 1.2
Strategls Dalam Peningkatan
Negeri produksi % 2,55 1,14 44,86 B‘;‘ﬂg‘sﬂ
hortikultura
unggulan
2.1 Tingkat
| lsg:]aan;?gékuﬂ?ya sK:rrgr?gfaatan % 95,66 | 95,88 100,23 Sangat
pertanian sesuai . 0 ' ' ' Berhasil
dengan kebutuhan prod_uk5|
hortikultura
3.1 Rasio
serangan
OPT yang
ditangani Sanaat
terhadap % 99,65 99,69 100,04 gat
luas Berhasil
serangan
. OPT
. Terkendalinya Hortikultura
Penyebaran OPT 3.2 Rasio
dan DPI pada ILjas area
tanaman komoditas hortikultura
prioritas
yang
mendapat Sangat
penanganan % 93,05 93,30 100,27 Berhasil
DPI terhadap
luas area
hortikultura
yang terkena
DPI
4.1 Tingkat
Kemanfaatan
Meningkatnya nilai sarana
tambah komoditas ggﬁcapa”e” % 94,70 | 94,55 99,84 Berhasil
pertanian
pengolahan
hasil
hortikultura
Meningkatnya gelrtumbuhan
ooy Maeso | o | sa0 | wsr | 2| Senen
. untuk produk
Pertanian
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INDIKATOR

SASARAN PROGRAM gAgiRR:]AAI\\J SEWIEN] REEURES Ca;/;ian Kategori
PROGRAM
6.1
Presentase
. Capaian Nilai
6. Terwujudnya Re?ormasi
birokrasi di Birokrasi
lingkungan Ditjen van Sangat
Hortikultura yang Menga g % 75,00 | 76,68 102,12 Berh%s”
efektif, efisien, dan Tanj n
berorientasi pada 9gung
layanan prima ngab
Direktorat
Jenderal
Hortikultura
. Terwujudnya 71 Nilai
Anggaran
Kementerian lK.PA - Sangat
. Direktorat Nilai 84,75 92,40 109,03 .
Pertanian yang Jenderal Berhasil
Akuntabel dan Hortikultura
Berkualitas

Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2024
Keterangan: *) Target berdasarkan angka dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen
Hortikultura Tahun 2024
**) Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis dan Unggulan
berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Tahun 2024 updated 25
Januari 2025

A.1. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024, dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program
yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator
kinerja yaitu: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat
Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang
ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area
hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura
yang terkena DPI; 5) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura; 6) Pertumbuhan
Nilai ekspor untuk produk hortikultura; dan 7) Presentase Capaian Nilai
Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal
Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator
yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura. Sedangkan capaian kinerja kategori Kurang Berhasil sebanyak 1
(satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan produksi hortikultura unggulan.
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.1. Sasaran Program 1 (SP01) Meningkatnya Ketersediaan

Hortikultura Strategis Dalam Negeri

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program
yaitu: (1) peningkatan produksi hortikultura strategis, dimana komoditas
strategis yang dihitung adalah komoditas cabai, bawang merah dan
bawang putih, serta (2) Peningkatan produksi hortikultura unggulan,
dimana komoditas unggulan yang dihitung adalah 53 (limapuluh tiga)
komoditas yang tercantum dalam Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)

Tahun 2024.
1. IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Strategis

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual

IKSP Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Mengambil data produksi untuk komoditas hortikultura strategis
meliputi aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih tahun
berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.

b. Menghitung data peningkatan produksi komoditas strategis (aneka
cabai, bawang merah dan bawang putih) tahun berjalan (t) dari

tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan persentase.

Dimana rumus perhitungan peningkatan produksi hortikultura strategis

nasional (%) sebagai berikut:

(¥ produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t) — ¥, produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t — 1))

(

Y produksi aneka cabai, bawang merah, bawang putih (t — 1)

)x 100%

Berdasarkan hasil pengumpulan data SPH Tahun 2024 diperoleh data

sebagaimana Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Perhitungan Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura
Strategis Tahun 2024 Dibandingkan Tahun 2023

_ Produksi (Ton) Pening-
Komoditas
2023 2024 katan (%)

1 Bawang Merah 1.985.233,34 2.085.972,51 5,07
2 Bawang Putih 39.254,43 39.442,84 0,48
3 Aneka Cabai 3.061.260,44 3.029.838,15 -1,03
Total Hortikultura Strategis 5.085.748,21 5.155.253,50 1,37
Perhitungan Peningkatan Produksi 2024 terhadap 2023
= ((Produksi 2024 — Produksi 2023)/Produksi 2023) x 100%
= ((5.155.253,50 -5.085.748,21)/ 5.085.748,21) x 100%
Peningkatan Produksi 2024 terhadap 2023 (%) 1,37

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura Tahun 2024 per
25 Januari 2025
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Mengacu Tabel 8, peningkatan produksi hortikultura strategis tahun
2024 adalah sebesar 1,37% atau mencapai 136,37% (= 120%) dari
target 1,00% (kategori sangat berhasil). Hal ini menjadikan total
produksi hortikultura strategis tahun 2024 sebesar 5.155.253,50 ton,
lebih tinggi dari produksi hortikultura strategis tahun 2023 yang sebesar
5.085.748,21 ton. Dibandingkan tahun sebelumnya, produksi 2 (dua)
komoditas strategis mengalami kenaikan yaitu bawang merah sebesar
5,07%, dan produksi bawang putih sebesar 0,48%. Namun produksi
aneka cabai mengalami penurunan produksi sebesar 1,03%
dibandingkan tahun 2023, dimana produksi cabai besar mengalami
penurunan sebesar 5,77%, namun produksi cabai rawit yang
mengalami peningkatan sebesar 3,77%. Khusus untuk komoditas
bawang merah, keberhasilan peningkatan produksi nasional
dipengaruhi oleh beberapa hal: (1) adanya peran champion sebagai
offtaker bawang merah yang mampu mendistribusikan ke seluruh
pelosok Indonesia; (2) terjadinya panen raya di Jawa Tengah dan Nusa
Tenggara Barat sehingga stok produksi mencukupi untuk kebutuhan
nasional; (3) adanya bantuan fasilitasi kawasan bawang merah berupa
benih, sarana produksi (saprodi) dan peralatan dan mesin (alsin) pada
tahun 2022-2024 yang cukup besar, sehingga petani semangat untuk
berbudidaya bawang merah.

12,00 650,00
10,00 550,00
450,00
8,00 350,00
6,00 250,00
1
4,00 50,00
50,00
s
- (150,00)
2020 2021 2022 2023 2024
mmmm Target Renstra (%) 1,50 4,85 1,75 1,93 1,99
s Target PK (%) 1,50 4,85 1,75 1,93 1,00
mmmm Realisasi PK (%) 9,68 2,72 4,93 1,04 1,37
e=O== 05 thd Target PK 645,34 56,01 281,75 54,09 136,67
==0== 0y Kenaikan thd Realisasi t-1 129,08 (71,94) 81,50 (78,83) 30,91

Gambar 2.
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Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura
Strategis Tahun 2020-2024 (dalam %) (Sumber: Angka Tetap BPS
Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 25
Januari 2025).




Untuk melihat Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi
Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 dalam dilihat Gambar 2 dimana
terlihat bahwa perkembangan realisasinya sangat fluktuatif dari tahun
ke tahun dan terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Renstra
Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 (Revisi 1) dan Perjanjian
Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.

mmmm Produksi (ton)
0~ Pertumbuhan (%)

Aneka Cabai

2022 2023

2020 2021 2024
2772594 2747.018 3.020.262 3.061.260 3.029.838
71 -0.92 9,05 1,36 -1,03

mmmm Produksi (ton)
O Pertumbuhan (%)

Bawang Merah

2020 2021 2022 2023 2024
181544 200459 198236 198523 2085.97
14,88 10,42 -1.11 0,14 507

mmmm Produksi (ton)
== Pertumbuhan (%)

Bawang Putih

2024
39.443
0,48

2022
30582
3218

2023
39.254
28,36

2020
81.805
-7.89

2021
45.092
-44.88

Total Hortikultura Strategis

e Total Horti Strategis

@=Omm Pertumbuhan (%)

2020 2011 2022 2023 2024
(Ton) 4.669.844 4.796700 5.033.205 5085748 5155254
9.68 2,72 4,93 104 137

Gambar 3.

Dalam periode tahun 2019-2024, produksi

Produksi Komoditas Hortikultura Strategis Tahun 2020-2024 (%) dan

trend Pertumbuhannya dibandingkan Tahun Sebelumnya (Sumber:
Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024

updated per 25 Januari 2025).

hortikultura strategis

mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,95%. Dari rentang periode
tersebut komoditas bawang merah mengalami peningkatan rata-rata
sebesar 5,88% per tahun, aneka cabai naik rata-rata 3,29% per tahun,
dan bawang putih turun rata-rata 11,22% per tahun. Penurunan
produksi komoditas hortikultura strategis untuk bawang merah terjadi
pada tahun 2022 yang turun 1,11% dan 0,14% pada tahun 2021, dan
aneka cabai turun 0,92% pada tahun 2021. Untuk komoditas bawang
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putih naik tahun 2019 dimana pada saat itu dilaksanakan
pengembangan kawasan bawang putih secara masif untuk
mewujudkan target swasembada bawang putih nasional. Namun
demikian, seiring dengan berbagai permasalahan yang ada dalam
pelaksanaannya serta adanya refocusing anggaran pada tahun 2020-
2021 menyebabkan produksi bawang putih tiga tahun terakhir (2020-
2022) mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 88.817 ton
pada tahun 2019 menjadi 30.582 ton pada tahun 2022.

Beberapa hambatan/permasalahan/tantangan yang teridentifikasi yang
mempengaruhi produksi hortikultura strategis selama tahun 2024,
antara lain:

1. Dengan tidak ada keberlanjutan pengembangan kawasan
hortikultura strategis yang lebih luas dalam APBN kewenangan
Tugas Pembangunan (TP) TA 2024 pada dinas pertanian lokasi
sentra, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dalam usaha
perluasan/pengembangan kampung hortikultura strategis di
beberapa daerah. Selain itu, dengan tidak ada keberlanjutan khusus
pengembangan kawasan bawang putih yang lebih luas dalam
APBN, menimbulkan kekhawatiran tersendiri dari penangkar benih
dalam mencari petani yang bersedia menanam bawang putih.

2. Masalah internal dari petani sendiri, seperti beragamnya
kompetensi petani di bidangnya, penerapan GAP/SOP yang masih
rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih dilakukan
secara konvensional/tradisional sehingga menyebabkan
produktivitas hortikultura strategis kurang optimal.

3. Kondisi lahan dan iklim di beberapa daerah mendukung
pengembangan bawang putih, namun sebagian petani setempat
belum terbiasa menanam bawang putih.

4. Penundaan jadwal tanam di beberapa daerah sentra sebagai akibat
perubahan iklim seperti EI Nino, kekeringan atau keterlambatan
waktu curah hujan. Bencana hidrometeorologi yang meliputi
kekeringan ekstrim dan banjir yang melanda daerah sentra bawang
merah pada Triwulan | 2024 menimbulkan kekhawatiran
terganggunya produksi bawang merah nasional. Banijir yang
melanda sentra bawang merah di wilayah Pantai Utara Jawa.
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11.

12.

Sistem pengairan di kawasan cabai di sebagian daerah sentra
mengandalkan air hujan serta ketersediaan sumber air saat musim
kemarau tidak mengeluarkan air yang cukup.

Kondisi pertanaman cabai di lokasi sentra cabai rawit dan cabai
keriting mengalami stunting, jika tingginya mencapai 50 cm dapat
dipastikan terserang virus kuning, sehingga tidak dapat berproduksi
optimal. Kondisi cabai keriting yang stunting disebabkan saat awal
menanam, masih terkendala air dan memasuki bulan Januari
terkena hujan dengan curah tinggi dan angin badai. Selain itu,
penyakit lainnya yang ditemui adalah terserang gejala OPT layu
fusarium, dan lalat buah.

Irigasi teknis sudah mulai berkurang kemampuannya bahkan
pompa air sudah aus sehingga diperlukan peremajaan.

Penggunaan pestisida yang melebihi dosis (sebagian petani
bawang merah di daerah sentra melakukan penyemprotan pestisida
untuk pengendalian ulat tersebut paling sedikit 2 hari sekali dan
menyebabkan OPT menjadi resisten sehingga penyemprotan tidak
lagi efektif dan efisien). Kesadaran untuk menggunakan alat
pelindung diri juga sangat rendah sehingga banyak terjadi kasus
keracunan pestisida), dan fluktuasi harga bawang merah yang
belum stabil.

Biaya produksi yang cukup tinggi dihadapkan pada ketidakpastian
harga pada saat panen nantinya.

Pada saat harga bawang merah tingkat petani di beberapa daerah
rendah, menimbulkan kekhawatiran bahwa para petani bawang
merah akan beralih ke komoditas lain seperti padi, tebu, melon
dan/atau tembakau.

Hama utama tanaman bawang merah yang dihadapi petani yaitu
ulat bawang, ulat grayak, ulat tanah, uret, orong-orong, siput, kutu
daun, trips, dan lalat penggorok daun. penyakit utama tanaman
bawang merah yaitu anthrachnos, layu fusarium, bercak daun,
busuk daun, embun bulu, trotol dan busuk leher akar.

Persemaian bawang merah belum banyak dilakukan karena di
beberapa daerah sentra petani bawang merah masih sangat
terbatas. Adapun petani bawang merah mereka belum terbiasa
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menanam bawang merah dengan biji karena selain usia panen yang
lama juga beresiko tinggi kegagalan panen.

Kurangnya modal menyebabkan sebagian petani bawang dan cabai
terkadang meminjam uang terlebih dahulu kepada pengepul atau
bandar, khusus untuk bandar yang ada di Pasar Induk (seperti
Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ)) yang mensyaratkan bagi yang
meminjam harus menjual hasil pertaniannya dengan harga yang
mereka tentukan dan biasanya sangat rendah, sehingga dapat
mempengaruhi motivasi petani dalam membudidayakan bawang
dan cabai.

Gudang pasca panen yang belum sesuai dengan standar industri,
belum terlengkapinya cultivator serta sarana pengairan.

Khusus komoditas bawang putih, telah teridentifikasi beberapa
permasalahan/hambatan sebagai berikut:

a. Pasar bawang putih selain untuk benih masih sangat terbatas.
Sampai dengan saat ini pengembangan bawang putih sebagian
besar masih berorientasi untuk benih. Sementara penetrasi ke
pasar konsumsi masih sangat terbatas. Pasar konsumsi rumah
tangga masih didominasi oleh produk impor. Pengguna bawang
putih lokal masih terbatas pada UMKM olahan, warung kaki lima
dan industri mikro seperti pabrik kerupuk. Proses edukasi dan
sosialisasi konsumsi bawang putih lokal masih sangat terbatas,
sehingga minat masyarakat mengkonsumsinya juga masih
rendah.

b. Harga pasar yang kurang mampu menjadi stimulus petani
menanam kembali. Harga bawang putih lokal terbilang masih
belum kompetitif dibandingkan dengan bawang putih impor.
Kondisi tersebut diakibatkan oleh sistem budidaya yang belum
efisien terutama harga benih umbi yang masih relatif tinggi serta
komponen biaya saprodi yang juga semakin tinggi harganya.
Pola tanam bawang putih lokal pada bulan Oktober — Desember
dengan waktu panen di bulan Februari - April sering bersamaan
dengan masuknya bawang putih impor dalam jumlah besar
menyebabkan harga bawang putih lokal ikut tertekan. Kondisi
tersebut menyebabkan budidaya bawang putih menjadi terasa
kurang menarik bagi petani.




c. Adanya alih komoditas bawang putih ke komoditas lain. Akibat
dari harga jual bawang putih lokal yang kurang sebanding
dengan biaya usaha tani menyebabkan banyak petani yang
beralih komoditas dari bawang putih menjadi komoditas lain
yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, umur tanam
sampai dengan panen yang mencapai rata-rata 4 bulan
menyebabkan petani memilih komoditas lain yang lebih cepat
dipanen (contoh bawang merah) atau bisa dipanen berulang
seperti cabai, tomat, dan sebagainya.

d. Program wajib tanam dan produksi:
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Program yang terkendala kepatuhan pelaku usaha dalam
hal realisasi tanam. Program wajib tanam dan produksi
sebagai salah satu bagian dari proses penerbitan RIPH
bawang putih merupakan instrumen untuk mendorong
peningkatan produksi di dalam negeri. Berdasarkan
ketentuan. setiap pelaku usaha yang mendapatkan RIPH
diwajibkan melaksanakan penanaman bawang putih di
dalam negeri sekurang- kurangnya menghasilkan produksi
5% dari total volume pengajuan RIPH. Adanya revisi
Permentan 38 tahun 2018 menjadi Permentan 39/2019 dan
Permentan 46/2019 berdampak signifikan terhadap
dinamika produksi bawang putih nasional. Dalam ketentuan
sebelumnya diwajibkan adanya penanaman awal sebesar
25% bagi pelaku usaha baru dan 10% untuk pelaku usaha
lama sebagai syarat mendapatkan RIPH. Aturan tersebut
terbukti mampu mengungkit angka luas tanam dan produksi
bawang putih nasional di tahun 2019. Namun dengan
adanya perubahan waktu pelaksanaan wajib tanam dari
sebelum terbit RIPH menjadi setelah terbit RIPH pada
praktiknya tidak mampu menciptakan kepatuhan para
pelaku usaha melaksanakan kewajiban tanam dan
produksi.

Berdasarkan hasil Pendampingan Pemetaan Lahan
Bawang Putih Wajib Tanam di beberapa daerah sentra,
teridentifikasi bahwa: (i) penyaluran bantuan sarana
produksi (saprodi) sering mundur dari jadwal tanam; (ii)
Benih yang diterima tidak seragam, belum patah dorman,
busuk, terkadang hanya sebagian yang bisa ditanam,




sehingga tidak semua lahan tertanam; (iii) Petani masih
kesulitan mencari pasar; (iv) Seperti tahun-tahun
sebelumnya, sudah ada penjualan hasil panen ke pengepul
namun terjadi keterlambatan/belum terbayar hasil
panennya.

= Dalam pelaksanaan wajib tanam tanaman bawang putih
banyak terjadi permasalahan seperti tumpang tindih lahan,
ketidaksesuaian lahan, ketidak-akuratan pengukuran hasil
panen berbasis luas lahan, belum tersedianya database
calon petani dan calon lokasi secara spasial hingga target
produksi yang tidak tercapai, maka dari itu perlu adanya
strategi penguatan sistem monitoring dan pengawasan
wajib tanam dan produksi bawang putih melalui integrasi
Sistem  Monitoring  Tanam  Hortikultura  Strategis
(SIMETHRIS) dan Sistem Informasi Wajib Tanam dan
Produksi Bawang Putih Rekomendasi Impor Produk
Hortikultura (SIAP RIPH).

= Ketidakpastian berusaha yang diakibatkan oleh: Perbedaan
volume SPI dengan Surat Pertimbangan Penetapan
Rencana Kebutuhan (PPRK), yang dahulu bernama
Rekomendasi Impor Produk Hortikultura/RIPH (SPI bisa
jauh dari kecil daripada PPRK) sementara wajib tanam
mengacu pada PPRK.

= Permasalahan dalam pelaksanaan komitmen wajib tanam:
Rencana Tanam data CPCL masih berupa tabular belum
spasial sehingga  sering berubah-ubah dalam
pelaksanaannya, serta Realisasi tanam (PKS tidak segera
dilaksanakan dan Kesiapan lahan dan Petani tidak sesuai.

e. Permasalahan dalam proses pengadaan/produksi benih

bawang putih yang dilakukan secara swakelola yaitu:

= Kurangnya pemahaman pelaksana swakelola terhadap
petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan swakelola

= Administrasi pekerjaan swakelola yang terlalu rumit

= Kurang tertibnya administrasi, seperti  dokumen
pertanggungjawaban kegiatan, absensi HOK, foto open
camera, dan lain-lain

16. Terhambatnya proses pengumpulan data statistik hortikultura di
daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024




a. Dengan mencermati dokumen anggaran TA 2024 dan
perencanaan alokasi anggaran kedepan, alokasi anggaran
kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas,
diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor
petugas pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH)
dan mulai TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan
form SPH. Hal ini akan sangat berdampak pada
penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang
dihasilkan.

b. Hingga akhir 2024, belum adanya payung hukum yang
mengatur besaran honor petugas pengumpul data statistik,
standar operasional dan prosedur, pembagian tugas
pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang
adanya perhatian (political will) dari para pengambil kebijakan
lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas
data statistik. Hal tersebut berdampak pada saat
pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat
Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung
dalam keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan
dan pengelolaan data statistik menjadi sangat lemah dan
berpengaruh pada dukungan alokasi anggarannya.

c. Sesuai arahan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, Ditjen
Hortikultura melakukan realokasi anggaran dari belanja honor
petugas pengumpul data statistik ke kegiatan
pertemuan/koordinasi di semua satker dinas provinsi yang
petugas pengumpul data statistik hortikultura tingkat provinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan. Namun demikian, dalam
implementasinya, masih dijumpai berbagai permasalahan
diantaranya jarak lokasi beberapa kabupaten/kota dan
kecamatan yang sangat jauh dengan ongkos yang cukup mahal
dan terbentur dengan peraturan daerah setempat yang hanya
bisa  merealisasikan biaya transportasi dan tidak
memperkenankan adanya uang harian petugas data.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura untuk
meningkatkan produksi hortikultura strategis adalah diantaranya:

1. Direktorat Jenderal Hortikultura telah mengalokasikan kegiatan
pengembangan kawasan hortikultura strategis dalam dokumen
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anggaran TA 2024 meliputi: kawasan bawang merah seluas 6.210 ha,
kawasan aneka cabai seluas 3.000 ha, dan kawasan bawang putih
seluas 76 ha. Pengembangan Kawasan komoditas strategis difasilitasi
dengan sarana produksi dalam jumlah yang cukup memadai walaupun
bersifat stimulan. Untuk proses pengadaan barang bantuan
pemerintah mendukung kawasan hortikultura strategis selama TA
2024, adalah sebagai berikut:

a. Fasilitasi Kawasan Cabai TA 2024, untuk kewenangan pusat

seluas 3.000 ha, prosesnya dibagi dalam 3 tahap:

(1) Tahap | (2.800 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 18
Kab/Kota di 7 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 312
Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa mulsa dan
pupuk NPK.

(2) Tahap Il (100 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 4 Kab/Kota
di 1 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 20 Kelompok.
Adapun saprodi yang diberikan berupa benih cabai.

(3) Tahap Il (100 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 5
Kab/Kota di 3 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 25
Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih, mulsa
dan NPK.

b. Kegiatan Pemantapan Nurseri TA 2024 dengan alokasi sebanyak
37 kelompok, yang dibagi dalam 3 tahap yaitu: (1) Tahap |
sebanyak 15 kelompok; (2) Tahap Il sebanyak 9 kelompok; dan
Tahap lll sebanyak 13 kelompok.

c. Kegiatan Green House Sederhana TA 2024, yang dibagi dalam 2
tahap yaitu:

(1) Tahap 1 (3 Kelompok) : Fasilitasi Bantuan Green House
Sederhana sudah SP2D untuk 3 Kelompok di 3 Kabupaten,
yaitu Malang, Bandung dan Semarang.

(2) Tahap 2 (5 Kelompok) : Fasilitasi Bantuan Green House
Sederhana sebanyak 5 unit akan dialokasikan di 5 Kelompok
yang tersebar di 1 Provinsi dan 1 Kabupaten.

d. Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Cabai berupa

Handsprayer, yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

(1) Tahap 1: Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 16 Kab/Kota di 7
Provinsi dengan jumlah kelompok tani sebanyak 287
Kelompok. Adapun jumlah handsprayer yang diberikan
sebanyak 2.454 unit.
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(2) Tahap 2: Kegiatan fasilitasi dilaksanakan di Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kelompok
tani sebanyak 300 kelompok.

e. Fasilitasi Kawasan Bawang Merah TA 2024, untuk kewenangan
pusat seluas 6.210 ha, prosesnya dibagi dalam 3 tahap yaitu:

(1) Tahap | (3675 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 14
Kab/Kota di 5 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 243
Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa mulsa,
pupuk NPK, POP, Dolomit.

(2) Tahap Il (386 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 3 Kab/Kota
di 1 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 48 Kelompok.
Adapun saprodi yang diberikan berupa benih bawang merah, .
diberikan dalam upaya penangangan banjir di Pantura.

(3) Tahap Il (2490 ha): kegiatan fasilitasi dilaksanakan di 16
Kab/Kota di 6 Provinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 177
Kelompok. Adapun saprodi yang diberikan berupa benih, mulsa
dan NPK.

(4) Tahap IV (1426 Ha): kegiatan Fasilitasi dilaksanakan di 12
Kab/kota di 5 Propinsi. Jumlah kelompok tani sebanyak 79
kelompok.

Melaksanakan berbagai bimbingan teknis (Bimtek) di berbagai daerah
seluruh Indonesia baik secara offline maupun online dengan tujuan
peningkatan kapasitas petani setempat, dengan fasilitasi/materi
diantaranya: (a) Bimtek Kawasan Cabai dan Bawang Merah untuk
Kemitraan Champion; (b) Teknologi budidaya cabai, bawang merah
dan/atau bawang putih; (c) Upaya Peningkatan Produksi Hortikultura
(cabai) melalui Pertanian Perkotaan; (d) Penetapan kebijakan dan
regulasi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga produk
hortikultura unggulan; (e) Hilirisasi dan Dukungan Inkubator Bisnis
terhadap pelaku UMKM produk hasil pengolahan berikut praktek
bersama; (f) Pengelolaan OPT Hortikultura Ramah Lingkungan; (g)
Cabai Polybag di Lahan Pekarangan.

Melaksanakan koordinasi dan identifikasi Calon Petani dan Calon
Lokasi (CPCL) dan penetapan kelompok tani penerima bantuan
mendukung kawasan hortikultura strategis (bawang merah, aneka
cabai dan bawang putih), bekerja sama dengan Dinas Pertanian
setempat dan champion serta identifikasi ketersediaan barang dan
informasi harga terkait kegiatan pendukung.
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Melaksanakan koordinasi bersama Direktorat Perbenihan dan
penangkar benih dalam identifikasi persiapan benih mendukung
swasembada bawang putih, yang juga melibatkan
stakeholder/instansi terkait lainnya seperti Asosiasi Benih Bawang
Putih Indonesia (ASBATI), Petugas Penyuluh Lapang (PPL), dinas
pertanian dan petani bawang putih setempat.

Koordinasi, sosialisasi kegiatan, identifikasi dan verifikasi CPCL, survei
lapang, pemantauan/monitoring dan evaluasi mendukung keberhasilan
Kawasan Hortikultura Strategis (Bawang Merah, Aneka Cabai, dan
Bawang Putih), diantaranya: (a) Monitoring kawasan hortikultura
unggulan, lokasi siap panen dan ketersediaan pasokan di daerah
sentra; (b) Monitoring Kegiatan Nurseri; (c) Koordinasi monitoring luas
tanam, luas panen, dan produksi; (d) Evaluasi Kegiatan Kemitraan
Champion; (e) Monitoring kegiatan swakelola benih bawang putih; (f)
Survey ketersediaan sarana produksi benih bawang putih, serta
penyusunan dokumen untuk pengadaan sarana produksi benih
bawang putih; (g) Koordinasi dan Sosialisasi Pendataan Data
Geospasial Lahan Bawang Putih; (h) Surveillance OPT dan
Penyusunan Draft Pest List; (i) Koordinasi Kegiatan Pekarangan
Pangan Lestari; (j) Monitoring Kegiatan Wajib Tanam dan Produksi
Bawang Putih Bersama Satgas Pangan POLRI

Menyusun laporan bulanan Early Warning System (EWS) komoditas
cabai dan bawang merah untuk memperkirakan produksi dan
kebutuhan 3 (tiga) bulan kedepannya dan menginformasikan ke
seluruh provinsi setiap awal bulan sebagai peringatan untuk
pengamanan produksi 3 (tiga) bulan kedepan;

Dalam beberapa pertemuan khususnya menjelang musim hujan,
melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi
di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerabh;

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dilakukan
dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT), melalui kegiatan
pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan
pengendalian. Jika populasi atau Tingkat serangan OPT dapat
menimbulkan kerugian secara ekonomis maka pengendalian dengan
pestisida kimia dapat dilakukan.
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9.

Menyelesaikan/menyempurnakan program pemantauan realisasi
wajib tanam dan produksi yang dinamakan Simethris.

10. FGD Pemaduserasian Permintaan Pasar dan Produksi Komoditas

Hortikultura Untuk Mendukung Sistem Penunjang Keputusan pada
Pengembangan Hortikultura di Lahan Kering, 23 Juli 2024 di Bogor.
Topik pembahasan pada forum FGD ini yaitu membahas terkait
pemaduserasian permintaan pasar dan produksi komoditas
hortikultura pada pengembangan hortikultura di lahan kering. Fokus
kebijakan pengembangan hortikultura adalah merespon perubahan
iklim dari sumberdaya genetik, melakukan sistem budidaya dengan
benih presisi dan pengembangan ke arah machine learning dan
platform yang berbasis Al Sesuai dengan fokus kebijakan, salah satu
kegiatan yang dilakukan adalah Pemaduserasian permintaan pasar
dan produksi komoditas hortikultura menggunakan pendekatan
Intelligent Decision Support System (IDSS) dengan proyek Horticulture
Development in Dryland Areas Project (HDDAP) sebagai lokus
kegiatan. Komoditas yang akan dikembangkan di dalam kegiatan
pemaduserasian adalah cabai dan bawang di 2 (dua) wilayah pilot
project yaitu di Sumedang dan Buleleng yang selanjutnya akan
dikembangkan di 13 kabupaten dalam proyek HDDAP. Model desain
pendekatan IDSS yang digunakan adalah deep learning system yang
menggunakan dynamic data berupa informasi dari stakeholder terkait
dari hulu sampai hilir yaitu petani sebagai sumber data produksi dan off
taker sebagai sumber data permintaan serta sumber data lainnya yang
akan dipaduserasikan dalam sebuah sistem pengambilan keputusan
untuk digunakan oleh pemangku kebijakan. Dynamic data untuk
komoditas hortikultura tidak hanya mencakup data statistik, tetapi juga
didukung oleh informasi penunjang seperti kondisi cuaca, serangan
OPT, alih fungsi lahan, lokasi/jarak dari pasar, regulasi, dinamika
pasar. Dalam mengembangkan IDSS dimulai dari teori analisis,
production planning and inventory control (PPIC), teknik optimasi, dan
knowledge rule base danaggent based model.

11. Melaksanakan Sosialisasi Pemetaan Lahan Bawang Putih yang

dilaksanakan tanggal 18 Juli 2024 di Kantor UPT PP Kec Sembalun,
Kab. Lombok Timur, dihadiri oleh Tim Direktorat Sayuran dan
Tanaman Obat, Perwakilan Balai Besar Sumber Daya Pertanian,
Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Koordinator Penyuluh
Kecamatan Sembalun dan Suela, Penyuluh Kecamatan Sembalun
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dan Kecamatan Suela, serta Champion Bawang Putih Lombok Timur.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan update program dan kebijakan
wajin tanam, penggunaan aplikasi avenza dan diskusi.

12. Identifikasi Potensi Lahan untuk Pengembangan Bawang Putih di Kab
Garut, Jawa Barat, 7-8 Agustus 2024. Kegiatan ini diawali dengan
pertemuan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kab.Garut, BPP Kec.
Cilawu, Perwakilan Kodim 0611 Garut, Koramil 114 Cilawu, Kostrad
dan pengelola Kebun PTPN 1 Regional 2 Dayeuh Manggung. Lokasi
kebun Dayeuh Manggung berada di Desa Sukatani Kec. Cilawu yang
merupakan perkebunan teh dengan ketinggian lahan 1.100 s/d 1.300
mdpl.

13. Mengikuti Sosialisasi dan Pengujian Sistem Penilaian Agroekologi
Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih (INA Agro-Garlic) pada
tanggal 20-21 September 2024 di Kabupaten Karanganyar, yang
dihadiri Plt. Kepala Dinas, Kabid Hortikultura Kab. Karanganyar
beserta tim, Tim Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Tim IPB,
PPL, dan perwakilan kelompoktani dari Kec. Jenawi, Tawangmangu,
Ngargoyoso, dan Jatiyoso. Sosialisasi awal dilakukan di Kantor Dinas
Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Karanganyar. Aplikasi INA
Agro-Garlic yang sedang dikembangkan oleh IPB diharapkan dapat
menjadi alat bantu bagi petugas dan petani untuk melakukan penilaian
awal kesesuaian lahan bawang putih. Dengan melakukan penanaman
di lahan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas
bawang putih lokal.

14. Upaya peningkatan kualitas data komoditas hortikultura strategis,
yang diantaranya melalui:

a. Menyikapi dukungan anggaran untuk kegiatan pengelolaan data
hortikultura yang sangat terbatas, telah ada inovasi dari pendataan
SPH berbasis kertas menjadi SPH berbasis Web (SPH-CAWI)
untuk digitalisasi data hortikultura, lebih efektif dan efisien. Aplikasi
tersebut masih dalam pengembangan beberapa bulan ini. Aplikasi
SPH-CAWI (Statistik Pertanian Hortikultura — Computer Assisted
Web Interviewing) merupakan modul dalam aplikasi SIPEDAS
berupa form elektronik untuk input pelaporan SPH oleh Petugas
pengumpul data hortikultura di tingkat Kecamatan. Modul ini
sebagai pengganti Kertas Daftar Isian SPH. Jika dibandingkan
dengan SPH PAPI (berbasis kertas), terdapat beberapa
perbedaan diantaranya: Cakupan komoditas terdiri dari Komoditas
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Nasional, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi atau Kab/Kota bisa
mengusulkan komoditas spesifik lokasi wilayahnya, dan Form bisa
berbeda antar wilayah, serta Raw Database SPH dikirim dari
server Kementan ke server BPS RI (kalau untuk saat ini Data SPH
masuk ke dalam server BPS RI lalu Server Kementan menerima
database SPH secara periodik). Direktorat Jenderal Hortikultura
telah melaksanakan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI
dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik
hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia
maupun lingkup beberapa provinsi, dimulai pada bulan Oktober
2024.

Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka
Cabai dan Bawang, dengan tujuan untuk me-reviu cara
perhitungan proyeksi neraca aneka cabai dan bawang yang sudah
dilakukan Ditjen Hortikultura selama ini dan sudah disesuaikan
dengan cara perhitungan Bapanas. Diharapkan data kesesuaian
lahan dapat ditampilkan sampai level kecamatan dan kedepannya
data tersebut untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi
daerah dalam pengembangan cabai dan bawang.

Koordinasi Ketersediaan Komoditas Bawang Merah dan Cabai
yang melibatkan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan
dihadiri oleh perwakilan Direktorat STO, Asosiasi Bawang Merah
Indonesia (ABMI), Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), dan
Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Bapanas. Direktorat Ketersediaan Pangan memerlukan informasi
terkait data ketersediaan komoditas Bawang Merah dan Cabai
pada daerah sentra produksi sebagai pemetaan ketersediaan
pangan dalam menganalisis ketersediaan mingguan (early
warning).

Finalisasi aplikasi Sistem Monitoring Sayuran dan Tanaman Obat
(SIMANTAB) yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 September
2024 di Santika Hotel Depok. SIMANTAB merupakan aplikasi
penyediaan data neraca produksi dan kebutuhan komoditas
strategis aneka cabai dan bawang merah yang mudah diakses dan
terbuka. Sistem informasi ini dilengkapi dengan fitur rekomendasi
kesesuaian lahan, luas tanam yang dibutuhkan dan menunjukkan
wilayah surplus terdekat untuk men-supply pasokan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024



e. Mengikuti rapat Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan
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September 2024, yang dilaksanakan pada 23 September 2024,
Hotel Aston Jakarta, dipimpin oleh Ketua Kelompok Neraca
Pangan dan dihadiri oleh Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman
Pangan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen
Hortikultura, dan Pusdatin), BPS, Perum BULOG, Kemendag,
Kemenko Perekonomian, Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Dinas
TPH Provinsi Jawa Barat, Distanbun Provinsi Jawa Tengah, Dinas
PKP Provinsi Jawa Timur, dan Dinas PKP Provinsi DI Yogyakarta.
Fokus pembahasan rapat yaitu Updating Proyeksi Neraca Pangan
Bulan September 2024. Jenis pangan yang disusun neracanya
yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai
besar, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, gula, minyak.

Pendataan Data Spasial Calon Lahan Wajib Tanam dan Produksi
Bawang Putih, 24 — 27 September 2024 di Bogor, yang melibatkan
tim Kelompok Sayuran Umbi dan Tim Balai Besar Pengujian
Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP).

Direktorat Jenderal Hortikultura bersama Eselon | lingkup
Kementerian Pertanian telah beberapa kali berkoordinasi dengan
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian dan
instansi terkait lainnya untuk penyelesaian konsep peraturan
perundangan terkait besaran honor petugas data dan standar
operasional dan prosedur pengumpulan data dengan harapan
agar fasilitasi pelaporan data statistik dapat dialokasikan
anggarannya dalam dokumen APBN mendatang.

bimtek kawasan cabai 2024
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Gambar 4. Bimtek Kawasan Cabai Untuk Kemitraan Champ|on selama
Januari 2024 di Temanggung, Enrekang, Garut, Cianjur, Malang dan
Bandung
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Gambar 5. Monitoring Kawasan Aneka Cabai di Wonosobo, Semarang dan
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Gambar 6. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Banijir lokasi Sentra
Bawang Merah di Kab. Pati, Jawa Tengah, 29 Maret 2024
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Gambar 7. Pemantauan Lokasi Siap Panen Kawasan Bawang Merah di
Kabupaten Enrekang dan Bantaeng, 25-28 April 2024

Gambar 8. Evaluasi Kegiatan Kemitraan Champion Bawang Merah
Semester I, 21 — 23 Juni 2024 di Kab. Solok, Sumatera Barat
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Gambar 9. Surveillance OPT dan Penyusunan Draft Pest List Bawang
Merah, 10-12 Juli 2024 di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes

| dan Penyusufisn Dath Prognosa An

Gambar 10. Koordinasi Penyusunan Data Prognosa Aneka Cabai dan
Bawang, 11-12 Juli 2024

e~ A & 1
Gambar 11. Sosialisasi Pemetaan Lahan Bawang Putih, 18 Juli 2024 di Kec
Sembalun, Kab. Lombok Timur
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di BPP Keo. Packan Kab La
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Gambar 12. Koordlna3| Lapangan untuk Mengecek Usulan CPCL Sumur
Dangkal di Kab. Lamongan & Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 29-31 Juli 2024

Gambar 13. Monitoring Nurseri dan Kawasan Cabai tanggal 2-4 Agustus
2024 di Kab. Sleman, DI Yogyakarta

Gambar 14. Verifikasi usulan CPCL sumur dangkal TA 2024, tanggal 5-7
Agustus 2024 di Kab. Banyuwangi dan Kab. Jember, Jawa Timur

Gambar 15. Bimtek bawang merah di Desa Labangka Barat, Kec. Babulu
Kab. Penajam Paser Utara tanggal 15 Agustus 2024
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Gambar 16. Survey Harga dan Ketersediaan Pupuk Organik Padat Granular
(POPG), Pupuk Organik Padat Remah (POPR), dan Pembenah Tanah
Senyawa Humat Padat Tepung di Kab. Sragen (Pabrik dan Gudang) dan
Boyolali (Pabrik) Perusahaan CV. Trubus Prima, 22 Agustus 2024

4561 f >
Final ntae AN - —

Gambar 17. Finalisasi aplikasi SIMANTAB yang dilaksanakan pada tanggal
9-10 September 2024 di Santika Hotel Depok

Gambar 18. Sosialisasi dan Pengujian Sistem Penilaian Agroekologi
Kesesuaian Lahan untuk Bawang Putih (INA Agro-Garlic), 20-21 September
2024 di Kabupaten Karanganyar

Gambar 19. Monitoring Kegiatan Wajib Tanam dan Produksi Bawang Putih
Bersama Satgas Pangan POLRI, 25-28 September 2024, Kabupaten
Magelang, Karanganyar, Pekalongan dan Kendal
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Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Gambar 20. Pengembangan Kawasan Bawang Putih TA 2024 di lokasi sentra

nev Kawasan Cabai

Kab. Garut, Jawa Barat

Kab. Garut, Jawa Barat Kab. Sumedang, Jawa Barat
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Kab. Sleman, DI Yogyakarta Kab. Malang, Jawa Timur

Gambar 21. Pengembangan Kawasan Cabai TA 2024 di lokasi sentra
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Gambar 22. Pengembangan Kawasan Bawang Merah TA 2024 di lokasi sentra

Rencana Aksi/Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk mendukung
peningkatan produksi hortikultura strategis adalah:

1. Senantiasa melaksanakan perbanyakan bimbingan teknis untuk para
petani/ kelompok tani baik secara offline maupun online.

2. Pengembangan kawasan komoditas strategis tetap memperhatikan
hasil pemetaan lahan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang
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sesuai dengan kesesuaian lahan dan agroklimat budidaya komoditas
strategis;

Pengembangan Kawasan komoditas strategis disesuaikan dengan
tujuan dan tetap mempertahankan prinsip Ramah Lingkungan dan
Adaptif Perubahan Iklim serta Hemat Air;

Penguatan data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi serta
pengembangan Early Warning System (EWS) komoditas strategis.
Dinas Pertanian senantiasa melakukan update data realisasi luas
tanam dan produksi hortikultura strategis seperti bawang merah,
aneka cabai dan bawang putih. Dari data EWS dapat diambil langkah
antisipasi dan mitigasi resiko sebagai berikut:

a. Apabila produksi lebih besar dari kebutuhan (surplus): (1)
Mendorong untuk melakukan penyimpanan, tunda jual dan
pengelolaan pasca panen; (2) Mendorong pengaturan Pola
Tanam; (3) Melakukan koordinasi dan fasilitasi serap produksi oleh
Pasar Tani, UMKM dan e-commerce; (4) Melakukan sosialisasi
penggunaan bawang dan cabai olahan; (5) Pimpinan Daerah dan
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mendorong industri olahan
makanan untuk menyerap hasil produksi; (6) Menggunakan EWS
bawang merah dan cabai untuk melihat potensi pasar di provinsi
lainnya.

b. Apabila produksi kurang dari kebutuhan (defisit): (1) Mendorong
gerakan tanam dengan mengoptimalkan dana APBD dan CSR; (2)
Melakukan mobilisasi atau distribusi produk dari Provinsi lain yang
surplus bawang merah dan cabai sehingga terjadi kestabilan
pasokan dan harga; (3) Berkoordinasi dengan Pasar Tani, Toko
Tani Indonesia (TTI) atau sejenisnya dan BULOG untuk segera
melakukan operasi pasatr.

Selain itu, perlu didukung dengan: (i) pengakurasian data produksi
aneka cabai sehingga dapat ditentukan neraca ketersediaan yang
valid mengalami surplus atau defisit; (i) Penguatan/update data
realisasi luas tambah tanam dan produksi perlu dilakukan setiap
bulannya; dan (iii) Penyampaian data EWS ke Dinas Pertanian
Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berkesinambungan.

5. Senantiasa melakukan pengkinian data (updating) Neraca Produksi dan
Kebutuhan Komoditas Cabai, Bawang Merah dan Bawang Putih
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10.

11.

12.

Pengembangan Kawasan komoditas strategis akan senantiasa difasilitasi
dengan sarana produksi, seperti: benih bermutu, pupuk, mulsa, likat
kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang memadai walaupun bersifat
stimulan;

Bersinergi dengan direktorat terkait agar kegiatan pengembangan
Kawasan komoditas strategis mendapat dukungan pengembangan pada
lokasi tersebut. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek perbenihan,
perlindungan, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.
Sedangkan pengembangan Kawasan Skala Luas (seperti Food Estate/
Agroindustri) bersinergi dengan Eselon | lain lingkup Kementerian
Pertanian seperti Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian, Lembaga penelitian terkait, dan Kementerian terkait lainnya;

Selama ini Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat sudah membangun
rintisan wilayah penyangga yang jadwal tanamnya diatur oleh Pusat
dimana hasil panennya diperuntukkan untuk mendukung suplai ke
ibukota atau daerah yang harganya mengalami peningkatan tajam dan
diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat lebih dikembangkan lagi;

Peningkatan produktifitas bawang merah terus dilakukan dengan
beberapa terobosan, salah satunya dengan menggunakan benih biji
bawang merah/True Shallot Seed (TSS), dimana teknologinya dapat
bersinergi dengan lembaga penelitian terkait;

Para Champion diharapkan lebih siap untuk menyalurkan komitmen stok
dengan volume yang sudah ditetapkan sesuai target bulanannya. Para
Champion akan mengatur kembali pembagian jadwal tanam dengan
kelompok tani mitra. Bila ada perubahan terkait jadwal pola tanam, maka
akan disampaikan ke Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Sedangkan
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten diharapkan berpartisipasi lebih aktif
dalam mengkolidasikan Champion di wilayahnya.

Aksi “Aksi Champion Hadirkan Cabai Harga Petani” yang telah
dilaksanakan pertama kali oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada
Maret 2024 dan langsung menyentuh masyarakat ini, diharapkan dapat
dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Mengawal pemanfaatan/penggunaan sarana produksi (saprodi) dan
mempercepat pengisian form dan dokumentasi pemanfaatan saprodi.
Champion dan PPL dapat dilibatkan dalam mengawal penggunaan
saprodi di kelompok, jika ada oknum yang menyalahgunakan segera
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16.

17.

18.

19.

melaporkan ke Dinas setempat atau Direktorat teknis lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura.

Melakukan refreshing Statisitik Pertanian Hortikultura (SPH) maupun
aplikasi terkait lainnya di berbagai daerah karena potensi banyaknya
petugas baru, sehingga angka produksi hortikultura khususnya komoditas
strategis yang dilaporkan dapat lebih valid dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Melakukan pertemuan monitoring dan evaluasi secara rutin bagi
penerima Surat Pertimbangan Penetapan Rencana Kebutuhan (PPRK)
serta verifikasi lapang untuk mengetahui kebenaran dari realisasi tanam
dan produksi bawang putih;

Mendorong perubahan Permentan 46 Tahun 2019 dengan
mengembalikan kembali ketentuan pertanaman awal bawang putih
sebagai syarat penerbitan Surat Pertimbangan Penetapan Rencana
Kebutuhan (PPRK);

Melaksanakan pertemuan khususnya menjelang musim hujan, dengan
melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
sehingga diperoleh solusi untuk petani terkait teknik stabilisasi produksi
cabai di musim hujan sesuai dengan kondisi riil masing-masing daerah.

Aktif mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat/rumah tangga,
khususnya komoditas cabai, pada bulan-bulan tertentu untuk mengatasi
fluktuasi harga;

Membangun nursery benih cabai dan bawang merah melalui teknologi
seedling soil block.

Dengan adanya keterbatasan anggaran mendukung pengolahan data
statistik sejak TA 2024 hingga tahun anggaran mendatang, maka perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Direktorat Jenderal Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan
aplikasi SPH-CAWI dengan mengundang para petugas yang
menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi
seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-
CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan
Aplikasi (sementara rencana s/d tahun 2026), dan Piloting/Ujicoba
Pelatihan; (i) Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi
Pembahasan pedoman dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah
yang lebih luas (sementara rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai
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tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif di seluruh
Indonesia.

b. Diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi dengan Eselon |
lingkup Kementan dan instansi terkait lainnya dalam upaya finalisasi
peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan
data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan
data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan
data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen APBN,
dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja
Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.

IKSP: Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP

Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Mengambil data produksi kentang, sayuran lain (selain aneka cabai, bawang
merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan
tanaman obat lain), buabh, florikultura (krisan, anggrek, florikultura lain) tahun
berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan Ton dari BPS.

b. Menghitung data peningkatan produksi kentang, sayuran lain (selain aneka
cabai, bawang merah dan bawang putih), tanaman obat (jahe, kunyit,
kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura (krisan, anggrek,
florikultura lain) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam satuan
persentase.

c. Menjumlahkan seluruh data persentase peningkatan produksi hortikultura
unggulan (selain aneka cabai, bawang merah, dan bawang putih) tanaman
obat (jahe, kunyit, kapulaga, dan tanaman obat lain), buah, florikultura
(florikultura tangkai) tahun berjalan (t) dari tahun sebelumnya (t-1) dalam
satuan persentase.

d. Menghitung rata-rata persentase peningkatan produksi hortikultura
unggulan:

((]umlah produksi hortikulura unggulan (t) — Jumlah produksi hortikultura unggulan (t — 1))

1009
Jumlah produksi hortikultura unggulan (t — 1) )x %

Dengan mengacu Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024 Reuvisi I,
sejak tahun 2021 terdapat tambahan 4 (empat) komoditas yaitu buah naga, jeruk
lemon, lengkeng, dan tanaman obat lain. Namun demikian, terjadi pengurangan
4 (empat) komoditas yang sebelumnya masih tercantum pada Renstra awal dan
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Reuvisi | yaitu kacang merah, lobak, markisa/konyal dan blewah, serta 2 (dua)
komoditas masuk dalam florikultura lain yaitu mawar dan dracaena. Capaian
Peningkatan Produksi hortikultura unggulan Tahun 2024 hanya mencapai 1,14%
dari target 2,55% pada 4 (empat) kelompok komoditas yang terdiri dari 53 (lima
puluh tiga) komoditas seperti pada Tabel 9 atau mencapai 44,86% dari target
(kategori kurang berhasil).

Tabel 9. Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2020-2024 dan Pertumbuhan
Produksi Hortikultura Unggulan Tahun 2024 terhadap Tahun
Sebelumnya

Komoditas

Produksi

Pertum-
buhan
Produksi
2024
terhadap

1 | Bawang Daun 579.747,78 627.853,11 638.734,52 639.675,45 626.041,13 2,13
2 | Bayam 157.024,19 171.705,70 170.821,36 170.687,60 167.610,62 -1,80
3 | Buncis 305.922,97 320.773,67 325.602,08 305.048,67 306.608,00 0,51
4 | Jamur 33.688,50 90.420,22 63.155,23 60.826,20 49.608,61 -18,44
Kacang Merah 66.209,66
5 g:ﬁ:‘ngg 359.157,76 383.685,34 360.871,48 309.421,66 291.466,20 -5,80
6 | Kangkung 312.336,23 341.196,27 329.616,01 322.082,84 311.748,90 3,21
7 | Kembang Kol 204.237,67 203.384,72 192.121,14 175.072,73 180.894,12 3,33
8 | Kentang 1.282.767,76 1.361.064,00 1.503.998,26 1.248.513,44 1.267.017,76 1,48
9 | Kubis 1.406.984,58 1.434.670,47 1.503.797,64 1.399.005,26 1.455.388,60 4,03
10 | Labu Siam 511.014,45 516.953,74 461.804,28 453.263,15 444.590,51 1,01
Lobak 24.901,72
11 | Mentimun 441.285,85 471.941 444,057 416.728,07 397.320,21 -4,66
12 | Paprika 17.822,18 12.665 20.997 20.472,88 16.471,00 -19,55
13 | Petsai/Sawi 667.472,99 727.467 760.608 686.875,67 688.589,09 0,25
14 | Terung 618.201,61 676.339,16 691.738,37 699.896,32 675.426,32 -3,50
15 | Tomat 1.084.993,44 1.114.399,49 1.168.743,69 1.143.787,67 1.146.724,34 0,26
16 | Wortel 650.858,34 720.090,03 737.965,25 668.177,95 681.427,28 1,98
17 | Jengkol 129.143,21 152.609,21 155.908,88 157.157,26 169.156,81 7,64
18 | Melinjo 255.985,45 292.166,64 262.404,91 224.167,67 242.797,24 8,31
19 | Petai 350.638,06 387.691,20 444.277,11 421.141,25 437.046,63 3,78
20 | Alpukat 609.048,99 669.260,46 865.780,16 874.046,49 1.005.335,71 15,02
21 | Anggur 11.905,21 12.163,62 13.515,90 13.405,49 18.658,25 39,18
22 | Apel 516.530,76 509.543,88 523.595,54 392.562,77 131.310,06 -66,55
23 | Belimbing 114.524,36 137.449,59 128.632,28 119.757,51 118.450,61 -1,09
Blewah 33.056,30
24 | Buah Naga - 484.083,03 367.300,22 317.406,83 290.042,50 8,62
Duku/
25 | Langsat/ 289.597,71 250.355,44 205.259,99 209.070,89 344.262,29 64,66
Kokosan
26 | Durian 1.133.194,85 1.353.037,01 1.582.171,83 1.852.045,30 1.961.436,97 5,01
27 | Jambu Air 182.907,52 206.423,01 237.564,70 233.575,05 252.457,55 8,08
28 | Jambu Biji 396.268,30 422.490,74 472.686,38 404.654,35 448.437,87 10,82
29 | Jeruk Besar 129.567,55 112.796,71 132.979,27 92.249,75 139.074,31 50,76
30 Jeruk Lemon - 34.246,36 54.232,97 49.003,28 78.253,28 59,69
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Komoditas

Produksi

2022

buhan
Produksi

2024
terhadap
2023 (%)

Jeruk
31| gamikeprok 2.593.384,29 2.401.063,80 2.551.998,83 2.831.099,41 2.469.931,63 12,76
32 | Lengkeng - 90.377,58 41.817,21 63.063,81 65.675,56 4,14
33 | Mangga 2.898.588,13 2.835.442,34 3.308.894,67 3.302.619,71 3.266.393,61 1,10
34 | Manggis 322.414,47 303.934,38 343.662,68 397.174,63 437.241,01 10,09

Markisa/

Konyal 53.318,92
35 | Nangka/ 824.068,10 906.514,02 813.756,05 789.199,69 870.404,33 10,29

Cempedak R el -126, .199, 404, X
36 | Nenas 2.447.243,46 2.886.416,84 3.203.775,15 3.156.576,45 2.703.398,64 -14,36
37 | Pepaya 1.016.387,74 1.168.265,89 1.089.578,12 1.238.692,13 1.220.797,54 1,44
38 | Pisang 8.182.756,05 8.741.146,70 9.245.427,05 0.335.232,34 9.686.328,25 3,76
39 | Rambutan 681.178,12 884.701,72 855.162,23 845.107,49 969.217,77 14,69
40 | salak 1.225.088,42 1.120.242,41 1.147.473,48 1.120.738,80 2.711.704,15 141,96
41 | sawo 186.705,81 169.711,13 167.440,36 179.706,00 171.317,10 4,67
42 | sirsak 127.845,40 158.925,61 142.390,10 140.405,39 123.175,12 12,27
43 | sukun 190.550,86 172.373,23 165.032,42 156.625,87 181.151,14 15,66
44 | Melon 138.177,05 129.147,06 118.695,81 117.793,81 124.358,62 5,57
45 | Semangka 560.317,23 414.242,39 367.816,47 408.115,33 420.002,02 2,91
46 | Stroberi 8.350,38 9.850,58 28.895,18 27.720,77 31.785,17 14,66
47 | Jahe 183.517,78 307.241,52 247.455,49 198.873,34 188.327,28 5,30
48 | Kunyit 193.582,82 184.825,89 196.499,57 205.656,08 176.110,20 -14,37
49 | Kapulaga 94.490,57 124.765,80 128.671,04 122.360,11 127.826,74 4,47

Tanaman
50 | oot Lain - 282.684,09 288.044,95 258.310,82 264.746,52 2,49

Total untuk

Sataan Ton 34.325.019,98 | 36.581.430,53 39.273.428,23 38.974.851,43 | 40.553.545,15 4,05
51 | Anggrek 11.683.332,80 | 19.350.021,00 14.699.959,00 10.093.841,00 | 10.157.069,00 0,63
52 | Krisan 383.466.100,30 | 344.031.088,00 | 394.502.028,00 | 464.604.008,00 | 463.355.867,00 0,27

Mawar 147.658.255,70

Dracaena 83.295.550,00
53 E';;'k”"”ra 390.685.275,00 | 453.656.741,00 | 473.569.957,00 | 458.037.596,00 -3,28

Total untuk

Satuan 626.103.238,80 | 754.066.384,00 | 862.858.728,00 | 948.267.806,00 | 931.550.532,00 1,76

Tangkai

Rata - Rata Peningkatan Produksi 114
Tahun 2024 terhadap 2023 (%) !
Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023, Angka SPH Hortikultura 2024 updated 25

Januari 2025. Untuk komoditas No. 1 s/d 50 satuan produksinya adalah Ton.
Sedangkan Komoditas No. 51 s/d 53 satuan produksinya dikonversi menjadi
Tangkai

Namun demikian, jika pertumbuhan produksi hortikultura unggulan tersebut
dikonversi dalam satuan volume produksi (Ton dan tangkai), dengan mengacu
pada Tabel 9 diatas, maka realisasi tahun 2024 adalah:

1. Realisasi produksi hortikultura unggulan dengan satuan Ton adalah
40.553.545,15 ton yang berarti mencapai 101,46% (kategori Sangat
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Berhasil) dari target produksinya sebesar 39.968.710,14 ton (konversi dari
perhitungan realisasi produksi tahun sebelumnya ditambahkan target
peningkatan produksi sebesar 2,55%).

2. Realisasi produksi hortikultura dengan satuan Tangkai adalah
931.550.532,00 tangkai yang berarti mencapai 95,79% (kategori Berhasil)
dari target produksinya sebesar 972.448.635,05 tangkai (konversi dari
perhitungan realisasi produksi tahun sebelumnya ditambahkan target
peningkatan produksi sebesar 2,55%).

3. Rata-rata persentase produksi hortikultura unggulan poin 1 dan 2 diatas
adalah 98,63 (kategori Berhasil).

Sebagian besar komoditas hortikultura unggulan tahun 2024 mengalami
kenaikan produksi dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian terdapat
produksi komoditas hortikultura unggulan yang mengalami penurunan yaitu pada
komoditas bawang daun, bayam, jamur, kacang panjang, kangkung, labu siam,
mentimun, paprika, terung, apel, belimbing, buah naga, jeruk siam/keprok,
mangga, nenas, pepaya, sawo, sirsak, jahe, kunyit, krisan, dan florikultura lain.

Untuk melihat target dan capaian persentase peningkatan produksi hortikultura
unggulan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 23 berikut ini:

20 600
400
15
200
-200
5 (@)
0 -600
-800
-5
-1.000
-10 -1.200
2020 2021 2022 2023 2024
mmmm Target Renstra (%) 0,62 2,86 3,61 3,88 4,50
mmmm Target PK (%) 0,62 2,86 3,61 3,56 2,55
mmmm Realisasi (%) (6,54) 14,08 9,68 4,57 1,14
=== 05 thd Target PK (1.054,84) 492,31 268,14 128,34 44,86
0% Kenaikan thd Realisasi t-1  -12,87 (315,29) (31,25) (52,80) (74,97)

Gambar 23. Target dan Realisasi Peningkatan Produksi Hortikultura Unggulan Tahun
2020 — 2024 (dalam persen) (Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-
2023 dan Angka SPH Hortikultura 2024 updated per 21 Januari 2025).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024




Untuk melihat Target dan Realisasi Indikator Peningkatan Produksi Hortikultura
Unggulan Tahun 2020-2024 pada Gambar 23, dimana terlihat bahwa
perkembangan realisasinya sangat fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk
terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktur
Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi
hortikultura unggulan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Kelompok Komoditas Sayuran

a.

Penggunaan pestisida yang terlalu tinggi mengakibatkan terjadinya
kerusakan sifat fisik dan kimia tanah, dan tingkat pencemaran
lingkungan dan residu pestisida tinggi. Selain itu, penggunaan sarana
pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) ramah lingkungan
belum optimal.

Belum seluruh lahan budidaya menerapkan teknologi konservasi tanah
dan air. Selain itu, teknologi budidaya hidroponik dan smart farming serta
budidaya tanaman di dalam Greenhouse masih belum diketahui oleh
banyak petani. Untuk itu bimbingan teknis dan pendampingan yang rutin
oleh praktisi dan dinas pertanian yang paham akan teknologi tersebut
masih perlu dilakukan.

Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap
pengembangan kawasan komoditas sayuran non strategis kurang
sesuai dengan yang diharapkan.

Kontur lahan pertanaman kentang di beberapa lokasi seperti di Kab.
Wonosobo berbeda dengan daerah lain dan cenderung berlereng,
sehingga rawan terjadi run off top soil. Oleh karena itu diperlukan
pendalaman khusus bagi tenaga ahli untuk konservasi tanah dan air
dalam menentukan faktor dan penanganan yg cocok di lokasi tersebut.

Pupuk bersubsidi masih menjadi polemik hingga saat ini karena petani
mengharapkan bantuan pupuk bersubsidi tanpa adanya batasan dan
ketentuan tertentu.

Identifikasi permasalahan pada pelaksanaan Pekarangan Pangan
Lestari (P2L) di beberapa lokasi penerima bantuan yang dilaksanakan
mulai tahun 2023: (i) memasuki musim hujan, tanaman yang ada pada
demplot pada beberapa KWT terserang OPT secara merata, mulai dari
daun-daun sayuran yang menguning, daun berlubang, daun keriting,
dan akar tanaman membusuk, sehingga hasil panen menurun; (ii) belum
ada jadwal rutin untuk pemeliharaan kebun bagi anggota kelompok,
sehingga hanya ketua kelompok yang setiap hari mengurusi demplot,
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dan ditemani beberapa anggota yang sedang tidak ada kegiatan pada
hari tersebut; (iii) kelengkapan berkas usulan dari TA cenderung lambat,
sehingga pelaksanaan kegiatan P2L pada beberapa kelompok baru
dapat dilaksanakan pada akhir tahun; (iv) perubahan Petugas Tim
Teknis Dinas sehingga terkendala dalam pelaporan dan upload
bukti/kelengkapan BASTBANPEM; (v) beberapa lokasi penerima
manfaat tersebar dan jauh serta kurrangnya pengawalan dari tim teknis
kepada  kelompok; (vi) lambatnya pengembalian laporan
pertanggungjawaban di beberapa kabupaten; (vii) kelengkapan berkas
dari kelompok tidak sesuai (penulisan pada nota yang masih salah, bukti
belanja tidak sesuai RUK dan foto fisik barang yang dibeli masih sangat
minim); (viii) terdapat kendala akses pada saat login/ input aplikasi
BASTBANPEM sehingga pelaporan terhambat.

2. Kelompok Komoditas Tanaman Obat

a.

o

g.

Penerapan SOP dalam berbudidaya tanaman obat di petani masih
terbatas, sehingga teknologi budidaya yang digunakan masih
konservatif. Selain itu, tanaman terganggu adanya gulma.
Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap
pengembangan kawasan komoditas tanaman obat kurang sesuai
dengan yang diharapkan.

Benih bermutu untuk komoditas tanaman obat masih terbatas.

Dampak perubahan iklim terutama kemarau panjang yang
mempengaruhi perubahan pola tanam, provitas, serangan OPT dan
kualitas tanaman obat di lapangan.

Teknologi pascapanen dan pengolahan untuk produk tanaman obat
masih terbatas.

Pemasaran dan kemitraan untuk petani tanaman obat yang masih
sangat terbatas.

Masih terbatasnya penangkar/produsen benih tanaman obat bermutu.

3. Kelompok Komoditas Buah dan Florikultura
a. Terjadi alih fungsi lahan untuk budidaya florikultura, utamanya

komoditas anggrek di perkotaan menjadi peruntukkan lain. Penurunan
produksi florikultura ini sejak tahun 2020 merupakan dampak pandemi
Covid-19 dan pemberlakuan PSBB/PPKM di seluruh wilayah Indonesia
pada saat itu, yang mengakibatkan penurunan daya beli bunga potong
sehingga produksi di tingkat petani tidak terserap bahkan sebagian
petani mengganti tanaman florikultura dengan tanaman hortikultura
lainnya. Khusus untuk tanaman buah diantaranya adanya alih fungsi
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lahan, alih komoditas, penurunan permintaan, penurunan harga,
peremajaan tanaman, pergantian tanaman tua/rusak dan adanya
serangan OPT.

Penganggaran/dukungan pemerintah (APBN maupun APBD) terhadap
pengembangan kawasan komoditas buah dan florikultura kurang
sesuai dengan yang diharapkan;

Sumber air masih mengandalkan tadah hujan dan kurang tersedia
sarana dan prasarana yang dapat mengalirkan air, sehingga ketika
musim kemarau tiba tanaman kekurangan air. Para petani di lokasi
tersebut membutuhkan sumber air seperti sumur dalam/sumur dangkal.

Tingkat penguasaan petani terhadap teknologi budidaya tanaman buah
dan pascapanennya yang baik dan benar masih rendah. Sebagian
petani menggunakan zat pengatur tumbuh (ZPT) secara berlebihan
seperti pacrobutrazol dan gibberellin untuk memicu pembungaan dan
pembuahan. Tetapi tidak diimbangi dengan pemupukan. Beberapa
petani yang mempunyai lahan dengan cara kontrak dilaporkan tidak
melakukan pemupukan.

Pendampingan dan Pelatihan kultur teknis (Penyediaan pupuk organik,
bahan tanam bermutu, dan pengendalian hama penyakit) dan
penanganan pasca panen di tingkat kelompok tani masih belum merata

Infrastruktur jalan usaha tani di beberapa lokasi sentra buah dalam
kondisi kurang baik, sehingga mempengaruhi hasil usaha tani.

Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman buah ketika
musim kemarau ialah wereng mangga (pada tanaman mangga),
diplodia, lalat buah dan penggerek batang. OPT yang menyerang
tanaman manggis adalah semut dan kutu putih, bercak algae dan jamur
putih. Bercak algae hampir banyak ditemukan di pohon manggis.
Bercak algae ini menyerang daun bagian permukaan atas sehingga
menyebabkan daun berwarna kecoklatan dan mudah dikerok dengan
tangan. Kondisi daun yang terkena bercak algae ini akan kesulitan
dalam melakukan fotosintesis sehingga nantinya berpengaruh terhadap
produksi tanaman. Jamur putih ini menyerang akar tanaman utama.
Tanaman manggis yang terserang jamur akar ditandai dengan tanaman
mati mendadak. Pengendalian bercak algae dan jamur akar ini belum
dilakukan pengendalian karena belum ditemukan formula
pengendaliannya.
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Sebagian petani yang mengelola tanaman buah juga merupakan petani
tanaman padi, sehingga agak dikhawatirkan tanaman buah kurang
terurus dengan baik.

Keterlambatan pengiriman benih tanaman buah dikarenakan beberapa
kelompok tani mengusulkan varietas yang belum tersedia di BBH,
sehingga perlu dilakukan okulasi ulang yang memerlukan waktu cukup
lama.

Beberapa kawasan sentra produksi tanaman hias telah beralih fungsi
menjadi kawasan permukiman dan termasuk zona industri. Selain itu
juga dikarenakan permintaan produksi dan harga jual yang turun
drastis, sehingga petani tidak bisa menutupi biaya produksi yang cukup
tinggi.

Penurunan produksi dracaena di beberapa lokasi seperti Kab.
Sukabumi disebabkan oleh kabut yang muncul pada saat memasuki
musim penghujan menyebabkan munculnya bercak karat pada daun
dracaena seperti pada dracaena jenis compacta yang berakibat pada
tidak terpenuhinya kualitas dan spesifikasi (kriteria) untuk pasar ekspor.
Dengan demikian bahwa sebenarnya secara populasi dan luas tanam
komoditas ekspor tersebut tidak ada penurunan, namun karena tidak
memenuhi standar kualitas, tidak dilakukan pemanenan.

Permasalahan pada pengembangan pisang mas Kirana diantaranya: (i)
kurangnya ketersediaan benih buah-buahan seperti pisang mas kirana
yang bermutu; (i) Selama ini, benih yang digunakan berasal dari
anakan dan semi kultur jaringan (kuljar), sehingga masih terdapat
benih-benih yang kurang bagus dan tidak sehat. Petani menginginkan
mempunyai laboratorium kultur jaringan sendiri. Selain untuk memenubhi
kebutuhan benih bermutu di Lumajang sendiri, juga karena permintaan
benih dari daerah lain yang cukup besar; (iii) Petani belum memiliki
pengetahuan terhadap manfaat penggunaan benih kuljar dibandingkan
benih anakan; (iv) Saat ini, produktivitas pisang mas kirana mengalami
penurunan, sehingga petani membutuhkan pelatihan budidaya dan
teknologi untuk bisa meningkatkan produktivitas. Penurunan
produktivitas berpengaruh terhadap jumlah produksi. Permintaan yang
tinggi belum bisa dipenuhi karena produksinya masih kurang; (v) Petani
belum memiliki pengetahuan yang baik mengenai penanganan buah
setelah panen, sehingga buah yang dipasarkan kurang bisa bertahan
lama; (vi) Petani belum bisa menggunakan alat vacuum frying yang
merupakan bantuan dari Ditjen Hortikultura secara optimal; (vii)
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Pengurus asosiasi mempunyai banyak kesibukan sehingga kegiatan di
asosiasi agak terbengkalai.

m. Permasalahan yang dihadapi oleh petani perorangan yang pernah
membudidayakan sedap malam seluas 3.000 m? di Kab. Subang adalah
pada aspek pemasaran. Selama ini pasar yang diketahui oleh petani
adalah hanya di wilayah Bandung dengan jumlah permintaan yang tidak
rutin setiap periodenya. Mengingat sebenarnya permintaan sedap
malam yang cukup tinggi di pasaran dengan market share yang masih
besar salah satunya Pasar Rawa Belong. Hal ini membuat minat petani
yang membudidayakan sedap malam menjadi berkurang.

n. Masih lemahnya kelembagaan petani sehingga belum mampu
meningkatkan posisi tawar dan daya saing petani

0. Beberapa komoditas yaitu mawar dan anggrek yang memiliki potensi
besar dalam memenuhi pasar domestik dan merupakan komoditas
subtitusi impor, serta dracaena sebagai komoditas ekspor belum
banyak tersedia varietasnya dan belum dilakukan pendaftaran varietas
berdampak pada keterbatasan alokasi pengembangan Kawasan
Mawar, Anggrek dan Dracaena;

4. Seperti halnya pada komoditas hortikultura strategis, alokasi anggaran

kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas, diantaranya
mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas pengumpul
data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan mulai TA 2025 sudah tidak
dianggarkan pula untuk pencetakan form SPH. Hal ini akan sangat
berdampak pada penyediaan/pengiriman laporan dan kualitas data yang
dihasilkan. Hingga saat ini, belum adanya payung hukum yang mengatur
besaran honor petugas pengumpul data statistik serta pembagian tugas
pengumpulan data lingkup Kementerian Pertanian serta kurang adanya
perhatian (political will) dari para pengambil kebijakan lingkup Kementerian
Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data statistik sehingga berdampak
pada saat pembahasan/reviu dokumen anggaran dengan Tim Direktorat
Anggaran Kementerian Keuangan yang mempunyai tanggung jawab dalam
keuangan negara, posisi tawar kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data
statistik menjadi sangat lemah dan berpengaruh pada besaran alokasi
anggarannya.
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Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam
mendukung peningkatan produksi hortikultura unggulan selama tahun 2024
diantaranya:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan anggaran kepada Direktorat Jenderal
Hortikultura untuk kegiatan pengembangan kawasan mendukung
peningkatan hortikultura unggulan meliputi: kawasan durian seluas 300 ha,
kawasan mangga seluas 400 ha, kawasan kelengkeng seluas 300 ha,
kawasan alpukat seluas 330 ha, kawasan manggis seluas 240 ha, kawasan
buah lain seluas 171 ha, kawasan jahe seluas 100 ha, kawasan sayuran
mendukung Major Project dan Food Estate (MP-FE) seluas 30 ha, serta
kawasan sayuran lainnya seluas 220 ha. Pengembangan Kawasan
komoditas unggulan akan difasilitasi dengan sarana produksi, seperti: benih
bermutu, pupuk, mulsa, likat kuning dan lain-lain, dalam jumlah yang
memadai walaupun bersifat stimulan.

2. Direktorat Jenderal Hortikultura mulai dari tahun 2022 juga mendapat alokasi
APBN yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri dengan total
Rp1.689.773.575.004,00. Lembaga pemberi pinjaman tersebut berasal dari
Asian Development Bank (ADB) sebesar Rpl1.149.046.031.003,00 dan
International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar
Rp540.727.544.001,00. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan Horticulture
Development in Dryland Areas Sector Project (HDDAP). Alokasi anggaran
tersebut bersifat multiyears dengan total targetnya adalah 10.000 Kampung
Hortikultura di lahan kering. Kegiatan ini bertujuan untuk: a) Meningkatkan
input, lahan, air, dan konektivitas infrastruktur serta layanannya; b)
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi hortikultura; c)
Memperkuat sistem rantai nilai kampung hortikultura; dan d) Meningkatkan
kapasitas kelembagaan agroindustri hortikultura. Untuk TA 2024 mendapat
tahapan alokasi anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00. Komoditas
hortikultura yang dikembangkan dalam proyek HDDAP: a) Alpukat, untuk
pemenuhan kebutuhan pasar domestik, luar negeri, dan industri; b) Durian,
untuk substitusi impor, pemenuhan kebutuhan pasar domestic; c) Manggis,
untuk pemenuhan kebutuhan pasar ekspor; d) Pisang, untuk pemenuhan
kebutuhan pasar domestik, dan industry; e) Salak, untuk pemenuhan
kebutuhan pasar ekspor dan domestik; f) Mangga, untuk pemenuhan
kebutuhan pasar ekspor dan domestik; g) Jeruk, untuk substitusi impor,
pemenuhan kebutuhan pasar domestik; h) Bawang Merah, untuk komoditas
strategis nasional, pemenuhan kebutuhan domestik; i) Kentang, untuk
pemenuhan kebutuhan industri; j) Sayuran Daun, untuk pemenuhan
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kebutuhan pasar domestik; k) Cabai, untuk komoditas strategis nasional,
pemenuhan kebutuhan domestik; 1) Wortel, untuk substitusi impor dan
pemenuhan kebutuhan domestik; m) Jahe, untuk pemenuhan kebutuhan
pasar domestik dan industri; dan n) Kunyit, untuk pemenuhan kebutuhan
pasar ekspor. Kegiatan-kegiatan pendukung HDDAP yang telah dilakukan
selama 2024 diantaranya:

a. Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Konsultan Kegiatan HDDAP di
Hotel Margo Depok pada tanggal 10 Januari 2024 yang melibatkan
Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, ADB,
Direktorat Buah dan Florikultura, Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura, dan Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat. Dari rapat
tersebut akan ditindaklanjuti untuk Pokja ULP akan bekerja dalam
menyeleksi Jasa Konsultan yang dibutuhkan.

b. Beberapa Pertemuan Koordinasi HDDAP yang dipimpin oleh Direktur
Perlindungan Hortikultura sebagai Project Manager HDDAP dan dihadiri
oleh Penanggung Jawab (PJ) Kabupaten dan PJ komponen,
diantaranya:

» Rapat Koordinasi Penanggung Jawab (PJ) Komponen HDDAP pada
tanggal 4 Maret 2024 yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan
Hortikultura selaku Project Manager (PM), dihadiri oleh Tim HDDAP
Ditjen Hortikultura, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktur
Perbenihan, dan perwakilan dari tiap Direktorat. Tujuan rapat ini
adalah mematangkan progress pematangan dan kerangka dalam
pelaksanaan kegiatan masing-masing PJ komponen dan PJ
Kabupaten, proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan anggaran Rp
5 milyar dan rencana penggunaan anggaran Rp 221 milyar,
penyelesaian Petunjuk Pelaksanaan (juklak) yg menjadi pedoman
baku kegiatan HDDAP kedepannya dan penyusunan jadwal ke
lapangan.

» Koordinasi selama 22-23 April 2024, dengan hasil diantaranya: (i)
Pendanaan sebagian akan dilimpahkan ke kab/kota, sehingga
diperlukan analisis kebutuhan masing-masing kab/kota. Interkoneksi
antara PJ kabupaten dan PJ komponen memberikan improvisasi agar
bisa mencapai output di daerah tersebut; (ii) Untuk daerah yang
diperlukan revisi SID, agar bersurat secara resmi ke Ditjen
Hortikultura, utamanya dari Bupati masing-masing lokasi; (iii) Semua
daerah/kelompok akan mendapatkan kegiatan mulai tahun 2024, baik
dalam bentuk infrastruktur, pelatihan maupun bantuan sarana
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C.

produksi. Biaya input hanya diberikan 1 kali, untuk tahap selanjutnya
pengelolaan diserahkan melalui KEP; (iv) Untuk Luasan yang tidak
membentuk kluster’/kampung agar disesuaikan kembali penetapan
CPCL nya karena akan mempengaruhi keberlanjutan program jangka
panjang (menyulitkan koordinasi, pengumpulan produk hasil panen,
pemasaran dan lain-lain).

= Koordinasi selama 24-25 April 2024, dengan hasil diantaranya: (i) PJ
Komponen menyusun TOR dan RAB dengan mempertimbangkan
hasil survei lapang PJ Kabupaten, serta menyusun petunjuk
pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan masing-masing
komponen; (ii) Berdasarkan data SID, luas pengembangan kawasan
sayuran dan tanaman obat 6.845 Ha, yang terdiri dari kawasan
sayuran seluas 6.203 Ha dengan rincian kawasan cabai 1.415 Ha,
bawang merah 1.855, kentang 2.464, sayuran daun 323 ha dan
wortel 147 ha, dan kawasan tanaman obat seluas 641 ha dengan
rincian kawasan jahe 226 ha dan kunyit 416 ha; (iii) Kegiatan untuk
komoditas sayuran dan tanaman obat akan dimulai pada tahun 2025
dengan alokasi anggaran Rp 60,52 M untuk. pengembangan
kawasan dan alsin dengan rincian: cabai 199 Ha, bawang merah 260,
kentang 347, sayuran daun 45 ha, wortel 21 ha, jahe 32 ha dan kunyit
58 ha. Alsin diberikan 1 paket per kampung.

= Rapat Sinkronisasi Timeline Kegiatan HDDAP dan Konsep Desain
KEP, 1 Mei 2024. Dalam rapat tersebut membahas antara lain: (i)
Sosialisasi HDDAP di Provinsi; (i) KEP (Kelembagaan Ekonomi
Petani); (iii) Perbenihan; dan (iv) Hasil identifikasi kegiatan HDDAP
waktu-waktu sebelumnya.

Kunjungan tingkat lapangan di beberapa lokasi yang sudah ditentukan,
dengan beberapa item yang perlu diperhatikan: (i) verifikasi Survey
Investigasi dan Desain (SID) di lapangan sehingga benar-benar berada
dalam poligon yang sudah ditentukan; (ii) Koordinasi dengan Pemda
setempat (Komoditas yg ditangani berbasis hasil SID, Pola tanam di
kabupaten (spesifik lokasi), Identifikasi cikal bakal KEP (Kelembagaan),
dicari penggerak milenial, 1 kabupaten 1 KEP : kriteria bisa diambil sesuai
dengan KPH (korporasi Petani Hortikultura), Identifikasi tata niaga,
Identifikasi potential private sector lokal yang dapat diajak dalam kegiatan
HDDAP, serta permasalahan yang perlu disesuaikan (di lokasi existing));
(i) Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL) Daerah; (iv) Penentuan
CPCL; (v) Memastikan komoditas yang digunakan apakah sesuai dengan
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yang ditentukan di SID; (vi) Identifikasi permasalahan di lokasi terutama
di lokasi pencilan (tipe topografi yang tidak sama dalam 1 hamparan).

d. Sosialisasi dan Audiensi Pra Kick Off Pengembangan Kawasan HDDAP
di beberapa lokasi sentra hortikultura dengan tujuan diantaranya: (i)
mendapatkan informasi dan gambaran secara langsung terkait
pelaksanaan dan persiapan daerah dalam pelaksanaan program HDDAP
yang akan segera dilaksanakan pada tahun 2024; (ii)) memastikan
kesiapan penyuluh dan petani yang terlibat dalam kegiatan HDDAP, dan
mengidentifikasi permasalahan di lapangan sebagai bahan rujukan
dalam pengalokasian anggaran; (iii) program, rencana dan tahapan
kegiatan program HDDAP dalam 5 tahun kedepan dari tahun 2024
hingga 2029 yang akan mendapatkan alokasi bantuan.

e. Verifikasi dan validasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Spasial HDDAP
serta ldentifikasi Potensi Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Tim PJ
Kabupaten yang bertujuan memastikan calon lokasi lahan HDDAP sudah
clear and clean sesuai kriteria dan ketentuan dengan metode diantaranya
wawancara dengan Ketua dan atau anggota Kelompok Tani sebagai
calon penerima manfaat program HDDAP untuk memastikan status
kepemilikan lahan, kondisi lahan, batas lahan, luas area dengan
mengamati poligon secara bersama-sama serta melakukan identifikasi
kebutuhan infrastruktur, budidaya, pascapanen dan pengolahan.

f. Focus Group Discussion (FGD) Tahapan Penyusun Rencana Bisnis
Korporasi Petani Hortikultura Proyek HDDAP dengan tujuan
menghasilkan rekomendasi pembentukan kelembagaan petani serta
merencanakan langkah-langkah strategis dan meningkatkan peluang
sukses dengan pemangku kepentingan.

g. Kunjungan lapang Tim HDDAP ke perusahaan besar dalam rangka
adopsi teknologi pengembangan hortikultura skala ekspor di lahan kering
yang telah berhasil dilakukan serta pembelajaran tentang teknologi
pemanfaatan limbah olahan hortikultura untuk pakan ternak, kompos,
biogas dan produk turunan lainnya dengan prinsip pertanian terintegrasi
berkelanjutan.

3. Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis di berbagai daerah seluruh

Indonesia dengan tujuan peningkatan kapasitas petani setempat,
diantaranya dalam hal: (a) Teknologi budidaya hortikultura melalui
GAP/SOP; (b) Sistem Greenhouse dan Irigasi Sistem Tetes; (c) Hidroponik;
(d) penggunaan teknologi digital dan informasi dengan memanfaatkan
platform yang terkoneksi dengan perangkat teknologi seperti tablet dan
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handphone dalam pengumpulkan informasi penting (status hara tanah,
kelembaban udara, suhu, pH, dan lain-lain) yang diperoleh dari perangkat
yang ditanamkan pada area objek pertanian; (e) penerapan budidaya ramah
lingkungan dengan konsep pertanian berkelanjutan dengan memberikan
input pupuk, pesitisida dan herbisida organik untuk meningkatkan produksi
hortikultura dengan tanpa merusak lingkungan; dan (f) hilirisasi komoditas
pertanian melalui kerjasama atau kemitraan dengan industri pengolahan
untuk meningkatkan nilai tambah produk dan pendapatan petani; (g) Upaya
Peningkatan Produksi Komoditas Hortikultura melalui Pertanian Perkotaan;
(h) Penetapan Kebijakan dan Regulasi dalam rangka Stabilisasi Pasokan
dan Harga Produk Hortikultura; serta (i) Strategi Sukses Menjadi Petani
Muda serta praktek lapang.

Koordinasi monitoring stok produksi benih di Balai Benih Hortikultura (BBH)
untuk memenuhi target produksi benih buah tahun 2024 di BBH dan distribusi
bantuan benih buah yang sudah siap salur yang dilakukan secara berkala.

Inventarisasi data stok benih hortikultura dan sertifikasi Benih Hortikultura di
BPSBTPH seluruh Indonesia secara rutin setiap bulannya.

Melaksanakan identifikasi CPCL dan penetapan kelompok tani penerima
bantuan kawasan mendukung peningkatan hortikultura unggulan, bekerja
sama dengan Dinas Pertanian setempat dan instansi terkait lainnya,

Pelaksanaan identifikasi, verifikasi, pengawalan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kawasan hortikultura unggulan, diantaranya: (a) Pekarangan
Pangan Lestari (P2L); (b) Pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura,;
(c) Pengembangan Kawasan Sayuran dan Tanaman Obat.

Pembahasan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Penyediaan Solusi loT
Untuk Mendukung Pembangunan Di Sektor Pertanian Bidang Hortikultura
antara Direktorat Jenderal Hortikultura dengan instansi terkait seperti
Kementerian Komunikasi dan Informatika cq. Direktorat Telekomunikasi,
untuk menjalin  kerjasama untuk melaksanakan program Bantuan
Pemerintah untuk Layanan Solusi 10T di Sektor Pertanian pada greenhouse
petani buah dan florikultura binaan Direktorat Jenderal Hortikultura.
Pemanfaatan loT bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas dan
kuantitas produk serta efisiensi tenaga dan biaya produksi yang diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani buah dan
florikultura.
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9. Proses pengadaan barang bantuan pemerintah beserta administrasinya
mendukung kawasan hortikultura unggulan serta Pekarangan Pangan
Lestari, termasuk melakukan survei ketersediaan barang dan harga.

10. Usaha peningkatan kualitas data komoditas hortikultura, yang diantaranya
adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi pengelolaan data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH)

dengan pembahasan hal-hal penting seperti: (i) Pembahasan Komoditas
(Master Komoditas dan Pengelompokan Komoditas) harus dapat
ditentukan komoditas apa saja yang ingin di tampilkan dalam
pengumpulan data SPH; (ii) Alur Aprovement Formulir harus di bentuk
agar proses bisnis pengumpulan data SPH dapat berjalan dengan baik
mulai dari petugas hingga kewenangan dari masing-masing petugas; (iii)
Proses Bisnis Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) harus
dirancang secara keseluruhan bagaimana proses bisnis CAWI dari mulai
pengumpulan sampai dengan data tersedia di system dengan
menggunakan aplikasi yang akan di bangun kedepannya, dan kedepan
akan segera disusun pedomannya dan rencana sosialisasinya ke daerah.

Focus Group Discussion (FGD) terkait pengolahanData Kebutuhan
Hortikultura.

Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Tahun 2024 setiap
Triwulan. Data SPH yang digunakan dalam pembahasan adalah hasil
olahan SIM-SPH Online setelah proses revalidasi terhadap data formulir
SPH-SBS (Sayuran dan Buah Semusim), SPH-BST (Buah dan Sayuran
Tahunan), SPH-TBF (Tanaman Biofarmaka), dan SPH-TH (Tanaman
Hias).

72 Ventias COCL P2 Kot Bogaiell. - it N Mo AOHTA 20 2 :; P*.

Gambar 24. Koordinasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, 11 September
2024 di Kota Bogor, Jawa Barat
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Gambar 25. Identifikasi CPCL kawasan Kawasan Alpukat TA 2024 di Kabupaten
Sumedang — Jawa Barat, 25-26 Januari 2024

Gambar 26. Sosialisasi dan Audiensi Pra Kick Off Pengembangan Kawasan HDDAP di
Kabupaten Dairi (11-14 Mei 2024), Gowa (13 Mei 2024), dan Lumajang (13 Mei 2024)

Gambar 27. Verifikasi dan validasi CPCL Spasial HDDAP serta Identifikasi Potensi
Kelembagaan Ekonomi Petani oleh Tim PJ Kab. Pakpak Bharat, 26 — 30 Mei 2024
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Gambar 28. Monitoring dan Evaluasi Kampung Alpukat Fasilitasi APBN TA. 2022 di
Kabupaten Bantul, 4 Juli 2024

Gambar 29. Bimbingan Teknis Penerapan Teknologi Budidaya Durian di Kabupaten
Aceh Jaya, 10 Juli 2024

Gambar 30. Bimbingan Teknis ene;apan SOP udidaya Salak Sesuai Good
Agricultural Practices (GAP) di Kabupaten Magelang, 18 Juli 2024
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Gambar 32. Monitoring Pelaksanaan Pengembangan Kampung Melon, 25-26 Juli 2024
di Kab. Serang, Banten

S\

Gambar 33. Identifikasi, Koordinasi dan Konsultasi serta monitoring pada Calon Petani
Calon Lokasi (CPCL) penerima bantuan pengembangan kawasan anggur TA. 2024 di
Kab. Bandung, Jawa Barat, 25 -26 Juli 2024

Gambar 34. Evaluasi Data Statistik Pertanian Hortikultura (SPH) Triwulan Il Tahun
2024, 26 Juli 2024 di Hotel Aston Priority Simatupang, Jakarta Selatan
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Gambar 35. Pemantauan/monitoring komitmen pengembangan tanam kentang industri
oleh PT Calbee Wings Food, 5 September 2024 di Kab. Magelang dan Kab. Semarang

024 14 5 Fag 11
Kab. Batang, Jawa Tengah Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024




)

Kab. Batang, Jawa Tengah Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Gambar 37. Pengembangan Kawasan Jahe TA 2024 di beberapa lokasi sentra

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan
peningkatan produksi hortikultura unggulan adalah sebagai berikut :

1.

Senantiasa mendorong peningkatan kompetensi SDM petani dalam
memproduksi produk hortikultura, penanganan OPT serta memelihara
kebun sesuai GAP sebagai upaya untuk peningkatan kualitas produk dan
peningkatan ekspor melalui pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, pelatihan
manajemen, dan pelatihan/bimbingan teknologi dan pendampingan secara
offine maupun online mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses
produksi, penanganan pascapanen, pemasaran, dan sistem informasinya;

Memberikan fasilitas bantuan sarana produksi sebagai upaya membantu
biaya produksi petani dalam usaha budidaya hortikultura disertai
menetapkan spesifikasi standar sarana produksi untuk memudahkan
pelaksanaannya namun tetap memenuhi skala ekonomi. Selain itu,
melakukan koordinasi intensif dengan instansi dan stakeholder terkait dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi seperti pupuk, alsintan,
sarana/prasarana irigasi, aspek perbenihan, perlindungan, pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian mendukung pengembangan
hortikultura;

Direktorat Jenderal Hortikultura tetap mendukung pengembangan kawasan
sayuran non strategis, tanaman obat, buah dan florikultura dalam kebijakan
pengembangan kawasan yang disesuaikan dengan tujuan dengan tetap
mempertahankan prinsip ramah lingkungan dan adaptif perubahan iklim
serta hemat;

Mendorong/fasilitasi peningkatan kapabilitas kelembagaan/kelompok tani
melalui kerjasama kemitraan, pembentukan korporasi, pengutuhan wilayah
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10.

11.

12.

13.

agroindustri melalui pendekatan program terkait, sehingga memiliki skala
ekonomi dan mampu meningkatkan efisiensi usaha tani.

Bersama-sama dengan dinas, asosiasi, dan champion melakukan
sosialisasi teknologi tepat guna dan strategi pengendalian OPT ramah
lingkungan;

Sinkronisasi kebutuhan benih baik jenis maupun jumlah sesuai dengan
alokasi pengembangan kawasan buah dan sayuran. Khusus untuk
kampung/kawasan tanaman buah tahunan dilakukan 1 (satu) tahun
sebelumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan input benih/ bibit baik dari
sisi jumlah, kualitas dan ketepatan waktu, termasuk pengembangan industri
perbenihan di setiap wilayah;

Mendorong pelaku usaha untuk melakukan persilangan tanaman
hortikultura dalam rangka menghasilkan varietas baru sekaligus
mendaftarkan varietas florikultura baru tersebut dan berperan aktif bersama
stakeholder terkait.

Turut serta mensosialisasikan kredit usaha seperti KUR kepada petani
sayuran, buah, florikultura dan tanaman obat yang potensial untuk dapat
mengakses fasiltasnya, sehingga petani mendapat tambahan modal untuk
meningkatkan produksi dan kualitas serta nilai tambabh;

Mendorong petani untuk melakukan kemitraan dengan off-takers, seperti
dengan perusahaan, industri atau swalayan, sehingga ada jaminan
penyerapan produksi dan jaminan harga;

Bersinergi dengan Eselon | dan atau kementerian terkait lainnya dalam
rangka mendukung pengamanan produksi hortikultura antar wilayah antar
waktu. Dukungan tersebut antara lain berupa aspek on farm antara lain:
dukungan sarana budidaya, irigasi, legalisasi pemanfaatan lahan Perhutani.
Dukungan aspek off farm antara lain: jaminan harga, industri pengolahan,
distribusi dan pemasaran.

Proses pemaketan pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan
pendekatan titik bagi dalam satu kelompok wilayah yang sama;

Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan pengembangan
kawasan hortikultura sesegera mungkin, serta meningkatkan koordinasi
dengan ULP dan tim pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat
proses pengadaan.

Khusus untuk kegiatan HDDAP, sinergitas dengan Dinas Pekerjaan Umum
(PU) juga diperlukan untuk mendukung pengembangan program, mengingat
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14.

A.l1.2.

infrastruktur yang difasilitasi HDDAP adalah Jalan Usaha Tani (JUT),
sedangkan jalan utama merupakan tupoksi dari Dinas PU. Koordinasi ini
dapat mempermudah aksesibilitas pemasukan input dan pengeluaran hasil
panen, didukung dengan adanya gudang pasca panen dan Sub Terminal
Agribisnis (STA).

Seperti halnya komoditas hortikultura strategis, Direktorat Jenderal
Hortikultura melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-CAWI
dengan mengundang para petugas yang menangani data statistik
hortikultura dari dinas pertanian provinsi seluruh Indonesia yang sudah
dimulai pada bulan Oktober 2024. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi
SPH-CAWI selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, Pengembangan Aplikasi
(sementara rencana s/d tahun 2026), dan Piloting/Ujicoba Pelatihan; (ii)
Untuk tahun 2025, akan dilakukan tahap Finalisasi Pembahasan pedoman
dan Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara
rencana s/d tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah
diimplementasikan secara efektif di seluruh Indonesia. Selain itu, koordinasi
dengan Eselon | lingkup Kementan dan instansi terkait lainnya akan
dilanjutkan dalam upaya finalisasi peraturan perundangan terkait besaran
honor petugas pengumpulan data statistik dan standar operasional dan
prosedur pengumpulan data dengan harapan selanjutnya bantuan fasilitasi
pengumpulan data statistik pertanian dapat dialokasikan dalam dokumen
APBN, dikarenakan data yang dihasilkan akan mempengaruhi kinerja
Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sasaran Program 2 (SP02) Termanfaatkannya Sarana Produksi
Pertanian Sesuai dengan Kebutuhan

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu
Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Mengambil data dan informasi tingkat kemanfaatan sarana produksi
hortikultura berupa benih hortikultura melalui kuisioner dengan metode
sampling beberapa penerima bantuan sarana produksi.

b. Menjumlahkan seluruh data tingkat kemanfaatan sarana produksi
hortikultura berdasarkan hasil kuisioner.
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c. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura.
Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura dihitung dengan rumus:

Y.sarana produksi (benih) yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan

0,
Ysarana produksi (benih) yang dijadikan sampel x 100%

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana produksi (benih) hortikultura
dilakukan melalui survei secara langsung di lapangan menggunakan
kuisioner kepada penerima bantuan benih sebar (t-1 dan atau t). Sampel
sarana produksi (benih) tersebut diambil dari berbagai Provinsi dan
Kabupaten di Indonesia. Sampel minimal yang diambil adalah 10% dari total
sarana produksi (benih) yang disalurkan.

Pengembangan hortikultura memerlukan ketersediaan dan penggunaan
benih bermutu varietas unggul. Penggunaan benih bermutu varietas unggul
salah satu faktor penting yang berperan dalam menghasilkan produk bermutu
dan berdaya saing yang dicirikan antara lain oleh produk dengan produktivitas
tinggi, mutu hasil dan efisiensi usaha tani.

Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul sudah menjadi kebutuhan
dalam berbudidaya, namun demikian penggunaan benih bermutu pada
sebagian petani/masyarakat masih terbatas atau bahkan belum mengetahui
varietas unggul dan manfaatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu
antara lain terbatasnya ketersediaan benih bermutu, penyediaan benih
bermutu memerlukan waktu, kekurangtahuan masyarakat terhadap manfaat
penggunaan benih bermutu dan masih terlalu tingginya harga benih bermutu.
Kondisi tersebut membuat petani/masyarakat masih ada yang menggunakan
benih yang dibuat sendiri tanpa diketahui asal usul benih sumbernya dan
digunakan berulang-ulang, sehingga tentunya mutu benih tersebut semakin
lama semakin menurun dan kemungkinan besar tidak dapat memberikan hasil
yang memuaskan.

Mencermati hal tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk
memsosialisasikan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul melalui
kegiatan fasilitasi benih hortikultura.

1. Sebaran Penerima Fasilitasi Benih Hortikultura
Pada Tahun 2024 Direktorat Perbenihan memfasilitasi bantuan benih
hortikultura kepada kelompok tani, Gapoktan, Balai Benih Hortikultura
yang tersebar di 25 Provinsi, dan 868 penerima bantuan. Adapun benih
yang diberikan yaitu sebagai berikut:
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a) Benih buah (nenas, jeruk, durian, melon, stroberi, anggur, alpukat).
b) Benih sayuran (bhawang merah, bawang putih).
¢) Benih tanaman obat (jahe).

. Tujuan pengukuran, jumlah sampel dan cara pengambilan sampel

a) Fasilitasi bantuan benih yang diberikan kepada masyarakat perlu
diketahui manfaatnya, oleh sebab itu maka dilakukan Survei Tingkat
Kemanfaatan bantuan benih.

b) Tingkat kemanfaatan benih dilakukan dengan survei melalui
pemilihan sampel dengan metode purposive sampling dari penerima
bantuan di 20 provinsi sebanyak 868 penerima bantuan, yang telah
mengisi survei sebanyak 194 responden (22,35%).

Tabel 10. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Benih Hortikultura

TA 2024
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA
Aceh Aceh Besar
2 | Sumatera Utara Kota Medan, Tapanuli Selatan
3 | Jambi Kerinci, Kota Sungai Penuh
4 | Bengkulu Bengkulu Tengah
5 | Riau Pekanbaru
6 | Kepulauan Riau Bintan
7 | Sumatera Selatan Kota Prabumulih
8 | Lampung Lampung Timur, Kota Bandar lampung
9 | Banten Pandeglang
10 | DKI Jakarta Jakarta Selatan
11 | Jawa Barat Ciamis, Garut, Kota Tasikmalaya,
Kuningan, Sumedang
12 | Jawa Tengah Banyumas, Batang, Brebes, Grobogan,
Kebumen, Pemalang, Semarang,
Surakarta, Tegal, Wonogiri, Kendal
13 | Jawa Timur Blitar, Bondowoso, Pasuruan,
Probolinggo, Kota Batu, Ngawi,
Ponorogo, Sampang, Trenggalek
14 | DI Yogyakarta Bantul, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta,
Kulon Progo, Sleman
15 | Kalimantan Barat Mempawah
16 | Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya
17 | Gorontalo Kota Gorontalo
18 | Sulawesi Tengah Sigi, Kota Palu
19 | Sulawesi Tenggara Konawe Selatan
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ENOMINR] KABUPATEN/KOTA

20 | Sulawesi Selatan Bone, Enrekang, Pangkajene Kepulauan,
Gowa

Aspek yang ditanyakan pada Survei tingkat kemanfaatan benih yaitu aspek:
1) kecukupan kebutuhan benih yang diterima (jumlah/volumef/target tanam);
2) kesesuaian jenis benih yang diterima (komoditas dan variaetas sesuai
dengan permintaan; 3) kesesuaian waktu tanam dengan waktu serah terima
benih (sesuai dengan jadwal tanam); 4) kualitas benih (benih yang diterima
berlabel); 5) waktu tanam benih bantuan (apakah benih yang diterima sudah
ditanam); 6) keragaan kondisi benih yang sudah ditanam; 7) manfaat
bantuan benih terhadap biaya produksi (apakah bantuan benih mengurangi
biaya produksi); 8) kepuasan terhadap benih yang diberikan; 9) kemandirian
usaha budidaya (tanpa bantuan dari pemerintah); 10) pemanfaatan hasil
panen; 11) Pendampingan dari Dinas/ PPL dan bentuk pendampingan
(setelah diberkan bantuan benih).

Berdasarkan hasil survei tingkat kemanfaatan bantuan benih hortikultura
Tahun 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 (Rincian Diagram
Survei Kemanfaatan Benih dapat dilihat pada Lampiran 14) dengan aspek
tersebut diatas, maka untuk indikator kinerja sasaran program tingkat
kemanfaatan perbenihan hortikultura berdasarkan hasil olah data kuesioner,
diperoleh data tingkat kemanfaatan bantuan benih kepada petani adalah
sebesar 95,88 atau nilai capaian kinerja sebesar 100,23 % dibandingkan
target dalam Renstra sebesar 95,66% (kategori sangat berhasil). Namun
demikian kedepan tingkat kemanfaatan bantuan benih ini akan terus
ditingkatkan agar bantuan benih yang diberikan dapat memberikan
kontribusi pada peningkatan produksi dan daya saing produk hortikultura
serta  dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani/masyarakat. Perkembangan Target dan realisasi Tingkat
kemanfaatan sarana produksi hortikultura (Benih) Tahun 2020-2024 dapat
dilihat pada Gambar 38.
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[ Target Renstra (%) 85,00 87,50 90,00 92,50 95,00
[ Target PK (%) 85,00 85,00 90,00 92,50 95,66
Realisasi (%) 95,83 88,41 95,30 95,42 95,88
e=Om= % thd Target PK 112,74 104,01 105,89 103,16 100,23
e=J== % Kenaikan thd Realisasi t-1 -7,74 7,79 0,13 0,48

Gambar 38. Target dan Realisasi Tingkat kemanfaatan sarana produksi hortikultura
(Benih) Tahun 2020-2024 (dalam persen).

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tingkat kemanfaatan sarana
produksi dalam hal ini benih hortikultura dikarenakan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Benih merupakan sarana produksi utama yang dibutuhkan petani
sehingga ketika sudah menerima bantuan fasilitasi tersebut dan sesuai
rencana tanam, maka benih tersebut akan langsung dimanfaatkan/
ditanam. Hal ini juga untuk menghindari kerusakan/kematian benih jika
disimpan.

2. Dukungan berupa pendampingan dari dinas pertanian Kab/Kota dan
penyuluh setempat yang merekomendasikan agar bantuan segera
dimanfaatkan.

Dalam upaya terpenuhinya kebutuhan benih bermutu sesuai dengan 7
(tujuh) tepat agar dapat menjadi pedorong dalam pengembangan
hortikultura yang menghasilkan produk bermutu dan berdaya saing, maka
perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan ketersediaan benih bermutu dan
peningkatan kemanfaatan benih secara berkesinambungan.

(1) Upaya-upaya Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu
a) Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura melalui
revitalisasi Balai Benih, Penguatan kapasitas produsen benih,
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Penataan kebun benih sumber (BF dan BPMT), peningkatan
kompetensi SDM Perbenihan, peningkatan pengawasan dan
sertifikasi benih.

b) Peningkatan peran swasta dalam membangun industri benih
melalui sertifikasi benih mandiri dan menciptakan iklim yang
kondusif bagi tumbuh kembangnya usaha perbenihan.

c) Pemberdayaan pelaku usaha perbenihan melalui bantuan sarana,
pendidikan dan pelatihan, magang, studi banding, dan
pendampingan teknologi.

(2) Upaya Peningkatan Kemanfaatan Benih
a) Peningkatan spesifikasi benih yang disalurkan kepada penerima
b) Distribusi benih sesuai dengan jadwal tanam
¢) Pendampingan dan pembinaan
d) Mendorong petani/ masyarakat menerapkan Budidaya yang Baik
(Good Agricultural Practices)

A.1.3. Sasaran Program 3 (SP03) Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada
Tanaman Komoditas Prioritas

Sasaran Program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran program yaitu
Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura
dan Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area
yang terkena DPI.

(1) Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT
Hortikultura

Rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) vyang
ditangani terhadap Luas Serangan OPT Hortikultura adalah upaya
pengendalian serangan OPT sesuai sistem PHT dengan memadukan
beberapa teknik pengendalian baik dengan cara fisik/mekanik, biologis,
kultur teknis dan kimiawi pada komoditas utama sehingga tidak menjadi
puso.

Dengan adanya pengendalian OPT hortikultura, maka luas tanaman yang
terserang OPT akan mengalami perubahan kategori serangan yang terdiri
atas kategori serangan ringan, sedang dan berat. Sedangkan yang tidak
berhasil dikendalikan akan menjadi puso. Rasio Serangan OPT
hortikultura yang ditangani terhadap luas serangan OPT hortikultura
diperoleh dengan cara membandingkan luas serangan OPT hortikultura

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024




yang ditangani pada tahun berjalan terhadap luas serangan OPT

Hortikultura pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

a. Menghitung luas serangan OPT hortikultura nasional yang ditangani
dengan kategori serangan ringan, sedang, berat, dan puso disebut

dengan luas area terkena.

b. Menghitung luas serangan OPT tanaman hortikultura yang tidak

berhasil dikendalikan menjadi puso.

c. Menghitung rasio luas serangan OPT yang ditangani terhadap luas

area hortikultura yang terserang dengan rumus sebagai berikut:
Z(luas serangan OPT yang ditangani (Terkena — Puso)) saat tahun berjalan (t)

Y'(luas serangan OPT hortikultura (Terkena) saat tahun berjalan)(t)

x100%

Keterangan:

Luas serangan OPT yang ditangani merupakan luas serangan
OPT terkena dikurangi Puso.

Tanaman hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah,
sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya
jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran,
bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua
organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau
menyebabkan kematian tumbuhan (Berdasarkan Peraturan
Menteri Pertanian No 6 tahun 1995).

OPT terdiri dari hama dan penyakit.

Kategori penilaian intensitas serangan hama (x):

(1) Ringan : x < 25% (kurang dari sama dengan 25%)

(2) Sedang : 25 % < x < 50% (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
(3) Berat: 50% < x < 85% (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
(4) Puso : x > 85% (lebih dari 85%)

Kategori penilaian intensitas serangan penyakit (y):

(1) Ringan : y < 11% (kurang dari sama dengan 11%)

(2) Sedang : 11% <y < 25% (lebih dari 11% sampai dengan
25%)

(3) Berat: 25% <y < 85% (lebih dari 25% sampai dengan 85%)

(4) Puso :y > 85% (lebih dari 85%)
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Data luas serangan OPT (terkena maupun puso) yang dilaporkan petugas
daerah ke pusat pada tahun 2024 adalah sebanyak 31 komoditas
hortikultura dengan rincian sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel 11 Rasio Serangan OPT yang Dapat Ditangani untuk Komoditas
Prioritas Hortikultura Tahun 2023-2024

Alpukat 45,00 0,00 100,00 146,84 100,00
Aneka Cabai 20173,83 24,86 99,88 | 21.038,50 2,07 99,99
Anggrek 0,19 0,00 100,00 0,07 - 100,00
Bawang Merah 6976,50 53,61 99,23 6.356,37 1,90 99,97
Bawang Putih 151,20 0,00 100,00 93,78 - 100,00
Belimbing 30,32 0,00 100,00 29,01 - 100,00
Buah Naga 237,59 0,10 99,96 313,31 - 100,00
Durian 569,59 0,00 100,00 454,61 - 100,00
Jagung Manis 1207,97 0,00 100,00 1.443,91 - 100,00
Jahe 183,09 2,00 98,91 318,18 - 100,00
Jambu Air 27,98 0,00 100,00 22,03 - 100,00
Jambu Biji/Kristal 87,44 0,06 99,93 217,75 1,80 99,17
Jeruk 7249,57 | 149,75 97,93 | 13.744,13 43,73 99,68
Kelengkeng 87,21 0,00 100,00 115,00 - 100,00
Kentang 2120,08 0,00 100,00 1762,14 - 100,00
Krisan 23,55 0,00 100,00 15,87 - 100,00
Kubis 2996,63 2,00 99,93 2476,11 - 100,00
Kunyit 21,20 0,00 100,00 13,30 - 100,00
Mangga 2615,83 20,81 99,20 3.597,15 - 100,00
Manggis 318,09 0,00 100,00 247,53 - 100,00
Mawar 39,15 0,00 100,00 15,48 - 100,00
Melati - - - 1,20 - 100,00
Melon 120,02 0,50 99,58 371,28 - 100,00
Nanas 185,54 0,70 99,62 123,86 - 100,00
Pepaya 748,30 0,50 99,93 390,55 - 100,00
Pisang 9.842,97 98,74 99,00 | 10.946,18 161,38 98,53
Rambutan 63,07 0,00 100,00 65,96 - 100,00
Salak 1.989,88 0,00 100,00 1.210,68 - 100,00
Semangka 537,61 0,00 100,00 454,12 - 100,00
Terong 0,10 - 100,00
Tomat 3420,51 1,00 99,97
Grand Total 58.649,40 | 353,63 99,40 | 69.405,52 211,88 99,69

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2023-2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui luas area terkena serangan OPT
pada tahun 2024 adalah seluas 69.405,52 ha, lebih tinggi jika
dibandingkan dengan luas area terkena OPT pada tahun 2023
(58.649,40 ha). Luas area puso akibat serangan OPT pada tahun 2024
adalah seluas 211,88 ha, lebih rendah jika dibandingkan dengan luas
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area puso di tahun 2023 (353,63 ha). Jika dibandingkan dengan tahun
2023 terdapat penambahan luas terkena terjadi pada komoditas alpukat,
buah naga, jagung manis, jahe, jambu biji/kristal, jeruk, kelengkeng,
mangga, melon, pisang dan tomat. Sedangkan penambahan luas puso
terjadi pada komoditas pisang. Rasio serangan OPT yang ditangani
terhadap luas serangan OPT hortikultura tahun 2024 meningkat dari
tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,22%, dimana tahun 2023 rasio yang
ditangani sebesar 99,69% sedangkan tahun 2023 sebesar 99,40%.

Capaian indikator kinerja sasaran program rasio serangan OPT yang
ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura pada tahun 2023
adalah sebesar 99,69% dari target minimal sebesar 99,65% atau capaian
kinerjanya sebesar 100,04% (kategori Sangat Berhasil).

Perhitungan Rasio Serangan OPT yang Ditangani terhadap Luas
Serangan OPT Hortikultura pada tahun 2024 :
= (69.405,52 — 211,88 ha) x 100%
69.405,52 ha
0,9969 x 100%
99,69%

Keberhasilan kinerja tersebut salah satunya adalah dengan mencegah
terjadinya puso akibat serangan OPT. Berdasarkan data laporan hasil
pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura
mampu menangani dan mencegah terjadinya puso semaksimal mungkin
pada lahan hortikultura seluas 69.405,52 ha. Persentase kehilangan hasil
pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai berikut:

1. Aneka cabai: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT sebesar
24.541,69 ton (0,81%) dari total produksi cabai sebesar 3.029.838,15
ton.

2. Bawang merah: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT
sebesar 10.012,67 ton (0,48%) dari total produksi bawang merah
sebesar 2.085.972,51 ton.

3. Bawang putih: estimasi kehilangan hasil akibat serangan OPT
sebesar 82,83 ton (0,21%) dari total produksi bawang putih sebesar
39.442,84 ton.

Untuk melihat perkembangan Luas Areal yang terkena Serangan OPT,
Luas Puso dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap
luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024 dapat dilihat pada
Gambar 39. Sedangkan perbandingan target dan realisasi Rasio
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serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura
dapat dilihat pada Gambar 40.
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Gambar 39. Perkembangan Luas Areal yang terkena Serangan OPT, Luas Puso
dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas

serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024.
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Gambar 40. Target dan Realisasi Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap
luas serangan OPT Hortikultura tahun 2020-2024.
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Dengan mengacu Gambar 39 dan Gambar 40, perkembangan realisasi
rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT
Hortikultura tahun 2020-2024 cenderung stabil dan dalam rentang waktu
tersebut, nilai rasio serangan OPT hortikultura yang ditangani terhadap
luas serangan OPT hortikultura berturut-turut melampaui target yang
telah ditetapkan sebelumnya (melebihi 100%). Hal tersebut menunjukkan
bahwa selama periode tahun 2020-2024 Direktorat Jenderal Hortikultura
melalui Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen dan
berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan pengamanan produk
hortikultura dari serangan OPT.selalu melebihi target yang ditetapkan

Selama periode tersebut pula, luas terbesar serangan OPT yang
ditangani terjadi pada tahun 2021 sebesar 109.260,11 ha dengan luas
pusonya sebesar 353,63 ha.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 ini juga dipengaruhi oleh upaya-
upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan penanganan serangan
OPT hortikultura antara lain:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan anggaran kepada Direktorat
Jenderal Hortikultura untuk Rincian Output (RO): a) Area
pengendalian OPT Hortikultura seluas 2500 ha dengan rincian
kegiatan diantaranya penyediaan bahan operasional, sarana kerja
POPT, biaya operasional/koordinasi POPT, sarana penunjang, bahan
pengendali OPT, pendampingan gerakan pengendalian OPT,
monitoring dan evaluasi dan sebagainya; serta b) Sarana
Perlindungan Hortikultura sebanyak 50 unit dengan rincian kegiatan
diantaranya bahan pemasyarakatan perlindungan hortikultura, bahan
pendukung akreditasi Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit
(LPHP), biaya operasional, fasilitasi pengendali OPT ramah
lingkungan, fasilitasi pengembangan klinik PHT,
pendampingan/pembinaan, serta monitoring dan evaluasi fasilitasi
pengendali OPT.

2. Melaksanakan mekanisme alur pelaporan data OPT secara rutin
sebagai berikut:

a. POPT/PHP yang bekerja di wilayah pengamatan, membuat
laporan hasil pengamatan serangan OPT (Laporan Setengah
Bulanan) yang disampaikan kepada Koordinator POPT di
Kabupaten/Kota dan Mantri Tani.
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Koordinator POPT di Kabupaten/Kota melaporkan hasil
rekapitulasi data serangan OPT ke LPHP dan Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota.

Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua Kabupaten/Kota
wilayah kerja LPHP disampaikan ke UPTD BPTPH Provinsi.

Hasil rekapitulasi data serangan OPT dari semua LPHP
disampaikan ke Direktorat Perlindungan Hortikultura.

Periode penyampaian laporan data OPT dari daerah (UPTD
BPTPH) ke pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura) dilakukan
dalam 2 (dua) periode yaitu laporan periode pertama (tanggal 1-15
bulan berjalan) paling lambat diterima tanggal 20 bulan berjalan,
sedangkan Laporan periode kedua (tanggal 16-30/31 bulan
berjalan) paling lambat diterima tanggal 4 (empat) bulan
berikutnya. Alur pelaporan data OPT sebagai berikut:

Pengamatan OPT,
Petani/Alumni
SLPHT

Koordinator PHP

Direktorat
Perlindungan
Hortikultura

26:Ap¢ 20267002 14AM
7,999031 645110 3068235¢
Parangtritis

Krotek

Gambar 42. Pemantauan serangan OPT Bawang Merah, 25-26 April 2024,
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Gambar 43. Surveillans OPT sayuran dan tanaman obat untuk penyiapan
pest list, 9-12 Juli 2024 di Kab. Brebes, Jawa Tengah

3. Persiapan Penyediaan bahan pengendali OPT ramah lingkungan, 3-5

Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat. Pemanfaatan bahan pengendali OPT
ramah lingkungan seperti Agens Pengendali Hayati (APH) maupun
bahan pengendali OPT ramah lingkungan lainnya diharapkan mampu
meningkatkan Kketersediaan produk hortikultura bermutu, aman
konsumsi dan berdaya saing. Bahan Pengendali OPT Untuk
Cadangan LPHP dialokasikan di 54 LPHP/LAH/ILAH/IP3OPT/Satuan
Pelayanan/Wilayah Kerja UPT. Bahan Pengendali OPT untuk
Cadangan LPHP berupa APH Trichoderma spp. dan PGPR untuk
pengelolaan OPT hortikultura ramah lingkungan. Penerima manfaat
merupakan LPHP/LAH/ILAH/IP3OPT/Satuan Pelayanan/ Wilayah
Kerja UPT; Penerima manfaat diusulkan melalui surat usulan dari
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau UPTD BPTPH
yang sudah terverifikasi dan ditujukan ke Direktorat Perlindungan
Hortikultura; Bersedia menandatangani dokumen terkait pelaksanaan
kegiatan (BAST dan dokumen lainnya) sesuai persyaratan
administrasi; dan Menerima dan memanfaatkan bantuan bahan
pengendali OPT Untuk cadangan LPHP dengan sebaik-baiknya
sesuai rekomendasi penggunaan.

Pelaksanaan Gerakan pengendalian OPT hortikultura ramah
lingkungan

Kegiatan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT Hortikultura
merupakan satu kesatuan kegiatan pengendalian OPT di lapang,
dengan output luas lahan gerdal dalam satuan hektar (ha).
Pelaksanaan Gerdal OPT dilakukan oleh petani/kelompok tani dan
didampingi oleh pelaku perlindungan (BPTPH/LPHP), serta difasilitasi
bahan pengendali OPT ramah lingkungan. Tujuan kegiatan Gerdal
OPT diantaranya: 1) sosialisasi pengelolaan OPT ramah lingkungan;
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2) pengendalian secara preemtif (pencegahan) dan kuratif (setelah
terjadi serangan); 3) menurunkan populasi dan/atau intensitas
serangan OPT pada komoditas hortikultura baik tanaman sayuran,
buah, florikultura dan tanaman obat.

Kegiatan Gerdal OPT tersebut dilaksanakan untuk tanaman sayuran
yaitu cabai dan bawang merah pada kelompok tani yang bermitra
dengan champion di 7 (tujuh) provinsi yaitu provinsi Sumatera Barat,
Jawa Barat, Jawa Tengah, D.l. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Gambar 44. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura
Tahun 2024

5. Fasilitasi Pengendali OPT Hortikultura

Fasilitasi pengendali OPT hortikultura Tahun 2024 merupakan
kegiatan pendukung IKU area pengendalian OPT hortikultura yang
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terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu fasilitasi pengedali OPT pada
lokasi terdampak banijir, fasilitasi pengendali OPT bawang merah
ramah lingkungan, fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah
lingkungan, dan fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan
LPHP.

a. Fasilitasi Pengendali OPT pada Lokasi Terdampak Banijir di
Kabupaten Aceh Selatan

Fasilitasi pengendali OPT pada lokasi terdampak banjir di
Kabupaten Aceh Selatan tahun 2024 dialokasikan untuk kelompok
tani yang lahannya terkena banjir. Untuk penanaman berikutnya
setelah banijir, Direktorat Perlindungan Hortikultura memberikan
fasilitasi berupa agens hayati Trichoderma sp. dengan merek
dagang Tricho Zia 1.0 WS. Fasilitasi ini diharapkan dapat
memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan unsur hara tanah
pasca banijir. Capaian kegiatan fasilitasi pengendali OPT pada
lokasi terdampak banijir pada tahun 2024 adalah seluas 54 ha.

B 0os 2024093150 B
2024 05 31808
971047 424E

Kecama! apak Tual
Kabupaten Aceh Selatan
Aceh

Gambar 45. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengendalian OPT
Hortikultura Tahun 2024

b. Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan
Tahun 2024 dialokasikan untuk mengendalikan OPT bawang
merah secara ramah lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada
kelompok tani bawang merah di 6 (enam) provinsi yaitu provinsi
Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara
dalam bentuk bahan pengendali OPT dengan merek dagang
Primadeco WP, Paenamaxi WP, dan Fero BWG. Capaian kegiatan
Fasilitasi Pengendali OPT Bawang Merah Ramah Lingkungan
pada tahun 2024 sebanyak 8.360 sachet.
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Gambar 46. Serah terlma FaS|I|taS| Pengendall OPT Bawang Merah
Ramah Lingkungan

c. Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah Lingkungan tahun 2024
dialokasikan untuk mengendalikan OPT pada cabai secara ramah
lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada kelompok tani di 9
(sembilan) provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bali, Kalimantan Selatan,
Sulawesi Barat, dan Maluku Utara dalam bentuk bahan pengendali
OPT dengan merek dagang Vertiplus WP dan Metarizep WP.
Capaian kegiatan Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah
Lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 14.772 sachet.

Gambar 47. Serah terima Fasilitasi Pengendali OPT Cabai Ramah
Lingkungan
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Fasilitasi Pengendali OPT Lalat Buah Ramah Lingkungan

Fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah lingkungan tahun 2024
dialokasikan sebagai bentuk dukungan kegiatan pengendalian
skala luas atau Area Wide Management (AWM) pada lalat buah
pada komoditas salak. Fasilitasi diberikan kepada Gapoktan dan
kelompok tani di 3 (tiga) lokasi yaitu: Kabupaten Magelang dan
Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten
Sleman di Provinsi D.l. Yogyakarta dalam bentuk protein hidrolisat.
Capaian kegiatan fasilitasi pengendali OPT lalat buah ramah
lingkungan pada tahun 2024 sejumlah 330 liter.

Gambar 48. Kegiatan pemanfaatan fasilitasi pengendali OPT lalat buah
ramah lingkungan pada komoditas salak di Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.

e. Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan

Fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan tahun 2024
dialokasikan untuk mengendalikan OPT tanaman bawang merah
secara ramah lingkungan. Fasilitasi diberikan kepada petani di 6
(enam) provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
Jambi, Bengkulu, Bali, dan Maluku Utara dalam bentuk perangkap
likat kuning untuk mengendalikan OPT bawang merah. Capaian
fasilitasi Pengendali OPT Ramah Lingkungan pada tahun 2024
sebanyak 3.800 buah.
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Gambar 49. Fasilitasi pengendali OPT ramah lingkungan tahun 2024 di
Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, dan Bali.

f. Fasilitasi Bahan Pengendali OPT Untuk Cadangan LPHP

Fasilitasi bahan pengendali OPT untuk cadangan Laboratorium
Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) tahun 2024 dialokasikan
dalam rangka mendukung peningkatan ketersediaan bahan
pengendali OPT hortikultura ramah lingkungan serta
meningkatkan peran dan fungsi LPHP sebagai suatu lembaga
layanan perlindungan tanaman. Fasilitasi diberikan dalam bentuk
bahan baku untuk pembuatan pengendali OPT yaitu agens hayati
Trichoderma spp. dan Plant Growth Promoting Rhizobacteria
(PGPR).

Penerima  fasilitasi bahan  pengendali OPT  adalah
LPHP/Laboratorium Agens Hayati (LAH)/Instalasi Laboratorium
Agens Hayati (ILAH)/Instalasi Pengamatan, Peramalan dan
Pengendalian (IP30OPT)/Satuan Pelayanan (SatPel)/Wilayah Kerja
(WilKer) yang merupakan institusi perlindungan tanaman di tingkat
lapangan di bawah pembinaan dan koordinasi Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman Pangan dan
Hortikultura (UPTD BPTPH) di tingkat provinsi. Fasilitasi bahan
pengendali OPT dialokasikan untuk 54 LPHP yang tersebar di 26
provinsi sentra hortikultura.
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Gambar 50. Serah terima bahan pengendali OPT untuk cadangan LPHP
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Gambar 51. Pemanfaatan pembuatan PGPR dan Trichoderma sp. di
laboratorium

Gambar 52. Produk jadi Trichoderma sp. dan PGPR

g. Pengelolaan Secara Luas Lalat Buah (Area Wide Management)
pada Salak

Kegiatan Area Wide Management (AWM) merupakan kegiatan
pengelolaan lalat buah skala luas yang bertujuan untuk
menurunkan populasi lalat buah. Beberapa hal yang dikerjakan
dalam AWM, antara lain penetapan lokasi, pemetaan wilayah,
pelatihan petani dan petugas, pemasangan metil eugenol wooden
block, penyemprotan protein hidrolisat, pemasangan monitoring
trap, sanitasi buah terserang dan rearing sampel buah. Kegiatan
AWM tahun dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi, yaitu: 1) Gapoktan
Ngudi Luhur (Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah); 2)
Kelompok Tani Sido Maju |, Sido Maju Il dan Sido Maju llI

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024




(Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah); dan 3)
Kelompok Tani Sido Mukti, Sido Makmur dan Si Cantik (Kabupaten
Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta).

Gambar 53. Kegiatan AWM lalat buah di Kabupaten Magelang,
Banjarnegara dan Sleman.

h. Kajian Non Host Status Lalat Buah pada Manggis

Melakukan kajian bersama Universitas Gajah Mada (UGM), Badan
Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan BBPOPT Jatisari pada bulan
Maret hingga November 2024. Kajian ini untuk mempercepat
akselerasi pasar ekspor manggis Indonesia ke Taiwan serta
memastikan bahwa buah manggis (Garcinia mangostana) bukan
inang alami lalat buah. Hasil kajian tersebut penting untuk
memperkuat posisi Indonesia dalam akses pasar ekspor buah
manggis. Dengan demikian, buah manggis diharapkan semakin
kompetitif di pasar internasional.

Hasil kajian menunjukkan bahwa tidak ditemukan bekas oviposisi,
larva, pupa, atau imago baru pada buah manggis setelah masa
inkubasi. Sebaliknya, buah belimbing menunjukkan aktivitas
oviposisi dan perkembangan larva secara normal, membuktikan
viabilitas lalat buah. Ketebalan dan kekerasan kulit manggis serta
kandungan senyawa seperti xanton dan tanin yang bersifat
repelan menjadi penyebab utama resistensi buah manggis
terhadap infestasi.

Gambar 54. Kegiatan koordinasi non host status lalat buah tahun 2024.
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Melaksanakan bimbingan-bimbingan teknis kepada para pelaku
usaha khususnya petani’kelompok tani/KWT terkait perlindungan
hortikultura, diantaranya: (a) Pengenalan dan pengendalian OPT; (b)
budidaya hortikultura yang ramah lingkungan; (c) Kebijakan Direktorat
Perlindungan Hortikultura 2024; (d) Diagnosis Gejala Kerusakan Baru
dan Penyusunan Rekomendasi Pengendaliannya; (e) Pengembangan
Klinik PHT; (f) identifikasi OPT, teknik pengendalian OPT ramah
lingkungan, penggunaan pestisida hayati, rotasi tanaman, dan praktik
budi daya yang dapat meningkatkan kesehatan tanaman; (g) strategi
mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan air yang baik untuk
memastikan produksi yang berkelanjutan, dilanjutkan dengan praktik
cara mengenali gejala serangan OPT; (h) aplikasi agens pengendali
hayati (APH) berupa Trichokompos dan Se-NPV untuk hama ulat
bawang; (i) penyehatan lahan melalui solarisasi, penggunaan jamur
antagonis, pemasangan perangkap OPT di lahan, penanaman refugia,
dan penerapan pestisida nabati; (j) manfaat penggunaan bahan-
bahan pengendali OPT ramah lingkungan seperti Trichoderma dan
PGPR.

Gambar 55. Bimtek kepada para pelaku usaha khususnya petani/kelompok
tani/KWT dalam hal pengenalan dan pengendalian OPT, serta budidaya
hortikultura yang ramah lingkungan di Kab. Kediri, 5-7 Februari 2024

Agustus 2024 di Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat
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7. Melakukan survei/verifikasi terhadap CPCL dan Kampung
Perlindungan Hortikultura di beberapa lokasi serta pendampingan/
pembinaan/ monitoring.

S
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Gambar 57. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan OPT Alpukat, 9 Juli 2024,
Kab. Majalengka, Jawa Barat.

Gambar 58. Monitoring dan Evaluasi pengelolaan OPT sayuran dan
tanaman obat, 8-9 Agustus 2024, di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara

Beberapa hambatan/kendala dalam proses pengendalian OPT hortikultura

yang teridentifikasi selama 2024 ini diantaranya:

1. Kesulitan yang dialami petugas Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan (POPT) dalam menentukan jadwal sosialisasi dengan
kelompok tani binaan serta tantangan dalam mengubah pola pikir petani
terhadap PHT. Masalah ini seringkali memerlukan pendekatan yang lebih
personal dan berkelanjutan.

2. Masih banyak petani yang belum mengerti tentang manfaat PHT dalam
budidaya tanaman dan petani banyak yang hanya mau instan dalam
pengendalian OPT.
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3. Sikap dan tindakan petani bawang merah terhadap pestisida dan
penggunaannya masih tergolong rendah dan kurang selaras degan
prinsip-prinsip PHT.

4. Masih banyak petani yang belum dapat mengelola Agen Pengendali
Hayati (APH).

5. Kurangnya Klinik PHT ikut diberdayakan dalam perbanyakan APH
mendukung Gerakan Pengendalian OPT.

(2) Rasio Luas Area yang Mendapat Penanganan DPI terhadap Luas Area
yang Terkena DPI.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP

Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Mengambil data dan informasi luas area hortikultura yang terkena
dampak perubahan iklim.

b. Mengambil data dan informasi luas penanganan DPI hortikultura.
Menghitung rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura yang terkena DPIl dalam bentuk
persentase. Rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap
luas area hortikultura yang terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI)
diperoleh dengan cara membandingkan luas area hortikultura yang
mendapat penanganan DPI pada tahun berjalan terhadap luas area
hortikultura yang terkena DPI pada tahun berjalan, atau dengan rumus:

Y (luas area DPI yang ditangani (Terkena — Puso) pada saat tahun berjalan (t))
Y:(luas area yang terkena DPI pada tahun berjalan (t))

x100%

Keterangan:
» Luas lahan yang diukur dalam lingkup nasional

» Adaptasi merupakan upaya penyesuaian teknologi, manajemen dan
kebijakan di sektor pertanian dengan pemanasan global dan
perubahan iklim

» Luas area yang ditangani merupakan luas area yang dapat
diselamatkan dalam satuan hektar (Ha) dengan rumus luas area yang
terkena dikurangi luas area yang puso akibat DPI

= Kategori Penilaian terkena DPI (x):
(1) Ringan : x < 25% (kurang dari sama dengan 25%)
(2) Sedang : 25 % < x < 50% (lebih dari 25% sampai dengan 50%)
(3) Berat: 50% < x < 85% (lebih dari 50% sampai dengan 85%)
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(4) Puso : x > 85% (lebih dari 85%)

Persentase rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI
diperoleh dari jumlah luas area hortikultura yang terkena DPI maupun luas
area puso dibandingkan dengan luas area hortikultura yang terkena DPI
pada tahun berjalan. Mengacu Tabel 12, Area hortikultura yang terkena DPI
pada tahun 2024 yaitu seluas 4.095,94 ha dan area puso seluas 274,24 ha.

Tabel 12 Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat Penanganan DPI
Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena DPI Tahun 2023-

2024
Tahun 2023 Tahun 2024
Reteger Romedlies Terkena Puso Rasio Terkena Puso
(ha) (GEY) DPI (%) (GEY) (GEY)
Sayur 704,50 76,24 89,18 | 3.288,44 128,17 96,10
1. Banjir Buah 64,49 4,64 92,81 495,05 143,87 70,94
Tan. Obat 2,00 0,00 100,00 2 2 0,00
. Sayur 193,75 0,50 99,74 310,45 0,2 99,94
2. | Kekeringan
Buah 183,00 1,00 99,45
Total 1.147,74 82,38 92,82 | 4.095,94 274,24 93,30

Sumber : Direktorat Perlindungan Hortikultura, 2023-2024.

Realisasi kegiatan penanganan DPI tahun 2024 naik sangat signifikan
sebesar 256,87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas lahan
DPI (banjir dan kekeringan) periode Januari-Desember 2024 adalah
4.095,94 ha (terkena) dan 274,24 ha (puso). Pada lahan terdampak banijir
rincian komoditas sayur 3.288,44 ha (terkena) dan 128,17 ha (puso); buah
495,05 ha (terkena) dan 143,87 ha (puso); tanaman obat 2 ha (terkena) dan
2 ha (puso), sedangkan pada lahan terdampak kekeringan komoditas sayur
310,45 ha (terkena) dan 0,2 ha (puso); sedangkan buah dan tanaman obat
tidak ada laporan.

Perhitungan Rasio luas area hortikultura yang mendapatkan penanganan
DPI terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI :

(4.095,94 ha — 274,24 ha) x 100%

4.095,94 ha
3.821,7 ha/4.095,94 ha x 100%
93,30%
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Indikator kinerja rasio luas area yang mendapat penanganan DPI terhadap
luas area yang terkena DPI| Tahun 2024 adalah 93,30% dari target minimal
93,05% atau capaian kinerja sebesar 100,27% (kategori Sangat Berhasil).

100 200
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70 140
60 120
50 100
40 80
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20 40
10 20
° 2020 2021 2022 2023 2024 °
m Target Renstra (%) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
s Target PK (%) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,50
Realisasi (%) 76,41 80,99 74,65 92,82 93,30
==0m==9% thd Target PK 152,82 161,98 149,30 185,64 184,75

Gambar 59. Target dan Realisasi Rasio Luas Area Hortikultura yang Mendapat
Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang Terkena
DPI tahun 2020-2024.

Dengan mengacu Gambar 59, dalam rentang waktu 5 (lima) tahun (2020-
2024), nilai rasio luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI
terhadap luas area hortikultura yang terkena DPI berturut-turut selalu
melampaui target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya (melampaui
100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020-2024
Direktorat Jenderal Direktorat Perlindungan Hortikultura telah berkomitmen
dan berhasil menjalankan kinerjanya dalam melakukan penanganan DPI
pada area hortikultura yang terkena DPI.

Namun demikian, dengan mengacu Gambar 60, terjadi penurunan nilai rasio
luas area hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area
hortikultura yang terkena DPI sebesar 7,83% yang terjadi pada tahun 2022
terhadap tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi peningkatan yang cukup
signifikan pada tahun 2023 sebesar 24,34%, dimana luas serangan OPT
yang ditangani juga paling kecil dibanding periode 5 tahun tersebut yaitu
seluas 1.147.74 ha dengan luas puso 82,38 ha.
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Gambar 60. Luas Terkena DPI, Luas Puso, Rasio Luas Area Hortikultura yang
Mendapat Penanganan DPI Terhadap Luas Area Hortikultura yang
Terkena DPI beserta perkembangan terhadap realisasi tahun
sebelumnya selama 2020-2024.

Keberhasilan kinerja ini salah satunya adalah dengan mencegah kehilangan
hasil hortikultura semaksimal mungkin akibat DPI. Berdasarkan data laporan
hasil pemantauan petugas di daerah, Direktorat Perlindungan Hortikultura
mampu menangani dan mencegah terjadinya puso akibat DPI (banijir dan
kekeringan) pada lahan hortikultura seluas 4.095,94 ha. Persentase
kehilangan hasil pada komoditas strategis hortikultura tahun 2024 sebagai
berikut:

1. Aneka Cabai: persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 2.120,89
ton (0,07%) dari total produksi cabai sebesar 3.029.838,15 ton.
Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada cabai.

2. Bawang merah: persentase kehilangan hasil akibat banjir sebesar 208,60
ton (0,01.%) dari total produksi bawang merah sebesar 2.085.972,51
ton. Sedangkan kekeringan tidak menyebabkan kehilangan hasil pada
bawang merah.

Keberhasilan capaian kinerja penanganan DPI juga diperoleh berdasarkan

upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mengikuti alur pelaporan data DPI secara rutin dan konsisten sebagai
berikut:
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Laporan data DPI (banjir dan kekeringan) hortikultura disampaikan
oleh petugas POPT/Mantri Tani/PPL ke Koordinator POPT, kemudian
direkapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) tersebut. Hasil
rekapitulasi data DPI kemudian dikirim ke Laboratorium Pengamatan
Hama dan Penyakit (LPHP) dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja LPHP disampaikan ke
UPTD BPTPH Provinsi.

Hasil rekapitulasi data DPI (banjir dan kekeringan) dari semua LPHP
oleh UPTD BPTPH Provinsi disampaikan ke Direktorat Perlindungan
Hortikultura.

Periode penyampaian laporan data DPI (banjir dan kekeringan) dari
UPTD BPTPH Provinsi ke Direktorat Perlindungan Hortikultura
dilakukan dalam 2 periode yaitu Laporan Periode | (tanggal 23 bulan
berjalan) dan Laporan Periode Il (tanggal 8 bulan berikutnya).

Direktorat Perlindungan
Hortikultura

Provinsi Dinas Penaman/UPTD Balai Proteksi/
Balai Perlindungan Tanaman
setiap bulan

Laboratorium Pengamatan Hama
LED Penyaklt (LPHP)
Tanggal 6 dan 21

setiap bulan

Tanggal 8 dan 23

Wilayah

Kab./Kota Koordinator POPT

& Tanggal 4 dan 19
setiap bulan
Kecamatan
KCD/Mantri Tani CRCEEEEEEEE 'm .................. ’
4
: Tanggal 2 dan 17 setlép bulan
............................................................................................
Desa :
=
@‘ ....... @ ...... @ ..... @
Gapoktan
Keterangan :
——» : Garis Pelaporan
sty Garis Koordinasi
KCD Kantor Cabang Dinas/Mantri Tani
POPT-PHP : Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan/Pengamat Hama Penyakit
PPL Penyuluh Pertanian Lapangan
Gpoktan : Gabungan Kelompok Tani

Gambar 61. Alur Pelaporan DPI.
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2. Memberikan surat kewaspadaan/peringatan dini terkait prediksi/prakiraan

data iklim/cuaca menghadapi musim penghujan dan kemarau secara rutin
berbaris kabupaten. Surat kewaspadaan diberikan berdasarkan sumber
informasi periode 3 bulanan dari BMKG mengenai prediksi iklim. Data
tersebut dimanfaatkan juga sebagai bahan informasi Early Warning
System (EWS) pada sentra produksi melalui UPTD BPTPH seluruh
Indonesia. Informasi mengenai EWS digunakan juga sebagai antisipasi
bulan basah dan kering terhadap musim tanam khususnya komoditas
strategis hortikultura dan sekaligus menjadi langkah mitigasi untuk
penanganan iklim dan OPT ekstrim di lapangan.

. Selain itu, informasi terkait banjir dan kekeringan dapat diperoleh juga di
aplikasi EWS SIPANTARA yang sudah disosialisasikan sejak tanggal 15
Agustus 2023. Aplikasi EWS SIPANTARA merupakan salah satu langkah
antisipasi mitigasi DPI sub sektor hortikultura yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Hortikultura berkolaborasi dengan Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Standarisasi
Instrumen Pertanian (BSIP) dan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas
Maret. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) fitur yaitu : Fitur Peta
Peringatan Dini Banjir dan Kekeringan, Fitur Data Sebaran OPT dan Fitur
Jadwal Tanam. Aplikasi ini dapat dijalankan di berbagai platform seperti
website, desktop PC dan smartphone (Android dan 10S). Alamat website
EWS SIPANTARA adalah https://fewssipantara.id atau dapat langsung
ketik ewssipantara.

4. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPI

Fasilitasi pelaksanaan kegiatan DPI pada tahun 2024 bertujuan untuk
mengantisipasi dampak perubahan iklim khususnya kurangnya tingkat
ketersediaan air bagi tanaman hortikultura. Fasilitasi pelaksanaan
kegiatan DPI diberikan dalam bentuk sarana penanganan DPI berupa
pompa, pipanisasi, sumur dangkal serta fasilitasi DPI lainnya untuk
mengatasi kekurangan air pada lahan hortikultura seluas 200 ha. Alokasi
fasilitasi tersebut diberikan kepada 48 kelompok tani/gapoktan yang
tersebar di 23 Kabupaten, pada 7 (tujuh) Provinsi.

a. Inventarisasi Data/Persiapan

Kegiatan inventarisasi data/persiapan merupakan pendukung
kegiatan penanganan DPI pada tahun 2024 yang dilakukan melalui
kegiatan identifikasi dan verifikasi sebagai langkah awal inventarisasi
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data/ persiapan serta pendampingan dan pengawalan selama
proses berlangsungnya hingga selesainya fasilitasi penanganan DPI.
Kegiatan inventarisasi data/persiapan tahun 2024 dilaksanakan di 7
(tujuh) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan
Agam), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Majalengka,
Cirebon, Sumedang, Garut, dan Bandung), Provinsi Jawa Tengah
(Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan, Pati,
Brebes, Temanggung, Kebumen dan Kendal), Provinsi Jawa Timur
(Kabupaten Malang, Nganjuk dan Probolinggo), Provinsi D.I.
Yogyakarta (Kabupaten Kulon Progo dan Sleman), Provinsi Sulawesi
Selatan (Kabupaten Enrekang), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Kabupaten Lombok Timur).

b. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendali OPT

Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024 merupakan
upaya mitigasi dampak perubahan iklim dalam menjaga ketersediaan
komoditas hortikultura dari risiko kehilangan hasil akibat dampak
perubahan iklim. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT
diberikan dalam bentuk agens hayati Trichoderma dan PGPR untuk
area seluas 320 ha. Alokasi fasilitasi tersebut untuk 48 kelompok
tani/gapoktan yang tersebar di 23 Kabupaten pada 7 (tujuh) provinsi.

i

.)i'

Gambar 62. Fasilitasi Mitigasi DPI dan Pengendalian OPT tahun 2024.
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c. Pendampingan/Pengawalan dan monitoring

Melaksanakan pendampingan dan monitoring kegiatan DPI dan
bencana alam secara intensif baik melalui telepon, maupun dalam
bentuk kunjungan ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
manfaat dan dampak dari kegiatan DPI yang sudah dilaksanakan di
lapangan. kegiatan ini dilaksanakan di Jawa Barat (Cianjur,
Majalengka, Cirebon, Sumedang, Garut, Bandung, Subang), Jawa
Tengah (Kabupaten Magelang, Banjarnegara, Demak, Grobogan,
Pati, Brebes, Kebumen, Kendal, Temanggung), Jawa Timur
(Kabupaten Malang, Nganjuk, Probolinggo), DI Yogyakarta
(Kabupaten Kulon Progo, Sleman), Sulawesi Selatan (Kabupaten
Enrekang), Sumatera Barat (Kabupaten Solok dan Agam), Nusa
Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Timur), Lampung (Kabupaten
Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Lampung Timur),
Bali (Kabupaten Tabanan).

d. Sarana Perlindungan Hortikultura
(1) Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT

Fasilitasi Pengembangan Klinik PHT Tahun 2024 bertujuan untuk
meningkatkan peran dan manfaat klinik PHT sebagai lembaga
layanan kesehatan tanaman hortikultura dari dan oleh petani,
untuk mendukung peningkatan ketersediaan produk hortikultura
bermutu, aman konsumsi dan berdaya saing. Fasilitasi diberikan
dalam bentuk peralatan/sarana pengembangan Kklinik PHT
berupa mesin pencacah kompos, enkas, knapsack sprayer,
mikroskop digital, dan rak etalase.

Penerima manfaat fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun
2024 adalah Kelompok Tani/Gapoktan yang sudah menerima
fasilitasi penumbuhan klinik PHT pada tahun sebelumnya, aktif
dan memiliki komitmen untuk membangun Kklinik PHT yang
berkelanjutan. Alokasi fasilitasi diberikan kepada 50 Kelompok
Tani/Kelompok Wanita Tani yang tersebar di 21 provinsi, 24
kabupaten/kota.
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Gambar 63. Serah terima fasilitasi pengembangan klinik PHT tahun
2024,

(2) Fasilitasi Akreditasi ISO/IEC 17025:2017 untuk Laboratorium

Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP)

Standar akreditasi ISO/IEC 17025:2017 merupakan standar
akreditasi internasional yang digunakan untuk mengukur
kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Standar ini juga
dapat digunakan untuk meningkatkan mutu laboratorium di
bidang pertanian, termasuk dalam mendukung peningkatan
kinerja dan fungsi LPHP sebagai laboratorium penguji agens
pengendali hayati.

Manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017 diantaranya: 1)
meningkatkan keandalan hasil pengujian; 2) memastikan validitas
hasil pengujian; 3) memastikan laboratorium mengikuti praktik
terbaik dalam manajemen mutu; serta 4) memastikan
laboratorium mengikuti prosedur teknis yang tepat. Pada tahun
2024 memfasilitasi 2 LPHP untuk persiapan akreditasi ISO/IEC
17025:2017 yaitu LPHP Wilayah Kedu dan Satpel BPTPH
Wilayah | Cianjur.
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Gambar 64. Pendampingan Persiapan Akreditasi LPHP Wilayah Kedu.

(3) Pemasyarakatan Perlindungan Hortikultura

Pemasyaratakatan Perlindungan Hortikultura pada tahun 2024
merupakan kegiatan untuk meningkatkan kepedulian publik
(public awareness) terhadap perlindungan hortikultura. Kegiatan
ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat
terkait pengendalian OPT ramabh lingkungan.

5. Sinergitas dan koordinasi intensif dengan UPTD BPTPH seluruh
Indonesia, Kortikab Kabupaten dan POPT Kecamatan dengan petugas
pusat (Direktorat Perlindungan Hortikultura).

6. Memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas
SDM bidang DPI dan bencana alam melalui offline (Peningkatan
Kapasitas Petugas POPT Wilayah Barat dan Wilayah Timur) dan online
dalam bentuk live streaming/video conference (vidcon) untuk petani dan
petugas POPT sehingga mampu meningkatkan pengetahuan petugas
POPT dan petani dalam penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi DPI.

[ w - i : fatbec3 1
Gambar 65. Bimbingan teknis penanganan DPI Hortikultura, 5 September 2024
di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Kegiatan ini merupakan
serangkaian pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI yang dilakukan
untuk memantau kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu
kepada petunjuk teknis pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pelaporan
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pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI dan Bencana Alam
disampaikan ke Pusat secara berkala.

Koordinasi, Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI hortikultura yang
melibatkan Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Pengujian
Standar Instrumen (BPSI) Agroklimat & Hidrologi Pertanian, tanggal 3
April 2024.

Gambar 66. Inventarisasi adaptasi/mitigasi DPI hortikultura yang melibatkan
Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Balai Pengujian Standar Instrumen
(BPSI) Agroklimat & Hidrologi Pertanian, tanggal 3 April 2024

Selama 3-5 Juli 2024, Direktorat Jenderal Perlindungan berkoordinasi
dengan BPSI Agroklimat & Hidrologi Pertanian terkait pembuatan SID
sederhana dan rancangan anggaran biaya awal pembuatan sumur
dalam/dangkal. Penyusunan SID dan rancangan bangunan sarana
penanganan DPI dilakukan di 44 titik terutama pada perencanaan
pembangunan sumur bor dan sarana irigasi hemat air. Sementara untuk
pelaksanaannya akan dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Hortikultura
berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi, dan/atau pihak
terkait lainnya.SID dan perancangan bangunan sarana serta spesifikasi
sebelumnya didapatkan setelah adanya survey lokasi dalam rangka
validasi CPCL Fasilitasi Penanganan DPI. Sebelumnya tim teknis telah
terlebih dahulu bersama dengan dinas, penyuluh dan pihak penyedia
memastikan lokasi titik sumber air yang akan dilakukan pengeboran atau
di eksploitasi serta mekanisme kontrak penyedia jasa yang disepakati
oleh semua agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
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Gambar 67. Direktorat Jenderal Perlindungan berkoord|na5| dengan BPSI
Agroklimat & Hidrologi Pertanian terkait pembuatan SID sederhana dan rancangan
anggaran biaya awal pembuatan sumur dalam/dangkal, 3-5 Juli 2024 di Bogor.

10. Menghadiri FGD Inventarisasi Kebutuhan Informasi Iklim untuk Pertanian
di Hotel Mercure Sabang Jakarta pada tanggal 13 November 2024, yang
diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi BMKG dan Kementerian
Pertanian dalam rangka mengembangkan layanan iklim yang sesuai
kebutuhan sektor pertanian. Diharapkan dengan komunikasi yang baik
dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan iklim tiap komoditas,
BMKG diharapkan dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan
tepat guna, mendukung ketahanan pangan nasional.

11. Melaksanakan identifikasi, dan verifikasi/validasi CPCL untuk kegiatan
Area Penanganan DPI di beberapa lokasi.

Gambar 68. Vallda5| CPCL Penanganan DPI Petanl Champion untuk komoditas
cabai dan bawang merah di Kab. Enrekang, 4-6 April 2024
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Gambar 69. Identifikasi dan verifikasi penerima manfaat Fasilitasi Penanganan
DPI serta melakukan kunjungan ke lahan yang digunakan sebagai demplot
mikroba intensif di Kabupaten Brebes, 12-14 September 2024.

Rencana aksi di masa depan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan dukungan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi lain

seperti BMKG untuk mempermudah perolehan data dan informasi yang
dibutuhkan oleh Kementerian Pertanian termasuk Direktorat Jenderal
Hortikultura. Pemanfaatan informasi dari BMKG yang diperlukan

seperti:

a. Kebutuhan informasi mendukung kegiatan Subsektor Tanaman
Pangan: (i) Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian terutama Analisis
dan prediksi ENSO dan IOD, Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi, dan
Peringatan Dini Kekeringan; (ii) Prediksi Musim Kemarau (MK) dan

Musim Hujan (MH); (iii) Prakiraan Daerah Potensi Banjir Bulanan.

b. Kebutuhan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung
pengembangan hortikultura: (i) Prediksi Curah Hujan dan Suhu:
Prakiraan curah hujan dan suhu yang akurat untuk beberapa hari
hingga beberapa minggu ke depan sehingga petani dapat mengatur
waktu tanam dan panen secara efektif; (ii) Curah Hujan; (iii)
Kelembaban Udara; (iv) Sinar Matahari; (v) Angin dan Kecepatan
Angin; (vi) Peringatan Dini untuk Risiko Iklim Ekstrem; (vii)

Kelembaban Tanah

c. Kebutuhan layanan informasi iklim yang diperlukan untuk mendukung
kegiatan pertanian lahan kering: (i) Informasi normal curah hujan
1991-2023 dasarian berbasis grid dengan resolusi 0.05 degree yang
telah terkoreksi; (ii) Informasi prediksi curah hujan dasarian berbasis
grid dengan resolusi 0.05 degree yang telah terkoreksi setiap 3
bulanan; (iii) Informasi evapotranspirasi berbasis grid dengan resolusi
0.05 degree yang telah terkoreksi periode terbaru setiap 3 bulanan;
(iv) Data SPI 3 bulanan dan informasi kekeringan meteorologis; (v)
Data Iklim Harian seluruh Indonesia (sesuai Lokasi kegiatan dengan
stasiun iklim terdekat); (vi) Prediksi curah hujan harian (sudah

tersedia di website)

2. Senantiasa memfasilitasi bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan

kapasitas SDM bidang DPI dan bencana alam dengan melibatkan

instansi terkait.
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3. Senantiasa melaksanakan pendampingan/pembinaan/monitoring terkait
DPI ke lokasi pengembangan hortikultura dengan berkoordinasi/
melibatkan POPT, BPTPH, dinas pertanian setempat dan instansi terkait
lainnya.

4. Perlu ada pendampingan yang intensif dari petugas POPT dan PPL agar
petani tetap dapat menerapkan budidaya ramah lingkungan dan
memanfaatkan bantuan DPI seperti pompa, dan sumur submersibel, dan
diperlukan dukungan swadaya dari poktan penerima bantuan fasiitasi
sarana penanganan untuk pemeliharaan

A.1.4. Sasaran Program 4 (SP04) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas

Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu
Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil
Hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Mengambil data tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan
hasil hortikultura melalui kuisioner wawancara responden penerima
bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dengan
metode sampling.

b. Menjumlahkan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura yang
difasilitasi pada tahun sebelumnya (t-1) dan/atau tahun berjalan (t) yang
terealisasi diambil 10% untuk dilakukan uji kemanfaatan alat sarana
pengolahan dan pascapanen.

c. Mengolah data hasil survei wawancara dengan Kkuisioner tingkat
kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura oleh
kelompoktani penerima bantuan.

d. Menghitung rata-rata tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan
pengolahan hortikultura dari data keseluruhan hasil penilaian kuisioner.

Pengukuran tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan
hasil hortikultura ini dilakukan melalui survei secara online (menggunakan
kuesioner online) maupun survei secara langsung di lapangan. Adapun
responden merupakan penerima bantuan sarana pascapanen dan
pengolahan hasil hortikultura pada tahun sebelumnya (t-1) dan atau tahun
berjalan (t) khususnya yang telah disalurkan pada tahap | / semester I.
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Sampel sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura tersebut
diambil dari berbagai Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Sampel
minimal yang diambil adalah 10% dari total sarana pascapanen dan
pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan. Tingkat kemanfaatan
sarana pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dihitung dari:

Ysarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel yang dimanfaatkan
Y'sarana pascapanen dan pengolahan yang dijadikan sampel

x 100%

Capaian indikator kinerja sasaran program tingkat kemanfaatan sarana
hortikultura diukur berdasarkan hasil survei secara online menggunakan
kuesioner digital berbasis webform dengan responden kelompok tani
penerima fasilitasi bantuan penumbuhan UMKM yang terdiri dari sarana
paspanen dan pengolahan hortikultura yang disalurkan pada TA 2023. Dalam
survei tersebut terdapat dua kriteria yang bisa dipilih oleh responden terkait
pemanfaatan sarana yang diterima yaitu a) masih dimanfaatkan sampai
dengan saat survei dilakasanakan, b) belum dimanfaatkan. Berdasarkan hasil
survei, diperoleh hasil tingkat kemanfaatan adalah sebesar 94,55% dengan
rincian tingkat kemanfaatan sarana pascapanen sebesar 96,36% dan tingkat
kemanfaatan sarana pengolahan hortikultura sebesar 92,73% seperti terlihat
pada Gambar 70. Mengacu pada target tingkat kemanfaatan sarana
hortikultura pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebesar 94,70%, maka
diperoleh nilai capaian realiasi kinerja sebesar 99,84% sehingga masuk
dalam kategori “berhasil”. Capaian indikator tingkat kemanfaatan sarana
pascapanen dan pengeolahan hortikultura terhadap target yang ditetapkan
dapat dilihat pada Gambar 70.

Tingkat Kemanfaatan (%)

m2020 =2021 =2022 =2023

98,13

96,36 95,6796'25

94,12 94,55
93214 92,73 92,82
I I I91 14 I

Sarana Pascapanen Sarana Pengolahan Sarana PPHH

100

Gambar 70. Diagram Hasil Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana Hortikultura
Hasil Penyaluran Bantuan Tahun 2020-2023
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Berdasarkan data kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan
pengolahan tahun 2023, terdapat 164 kelompok yang menerima 1 (satu)
paket bantuan lengkap berupa sarana pascapanen dan pengolahan sebagai
bagian dari kegiatan penumbuhan UMKM Hortikultura. Pemilihan sampel
dilakukan dengan metode simple random sampling menyebarkan kuesioner
ke seluruh dinas dan kelompok tani penerima bantuan sarana prasarana
pascapanen. Berdasarkan Manual IKU yang telah dibuat, jumlah minimum
responden yang di Survei adalah 10% dari total penerima bantuan sarana
atau sebesar 16-17 kelompok dari 164 kelompok. Sebaran sampel dapat

dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Sebaran Sampel Survei Tingkat Kemanfaatan Sarana
Hortikultura TA 2023
JUMLAH
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA SAMPEL
1 | Aceh Aceh Tengah 1
2 | Bali Buleleng 1
3 | Banten Serang, Lebak, Pandeglang 3
4 | DI Yogyakarta Gunung Kidul 1
5 | Gorontalo Pohuwato, Bone Bolango 2
6 | Jawa Barat Garut, Bogor, Bandung, Bandung 12
Barat, Cianjur, Cirebon, Majalengka,
Subang, Pangandaran
7 | Jawa Tengah Blora, Pati, Wonosobo, Semarang, 13
Wonogiri, Jepara, Cilacap, Kebumen
8 | Jawa Timur Malang, Madiun, Lumajang 3
9 | Kalimantan Barat Mempawah 1
10 | Kalimantan Tengah | Kotawaringin Barat 1
11 | Lampung Tanggamus, Lampung Selatan 2
12 | Maluku Maluku Tenggara 1
13 | Nusa Tenggara Lombok Timur 1
Barat
14 | Sulawesi Selatan Gowa, Pinrang, Bantaeng 3
15 | Sulawesi Tengah Toli-Toli, Banggai, Poso 3
16 | Sulawesi Tenggara | Muna, Kota Bau-Bau 2
17 | Sumatera Barat Solok, Padang Pariaman 2
18 | Sumatera Selatan Banyuasin, Kota Lubuk Linggau 2
19 | Sumatera Utara Humbang Hasundutan 1
TOTAL 55

Dari Tabel 13 diketahui bahwa responden survei sebanyak 55 kelompok
yang tersebar di 19 provinsi dan 47 Kabupaten/Kota. Jumlah responden
tersebut telah mencukupi syarat minimal yang harus dipenuhi pada survei
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tingkat kemanfaatan yaitu minimal 10%. Jumlah responden yang mengikuti
survei sebanyak 33,54% dari total penerima bantuan paket bantuan sarana
pascapanen dan pengolahan hortikultura.

Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen dan
pengolahan hortikultura TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Rincian sampel survei tingkat kemanfaatan sarana pascapanen
dan pengolahan hortikultura TA 2023*)

Jumlah Jumlah
Jumlah Sarana
Sarana Sarana .
Jenis Sarana yang yang yang L
. . . Termanfaatkan = Kemanfaatan
Disalurkan Disampling (Unit)
(Unit) (Unit)

Sarana 164 55 53 96,36
Pascapanen
Sarana 164 55 51 92,73
Pengolahan
Total 328 110 104 94,55

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tingkat sarana pascapanen dan
pengolahan hortikultura dikarenakan minat petani/pelaku usaha yang cukup
tinggi dalam meningkatkan nilai tambah produk hortikultura serta dukungan
pendampingan dari dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota dan penyuluh
setempat yang merekomendasikan agar bantuan sarana pascapanen dan
pengolahan produk hortikultura dapat segera dimanfaatkan oleh penerima
sarana pascapanen dan pengolahan.

Selain mengukur tingkat kemanfaatan, dalam survei juga dilakukan evaluasi
beberapa parameter yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan sarana yang
diberikan yaitu a) tingkat kesesuaian sarana dengan kebutuhan kelompok,
dan b) tingkat kualitas sarana yang diberikan:

a) Kesesuaian Sarana dengan Kebutuhan
Kesesuaian alat atau sarana yang diberikan dengan kebutuhan poktan
sangat mempengaruhi seberapa besar tingkat kemanfaatan sarana yang
diberikan. Sebagian besar alat yang diberikan telah sesuai dengan
kebutuhan mereka antara lain, motor roda tiga, keranjang panen,. Namun
demikan pada paket sarana yang diberikan masih terdapat alat-alat yang
memang tidak atau kurang sesuai dengan kebutuhan kelompok antara
lain alat pengiris, mesin perajang, deep frying dimana mereka mungkin
masih mengandalkan alat-alat lama yang sudah dimiliki kelompok. Hasil
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survei pada aspek kesesuaian sarana pascapanen dan sarana
pengolahan hortikultura yang diberikan dengan kebutuhan kelompok
dapat dilihat pada Gambar 71.

120
97,80
100 96,71 97,03
80
60
40
20
O [ [— I ! |
Sarana Pascapanen Sarana Pengolahan Total Sarana PPHH
m Sesuai dengan Kebutuhan  ® Kurang Sesuai dengan Kebutuhan = Tidak Sesuai dengan Kebutuhan

Gambar 71.

Diagram Hasil Survei Tingkat Kesesuaian Sarana Pascapanen

& Pengolahan Hortikultura yang Diberikan Dengan Kebutuhan
Tahun 2023 (%)

b) tingkat kualitas sarana yang diberikan
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100
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0,41 0,00 0,88 0,00 0,64 0,00
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Total Sarana PPHH

Sarana Pascapanen
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= Tidak Baik
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Gambar 72. Diagram Hasil Survei Tingkat Kualitas Sarana Hortikultura Yang

Diberikan Tahun 2023
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Berdasarkan hasil survei diperoleh data tingkat kualitas bantuan yang
diberikan, dimana untuk sarana pascapanen 99,59% baik, sarana
pengolahan 99,56%, sehingga total sarana pascapanen dan pengolahan
sebesar 99,36%, 0,64% kurang baik dan 0,00% tidak baik. Hal ini
menandakan bahwa proses pelaksanaan pengadaan sarana
pascapanen dan pengolahan hortikultura tahun 2023 sudah baik.

Analisis Outcome Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura

Pada tahun 2023, kelompok tani yang ditargetkan menjadi UMKM Hortikultura
diberikan satu paket lengkap sarana pascapanen dan sarana pengolahan
agar bisa menghasilkan produk hortikultura baik segar maupun olahan yang
berdaya saing. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa sebagian besar
kelompok penerima bantuan sarana pascapanen dan pengolahan hortikultura
(93,62%) telah menghasilkan outcome berupa produk segar ataupun produk
olahan hortikultura seperti ditampilkan pada pada Tabel 15.

Tabel 15. Outcome Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen dan Pengolahan

Hortikultura TA 2023
Jumlah
No Outcome Bantuan Sarana PPHH Kelom.pok %
Penerima

Sampel
1 Hanya Produk Segar 2 3,64
2 Hanya Produk Olahan 22 40,00
3 Produk Segar dan Olahan 31 56,36
4 Belum Menghasilkan Produk 0 0
Total 55 100,00

Berdasarkan Tabel 15, diketahui bahwa dari 55 kelompok penerima sampel
yang disurvei, 56,36% diantaranya telah menghasilkan produk segar dan
produk olahan, 40% hanya produk olahan dan 3,64% hanya produk segar.
Hal ini berarti sebagian besar kelompok atau UMKM Hortikultura berhasil
mendiferensiasi produknya menjadi produk segar dan olahan. Petani yang
awalnya hanya menjual produk segar saat ini memiliki diferensiasi produk
dalam bentuk produk olahan yang tentu saja menjadi tambahan saluran
pemasaran. Nilai tambah menjadi lebih terasa ketika harga produk segar
sedang jatuh akibat over produksi. Beberapa produk yang dihasilkan antara
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lain: a) olahan cabai seperti abon cabai, serbuk cabai, cabai kering, manisan
cabai, sirup cabai; b) olahan bawang seperti bawang goreng, minyak bawang;
c¢) olahan jamur seperti keripik jamur dan kaldu jamur, d) olahan buah seperti
sirup buah, keripik buah, selai buah dan lain sebagainya.

Dampak lain dari penggunaan sarana pengolahan adalah peningkatan daya
saing produk. Sarana yang sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing
produk adalah sarana pengemasan baik alat maupun bahan kemasannya
yang membuat tampilan produk menjadi lebih baik, eye catching dan menarik
minat pembeli. Selain itu sarana pengemasan yang diberikan memberikan
efek peningkatan shelf life atau umur simpan produk. Berdasarkan hasil survei
diketahui bahwa 94,34% produk sudah dikemas dengan bahan kemasan
yang menarik seperti standing pouch, alumunium foil, paper foil, botol dan
plastik. Sebanyak 86,79% produk sudah dilakukan branding, 60,38% produk
sudah disertifikasi Dinas Kesehatan setempat/terdekat ataupun BPOM, dan
60,26% sudah disertifikasi halal. Jika dibandingkan dengan hasil survei
kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan tahun 2023, terjadi
peningkatan dalam hal kinerja produk olahan hasil bantuan 2023 tersebut
yang dihasilkan hingga akhir tahun 2024 ini seperti tercantum pada Tabel 16
berikut:

Tabel 16 Perkembangan Parameter Kinerja UMKM Hortikultura 2023-2024

No Parameter Kinerja Produk Olahan Hortikultura 2023 2024
1 | Persentase UMKM yang menghasilkan produk olahan | 93,18 96,36
2 | Persentase produk olahan yang dikemas 86,36 94,34
3 | Persentase produk olahan yang dibranding 81,82 86,79
4 | Persentase produk olahan disertifikasi PIRT/BPOM 44,32 60,38
5 | Persentase produk olahan disertifikasi Halal 43,18 60,26

Dengan adanya kemasan, branding, dan sertifikasi keamanan pangan
maupun halal menjadikan produk-produk hortikultura menjadi lebih berdaya
saing dan memberikan nilai tambah yang tinggi.

Peningkatan nilai tambah dan daya saing pada akhirnya berkontribusi dalam
peningkatan pendapatan petani. Hasil survei memperlihatkan bahwa
peningkatan pendapatan yang diperoleh dari dengan kisaran yang cukup luas
antara 14%-114% dengan rata-rata peningkatan pendapatan 51,85%.
Beberapa produk olahan yang cukup tinggi dalam meningkatkan pendapatan
petani antara lain, keripik kentang, keripik pisang, keripik jamur, bawang
goreng dan sari lemon. Hal ini karena permintaan yang tinggi dan rendemen
produk yang cukup besar. Sedangkan untuk olahan cabai masih relatif lebih
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rendah dikarenakan permintaan olahan cabai masih kecil. Pemasaran produk
olahan hortikultura sebagian besar masih kepada konsumen rumahan dan
pasar tradisional. Namun demikian sudah ada yang masuk di pasar modern
dan pasar online melalui e-commerce.

Beberapa permasalahan yang terjadi terkait pemanfaatan sarana

pascapanen dan pengolahan antara lain:

1) Masih terdapat kelompok belum dapat mengoperasikan alat bantuan
yang diberikan dengan optimal karena pelatihan penggunaan sarana
pengolahan yang diberikan dirasa masih kurang. Selain itu, ada
beberapa alat bantuan sarana pengolahan yang spesifikasinya tidak
sesuai dengan yang dibutuhkan;

2) Kurang tepat dalam penentuan CP/CL: kelompok penerima ada yang
bukan di sentra produksi sehingga kesulitan bahan baku, selain itu
terdapat kelompok yang baru hanya mencoba-coba produk yang tepat
untuk dikembangkan;

3) Proses produksi belum kontinu, antara lain karena: i). permintaan pasar
masih sedikit, umumnya masih tergantung pesanan, dan/atau kesulitan
pemasaran, ii). bahan baku mahal karena harga jual produk segar lebih
tinggi/lebih menarik perhatian petani, sehingga kapasitas produk olahan
menjadi lebih rendah dari yang biasanya (contoh seperti yang terjadi
pada bawang goreng, olahan cabai), iii). bahan baku lainnya mahal
(contoh minyak goreng);

4) Masih ada yang dikemas sederhana, belum dilakukan branding, dan
belum tersertifikasi (Dinkes/PIRT);

5) Kurangnya bimbingan teknis dan penyuluhan terkait pascapanen dan
pengolahan produk hortikultura.

6) Kendala permodalan dalam meningkatkan skala usaha

Beberapa upaya pendukung yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura
terkait pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan selama 2024 antara
lain:

1. Untuk TA 2024, telah dialokasikan dana APBN kepada Direktorat Jenderal
Hortikultura untuk mendukung kegiatan sarana pascapanen hortikultura
sebanyak 635 unit dan sarana pengolahan hortikultura sebanyak 185 unit.
Untuk komponen bantuan sarana pascapanen (disesuaikan dengan jenis
komoditas yang ditangani) dapat berupa: motor roda 3, keranjang panen,
timbangan duduk digital, sarana pencucian, meja peniris, meja packing,
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peralatan grading, blower serta sarana pascapanen lainnya sesuai
kebutuhan kelompok. Sedangkan komponen bantuan sarana pengolahan
dapat berupa: a) cabai: mesin penggiling cabai kering, mesin penggiling
bumbu, mesin pengering tipe rak, deep drying, mesin continuous sealer,
timbangan digital, freezer, meja stainless, dan sarana lainnya sesuai
kebutuhan kelompok: b) bawang: mesin perajang bawang, spinner, mesin
pengupas bawang, deep friyer/penggorengan bawang, mesin continuous
sealer, timbangan digital, freezer, meja stainless, dan sarana lainnya
sesuai kebutuhan kelompok; c) hortikultura lainnya: mesin vacuum frying,
mesin pengiris multiguna, mesin continuous sealer, timbangan digital,
freezer, meja stainless, dan sarana lainnya sesuai kebutuhan kelompok.

Melaksanakan Identifikasi/ koordinasi/ pendampingan/ pengawalan/
monitoring Pengembangan Usaha dan Kelembagaan pada UMKM
hortikultura.

Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petani/Pelaku
Usaha Hortikultura, diantaranya: (a) penambahan nilai tambah produk
hortikultura); (b) Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Mendukung
Sertifikasi HACCP; (c) Penanganan Pascapanen, teknologi pengolahan
dan Potensi Pemasaran Sayuran; (d) penggunaan peralatan pengolahan
hasil; dan sebagainya.

Terkait beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi, beberapa langkah
tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain:

1)

2)

3)

Senantiasa melaksanakan pendampingan dan pelatihan terkait
peningkatan kualitas produk, keamanan pangan, diversifikasi produk,
manajemen usaha, dan pemasaran di tingkat kelompok/UMKM terutama
yang belum tersentuh pendampingan dan pelatihan, sehingga
diharapkan UMKM dapat memanfaatkan fasilitasi sarana dan prasarana
yang telah diberikan dan berupaya dalam mengembangkan usahanya
sehingga menjadi lebih maju.

Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dengan skala yang lebih
besar dalam penyediaan pinjaman permodalan, seperti kemudahan
terhadap akses KUR.

Pendampingan promosi dan kemudahan akses pasar atas produk yang
dihasilkan oleh UMKM Hortikultura.
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Gambar 73. Koordinasi serta pembinaan kegiatan penumbuhan UMKM diantaranya
di Kab. Sukabumi 1-2 Februari 2024

Gambar 74. Bimtek Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik
Mendukung Sertifikasi HACCP, disertai praktek dan kunjungan lapang, 26-29
Februari 2024
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Gambar 75. Monitoring fasilitasi bantuan paket penumbuhan UMKM Hortikultura TA.
2023 berupa prasarana pascapanen, sarana pascapanen dan sarana pengolahan,
serta fasilitasi bantuan prasarana pengolahan ke Kelompok Tani Mekar Tani di
Kecamatan Bayongbong, Kab. Garut, Jawa Barat, selama 4-5 Juli 2024
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Gambar 76. Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana
pascapanen dan pengolahan di Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, 8 Juli 2024
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Gambar 77. Pendampingan dan pengawalan sarana dan prasarana pengolahan TA
2024 di Kab. Brebes, Provinsi Jawa Tengah, 9 Juli 2024

Gambar 78. Pendampingan dan pengawalan fasilitas bantuan sarana prasarana
pascapanen dan pengolahan di Kab. Gersik, 30 Juli 2024.
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A.1.5. Sasaran Program 5 (SP05) Meningkatnya Daya Saing Komoditas
Pertanian

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program yaitu
Pertumbuhan Nilai ekspor untuk produk hortikultura.

Pengambilan data pada IKSP ini dilakukan berdasarkan pada manual IKSP
Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai berikut:

a. Masukkan data nilai ekspor untuk setiap komoditas hortikultura yang
ditentukan sebagai target komoditas ekspor untuk tahun berjalan (t) dan
tahun sebelumnya (t-1).

b. Menjumlahkan seluruh data nilai ekspor untuk produk hortikultura yang
ditentukan sebagai target komoditas ekspor pada tahun berjalan (t) dan
tahun sebelumnya (t-1).

c. Hitung pertumbuhan nilai ekspor untuk komoditas ekspor hortikultura
pada tahun berjalan (t) dan tahun sebelumnya (t-1) dengan satuan
persentase berdasarkan rumus dibawabh ini:

((Nilai Ekspor Pertanian Hortikultura (t)—Nilai ekspor pertanian hortikultura (t—1))
Nilai ekspor pertanian hortikultura (t—1)

) x 100%

d. Komoditas yang dijadikan target ekspor merupakan beberapa komoditas
hortikultura yang diusulkan oleh masing-masing unit eselon 2 komoditas
(Direktorat Buah dan Florikultura dan Direktorat Sayuran dan Tanaman
Obat). Detail komoditas ekspor tersebut terdapat pada IKSK masing-
masing unit Eselon Il komoditas (Direktorat Buah dan Florikultura dan
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat), meliputi: Mangga, Manggis,
Pisang, Durian, Nenas, Salak, Jahe, Krisan, kentang, jamur, Cabai, dan
Bawang Merah.

Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk hortikultura Tahun 2024 sebagaimana
tahun-tahun sebelumnya ditujukan pada 12 (dua belas) komoditas yaitu
krisan, kentang, bawang merah, jamur, cabai, pisang, nenas, mangga,
manggis, durian, salak dan jahe. Dengan mengacu Tabel 17, perhitungan
data nilai ekspor komoditas hortikultura untuk keduabelas komoditas tersebut
pada tahun 2024 adalah US$544.994.030,59 dan pada tahun 2023 senilai
US$484.125.086,92. Berdasarkan nilai tersebut, diperoleh hasil bahwa
capaian kinerja peningkatan nilai ekspor hortikultura pada tahun 2024 adalah
sebesar 12,57% dari target sebesar 5,20% (kategori Sangat Berhasil).
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Keberhasilan pencapaian target ini, karena Direktorat Jenderal Hortikultura
senantiasa melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi
ekspor komoditas hortikultura melalui kegiatan peningkatan nilai tambah dan
daya saing hortikultura. Beberapa negara tujuan ekspor yang mensyaratkan
rumah kemas (packing house) yang teregistrasi serta suplai komoditas dari
kebun yang teregistrasi, yang ditindaklanjuti Direktorat Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hortikultura (PPHH) melakukan pengawalan dan
pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses
registrasi. Pencapaian ini ditunjang pula oleh adanya dukungan kegiatan
sepanjang tahun 2024 yaitu melakukan berbagai kegiatan promosi produk
hortikultura melalui bussines matching (seperti di Kedutaan Besar -
Manhattan hotel, Asia Fruits Logistica - Hongkong, bilateral Indonesia-
Singapura), pameran (IKN, Manhattan Hotel, Ritz Carlton, OASE Makasar)
dan pembagian produk hortikultura gratis di Provinsi DKI Jakarta
(Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura, Komplek Palapa-Pasar Minggu),
Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Jawa Tengah, serta Promosi
hortikultura untuk masyakarat umum.

Tabel 17. Nilai Ekspor untuk Produk Hortikultura Tahun 2020-2024

Nilai Ekspor (US$)

Komoditas

2021 2022 2023

2020

2024

1 | Krisan 732.724,98 903.929,62 | 1.220.406,57 | 1.509.678,30 | 2.505.868,18
2 | Kentang 8.111.052,40 | 5.961.285,00 | 4.819.649,49 | 2.668.394,92 | 2.661.914,33
3 m‘:’:r’]‘g 13.740.638,56 | 7.096.645,49 | 4.180.053,02 | 11.786.427,70 | 18.716.061,79
4 | Jamurdan 4.881.937,78 | 5.052.82561 | 5.729.402,36 | 11.299.216,29 | 8.984.642,35
Cendawan
5 | Cabai 25.078.930,32 | 22.403.871,18 | 19.003.069,30 | 22.010.570,12 | 22.936.113,18
6 | Pisang 5.650.146,82 | 6.089.947,51 | 8.588.061,00 | 9.557.383,26 | 10.517.406,30
7 | Nenas 274.125.602,78 | 336.889.420,75 | 331.696.430,93 | 277.949.676,65 | 316.085.047,80
8 | Mangga 4.579.961,49 757.797,24 557.835,54 | 1.400.791,66 | 1.750.877,93
9 | Manggis 81.151.122,56 | 71.561.997,03 | 75.577.818,94 | 112.255.323,18 | 146.177.538,46
10 | Durian 231.700,36 149.264,68 181.291,95 | 1.113.284,08 | 1.817.190,84
11 | Salak 1.297.487,56 | 1.781.188,69 | 3.054.561,77 | 4.169.623,84 | 4.332.528,23
12 | Jahe 4.440.241,66 | 3.563.359,99 | 5.448.622,28 | 28.404.716,92 |  8.508.841,20
Total 424.021.547,27 | 462.211.532,79 | 460.057.203,15 | 484.125.086,92 | 544.994.030,59
Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%) 12,57

Sumber: Angka Tetap BPS Tahun 2020-2023, dan Angka Sementara 2024 per
Desember 2024
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Sepanjang Tahun 2019-2024 nilai ekspor untuk 12 Komoditas mengalami
pertumbuhan yang fluktuatif, pertumbuhan nilai ekspor tahun 2020 terhadap
2019 mencapai 38,95% yang merupakan pencapaian yang paling tinggi
sepanjang 5 (lima) tahun terakhir, dengan rata-rata peningkatan 6,58%.
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Gambar 79. Nilai Total Ekspor 12 komoditas Hortikultura Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, 2020-2023 (nilai ekspor dalam juta US$). *) Per Desember 2024)

Untuk melihat Target dan Realisasi Pertumbuhan Nilai Ekspor Hortikultura
Tahun 2020-2024 dalam dilihat Gambar 79, dimana terlihat bahwa
perkembangan realisasinya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun termasuk
terhadap Target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dan
Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun bersangkutan.

Mengacu Tabel 17, dari 12 (dua belas) komoditas yang masuk dalam
perhitungan dalam Manual IKU terdapat 3 (tiga) komoditas yang mengalami
penurunan nilai ekspornya dibandingkan tahun 2023 yaitu kentang (-0,24%),
jamur dan cendawan (-20,48%), dan jahe (-70,04%). Penurunan tersebut
kemungkinan disebabkan produksi yang dihasilkan di dalam negeri juga
mengalami penurunan serta lebih diutamakan/diprioritaskan untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu.

Selain itu, terdapat beberapa kendala lain yang teridentifikasi, yang turut
mempengaruhi volume dan nilai ekspor hortikultura diantaranya:

1. Masalah yang ditemui dalam sistem pasar hulu - hilir (petani - eksportir)
yakni: 1) petani/produsen kesulitan menjual produknya, 2) Eksportir
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kesulitan mendapatkan produk bermutu dari petani, 3) Eksportir sulit
melakukan usaha yang kontinu karena keterbatasan bahan baku sesuai
standard dan kurang mengenal pasar ekspor, dan 4) Banyak eksportir
bergerak di bidang usaha dengan komoditas yang sama.

Banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk mengakselerasi ekspor,
namun mendapatkan cukup banyak penolakan dari negara tujuan ekspor.
Beberapa Natification of Non Compliance (NNC) yang diterima Indonesia
antara lain NNC dari Tiongkok untuk buah salak, manggis dan nanas,
serta NNC dari Australia untuk buah manggis dan salak.

. Tiongkok saat ini meminta produk pertanian yang masuk ke negaranya
dilaksanakan melalui protokol ekspor. Cara ini ternyata diikuti oleh
negara-negara lain, seperti Jepang, Australia, dan New Zealand. Terdapat
10 protokol ekspor komoditas tumbuhan sejak tahun 2013. Protokol
tersebut sulit dilaksanakan dan diterapkan oleh petani. Contoh, adanya
hambatan ekspor porang ke Tiongkok karena terkendala penerapan
protokol. Untuk itu ke depannya dalam penyusunan protokol ekspor
jangan terlalu sulit.

Minimnya pengetahuan petani terkait perpanjangan izin registrasi
kebun/lahan sehingga tidak dianggap penting, yang diantaranya karena
masalah harga yang tidak jauh berbeda menyebabkan petani cenderung
mengabaikan registrasi kebun.

Kelembagaan di tingkat petani sebagian masih belum kuat, yang
disebabkan antara lain minimnya informasi pasar, jaringan pemasaran,
skill pengolahan hingga pemasaran pengurus dan sebagainya

Dalam Rapat koordinasi Pengembangan Florikultura yang dilaksanakan
tanggal 17 Mei 2024 di Kab. Sukabumi, teridentifikasi kendala yang
dihadapi pada saat pelaksanaan ekspor terutama dalam proses
pengajuan ijin dan penyelesaian administrasi ekspor melalui aplikasi SIP
Mentan dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengajuan perizinan ekspor di aplikasi SIP Mentan membutuhkan
waktu cukup lama hingga berbulan-bulan sehingga menghambat
proses ekspor produk hortikultura. Hal ini berdampak pada pelaku
usaha yang mengalami kerugian seperti pembatalan impor dari buyer
serta menurunnya kualitas produk yang akan diekspor menimbang
produk hortikultura bersifat perishable.

b. Beberapa jenis tanaman hias tidak dapat diekspor karena tidak
termasuk komoditas binaan Ditjen Hortikultura maupun terkendala
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Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora/CITES (terutama untuk komoditas anggrek).

c. Kurang responsifnya admin aplikasi SIP Mentan saat user sedang
menghadapi kendala dalam pengajuannya melalui SIP Mentan.

7. Dalam rapat koordinasi serta pemantauan Bersama dalam rangka
Evaluasi Program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (GRATIEK) di
lokasi pengembangan nenas di Kab. Kediri tanggal 29 Mei 2024 yang
melibatkan tim Sekretariat Kabinet Rl, Pemda Kab. Kediri, Bappeda Kab.
Kediri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan - Kementerian
Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lembaga
keuangan/perbankan serta pelaku usaha setempat, beberapa
permasalahan yang teridentifikasi di sentra nenas Kab. Kediri antara lain:
a) Usia petani yang sebagian besar sudah tua; b) Tingkat Pendidikan
petani rendah; ¢) Luas lahan petani semakin sempit; d) Akses pasar masih
lemah; e) Kemampuan pendanaan masih rendah; f) Lemahnya peran
pemerintah pada tata niaga pertanian; g) Terkait ekspor produk nenas
segar ke China, Kab. Kediri belum memiliki rumah kemas terregistrasi
ataupun perusahaan eksportir yang memiliki rumah kemas terregistrasi.
Disamping itu, jumlah kebun buah yang terregistrasi baru berjumlah 30
kebun. Jumlah kebun yang terregistrasi ini harus ditingkatkan untuk bisa
menjadi pemasok untuk ekspor ke China.

8. Dalam rapat Tindak Lanjut Notification of Non Compliance (NNC)
Komoditas Salak, 09 Juli 2024 di Balai Uji Terap Karantina Pertanian.
Dalam rapat tersebut telah teridentifikasi hambatan yang dihadapi dalam
proses tindak lanjut Notification of Non Compliance (NNC) yang
dikeluarkan oleh China kepada Kelompok Tani Ngudi Luhur Magelang.
Permasalahan yang dihadapi adalah terkait lalat buah yang ditemukan
saat produk dilakukan pengecekan di negara tujuan. Dalam NNC yang
disampaikan, Cina tidak mentolerir terhadap keberadaan lalat buah dalam
produk yang akan dimasukkan seperti yang disampaikan pada artikel 7
paragraf 3 disebutkan bahwa: “Jika ditemukan Bactrocera Carambolae
atau papaya/bactrocera dorsalis barang akan dikirimkan kembali atau
dimusnahkan”. Permasalahan pada penanganan lalat buah adalah masih
minim fasilitas perlakuan karantina yang memenuhi persyaratan untuk
mengeliminasi lalat buah dan penanganan yang efektif adalah dengan
dilakukan Area-Wide Management (AWM) secara serentak dan berasama
antar kebun di satu daerah. BKHIT Jateng mengungkapkan bahwa
permasalahan NNC kemarin adalah produk yang dibawa dari BKHIT DIY
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yang transit menuju Jakarta dan Singapura sebelum sampai di China.
Setelah dilakukan pengecekan di lapang, memang ditemukan banyak
populasi lalat buah dan serangan yang dilakukan bahkan juga ada pada
salak dengan Tingkat kematangan di bawah 65%, sehingga ada saran
untuk beberapa kegiatan yang dapat menekan Tingkat pertumbuhan dan
penyebaran lalat buah yaitu dengan Teknik pembrongsongan buah
menggunakan kasa dan juga kegiatan sortasi pra-panen untuk melihat
potensi-potensi buah yang sudah terserang oleh lalat buah. Namun,
terdapat permasalahan dari pembrongsongan dimana untuk kasa penutup
belum ada spesifikasi dan juga harga yang tinggi untuk operasional petani
sehingga dirasa intervensi APBN dapat masuk untuk membantu.

Dalam Koordinasi Akses Pasar Durian Indonesia ke Republik Rakyat
Tiongkok (RRT), tanggal 1 Juli 2024, dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi, teridentifikasi bahwa Indonesia belum
dapat melakukan ekspor Durian ke RRT dikarenakan belum memiliki
protokol ekspor Durian dengan RRT. Di dalam protokol ekspor disebutkan
bahwa produk durian yang dapat diekspor adalah produk yang dapat
memenuhi standar keamanan pangan Tiongkok dan traceability nya
terjamin. Hal ini sesuai dengan article 4 (empat) dari draf protokol ekspor.
Indonesia harus mempersiapkan hal-hal untuk dapat memenuhi
persyaratan-persyaratan tersebut, termasuk prasyarat keamanan pangan
dan traceability, diperoleh melalui registrasi lahan usaha. Disamping itu,
jika dibandingkan dengan negara kompetitor lainnya, logistik Thailand
lebih mudah (dapat dilakukan pengiriman via darat ke RRT), sehingga
harga Durian Thailand lebih murah dibandingkan harga Durian Indonesia
jika akan dikirimkan ke RRT.

Proses dari suatu kesepakatan kerjasama perdagangan antara pelaku
usaha hortikultura dengan buyer hingga berhasilnya pengiriman ekspor
memerlukan waktu panjang, tidak saat itu juga langsung berhasil ekspor
namun merupakan target jangka panjang.

Perlu disadari bahwa dalam usaha peningkatan nilai ekspor hortikultura tidak
bisa dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura sendiri. Oleh karena itu,
berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam
mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2024
juga melibatkan berbagai instansi/stakeholder berwenang lainnya
diantaranya:
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Mengikuti rapat Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor
(Gratieks) Pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 melalui zoom meeting yang
diikuti oleh Deputi Bidang Pertanian Ketahanan Pangan dan Inovasi,
perwakilan Sekretaris Kabinet serta perwakilan Direktorat Jenderal
Hortikultura dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Rapat ini
bertujuan untuk: a) Mengetahui kebijakan eksisting (baik program maupun
dukungan anggaran di Kementerian Pertanian dalam upaya mendukung
Gratieks, khususnya pada sektor tanaman pangan dan hortikultura; b)
Menentukan komoditas unggulan dan potensial untuk peningkatan ekspor
di sektor tanaman pangan dan hortikultura (fokus pada komoditas prioritas
pada masing-masing sektor); dan ¢) Mengetahui progres, capaian, dan
hambatan ekspor komaoditas tanaman pangan dan hortikultura dari 2019-
2023 (terutama pada komoditas-komoditas unggulan ekspor), untuk
selanjutnya mengetahui rencana tindak lanjut program di tahun 2024 guna
mencapai target RKP 2024.

Mengikuti Rapat Persiapan Audiensi Akses Pasar Buah-buahan
Indonesia ke Taiwan di Aston Simatupang Hotel, Jakarta pada tanggal 23
Februari 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Badan Karantina, Biro
Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura,
Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura. Isu yang dibahas adalah negosiasi
manggis ke Taiwan macet atau tidak ada progress karena terdapat
perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Taiwan. Taiwan
meyakini buah manggis sebagai media pembawa lalat buah dan harus
menggunakan metode VHT dalam protokol ekspor, sedangkan Indonesia
tidak mengganggap manggis sebagai perantara atau inang dari lalat buah.
Pemerintah Indonesia sudah mengajukan seluruh dokumen teknis
tentang permohonan akses pasar ke Taiwan secara lengkap kepada
pemerintah Taiwan dan sudah pernah melakukan rapat zoom mengenai
proses persiapan penyiapan buah manggis ekspor dari hulu sampai hilir
namun pemerintah Taiwan masih menganggap manggis sebagai inang
lalat buah.

Terkait no. 2 diatas, dilanjutkan dengan mengikuti pertemuan audiensi
akses pasar buah-buahan Indoneisa ke Taiwan tanggal 27 Februari 2024
yang dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kerjasama, Kelompok Perencanaan,
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura serta dihadiri Ketua Kelompok
Pemasaran Hortikultura, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024



Hortikultura, Direktur Wild fruit Co. Ltd; Perwakilan Direktorat Manajemen
Risiko Karantina Tumbuhan; Direktorat Standar Karantina Tumbuhan,
Direktorat Tindakan Karantina Tumbuhan; Biro Perencanaan dan
Kerjasama, Badan Karantina Indonesia, Biro Kerjasama Luar Negeri,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian; Direktorat Buah dan
Florikultura; Direktorat Perlindungan Hortikultura. Pertemuan ini
merupakan tindak lanjut surat dari Kamar Dagang Indonesia tentang
Ekspor Manggis ke Taiwan yang terhenti sejak 2003 dengan isu utama
yaitu manggis dianggap sebagai inang lalat buah oleh Taiwan. Taiwan
mengacu pada EPPO yang menyatakan bahwa manggis merupakan
inang dari bactrocera dorsalis. Research pada jurnal di EPPO tersebut
dilakukan di Thailand sehingga akan dilakukan studi di Indonesia dengan
fokus utama yaitu manggis bukan inang lalat buah dan membutuhkan
waktu untuk publikasi jurnal tersebut. Diharapkan penyelesaian publikasi
yang dilakukan Direktorat Jenderal Hortikultura yang menyatakan
manggis bukan lalat buah direncanakan Mei 2024, serta permintaan Pest
Risk Analysis dari Taiwan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian
Perdagangan dan Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian.

Mengikuti Asia Fruit Logistica Business Meet-Up: Stasiun Jakarta pada
tanggal 27 Februari 2024 di Pullman Hotel Thamrin CBD dengan
beberapa narasumber seperti Ibu Margareta Astaman (CEO Java Fresh),
Bapak Amrit Lakhiani (CEO Beleaf farms), Marie Berkefeld (market
manager Asia, AFL), Fedie Mulia (Founder Halofresh), Hendry Sim (Vice
President Laris Manis Utama) dan Yuyuh Sukmana (Vanguard
International), yang selanjutnya Asia Fruit Logistica (AFL)
menyelenggarakan serangkaian pameran dagang Business Meet-Up
events di seluruh Asia menjelang pameran dagang Asia Fruit Logistica
pada tanggal 4-6 September 2024 di Hongkong.

Mengikuti Rapat Pembahasan Proposal Kementerian Pertanian,
Kehutanan dan Kelautan Jepang (MAFF) Tentang Akses Ekspor Mangga
dari Indonesia dan Permintaan impor Jeruk dari Jepang pada tanggal 29
Februari 2024, yang dipimpin oleh Direktur Standar Karantina, Badan
Karantina Indonesia dan dihadiri oleh Atani Jepang, Direktur Standar
Karantina secara online, perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal
Hortikultura, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Direktorat Buah dan
Florikultura dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
dan tim dari Badan Karantina Indonesia. Berdasarkan surat dari MAFF,
pihak Jepang tidak lagi mempersyaratkan buah mangga Gedong Gincu
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bebas dari hama lalat buah Bractocera oxypitalis, karena memang tidak
ditemukan di daerah sentra mangga khususnya di Jawa Barat. Namun
tetap mempersyaratkan perlakukan VHT. Dalam rangka mempersiapkan
mangga kualitas ekspor, Direktorat Buah dan Florikultura memfasilitasi
sarana produksi berupa pupuk makro dan mikro yang diperlukan untuk
proses pembuahan dan meningkatkan mutu buah di Kabupaten Cirebon,
Majalengka dan Indramayu yang merupakan Ilokasi penerapan
pengendalian lalat buah skala luas (AWM) yang didampingi oleh
Direktorat Perlindungan Hortikultura dan Australian Centre for
International Agricultural Research (ACIAR).

Kunjungan lapang ke KT. Langgeng Ari Guna (LAG), Tabanan-Bali yang
dilakukan dalam rangka persiapan untuk audit/field assessment manggis
Indonesia ke Australia yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 Februari
2024 dan 19-22 Maret 2024 untuk validasi dokumen Audit Kebun Manggis
di KT. LAG untuk memastikan bahwa proses audit telah dilakukan dengan
benar dan sesuai dengan standar yang berlaku, pengecekan kesiapan
kebun manggis meliputi kegiatan: sanitasi kebun, pruning, pemasangan
perangkap semut, aplikasi APH, aplikasi pestisida nabati (pesnab), dan
relokasi papan kebun registrasi, serta kesiapan Collecting House (CH),
dengan melibatkan Ditjen Hortikultura (Direktorat Buah dan Florikultura,
Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Hortikultura), Badan Karantina Indonesia, Bapanas,
Dinas Pertanian Provinsi Bali (Bidang Pengolahan dan Pascapanen
Hortikultura), UPTD BPTPH Provinsi Bali, OKKPD, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabanan, Kepala Desa
Mundeh Kangin, Petugas POPT, Koordinator Penyuluh, PMHP Provinsi
Bali, Kelompok Tani Langgeng Ari Guna (ketua, pengurus, dan anggota).

Mengikuti Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Ekspor
Buah Durian Segar Asal Indonesia ke Tiongkok dilaksanakan pada
tanggal 19 Februari 2024 di Aula Pogombo, Kantor Gubernur Provinsi
Sulawesi Tengah. Peserta FGD vyaitu Badan Karantina Indonesia;
Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian; Badan Pangan
Nasional; Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi; Pemerintah
Daerah Sulawesi Tengah; eksportir serta petani/kelompok tani buah
durian di Provinsi Sulawesi Tengah. FGD menghasilkan rumusan sebagai
berikut: a) Seluruh pihak sepakat untuk bekerjasama mendorong
keberhasilan pembukaan akses pasar buah durian segar dari Indonesia
ke Tiongkok; dan b) Seluruh pihak bersedia untuk terlibat aktif dalam
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melaksanakan perannya dalam mensukseskan pembukaan akses pasar
ekspor buah durian segar dari Indonesia ke Tiongkok, antara lain sebagai
berikut: (i) Kemenko Marves, memberikan dukungan dan fasilitasi dalam
pengembangan industrialisasi budidaya durian di Indonesia; (ii) Badan
Karantina Indonesia, melaksanakan optimalisasi pelayanan sertifikasi
fitosanitari untuk ekspor buah durian segar untuk menjamin buah durian
ekspor memenuhi persyaratan fitosanitari negara tujuan serta melakukan
diplomasi akses pasar durian tujuan Tiongkok; (iii) Badan Pangan
Nasional selaku Otoritas Keamanan Pangan Pusat bersama dengan
Otoritas Keamanan Pangan Daerah, melakukan registrasi rumah kemas
buah durian dan menjamin proses produksi di dalam rumah kemas
memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan; (iv) Direktorat
Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian, melakukan pembinaan dan
pendampingan terhadap petani/kelompok tani dalam implementasi GAP,
menyediakan daftar kebun dan yang diregistrasi, dan menyediakan data
hasil monitoring OPT di kebun buah durian; (v) Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan percepatan
registrasi kebun buah durian segar, menyediakan data daftar kebun buah
durian yang diregistrasi dan melakukan pembinaan terhadap petani atau
kelompok tani; (vi) Perguruan Tinggi dan Badan Standardisasi Instrumen
Pertanian, melakukan riset (genomic riset) untuk menghasilkan durian
bibit unggul dan standardisasi budidaya durian untuk menghasilkan durian
terukur secara kualitas dan kuantitas untuk masuk ke pasar Tiongkok; (vii)
Petani atau Kelompok Tani, menerapkan praktek budidaya yang baik
(Good Agricultural Practices, GAP) untuk buah durian dan melakukan
pencatatan dalam setiap kegiatan budidaya untuk keperluan penelusuran,
termasuk data hasil monitoring hama di kebun buah durian serta catatan
pengendalian hama; serta (viii) Eksportir, menerapkan Good Handling
Practices (GHP) dalam proses produksi buah durian, menciptakan
kerjasama yang baik dengan petani durian, melakukan pencatatan dari
tahapan kegiatan yang dilakukan di rumah kemas untuk keperluan
penelusuran serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam protokol
ekspor buah durian segar Indonesia tujuan Tiongkok; (ix) Seluruh pihak
mengkomunikasikan informasi terkini mengenai perkembangan upaya
pembukaan akses pasar buah durian segar kepada Badan Karantina
Indonesia sebagai focal point.

Mengikuti Online Training Maximum Residue Limits (MRLSs), pada tanggal
06 Maret 2024 melalui zoom meeting, yang melibatkan Singapore Food
Agency, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Direktorat
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Jenderal Hortikultura dan beberapa pelaku usaha. Pelatihan ini bertujuan
untuk memberikan informasi terkait sistem kontrol sayuran segar impor
Singapura kepada petugas dan pelaku usaha produk pertanian serta
mempelajari cara menghindari masalah ketidaksesuaian Maximum
Residue Limit (MRL) pestisida saat mengekspor sayuran segar ke
Singapura. Melalui pengembangan dan penerapan strategi aplikasi
pestisida yang baik di seluruh proses budidaya sayuran, khususnya dalam
pemahaman dan pelaksanaan pola penggunaan pestisida resmi (Label
GAP).

Berpartisipasi dalam Launching ekspor manggis ke China dan Hongkong
dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024 di Kebon Ambu, Desa Parakan
Garokgek, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
sebanyak 615 ton (550 ton ke China dan 65 ton ke Hongkong) dengan
eksportir CV. Rizki Sumber Buah, dihadiri oleh Pj Bupati Purwakarta;
Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, perwakilan
dari Direktorat Buah dan Florikultura, Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Jawa Barat, DKPP Provinsi Jawa Barat, OPD dan
Camat di Kabupaten Purwakarta, Kepala Desa di Kecamatan Kiarapedes,
PT Ewindo, BJB Cabang Purwakarta, PT. Niwatori, PT. Maxxi Tani
Teknologi, PT. Pupuk Indonesia; CV. Rizki Sumber Buah, KTNA
Kabupaten Purwakarta, HKTI Kabupaten Purwakarta, serta penyuluh dan
Kelompok Tani di Kabupaten Purwakarta. Dengan peluncuran ekspor
manggis ini diharapkan dapat membuka pintu peluang baru secara luas
untuk para petani lokal sehingga buah manggis khas purwakarta bisa
mendunia. Launching ini juga diharapkan dapat menjadi langkah awal
untuk memperluas pasar ekspor manggis dan meningkatkan
kesejahteraan para petani di Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka kegiatan perluasan akses pasar komoditas nanas dan
manggis ke Australia, Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian
Pertanian melakukan surveilance terhadap kebun nanas dan manggis
yang telah diregistrasi untuk memastian konsistensi penerapan praktik
hortikultura yang baik oleh operator/petani. Kegiatan sureilance ini
dilakukan secara sinergi dan paralel dengan kunjungan perwakilan dari
pemerintah Australia melalui Department of Agriculture, Fisheries, and
Forestry (DAFF) yang melakukan kunjungan ke kebun dan rumah kemas
nanas dan manggis sebagai langkah awal penjajagan kerjasama ekspor-
impor roduk hortikultura Indonesia-Australia. Lokasi surveilance yang
dipilih untuk komoditas nanas adalah kebun nanas PT. Great Giant
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Pineapple (PT GGP) Provinsi Lampung. Untuk kunjungan surveilance
dilaksanakan tanggal 18-19 Maret 2024.

Direktorat Jenderal Hortikultura mensosialisasikan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) No. 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis Barang
Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil
Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia kepada pelaku usaha
hortikultura dan eksportir hortikultura pada tanggal 19 Maret 2024 melalui
zoom meeting. Hal ini dilakukan guna menampung tanggapan, masukan
dan saran dari pelaku usaha dari produk hukum yang telah dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan dan terutama menjaring aspirasi dari pelaku
usaha dan eksportir hortikultura mengingat dalam KMK yang baru ini
terdapat ketetapan bahwa ekspor produk hortikultura dengan nilai di atas
USD 250.000 (Dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) atau
ekuivalennya dalam satu kali transaksi harus menempatkan Devisa Hasil
Ekspor (DHE) sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama
jangka waktu tertentu (paling singkat 3 bulan). Direktorat Jenderal
Hortikultura akan mencoba memfasilitasi jika memang terdapat masukan
maupun keberatan dari pelaku usaha dari diberlakukannya KMK ini dan
akan meminta pengecualian pada beberapa produk yang dianggap
memang memberatkan pelaku usaha yang dikhawatirkan akan
menurunkan volume ekspor produk hortikultura.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan The Specific Mission of
Horticulture to Taiwan pada tanggal 13-17 Desember 2023, Direktorat
Jenderal Hortikultura bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Balai Besar
Peramalan OPT (BBPOPT) melaksanakan kajian non-host status lalat
buah pada manggis. Pada tanggal 26 Maret 2024, dilakukan kunjungan
Laboratorium Hama UGM, DI Yogyakarta untuk memonitor
perkembangan penelitian terhadap sampel manggis dengan tingkat tiga
kematangan berbeda: mentah, masak, matang yang bertujuan untuk
membuktikan bahwa manggis bukan inang lalat buah.

Mengikuti Diskusi Potensi Kolaborasi Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) Bersama Kementerian Pertanian di Kantor LPEI,
Prosperity Tower Jakarta, 22 April 2024. LPEI merupakan Lembaga
Pembiayaan khusus yang didirikan oleh Pemerintah Rl berdasarkan UU
No. 2 Tahun 2009 yang menyelenggarakan pembiayaan, penjaminan dan
atau asuransi, jasa konsultasi dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan
ekspor Indonesia, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah,
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beroperasi secara independen, lex specialist (UU tersendiri). Diharapkan
LPEI akan melakukan audiensi dengan Ditjen Hortikultura untuk menggali
lebih jauh tetang potensi Kelompok Tani/Koperasi/Korporasi/lUMKM yang
memiliki potensi ekspor untuk mendaptkan program Desa Devisa.

Mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Florikultura yang
dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Sekretariat Kelompok Tani
Alamanda Sukabumi. Acara dipimpin oleh Asisten Deputi Pengembangan
Agribisnis Hortikultura Kemenko Bidang Perekonomian Rl dan dihadiri
oleh Tim Teknis Florikultura, Direktorat Buah dan Florikultura, KADIN
Indonesia, Asosiasi Bunga Indonesia, Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati Nabati, Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, dan
Pelaku Usaha Hortikultura lingkup Kab. Sukabumi (PT. Poktan Alamanda
Sejahtera, PT. Ravindo Sukses Mulia, PT. Saesha Global Trading, PT.
Twenty-One Plant, PT. Mulia Segijobi, CV. Bahardhieka, CV. Rajawali,
CV. Sandef). Rakor Pengembangan Florikultura di Kabupaten Sukabumi
membahas tentang evaluasi perkembangan ekspor komoditi florikultura
dan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ekspor.

Mengikuti rapat koordinasi serta pemantauan Bersama dalam rangka
Evaluasi Program Gerakan Tiga Kali Ekspor Pertanian (GRATIEK) di
lokasi pengembangan nenas di Kab. Kediri tanggal 29 Mei 2024 yang
melibatkan tim Sekretariat Kabinet Rl, Pemda Kab. Kediri, Bappeda Kab.
Kediri, Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan - Kementerian
Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, lembaga
keuangan/perbankan serta pelaku usaha setempat. Dalam kegiatan
tersebut, diharapkan bisa dilakukan perumusan rekomendasi dan upaya
debottlenecking atas permasalahan yang terjadi di lapangan.

Melakukan monitoring ke lokasi Fasilitas Vapor Heat Treatment (VHT)
milik PT. Buah Angkasa berlokasi di Jl. Bunderan Kamal Komplek
Pergudangan KBC (Kamal Business Centre) Blok F No. 9 Jakarta Utara,
tanggal 05 Juni 2024. VHT merupakan salah satu perlakuan karantina
yang saat ini mulai dipersyaratkan dan dikembangkan oleh beberapa
negara sebagai mitigasi risiko OPT yang mungkin terbawa pada
komoditas. Keberadaan fasilitas VHT skala komersial, seperti yang dimiliki
PT. Buah Angkasa, diperlukan untuk fasilitasi akses pasar buah tropis
Indonesia ke beberapa negara tujuan, seperti Taiwan, Jepang, dan
beberapa negara lainnya. Saat ini, fasilitas VHT milik PT. Buah Angkasa
akan digunakan untuk memenuhi persyaratan fitosanitari buah manggis
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ekspor ke Taiwan dengan schedule treatment pada suhu inti buah 46°C
selama 58 menit.

Mengikuti Sosialisasi Indonesia Single Risk Management (ISRM) pada
Kamis, 6 Juni 2024 di Jakarta, dipimpin oleh Pimpinan Komisi KPK (PK
KPK) dan dihadiri Tim Lembaga National Single Window (LNSW)
Kementerian Keuangan, Ketua Kelompok Hukum, Layanan Perizinan dan
Hubungan Masyarakat, Ketua Tim Kerja Layanan Perizinan, Direktorat
STO, Kemenko Perekonomian, dan Tim Stranas PK KPK. ISRM adalah
sistem terintegrasi secara nasional yang melakukan pengelolaan risiko
dari semua K/L yang terkait yang akan digunakan sebagai dasar dalam
pengambilan keputusan dan perlakuan terhadap pelayanan dan
pengawasan para pelaku usaha yang terkait ekspor impor. Informasi
stakeholder dan database profil menjadi bagian dari Sistem Indonesia
Single Window (SINSW) yang dikelola oleh LNSW. ISRM masuk dalam
Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015. Tujuan dan manfaat ISRM: a)
Mempercepat pelayanan kegiatan ekspor/impor sekaligus menekan
dwelling time di pelabuhan dan memberikan kepastian waktu serta
efisiensi biaya bagi pengusaha dalam mengurus perizinan dan pelayanan
ekspor/impor; b) Meningkatkan efektivitas pengawasan melalui integrasi
pengelolaan risiko sehingga kelemahan dan kekurangan informasi pada
salah satu K/L dapat ditutupi oleh informasi risiko dari K/L lainnya; c)
Mendorong pelaku usaha menjadi high compliance karena adanya
perlakuan pelayanan yang menjamin adanya kepastian waktu
penyelesaian kewajiban kepabeanan dan perizinan dalam rangka
ekspor/impor; d) Adanya perlakuan yang sama (equal treatment) dari
semua K/L terhadap setiap pelaku usaha sehingga menciptakan
kepastian proses layanan ekspor/impor.

Melaksanakan acara A Day of Indonesia’s Hortus Colere, Indonesian
Horticulture Go Global, telah digelar pada tanggal 14 Juni 2024 di
Manhattan Hotel Jakarta dalam rangka mempromosikan produk
hortikultura Indonesia ke pasar internasional untuk mengangkat
perekonomian petani hortikultura Indonesia, yang melibatkan 3 Duta
Besar dari negara Filipina, Pakistan, dan Kamboja, dan 21 perwakilan
Kedutaan Besar Negara Mitra yaitu dari negara Korea Selatan, Rusia,
Denmark, Finlandia, China, Singapura, Timor Leste, Oman, Bangladesh,
Taiwan, Malaysia, India, Papua Nugini, Zimbabwe, Belanda, Jepang,
Australia, New Zealand, Italia, United Kingdom dan Qatar serta pelaku
usaha buah dan florikultura.
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Business Matching Eksportir Hortikultura dilaksanakan di Manhattan
Hotel, Jakarta pada hari Jumat, 14 Juni 2024 dengan tema “A Day of
Indonesia’s Hortus Colere” yang bertajuk Indonesian Horticulture Go
Global”. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat lingkup Ditjen Hortikultura
bekerja sama dengan 40 Kedutaan Besar Negara Tujuan Ekspor
Hortikultura. Business matching ini bertujuan untuk mempertemukan
antara pelaku bisnis hortikultura indonesia dengan calon buyer dari
negara mitra. Business matching ini juga memberikan kesempatan bagi
para pelaku usaha hortikultura, untuk bertatap muka dan mendiskusikan
bisnis secara langsung sehingga tercipta koneksi dan peluang bisnis yang
menguntungkan kedua belah pihak.

Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Protokol Ekspor Durian Ke
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Kementerian Koordinator Kemaritiman
dan Investasi, 24 Juni 2024, yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri
Koordintor Bidang Kemaritiman dan Investasi Bidang Ekonomi dan
Investasi; dan Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau, perwakilan
dari Ditjen Hortikultura (Direktorat Buah dan Florikultura; dan Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura), Kepala Pusat
Standarisasi Instrumen Hortikultura, Badan Karantina Indonesia, Kepala
Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten Il Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti koordinasi yang
telah dilakukan sejak tahun 2022 untuk membuka akses pasar durian
Indonesia ke RRT. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Rl ke RRT
bahwa durian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dipasarkan ke
RRT. RRT melakukan importasi durian senilai 6-8 Milyar dolar dalam
setahun. Sayangnya Indonesia, dengan potensi durian terbesar, belum
dapat memanfaatkan pasar yang besar di RRT. Salah satu penyebab dari
kendala dia atas adalah karena belum adanya Protokol Ekspor durian
Indonesia ke RRT.

Mengikuti Koordinasi Akses Pasar Durian Indonesia ke Tiongkok, tanggal
1 Juli 2024, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, serta dihadiri oleh Asosiasi Durian, Deputi Kemenkomarves.
Asisten Deputi Kemenkomarves, Staf Khusus Kemenkomarves, Kepala
Badan Karantina Indonesia, Deputi Badan Pangan Nasional, Plt Direktur
Jenderal Hortikultura yang mewakili Kementerian Pertanian, Direktur
Buah dan Florikultura, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Hortikultura, serta para pejabat/petugas/staf yang mendampingi. Dalam
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koordinasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi meminta adanya kegiatan percepatan registrasi lahan usaha,
menjadi 1000 ha sampai dengan akhir Juli 2024, meminta adanya
pembentukan Task Force yang beranggotakan Lintas Kementerian. Task
Force diharapkan dapat memutuskan hal-hal terkait produksi, panen
lokasi sentra produksi, jalur logistik, distribusi dan transportasi, serta
mengharapkan Kementerian Pertanian dapat menyusun kajian tentang
Durian.

Kunjungan lapang dalam rangka mendukung Percepatan Pemenuhan

Protokol Ekspor Durian Indonesia ke Tiongkok dilaksanakan pada tanggal

8-10 Juli 2024 di Kab. Parigi Moutong bersama tim Kemenkomarvest (Staf

Khusus Bidang Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau), Badan Karantina

Indonesia (Direktur Standarisasi Karantina Tumbuhan), Badan Pangan

Nasional (Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Pangan

dan Mutu Pangan), Kementerian Pertanian (Ditjen Hortikultura yang

diwakili oleh Direktorat PPHH dan Direktorat Buah dan Florikultura),

Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sulawesi Tengah, PT. Pelindo serta

Asosiasi Durian Indonesia. Kunjungan lapangan dilaksanakan di:

a. Kebun Durian baik yang sudah teregistrasi maupun yang belum, untuk
melihat kondisi kebun, memperkirakan panen, dan wawancara
dengan petani apakah ada pencatatan dalam melakukan budidaya
durian.

b. Packing House (PH) di Parigi Moutong 4 PH dan Palu 6 PH untuk
melihat fasilitas yang tersedia di PH, Standard Operational Procedure
SOP penanganan durian yang dilakukan, serta mengidentifikasi
pasokan durian berasal dari kebun mana saja.

c. Kunjungan ke Pelabuhan Peti kemas di Pantoloan Palu, untuk
menjajaki kemungkinan pengiriman durian secara langsung (direct
export) dari pelabuhan tersebut ke RRT.

Rapat Koordinasi Percepatan Pemenuhan Protokol Ekspor Durian
Indonesia ke Tiongkok, 8 Oktober di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi
Tengah, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
Stafsus Bidang Ekonomi Hijau dan Lingkungan Hijau Kemenkomarves,
Kepala Dinas TPH Provinsi Sulteng, Direktur Standarisasi Karantina
Tumbuhan-Barantin, Direktur Pengawasan Keamanan Pangan dan
Standar Mutu Pangan-Bapanas OKKPD, Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, dan perwakilan dari Ditjen
Hortikultura. Rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan rencana ekspor
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durian ke RRT secara langsung (direct export Indonesia-RRT) pada bulan
Oktober 2024, yang akan difokuskan dari Provinsi Sulawesi Tengah.

Rapat Tindak Lanjut Notification of Non Compliance (NNC) Komoditas
Salak, 09 Juli 2024 di Balai Uji Terap Karantina Pertanian. Dalam rapat
tersebut, difokuskan untuk membahas terkait hambatan yang dihadapi
dalam proses tindak lanjut Notification of Non Compliance (NNC) yang
dikeluarkan oleh China kepada Kelompok Tani Ngudi Luhur Magelang.
Permasalahan yang dihadapi adalah terkait lalat buah yang ditemukan
saat produk dilakukan pengecekan di negara tujuan. Dalam NNC yang
disampaikan, China tidak mentolerir terhadap keberadaan lalat buah
dalam produk yang akan dimasukkan seperti yang disampaikan pada
artikel 7 paragraf 3 disebutkan bahwa: “Jika ditemukan Bactrocera
Carambolae atau papaya/bactrocera dorsalis barang akan dikirimkan
Kembali atau dimusnahkan”. Direktorat Jenderal Hortikultura
berkomitmen penuh untuk mendukung pemulihan kegiatan ekspor dari
poktan ngudi luhur dengan dukungan dari Direktorat Buah dan Florikultura
berupa Bimtek SOP Salak yang diadakan pada minggu kedua Juli.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura juga telah turun
dengan menambah beberapa kebun yang diregistrasi dan melaksanakan
SL GAP pada awal bulan Juli 2024, serta sudah terdapat fasilitasi dari Dit.
Perlindungan berupa pemasangan Methyl eugenol, gentong parasitoid,
serta umpan protein seluas 25 Ha untuk poktan Ngudi Luhur dalam
kesuksesan pelaksanaan Area Wide Management (AWM).

Kajian Non Host Status Lalat Buah pada Manggis di Poktan Mandiri 1ll, 3
Juli 2024, di Sukabumi, Jawa Barat, yang bertujuan mendukung Ekspor
Manggis Ke Jepang. Manggis merupakan salah satu buah potensi ekspor
yang masih belum bisa diekspor ke Jepang, karena diduga menjadi inang
host Lalat Buah. Beberapa kajian menunjukkan bahwa manggis bukan
merupakan Host Lalat Buah. Selain itu, langkah-langkah pendukung
lainnya adalah sebagai berikut:
a. Untuk mendukung ekspor manggis perlu dilakukan penerapan GAP
yaitu perencanaan dan pencatatan
» Dilakukan dengan perencanaan, pencatatan, dan dokumentasi
kegiatan.
= Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi tahapan kritis
selama proses budidaya dan pascapanen.
» Pencatatan dilakukan dalam setiap tahapan proses budidaya,
panen, dan pascapanen.
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= Catatan didokumentasikan, disimpan di tempat yang aman dan
rapi minimal 2 (dua) tahun terakhir.

b. Pengendalian OPT

= Melakukan pengamatan OPT secara berkala.

= Melakukan tindakan pengendalian secara fisik dan mekanik.

= Pengendalian secara kimia (penyemprotan pestisida) merupakan
pilihan terakhir.

= Melakukan sanitasi kebun.

= Melakukan pencatatan blok lokasi kebun dan tindakan
pengendalian yang dilakukan.

= Melakukan pencatatan jenis, cara, dan dosis pestisidan yang
digunakan.

c. Persyaratan Protokol Ekspor

= Memenuhi regulasi karantina tumbuhan indonesia dan China
fasilitas rumah kemas teregistrasi dan menerapkan GAP
menerapkan IPM (integrated pest management).

= Memenuhi persyaratan keamanan pangan (residu pestisida dan
kontaminan).

= Telah melalui sortasi dan perlakuan (fumigasi) kemasan dan label
sesuai.

d. Daftar Quarantine Pest: Bactrocera Carambolae, Bactrocera Papaya,
Bactrocera Dorsalis, Bactrocera Zonata, Planocoocus Lilacinus,
Planococcus Minor, Dysmicoccus Neobrevipes, Dysmicoccus
Lepelleyii, Aspidiotus Rigidus, Paraputo Odontomochi, Exallomochlus
Hispidus, Pseudococcus Baliteus, Paracoccus Interceptus,
Hordeolicoccus Heterotrichus, Pseudococcus Aurantiacus,
Rastrococcus Spinosus, Ceraplastes Stellifer.

26. Melaksanakan Sekolah Lapang (SL) GAP dan GHP, diantaranya Sekolah
Lapang (SL) GAP Buah Salak di Kab. Magelang selama 9-13 Juli 2024.
SL GAP ini dilaksanakan di 4 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Marsudi
Utomo, Sido Rahayu, Sumber Makmur, Marsudi Makmur, dengan jumlah
peserta sebanyak 15 petani dari masing-masing kelompok. Latar
belakang pelaksanaan SL GAP Buah Salak di Kabupaten Magelang salah
satunya adalah karena adanya NNC Salak yang diekspor ke China,
dimana terindikasi terdapat lalat buah. Direktorat PPHH melaksanakan SL
GAP Buah Salak sebagai salah satu tindakan perbaikan, dengan
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dilaksanakannya SL GAP ini diharapkan mutu produk salak semakin
meningkat.

Koordinasi dan kunjungan monitoring rumah kemas durian di PT Zarafa
Ridho Lestari, Bogor, pada tanggal 13 Agustus 2024 untuk memastikan
pemenuhan standar keamanan dan mutu pangan rumah kemas durian
terhadap persyaratan ekspor Tiongkok.

Penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) Salak di Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah pada tanggal 4 September 2024. Kegiatan
penyusunan SOP ini dilaksanakan di Kecamatan Madukara yang
merupakan penghasil salak nomor dua dari total kecamatan sentra salak
di Kabupaten Banjarnegara setelah Kecamatan Karangkobar. Produksi
salak di Kecamatan Madukara pada tahun 2023 mencapai 10.751 ton
dengan share 10,57 %. Kecamatan Madukara memiliki potensi ekspor
salak keluar negeri yaitu negara Republik Rakyat Tiongkok (China) yang
tinggi permintaan pasar terhadap buah salak. Dalam penyusunan SOP
salak di Kabupaten Banjarnegara dihadiri oleh petani dari Kecamatan
Madukara maka SOP salak yang disusun merupakan spesifik di
Kecamatan Madukara. Selain SOP budidaya salak sebagai salah satu
syarat untuk ekspor, petani juga harus memiliki dokumen pencatatan
budidaya selama 2 tahun terakhir sebagai bukti kesesuaian dan
ketertelusuran sumber buah dari kebun yang telah teregistrasi.

Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura pada tanggal 28
Oktober 2024, di Ruang Rapat Direktorat PPHH. Latar belakang
dilakukannya Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura yakni:

a. Akses Pasar Hortikultura, di mana pengembangan akses pasar
hortikultura memegang peranan penting dalam memperkuat ekonomi
pertanian sehingga memerlukan strategi yang komprehensif dan
terarah.

b. Traceability, diperlukan sistem untuk menjawab lack of information
hulu — hilir (petani — eksportir).

c. Teknologi dan Informasi, diperlukan pemanfaatan teknologi dan
informasi untuk membangun sistem pasatr.

Data yang diperlukan dalam tahap awal Pemetaan Potensi Ekspor
Komoditas Hortikultura yakni Perusahaan (eksportir), komoditas, negara
tujuan, contact person, dan lokasi sentra pemasok hingga titik kecamatan
dan kelompok tani untuk nantinya akan dijadikan lokasi binaan komoditas
ekspor. Komoditas ekspor yang akan dibentuk pemetaannya adalah
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komoditas Buah dan Florikultura adalah manggis, durian, mangga,
dracaena, pisang, dan nanas, sedangkan untuk komoditas Sayuran dan
Tanaman obat adalah jahe dan kapulaga.

Focus Group Discussion (FGD) Ekspor Tumbuhan dan Produk Tumbuhan
pada hari Jumat, 1 November 2024 di Hotel Avenzel Bekasi, dihadiri oleh
perwakilan dari Kementerian Pertanian (Ditien Hortikultura, Tanaman
Pangan, Perkebunan, dan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian),
Kementerian Perdagangan (Ditien Perdagangan Luar Negeri,
Pengembangan Ekspor Nasional), Badan Pangan Nasional, dan
Perguruan Tinggi (IPB, UGM, Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, dan
Pusat Inovasi Agroteknologi UGM). FGD ini bertujuan untuk merumuskan
upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor komoditas tumbuhan dan
produk tumbuhan Indonesia serta meningkatkan keberterimaan produk
ekspor di negara tujuan.

Monitoring Kawasan Manggis mendukung ekspor di Desa Luyubakti,
Desa Cimanggu, Desa Puspajaya, Desa Pusparahayu dan Desa
Puspahiang Kecamatan Puspahiang, Kab. Tasikmalaya selama 5-8
November 2024 sebagai salah satu sentra manggis di Kabupaten
Tasikmalaya yang memasok Kebutuhan manggis untuk tujuan ekspor ke
China, Timur Tengah dan Eropa.

Forum Komunikasi Bisnis Produk Hortikultura dalam Rangka Business
Matching Indonesia-Singapore Agribusiness Working Group, 26
November 2024 yang melibatkan Singapore Food Agency, dan para
pelaku usaha terdiri dari Poktan Mekar Jaya, PT. Agritama, PT Indo Prima
Alam Makmur, Lapak Buah, Jamu Dapur Niswah, CV Kreasi Sejahtera
Abadi, CV. Yakin Sukses Sejahtera, Muda Kopi Indonesia, Yunyi Tofu,
Ladang Lima, PT. Sultan Aren Indonesia dan Buyer Singapura (Sheng
Siong Supermarket, NTUC FairPrice, dan FreshDirect PIt. Ltd).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan di masa depan diantaranya:

1.

Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam peningkatan ekspor
produk hortikultura seperti perlu dibentuk Satgas Ekspor dengan Barantin
sebagai komite pengarah, yang terdiri dari satgas ekspor hewan,
tumbuhan, dan ikan. Satgas ekspor tumbuhan terdiri dari koordinator
bidang penyusunan protokol ekspor, penyiapan dan pengembangan
produk ekspor, informasi pasar dan pengembangan ekspor dan riset dan
teknologi. Koordinator penyiapan dan pengembangan produk ekspor
terdiri dari kelompok pangan, hortikultura, dan perkebunan.
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Penguatan negoisasi diplomasi dan perdagangan dengan negara mitra.

Pada pertemuan selanjutnya perlu mengundang para eskportir, institusi
dan stakeholder terkait lainnya untuk membahas kendala ekspor.

Melanjutkan Pemetaan Potensi Ekspor Komoditas Hortikultura

Perlu dilakukan pembinaan intensif untuk bisa memenuhi standar ekspor
permintaan buyer luar negeri

Senantiasa melaksanakan bimbingan/pelatihan teknis baik dari sisi
budidaya mendukung ekspor (penerapan GAP dan SOP), pengairan,
pascapanen, pengendalian OPT, hingga kelembagaan pemasaran
terhadap petani disertai pendampingan/pembinaan.

Senantiasa memfasilitasi registrasi kebun/lahan, sertifikasi yang

memudahkan petani dalam memasok produk hortikultura yang memenuhi
persyaratan untuk ekspor.

Program pengembangan kampung hortikultura terpadu hulu hilir skala
komersial.

Gambar 80. Rapat Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor
(Gratieks) Pertanian sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura, 20 Februari 2024

GROWING DEMAND IN INDONES 2
FRESH PRODUCE INDUS TS
[ Ioo

Gambar 81. Asia Fruit Logistica Business Meet-Up: Stasiun Jakarta pada
tanggal 27 Februari 2024
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Gambar 82. Kunjungan lapang ke KT. Langgeng Ari Guna (LAG), Tabanan-
Bali, yang dilakukan dalam rangka persiapan untuk audit/ field assessment
manggis Indonesia ke Australia, 19-21 Februari 2024

J
Kabupaten Sukabomi, Kabupaten Sul

Rakor Evaluasi Peckembangan EXs.

Gambar 84. Rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan FIonkuItura yang
dilaksanakan tanggal 17 Mei 2024 di Sekretariat Kelompok Tani Alamanda
Sukabumi — Jawa Barat.
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Gambar 85. Pelaksanakan acara A Day of Indonesia’s Hoﬁ‘us Colere,
Indonesian Horticulture Go Global, 14 Juni 2024 di Manhattan Hotel Jakarta.

Gambar 86. FGD Ekspor Tumbuhan dan Produk, 1 November 2024 di Hotel
Avenzel Bekasi.

A.1.6. Sasaran Program 6 (SP06) Terwujudnya Birokrasi Kementerian
Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase
Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.

Sampai dengan tahun 2023, indikator kinerja “Nilai PMPRB Direktorat
Jenderal Hortikultura” masih digunakan untuk mendukung Sasaran Strategis
“Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima” dengan mengacu PermenPAN RB Nomor
25 Tahun 2020. Pada perkembangannya peraturan tersebut diubah dengan
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PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Berbeda
dengan PermenPAN RB Nomor 25 Tahun 2020, PermenPAN RB Nomor 3
Tahun 2023 menitikberatkan pada capaian RB yang terbagi atas Aspek
General dan Aspek Tematik. Nilai RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu
mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang
mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat
(making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile
bureaucracy). Sehubungan dengan hal tersebut mulai tahun 2024, telah
dilakukan perubahan indikator yang mendukung Sasaran Strategis
“Terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima” menjadi “Persentase Capaian
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Hortikultura” pada
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Hortikultura tahun 2024
Tahap awal pada bulan Februari 2024 hingga PK tahun 2024 revisi terakhir
pada bulan Desember 2024. Namun demikian, perubahan mekanisme
evaluasi Reformasi Birokrasi ini, tidak diikuti dengan perubahan indikator
kinerja sasaran kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) baik
Kementerian Pertanian maupun Direktorat Jenderal Hortikultura 2020-2024,
perubahan indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut baru dilakukan di
Perjanjian Kinerja (PK) saja.

Persentase Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (RB) yang menjadi
tanggungjawab Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan gambaran
proses maupun hasil atas upaya pelaksanaan rencana aksi RB yang
dilakukan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hortikultura
sesuai kerangka Reformasi Birokrasi Nasional. Persentase capaian
pelaksanaan RB dilakukan dengan cara mempresentasikan tata kelola
pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan
pembaharuan  serta  perubahan  mendasar terhadap  sistem
penyelenggaraan pemerintahan. Hasil yang diharapkan dari reformasi
birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel,
sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta
bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana
tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program reformasi birokrasi.

Mengambil Nilai RB berdasarkan LKE yang merupakan lampiran dari
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi
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Reformasi Birokrasi Tahun 2023 sesuai dengan tanggung jawab lingkup
Sekretariat Jenderal, kemudian dihitung dengan formula:

(total nilai per indikator yang diampu)

100
(nilai maksimal capaian RB yang diampu) x persen

Dengan mengacu Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian
No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 hal Panduan dalam
Penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) Unit Kerja Lingkup Kementerian
Pertanian Pertanian Tahun 2024, maka perhitungan/pengambilan nilai
komponen-komponen indikator/parameter yang diampu Kementerian
Pertanian dalam mendukung indikator Persentase Capaian Nilai Reformasi
Birokrasi (CNRB) menggunakan:

1. Nilai capaian indikator-indikator komponen tahun 2024 yang telah dirilis
oleh Evaluator Meso (merupakan kementerian/lembaga yang bertugas
melakukan evaluasi kebijakan), yang menilai komponen RB level
Kementerian Pertanian atau Evaluator internal yang menilai RB level unit
kerja.

2. Jika nilai indikator komponen tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
poin 1 belum dirilis oleh Evaluator Meso maupun Evaluator Internal,
dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2023.

3. Jika nilai capaian indikator komponen tahun 2024 sebagaimana
dimaksud dalam poin 1 untuk level unit kerja tidak dihitung akibat
perubahan regulasi dan/atau tidak terdapat nilai tahun sebelumnya,
dapat menggunakan nilai capaian indikator komponen tahun 2024 level
Kementerian yang dirilis oleh Evaluator Meso.

Khusus untuk Direktorat Jenderal Hortikultura, penentuan komponen
indikator beserta perhitungan CNRB dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18.  Komponen Indikator dan Capaian Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (CNRB) Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024
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Bobot
No Unit kerja/ Range - Capaian %
’ Indikator Nilai | Realisasi Nilai (kolom 4/ilai | CNRB
Bobot maksimal
kolom 3) *
kolom 5
1 2 3 4 5 6 7
RB Aspek General
Tingkat Maturitas
1 SPIP 1-5 3,444 4 2,76
2 Nilai SAKIP 0-100 85,72 4 3,43
Indikator Kinerja
3 Pelaksanaan 0-100 92,40 2 1,85
Anggaran
4 Capaian IKU 0-100 99,28 7 5,96
Tindak Lanjut
5 Rekomendasi 0-100 92,82 4 3,71
6 Indeks BerAkhlak 0-100 68,8 4 2,75
7 | SurveiPenilaian |5 100 | 641 10 6,41
Integritas
RB Aspek Tematik
8 Realisasi Investasi 2 15
Pengendalian
9 Inflasi N/A
Ditjen Hortikultura 37 28,36 76,66%

Dari Tabel 18 tersebut, Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (CNRB)
Direktorat Jenderal Hortikultura TA 2024 adalah 76,66%, yang mencapai
102,09% (kategori Sangat Berhasil) dari target Perjanjian Kinerja (PK)
sebesar 75,09%. Keberhasilan pencapaian ini berkat upaya keras Direktorat
Jenderal Hortikultura dalam melakukan berbagai sosialisasi terkait
komponen paramater/indikator pendukung Nilai Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi disertai aturan perundangan terkait kepada seluruh pegawai serta
koordinasi secara aktif dengan instansi yang berwenang dalam penyusunan
dan pengumpulan dokumen-dokumen/eviden, serta menindaklanjuti
masukan/rekomendasinya dalam mendukung peningkatan CNRB.

Pada aspek RB General, beberapa komponen indikator penyumbang
Capaian Nilai Reformasi Birokrasi (CNRB) saling terkait antara lain Tingkat
Maturitas SPIP, Nilai SAKIP. Secara umum perkembangan nilainya
mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat pada Gambar 87 dan Gambar
88. Sedangkan pada aspek tematik Direktorat Jenderal Hortikultura
dibebankan target kinerja pada tema Realisasi Investasi dan tema
Pengendalian Inflasi.
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1

2021 2022 2023 2024

I Target 3,00 3,00 3,00 3,00

m Realisasi 3,72 3,80 3,96 3,44
@ Capaian Realisasi (%) 124,00 126,70 132,00 114,67

Gambar 87. Perkembangan Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura

Nilai Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Hortikultura dari tahun 2021
sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan, sedangkan di
tahun 2024 mengalami penurunan point sebesar 0,52. Hal ini disebabkan
ada penurunan nilai yang sangat berarti di komponen Pencapaian Tujuan
SPIP, yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
Tahun 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga berakibat
pada penurunan nilai pada salah satu komponen maturitas SPIP yang
akhirnya juga mengakibatkan Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal
Hortikultura menjadi turun. Untuk rincian Laporan Nilai Tingkat Maturitas
SPIP dapat dilihat pada Lampiran 15.

85,72

83,58

2021 2022 2023

Gambar 88. Perkembangan Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura Tahun 2021-2023
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Pada komponen nilai SAKIP, perkembangan nilai SAKIP Direktorat Jenderal
Hortikultura dari tahun 2021 (yang dinilai tahun 2022) sampai dengan tahun
2023 (yang dinilai tahun 2024) selalu mengalami peningkatan secara terus
menerus selama 3 (tiga) tahun dengan predikat A intepretasi Memuaskan,
secara rinci dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Rincian Pemenuhan Komponen Nilai SAKIP Ditjen Hortikultura
Tahun 2021-2023

KOMPONEN/SUB NILAI AKIP
KOMPONEN/KRITERIA
1 | Perencanaan Kinerja 30,00 | 25,63 27,30 26,88
2 Pengukuran Kinerja 30,00 24,15 26,40 25,20
3 | Pelaporan Kinerja 15,00 | 12,26 12,83 12,35
4 | Evaluasi Akuntabilitas 2500 | 1875 | 17,05 | 21,29
Kinerja Internal
Nilai Akuntabilitas Kinerja 80,80 83,58 85,72
Predikat A A A
Intepretasi Memuaskan

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian target kinerja

Reformasi Birokrasi Aspek General antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Permentan No 8 tahun 2022 tentang penerapan
SPIP kepada semua unit lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dengan
narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

2. Menyusun dokumen Manajemen Risiko dalam rangka pencapaian
Indicator Kinerja Utama (IKU) unit Eselon | dan Il lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura yang pada akhirnya akan berdampak juga pada
peningkatan nilai maturitas SPIP dan nilai AKIP;

3. Membentuk Unit Pengelola Risiko (UPR) Lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura dan melakukan rapat koordinasi Tim UPR dalam rangka
memonitoring evaluasi kegiatan pengendalian risiko di Direktorat
Jenderal Hortikultura;

4. Melakukan sosialisasi dan evaluasi AKIP lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura Bersama Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian;

5. Melakukan revisi Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon | dan Il lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura dimana target kinerja disesuaikan
dengan capaian tahun sebelumnya sesuai dengan rekomendasi evaluasi
AKIP dari Kementerian PAN dan RB;
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6. Melakukan sosialisasi budaya Integritas dan hasil Survei Penilaian
Integritas (SPI) KPK tahun 2023 untuk menjadi bahan perbaikan dalam
rangka peningkatan Indeks SPI KPK tahun 2024 dengan narasumber
Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan Deputi Pencegahan
Korupsi KPK;

7. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura baik pusat maupun daerah dalam rangka penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian;

8. Melakukan sosialisasi Indeks Berakhlak kepada seluruh pegawai
Direktorat Jenderal Hortikultura;

Pada komponen Aspek Tematik, sesuai dengan Surat Kepala Biro
Perencanaan No. B-42/RC.330/A.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 bahwa
untuk tematik realisasi investasi menggunakan capaian tahun 2023 vyaitu
sebesar 1,5 dikarenakan hasil evaluasi RB tahun 2024 masih belum dirilis
oleh Kemnpan RB. Pelaksanaan RB tematik investasi di Direktorat Jenderal
Hortikultura dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Pemasaran
Hortikultura melalui kegiatan Business Matching Pelaku Usaha Hortikultura.
Kegiatan ini telah menghasilkan kontrak Kerjasama perdagangan/ekspor
komoditi buah-buahan.

Pada aspek tematik pengendalian inflasi, Capaian indikator komponen RB
tersebut belum dirilis nilainya pada tahun 2024 dan pada tahun 2023 juga
tidak ada nilainya, sehingga capaian pada tahun 2024 dapat dinyatakan N/A
(Not Available) dan tidak diperhitungkan pada capaian CNRB. Namun
demikian, selama tahun 2024 ini Direktorat Jenderal Hortikultura telah
berperan aktif dalam mendukung RB Tematik Pengendalian Inflasi yang
menitikberatkan kepada komoditas hortikultura strategis seperti cabai dan
bawang merah melalui upaya-upaya, diantaranya:

1. Mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, yang diselenggarakan
secara mingguan via zoom meeting yang dihadiri oleh para pejabat dan
jajarannya dari instansi terkait diantaranya Menteri Dalam Negeri atau
perwakilan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
Bapanas, Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Kepala
Badan Pusat Statistik, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata
Usaha Negara Kejaksaan RI, Wakil Kepala Satgas Pangan POLRI,
Paban Utama Ekonomi Keuangan Staf Ahli Panglima TNI, Kadiv POPP
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Perum Bulog, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan, dan
perwakilan dinas kabupaten/kota.

Upaya stabilisasi pasokan dan harga bawang merah tingkat lapang di

beberapa lokasi, diantaranya:

a. Kab. Kediri, dan Kab Probolinggo, Jawa Timur, 26-27 April 2024.

b. Kab Bima, Kab Dompu dan Kab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,
28-30 April 2024

c. Survey Ketersediaan Pasokan dan Harga Bawang Merah di Pasar
Induk Kramat Jati (PIKJ) pada tanggal 02 April 2024. Pendampingan
dan pengawalan terhadap ketersediaan pasokan dan harga bawang
merah PIKJ secara berkala menjelang Hari Raya Lebaran.

d. Monitoring Kesiapan Intervensi Pasokan Bawang Merah Ke PIKJ dan
Identifikasi Calon Champion, 3-5 April 2024 di Kab. Nganjuk dan
Kab. Probolinggo.

e. Gerakan Pangan Murah Bawang Merah Kota Bogor, 8 Mei 2024,
berlokasi di dilaksanakan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor
yang merupakan rangkaian acara gelar pangan murah Kerjasama
Tim TPID Kota Bogor (Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
Dinas Ketahanan Pangan, Inspektur Daerah, Dinas Perhubungan,
Camat se Kota Bogor dan OPD terkait lainnya), Bapanas dan
Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat (STO).

Rapat koodinasi Koordinasi Tim STO, SPHP Bapanas dan Pasar Mitra
Tani Hortikultura (PMTH) terkait Persiapan Gelar Bawang Merah dengan
Harga Lebih Terjangkau (lanjutan) dilaksanakan 25 April 2024 di ruang
rapat TTIC Pasar Minggu. Tujuan rapat membahas teknis pelaksanaan
kegiatan gelar bawang merah dengan harga dibawah harga pasar,
Kolaborasi antara Ditjen Hortikultura dengan Champion Bawang Merah
dan Bapanas.

Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih di Gudang PT. Panumbuh
Abadi Lestari dan CV. Hadua Mulia Bersama di Bogor tanggal 29 Mei
2024, dan Gudang CV. Bawang Langgeng Indonesia di Kota Tangerang
Selatan tanggal 31 Mei 2024. Dari pemantauan tersebut, telah
disampaikan kepada importir diantaranya penentuan volume RIPH untuk
perusahaan harus berdasarkan kebutuhan dalam negeri, agar
pelaksanaan wajib tanam tidak melebihi penerbitan PI, serta Sosialisasi
wajib tanam dan produksi serta sudah menyampaikan surat Tindak
Lanjut Komitmen Wajib Tanam dan Produksi bawang putih pada Aplikasi
SIAP RIPH pada bulan Februari 2024 kepada Direktur PT. Panumbuh
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10.

Abadi Lestari dan CV Hadua Mulia Lestari. Dasar Hukum pelaksanaaan
wajib tanam pada Permentan 46 tahun 2019.

Rapat Upaya Penanganan Inflasi oleh Champion Cabai, 31 Mei 2024
secara online. Tujuan rapat adalah untuk membahas isu kondisi cabai
saat ini dan kedepannya, serta mediskusikan arahan dari Kemendagri
terkait dukungan Champion Cabai dalam Upaya Pengendalian Inflasi
untuk Memanfaatkan Penggunaan Tanah Negara di Lokasi/Daerah
Minus/Defisit.

Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih di Kota Surabaya dan
Kabupaten Gresik tanggal 4 Juni 2024, diikuti oleh perwakilan Bapanas,
Satgas Pangan Bareskrim Polri, Direktorat STO, Kemendag (Direktorat
Impor dan Direktorat Tertib Niaga), KSP dan KSO Sucofindo. Kunjungan
dilakukan ke 2 lokasi gudang yakni: a) Gudang milik CV. Sinar Padang
Sejahtera di Romokalisari Kec. Benowo, Surabaya yang disewa oleh
Berkah Samsul Abadi dan Purboyo Alam Rahayu; b) Gudang milik PT.
Sangkaya Makmur Abadi di Kec. Wringinanom, Gresik yang disewa oleh
Kera Sakti Perkasa dan Semangat Agritani Indonesia.

Rapat Evaluasi Pemantauan Lapangan Importir Bawang Putih, 14 Juni
2024 di Jakarta. Rapat ini membahas evaluasi pemantauan lapangan
Importir Bawang Putih yang dilakukan pada tanggal 29 Mei s.d 5 Juni
2024 di Kab/Kota Surabaya, Tangerang Selatan, Bogor, dan Gresik,
yang diikuti Bapanas, Kemenko Perekonomian, Kementerian
Perdagangan, Satgas Pangan serta Ditjen Hortikultura.

Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat mengadakan “Aksi Hadirkan
Cabai dan Bawang Merah Harga Petani” bersama dengan Champion
Cabai dan Bawang Merah, 10-14 Juni 2024. Lokasi pelaksanaan di 10
kelurahan di Jakarta Selatan terdiri dari kebayoran Lama, Ragunan,
Cipedak, Petukangan Utara, Gandaria Utara, Duren Tiga, Manggarai
Selatan, Karet Semanggi, Cilandak Barat dan Pela Mampang.

Melaksanakan koordinasi Persiapan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani
melalui zoom meeting pada tanggal 20 Juli 2024, dimana rapat
koordinasi ini bertujuan memfinalkan jadwal rencana pengiriman cabai
ke Jakarta, acuan penentuan harga jual, serta mengkonfirmasi jadwal
rencana aksi yang akan dilakukan di beberapa daerah baik Tingkat
kabupaten maupun provinsi.

Kegiatan Pekan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani dilaksanakan pada
tanggal 22 Juli 2024 hingga 16 Agustus 2024. Adapun lokasi kegiatan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024



11.

12.

13.

berada di halaman belakang Kantor Ditjen Hortikultura, 19 kecamatan di
Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat, serta Kabupaten
wilayah Champion Cabai. Volume cabai yang disediakan setiap harinya
berkisar 400 Kg (CRM 200 Kg : CMK 200 Kg) yang akan dikemas dengan
volume kemasan Cabai Rawit Merah (CRM) per ¥ kg dan Cabai Merah
Keriting (CMK) per ¥ kg.

Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Aksi RB Tematik Pengendalian
Inflasi, yang dilaksanakan secara luring di Ruang Rapat Biro
Perencanaan, Kementerian Pertanian dan secara daring via zoom
meeting pada tanggal 22 Agustus 2024. Rapat dilaksanakan dalam
rangka merumuskan atau memastikan kegiatan pengendalian inflasi
yang dilakukan di tahun 2024 pada masing-masing Eselon | utk
mendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi. Kementerian Pertanian
menjadi implementing agency pada RB Tematik pengentasan
kemiskinan dan pengendalian inflasi. Guna mengoptimalkan nilai RB
Tematik, salah satunya melalui pengendalian inflasi, setiap Eselon |
pengampu volatile food diminta untuk mengidentifikasi dan menentukan
rencana aksi RB Tematik mendukung Pengendalian Inflasi.

Mengikuti Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Bawang Merah di Tingkat Petani melalui Skema Komersial antara
Champion dan BUMN Pangan, 2 Agustus 2024 di Brebes, dipimpin
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dihadiri Direktur Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, perwakilan ABMI, Dit. STO, DKP
Jateng, Setda Brebes, Dinas Pertanian Kab. Brebes, Bl Tegal, Perum
Bulog, dan ID Food. Acara dilanjutkan peninjauan gudang untuk ekspor,
yang turut dihadiri Kepala Bapanas. Tujuan koordinasi ini adalah untuk
mematangkan kembali rencana realisasi kerjasama komersial antara
champion dan BUMN/BUMD pangan untuk stabilisasi harga di tingkat
petani saat panen raya. Opsi pola kemitraan dapat melalui skema: 1)
Public Services Obligation (PSO); dan 2) Komersil, hamun demikian
komoditas hortikultura cenderung dikerjasamakan melalui skema
komersil dikarenakan PSO masih diprioritaskan di komoditas pangan.

Forum Cabai Nasional 2024 diselenggarakan pada tanggal 3 September
2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel dalam rangka
stabilisasi harga dan pasokan cabai yang melibatkan beberapa seluruh
stakeholders terkait untuk bersama-sama mencari solusi dan langkah-
langkah konkrit mengatasi pengendalian inflasi khususnya cabai. Dalam
Forum Cabai Nasional ini dilakukan juga sosialisasi aplikasi SIMANTAB
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beserta tutorial penggunaannya. SIMANTAB merupakan aplikasi
pengelolaan data Early Warning System (EWS) neraca ketersediaan
komoditas strategis aneka cabai dan bawang merah sebagai bagian
upaya dalam pengendalian inflasi nasional yang mudah diakses dan
terbuka. Sistem informasi ini dilengkapi dengan fitur rekomendasi
kesesuaian lahan, luas tanam yang dibutuhkan, dan wilayah surplus
terdekat untuk supply pasokan. Dengan adanya SIMANTAB dapat
membantu dalam memprediksi kelebihan atau kekurangan produksi
sampai jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan, sehingga dapat menjadi
referensi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, serta menjadi
dasar dalam perencanaan ke depannya.

Mengikuti berbagai koordinasi Pembahasan Persiapan Libur Natal 2024
dan Tahun Baru 2025 dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan
Ekonomi dan menjaga/mengendalikan Inflasi.

(Alfieass & R

Gambar 89. Survey Ketersediaan Pasokan dan Harga Bawang Merah, 07
Maret 2024 di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada tanggal 02 April 2024

Gambar 90. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, 19 April 2024
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Gambar 91. Gerakan Pangan Murah Bawang Me

2024, berlokasi di dilaksanakan di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor

Gambar 92. “Aksi Hadirkan Cabai dan Bawang Merah Harga Petani”
bersama dengan Champion Cabai dan Bawang Merah, 10-14 Juni 2024.
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Gambar 93. Pekan Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani dilaksanakan pada
tanggal 22 Juli 2024 hingga 16 Agustus 2024
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Gambar 94. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi selama Juli-September
2024
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Gambar 95. Forum Cabai Nasional, 3 September 2024 di S
Jakarta Gandaria City Hotel

heraton Grand

A.1.7. Sasaran Program 7 (SP07) Terwujudnya Anggaran Kementerian
Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja sasaran program
yaitu Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura.

Perlu disampaikan bahwa indikator tersebut baru digunakan dan masuk
pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun
2024 menggantikan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran” pada tahun-
tahun sebelumnya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa:

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor
22/PMK.02/2021 tentang Evaluasi Kinerja Anggaran
Kementerian/Lembaga yang sebelum tahun 2024 dijadikan acuan dalam
perhitungan capaian Nilai Kinerja Anggaran sudah dicabut, sehingga
indikator Nilai Kinerja Anggaran yang semula menjadi target indikator
sasaran program tidak dapat digunakan termasuk adanya perubahan
cara perhitungannya.

2. Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran
Terhadap Perencanaan Anggaran. Sebenarnya dari KMK tersebut,
sudah bisa dijadikan acuan dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran
yang terbaru dan difasilitasi dalam aplikasi Sistem Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

3. Aplikasi SMART yang mulai TA 2024 berganti nama menjadi Monev
Kemenkeu baru dapat menampilkan Capaian Nilai Kinerja Anggaran
pada akhir tahun atau awal tahun depan, dan selanjutnya harus melalui
proses assessment, validasi dan approve semua Rincian Output (RO)
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yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, dimulai dari
mereviu jenis RO (statis atau dinamis), cara pelaporan capaian RO
(tahapan, otomatis atau periodik), polarisasi capaian (maximize atau
minimize), dan polarisasi waktu (stabilized atau time eficiency). Hal ini
berpotensi menimbulkan keterlambatan penyampaian data yang turut
mempengaruhi realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran yang sudah
harus dimasukkan dalam Laporan Kinerja yang sudah diatur batas waktu
penyampaiannya.

Oleh karena itu, telah diputuskan oleh Kementerian Pertanian bahwa
indikator yang bisa mendukung Sasaran Program 7 (SPO07):
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan
Berkualitas adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA),
dikarenakan sudah langsung bisa didapat dengan mengakses aplikasi
Online Monitoring SPAN (OMSPAN) (http://spanint.kemenkeu.go.id)
Kementerian Keuangan setiap bulannya.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran,
kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
Dengan mengacu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-
5/PB/2024, perhitungannya mengacu pada 3 aspek yaitu:

1.

2.

Aspek kualitas perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan
dan ditetapkan dalam DIPA. Sampai dengan TA 2023, Aspek
perencanaan ini terdiri atas indikator: revisi DIPA (bobot 10%) dan
Deviasi halaman Ill DIPA (bobot 10%). Sedangkan mulai TA 2024 ini,
bobot Deviasi halaman Il DIPA bertambah menjadi 15%, dikarenakan
adanya berpindahnya salah satu indikator pada Aspek kualitas
pelaksanaan anggaran yaitu Dispensasi Surat Perintah Membayar
(SPM) (bobot 5%), sebagai faktor pengurang yang menentukan nilai
akhir IKPA.

Aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap
kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah
ditetapkan pada DIPA. Pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran ini
terjadi perubahan komponen indikator mulai TA 2024, dimana:

a. Sampai dengan TA 2023 terdapat 5 (lima) indikator vyaitu:
penyerapan anggaran (bobot 20%), belanja kontraktual (bobot 10%),
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penyelesaian tagihan (bobot 10%), pengelolaan Uang Persediaan
(UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%) dan
Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) (bobot 5%).

b. Namun pada TA 2024, indikator Dispensasi Surat Perintah
Membayar (SPM) (bobot 5%) sudah dihilangkan. Indikator tersebut
saat ini dijadikan pengurang pada untuk menghasilkan Nilai Akhir
Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian
terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan
pembayaran yang terdiri satu indikator yaitu capaian output (bobot 25%).

Nilai Pelaksanaan Anggaran atau IKPA mengacu pada aplikasi OMSPAN
Kementerian Keuangan untuk Eselon |, yang diperoleh dengan
menjumlahkan 7 (tujuh) nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot
masing-masing indikator pada masing-masing indikator pada tingkat Eselon
I, lalu dikurangi Dispensasi SPM dengan penghitungan sebagai berikut:

-

Nilai IKPA = Z(Ni‘lai Indikator,, x Bobot Indikator )

n=1

: Konversi Bobot +) — Dispensasi SPM

Keterangan *):

= Konversi bobot bernilai 100%, apabila Eselon | tersebut memiliki seluruh data
transaksi atas indikator yang dinilai

= Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Eselon | tersebut tidak
terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

= Nilai IKPA Akhir didapat setelah dikurangi oleh Nilai Indikator Dispensasi SPM

Dengan mengacu Tabel 20, Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran sampai
dengan akhir TA 2024 (per 26 Januari 2025) mencapai 92,40, meningkat
7,54% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 85,92, serta
realisasinya tersebut melebihi target PK Direktur Jenderal Hortikultura TA
2024 sebesar 108,98% (kategori Sangat Berhasil).

Tabel 20. Nilai IKPA dengan Pertumbuhan Capaian Aspek dengan
Parameter didalamnya yang Mempengaruhi Nilai Pelaksanaan
Anggaran TA 2023-2024
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Pertumbuhan
S Nilai 2024
*
Aspek Penilaian Nilai Akhir Il 20285 Terhadap Nilai
Parameter 2023 akhir 2023
L Nilai S o
Nilai Bobot Akhir Nilai %
@) @) ®3) 4) ®) (6) )
Aspek Kualitas
Perencanaan Anggaran e S 7,14 9,12
(1) Revisi DIPA 10 100 10 10 0 0
(2) Halaman Ill DIPA 5,67 70,93 15 10,64 4,97 87,65
Aspek Kualitas
Pelaksanaaan Anggaran dleia ole 18 10,20 1178
(1) Penyerapan
Anggaran 12,54 93,89 20 18,78 6,24 49,74
(2) Belanja Kontraktual 9,17 93,82 10 9,38 0,21 2,31
(3) Penyelesaian
Tagihan 9,71 99,26 10 9,93 0,22 2,22
“) $S’;ge'°'aa” UP dan 9,63 96,09 10 9,61 0,02 | -022
(5) Dispensasi SPM 425 [N
Aspek Kualitas Hasil
Pelaksanaaan Anggaran SR Sl 0.75 0,75
(1) Capaian Output 24,96 99,27 25 24,82 -0,14 -0,57
Nilai Total 85,92 93,15
Konversi Bobot 100% 100%
Pengurang:
Dispensasi SPM 0,75 i
Nilai IKPA Akhir ((Nilai
Total/Konversi Bobot) — 85,92 93,15 100 92,40 6,48 7,54
Dispensasi SPM

Sumber: ®» OMSPAN per 26 Januari 2025

Berdasarkan Tabel 20, diketahui perkembangan indikator yang
mempengaruhi Nilai Pelaksanaan Anggaran antara lain:

a.

b.

C.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran:

Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 lebih baik daripada tahun
2023, meningkat 9,12% dibandingkan tahun 2023. Untuk komponen
indikator Revisi DIPA sampai dengan akhir tahun 2024 masih mencapai
nilai maksimal (sama nilainya dengan tahun 2023) dan komponen
indikator halaman 111 DIPA meningkat 87,65%.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 lebih baik daripada tahun
2023 (11,78%), yang mana nilai semua komponen indikator yang
mempengaruhinya melebihi nilai pada tahun 2023 kecuali komponen
indikator Pengelolaan UP dan TUP yang sedikit menurun 0,22%.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
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Nilai aspek ini sampai dengan akhir TA 2024 masih lebih rendah
dibandingkan dengan tahun 2023 (-0,75%). Hal ini disebabkan masih
rendahnya realisasi/capaian output dan kekurangtepatan waktu
pelaporan data capaian output oleh satker-satker lingkup Direktorat
Jenderal Hortikultura.

9,26 7,54
1,30 0’09
93, 95 39 99,85 95,78 272 40
87,12 866§37 584 5,92 84
| 2|| ‘ | | | | I | ‘ ‘
2020 2021 2022 2023 2024
Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran mmm Nilai Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

e Nilai Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran  mmmmm Nilai IKPA Akhir
=== % Pertumbuhan Nilai IKPA thd t-1

Gambar 96. Pertumbuhan Nilai IKPA 2020-2024 beserta Aspek-aspek yang
Mempengaruhinya

Dengan mengacu Gambar 96 selama TA 2020-2024, pertumbuhan Nilai
IKPA selalu meningkat dengan rata-rata peningkatan 4,65%, namun
demikian terjadi penurunan yang signifikan yang terjadi pada pertumbuhan
Nilai IKPA TA 2021 terhadap TA 2020 dan kenaikan yang tinggi yang terjadi
pada pertumbuhan Nilai IKPA TA 2024 terhadap TA 2023.

Beberapa permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi IKPA selama TA
2024 antara lain:

1. Kurang sinerginya proses pelaksanaan anggaran dengan perencanaan
anggaran yang sudah tercantum dalam Rencana Penarikan Dana (RPD)
pada DIPA terutama pada triwulan awal, sehingga mempengaruhi deviasi
halaman Ill DIPA. Hal ini disebabkan diantaranya:

a. Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana belum disusun
secara akurat, dan belum konsisten direalisasikan.
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b. Koordinasi yang belum optimal terkait penjadwalan revisi DIPA
secara terpusat di awal triwulan yang menyebabkan Satker tidak
dapat melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal Il DIPA
di awal triwulan.

c. Satker tidak/belum konsisten dalam melaksanakan kegiatan dan
pembayaran sesuai jadwal/rencana; dan/atau

2. Masih terdapat petugas pelaporan Satker yang belum atau tidak tepat
waktu dalam melaporkan realisasi volume Rincian Output (RVRO) dan
persentase progress kegiatan pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen;

3. Masih ada petugas pelaporan Satker yang tidak tepat atau belum dapat
dalam menghitung persentase progres kegiatan;

4. Adanya pergantian/mutasi petugas perencana, petugas keuangan dan
petugas pelaporan di Satker daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terutama pada Triwulan |
dimana realisasinya sangat lambat, dilakukan upaya awal diantaranya
dilaksanakannya Rapat koordinasi keuangan yang dilaksanakann pada
tanggal 06-08 Maret 2024 di Hotel Avanzel, Cibubur, yang diikuti oleh para
pengelola keuangan dan kegiatan dari masing-masing unit eselon Il di satuan
kerja Direktorat Jenderal Hortikultura antara lain: Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK), tim Koordinator Perencanaan, tim Koordinator Pelaporan, Subbag
Tata Usaha, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, dan Staf
Keuangan serta narasumber dari KPPN Jakarta V, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, dan Ditjen Anggaran Kementerian
Keuangan. Rapat tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan
kapabilitas pengelola keuangan serta akuntabilitas dalam pengelolaan
anggaran belanja negara di tingkat Pusat juga memberikan informasi terbaru
mengenai peraturan perundangan dan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Keuangan.

Agenda rapat tersebut berisi:

1. Evaluasi nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2023, Hal Il DIPA
dan capaian Output,

2. Mekanisme Revisi Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
terkait SOP Revisi Hal. 11l DIPA

3. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024

4. Tata cara pertanggung jawaban dana Hibah Luar Negeri dan Langkah-
langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran TA 2024
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5. Pembahasan Pedoman Administrasi Keuangan TA 2024 lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura

Beberapa upaya lain yang telah dilakukan/berkelanjutan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan secara berkesinambungan dan
berkala, diantaranya:

a.

Melakukan reviu DIPA revisi terakhir untuk melihat kesesuaian
alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan
satker/K/L.

Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan
penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi
DIPA.

Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas
waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat
diminimalisir.

Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana
yang akan direalisasikan pada Halaman Il DIPA.

Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan
tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban
tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.
Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat
anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan
segera menyelesaikannya.

Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada
program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.

2. Meningkatkan Kedisiplinan dalam Melaksanakan Rencana Kegiatan,
diantaranya:

a.

12
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Memastikan Halaman 11l DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam
pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan
satker/K/L

Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan
sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam
Halaman 11l DIPA.

Melakukan update Halaman IIl DIPA setiap Triwulan.

Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang
tercantum pada Halaman Ill DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
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e.

Melakukan koordinasi yang baik antara perencana kegiatan dengan
pelaksana kegiatan secara berkala

Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan secara periodik
untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan
rencana yang sudah disepakati.

3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek

a.

Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain
perizinan, Detail Engineering Design (DED)/dokumen perencanaan,
kesiapan lahan, dan penetapaan lokasi yang diperlukan untuk
menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat
terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan
musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dan lain-lain.
Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap
bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana
yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan
anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk
percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan
produk dalam negeri.

Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh
tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.

4. Melakukan percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),
diantaranya:

a.

Memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun
Anggaran 2023 yang diberikan kesempatan penyelesaian di Tahun
Anggaran 2024 dan dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya.
Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan sesuai dengan
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
Mempercepat penetapan  kebijakan internal ~Kementerian
Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ),
termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN).

5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana bantuan
pemerintah

a.

Melakukan percepatan penyelesaian verifikasi dan validasi penerima
bantuan/KPM, termasuk pemadanan data dengan data
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kependudukan untuk penerima individu dan validasi rekening
penerima bantuan.

Menyiapkan database calon penerima bantuan/KPM, sesuai dengan
kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan sesegera mungkin.
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan
penetapan lokasi penerima bantuan.

Segera menetapkan surat keputusan penerima bantuan

Segera melaksanakan penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan
atau rencana penyaluran yang telah ditetapkan.

Segera menyalurkan bantuan secara betahap sesuai dengan
perkembangan verifikasi dan validasi tanpa menunggu terkumpul
seluruh data penerimanya terlebih dahulu.

Memastikan akurasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada
penerima bantuan pemerintah menggunakan sistem monitoring yang
terintegrasi dengan basis data registrasi sosial ekonomi.

Memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan yang
mendukung pencapaian RPIJMN 2020-2024

a.

Melakukan identifikasi program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau
Proyek Strategis Nasional yang harus diselesaikan pada tahun 2024.
Menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai timeline pelaksanaan
pekerjaan/pembangunan atas program/kegiatan Prioritas Nasional
dan/atau Proyek Strategis Nasional.

Melakukan identifikasi kendala/permasalahan yang akan muncul
dalam pelaksanaan pekerjaan/pembangunan dan melakukan mitigasi
serta mencatri solusi atas kendala/permasalahan tersebut.
Melakukan akselerasi penyelesaian pekerjaan/pembangunan atas
program/kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Proyek Strategis
Nasional agar segera diselesaikan paling lambat pada Triwulan Il
Tahun Anggaran 2024.

Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan
efektivitas belanja, diantaranya:

a.
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Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti
perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim.

Melakukan prioritasi kegiatan yang akan dilaksanakan.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan
pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran.
Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya
kegiatan utamanya.




10.

11.

e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan.

f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan
akuntabilitas pembayaran.

g. Mengoptimalkan  pemanfaatan teknologi informasi  dalam
pelaksanaan kegiatan.

h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal,

diantaranya:

a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan
kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan
menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala
tersebut.

b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan
evaluasi secara periodik.

c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian
dari evaluasi kinerja unit.

d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi
controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit
operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur
manajemen risiko dan kepatuhan.

e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban.

f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal
pelaksanaan kegiatan.

Senantiasa melaksanakan pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal
Hortikultura sesuai target realisasi Rincian Output (RO) yang ditentukan,
serta melaporkan realisasi fisik dan anggaran melalui aplikasi yang telah
tersedia

Mengadakan sosialisasi dan workshop kepada semua petugas pelaporan
SAKTI satker termasuk pihak penanggung jawab/pelaksana kegiatan
lingkup Direktorat jenderal Hortikultura tentang cara menghitung progress
dan menginput capaian output/Realisasi Volume Rincian Output (RVRO);

Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan daerah khususnya dalam
perencanaan Rencana penarikan anggaran (RPD pada halaman |lI
DIPA), pelaporan capaian kinerja, dan lain sebagainya.
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Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pengukuran efisiensi sumber daya Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan
dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan
realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Perlu disampaikan pula bahwa
pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan
untuk menghasilkan tingkat capaian output program atau capaian Rincian
Output (RO) yang telah dicapai berdasarkan alokasi per target yang
direncanakan. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut :

n, ((AA Program; x COP;) — RA Program;)

Eor = L, (AA Program;) X 100%
Keterangan :

Eop . Efisiensi Output Program

AA Program : Alokasi Anggaran Program i

RA Program ; : Realisasi Anggaran Program i

COP; : Capaian Output Program i

n : jJumlah program pada suatu unit Eselon |

Dengan semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai RO
maksimal maka nilai efisiensinya semakin tinggi, dengan kata lain jika rasio
penggunaan anggaran lebih rendah dari rasio pagu anggaran untuk
menghasilkan satu satuan capaian RO kegiatan berarti penggunaan
anggaran efisien. Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui efisiensi
penggunaan sumber daya keuangan pada setiap RO yang dihasilkan oleh
Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura seperti ditampilkan pada Tabel
21.

Tabel 21. Perhitungan Efisiensi per kegiatan dan Totalnya Lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024

Fisik Keuangan

Nama Rincian Output (AARO X CRO) -
(RO) . Realisasi SAROXCRO RARO

Satuan | Target Pagu (AARO) (RARO)

1771.AEA.020 Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monev | Kegiatan 2% 24 | 10000 5.969.652.000 5895102222 | 9875 5.969.652.000

dan Pelaporan

1771.CAL.014 Kawasan Ha 220 220 | 100,00 11.220.000.000 11.189.455.431 9973 11.220.000.000

Sayuran Lainnya

1771 RALO10 Kawasan Ha 6.210 6551 | 10549 | 43639.683.000 | 43501.863.752 9968 |  46.036.000537 2534.136.785
Bawang Merah

1771.RALO11 Kawasan Ha 3000 | 3000 | 100,00 | 37.850000000 | 37.721326382 | 9966 |  37.850.000.000 128673618
Aneka Cabai

|7 RALOTS Kawesan Ha 100 100 | 10000 | 3900000000 | 3829648714 | 9820 3.900.000.000
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Fisik

Keuangan

Nama Rincian Output Reali- - AARO X CRO (AARO X CRO) -
. Realisasi RARO
Satuan Target sasi Pagu (AARO)
sas (RARO)
isik
1771.RAL014 Kawasan Ha 76 76 | 10000 4.035.665.000 4035663058 | 100,00 4.035.665.000 1942
Bawang Putih
1771.RAL018 Kawasan Ha 30 30 | 10000 360.000.000 350873888 | 99,96 360.000.000 126112
Sayuran Lainnya (MP-FE)
SUB JUMLAH DIREKTORAT SAYURAN DAN TANAMAN OBAT 106.975.000.000 | 106.532.933.447 | 9959 | 109.371.317.537 2.838.384.090
Efisiensi (%) ((AARO x CRO)-RARO)/S (AARQ 2,65
4581.AEA.020 Bimbingan
Teknis, Monitoring dan Kegiatan 24 24 100,00 6.000.000.000 5.833.264.346 97,22 6.000.000.000 166.735.654
Evaluasi
4581.CAL017 Benih .
Hortkulura Lainnya Unit 5 5 | 100,00 5.000.000.000 4977301313 | 9955 5,000.000.000 22,698,687
4581PDC.010 Sertfiasi | ;. 200 200 | 10000 | 3.225.003.000 3190993121 | 9895 |  3.225.003.000 34.000.879
Benih Hortikultura
4581.RAT010 Benih Sebar
Umbi /Rimpang Ton 218 218 | 10000 9.800.000.000 9768.597.289 | 99,68 9.800.000.000 31.402.711
Hortikultura
SUB JUMLAH DIREKTORAT PERBENIHAN 24.025.003.000 | 23.770.156.069 | 9894 |  24.025.003.000 254.846.931
Efisiensi (%) ((AARO x CRO)-RARO)/> (AARO 1,06
1773.AEA.013 Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monev | Kegiatan 2% 24 | 10000 6.000.000.000 5201580446 | 86,69 6.000.000.000 798.419.554
dan Pelaporan
1773.RAL010 Area
pengendalian OPT Ha 2500 | 2500 | 10000 |  10.000.000.000 9374550119 | 9375 |  10.000.000.000 625.449.881
Hortikultura
T773RAL013 Area
Penanganan DP! Unit 200 200 | 100,00 5,000.000.000 4950544355 | 99,01 5,000.000.000 49.455.645
Hortikultura
1773.RA1.014 Sarana .
Perindungan Hortkutura | U7 50 50 | 10000 4,000.000.000 3960.949.125 | 99,02 4,000.000.000 39,050,875
SUB JUMLAH DIREKTORAT PERLINDUNGAN 25.000.000.000 | 23.487.624.045 | 9395 |  25.000.000.000 1,512.375.955
Efisiensi (%) ((AARO x CRO)-RARO/> (AARO 6,05
Reko-
1774.ABR 010 Layanan men-
ABR.OTO Lay: dasi 1 1| 10000 3.930.000.000 3912200238 | 99,55 3.930.000.000 17.799.762
Rekomendasi Hortikultura "
Kebijak-
an
Ar 4 EBA.956 Layanan Layanan 1 1] 10000 1.000.000.000 0 0,00 1.000.000.000 1.000.000.000
1774.EBA.958 Layanan
Hubungan Maspmaket Layanan 1 1| 10000 2.950.000.000 853.382.006 | 2893 2.950.000.000 2.096.617.994
{rit EBASG2 Layanan Layanan 1 1] 10000 3.000.000.000 2561430933 | 85,38 3.000.000.000 438.560.067
1774.EBA.963 Layanan
Data don et Layanan 35 35 | 10000 | 11.231470000 | 10.157.778.839 | 9044 |  11.231.470.000 1.073.691.161
1774 EBA.994 Layanan Layanan 1 1] 10000 | 44231736000 | 44107320307 | 9972 |  44.231.736.000 124.415.693
Perkantoran
1774.EBB 951 Layanan Unit 1 1| 10000 2.925.145.000 2.125.154.400 72,65 2.925.145.000 799.990.600
Sarana Internal
1774.EBB.971 Layanan .
P e Unit 1 1| 10000 6.074.855.000 2812051900 | 4629 6.074.855.000 3.262.803.100
1774.EBD.952 Layanan Doku-
Perencanaan dan oo 85 85 | 10000 | 25874301.000 9478932164 | 3663 | 25.874.301.000 |  16.395.368.836
Penganggaran
1774 EBD.953 Layanan | Doku- 10 10 | 100,00 2.000.000.000 1.447.980.252 7240 2.000.000.000 552.019.748
Pemantauan dan Evaluasi men
1774.EBD.955 Layanan Doku- o) 70 | 10000 | 23566130000 | 18368.863841 | 77,95 | 23566.130.000 |  5.197.275.159
Manajemen Keuangan men
SUB JUMLAH SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 126.783.646.000 95.825.094.880 | 7558 | 126.783.646.000 |  30.958.551.120
Efisiensi (%) ((AARO x CRO}-RARO)'5 (AARQ 20,42
5886.AEA.021 Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monev | Kegiatan 20 20 | 10000 6.000.000.000 5966241927 | 9944 6.000.000.000 33.758.073
dan Pelaporan
gﬁiﬁmlﬁw Kawasan Ha 171 171 | 100,00 7.697.500.000 7673724320 | 99,69 7.697.500.000 23775671
5886.RA1012 Kawasan Ha 300 300 | 100,00 1.920.000.000 1.889.081.957 98,39 1.920.000.000 30.918.043

Durian
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Fisik

Keuangan

Nama Rincian Output Reali- - AARO X CRO (AARO X CRO) -
Satuan Target sasi CRO Pagu (AARO) Reallsas] R0
o5 ) (RARO)
isik
:AB;ZS:\"MS Kawasan Ha 428 48 | 10000 | 2734510000 | 2729067480 | 99,80 2.734.510.000 5442520
2286381014 Kawasan Ha 300 300 | 10000 | 2833650000 | 2833424585 | 99,99 2.833.650.000 225415
elengkeng
i?:fgf'm Kawasan Ha 30 330 | 10000 | 2105100000 | 2093883809 | 9947 2.105.100.000 11.216.191
5886.RAI.016 Kawasan
Menggis Ha 240 240 | 100,00 1.613.740.000 1608430400 | 99,67 1613740000 5.309.600
SUB JUMLAH DIREKTORAT BUAH & FLORIKULTURA 24904500000 | 24793854487 | 99,56 |  24.904.500.000 110.645.513
Efisiensi (%) ((AARO x CRO)-RARO)/> (AARO)) 0,44
VI | 5887 ADA010 Registrasi
Kebun dan Lahan Usaha Produk 1.000 1.000 100,00 2.500.000.000 899.583.492 35,98 2.500.000.000 1.600.416.508
Hortikultura
5887.AEA.020 Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monev | Kegiatan 4 40 | 10000 | 12000000000 | 11744118594 | 97,87 |  12.000.000.000 255.881.406
dan Pelaporan
5887.AEH.020 Promosi .
Dok Fortiuors Promosi 5 5 | 10000 5.000.000.000 4722856946 | 9446 5.000.000.000 277.143.054
5887.AFA.021
PoratutanNormaPedoman | NSPK 10 10 | 100,00 1.000.000.000 59.245.320 5,92 1.000.000.000 940.754.680
5887.BMA.030 Informasi
Pasar Komoditas Layanan 205 204 | 9951 2.859.000.000 2718757134 | 9509 2.845.053.659 126.296.525
Hortikultura
2867 CAG.010 Sarana Unit 30 30 | 10000 |  3.000.000.000 1896927266 | 6323 3.000.000.000 1103.072.734
emasaran
5887.PDC.010 Sertfiasi | 5y, 100 100 | 100,00 3500.000.000 1550482408 | 44,30 3500,000.000 1.949.517.592
Produk Hortikultura
Kelom-
5687.0DD 021 Kelompok | pok 10 110 | 100,00 3.300.000.000 3.088.705.088 93,60 3.300.000.000 211.294912
Tani terlatih GAP Masya-
rakat
Kelom-
5887.QDD.022 Kelompok pok
Lo Torath GHP Hasye. 40 40 | 100,00 1.200.000.000 1093.927.050 | 91,16 1.200.000.000 106.072.950
rakat
5887.RAG.010 Sarana .
Pascapanan Horkulira Unit 635 635 | 10000 | 31352622000 | 21050997819 | 67,44 | 31.352622000 | 10.301.624.181
5887.RAG.011 Sarana .
Pengolahan Horkultra Unit 185 185 | 100,00 7.400.000.000 7291059606 | 9853 7.400.000.000 108.940.394
5887.RA010 Horticulture
Development of Dryland Unit 1 1| 100,00 5.000.000.000 4.857.979.421 97,16 5.000.000.000 142,020,579
Areas Project
5887.RBK.010 Prasarana .
Pascapenan Horkulira Unit 185 185 | 10000 | 44400000000 | 43590218669 | 9818 |  44.400.000.000 809.781.331
5887.RBK.011 Prasarana .
Pengolahan Horkultura Unit 20 20 | 10000 3:300.000.000 3.158.589.971 95,71 3.300.000.000 141.410.029
SUB JUMLAH DIREKTORAT PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL 125811622000 | 107.723.448784 | 8562 |  60.100.000.000 1.202.152.333
Efisiensi (%) > ((AARO x CRO)-RARO)'S (AARO)) 0,96
TOTAL DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 433.499.771.000 | 382.133.111.712 88,15 370.184.466.537 36.876.955.942
EFISIENSI (%) 5 ((AARO x CRO)-RARO)/S (AARO)) 8,51

Sumber: Aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan per 26 Januari 2025 yang diolah

Persentase capaian kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
dalam hal efisiensi sebesar 8,51%, namun demikian efisiensi ini tidak
memiliki skala 0%-100%. Untuk itu perlu dilakukan penghitungan nilai
efisiensi yang diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai
Direktorat Jenderal Hortikultura dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan
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nilai paling tinggi sebesar 20%. Untuk mendapatkan nilai efisiensi dalam
skala 0 — 100% maka perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar
diperoleh skala nilai yang berkisar antara 0% sampai dengan 100%, dengan
rumus :

E
= 0, —_
NE 50/0+<20X50>

dimana :
NE = Nilai efisiensi
E = Efisiensi

Untuk Direktorat Jenderal Hortikultura pada Tahun 2024 nilai efisiensinya

adalah:

8,51%
20

= 0,5+ (0,0042534 x 50)

= 0,5+ 0,212669985

= 0,712669985 atau 71,27 %

NE=50%+< ><50)

Berdasarkan penghitungan tersebut, nilai efisiensi sumber daya anggaran
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024 adalah 71,27%.

Realisasi Keuangan

Proporsi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024
berdasarkan kewenangan menunjukkan bahwa alokasi anggaran Direktorat
Jenderal Hortikultura terbesar ada pada kewenangan Pusat yaitu sebesar
84,37%, kewenangan Tugas Pembantuan (Daerah) sebesar 10,64% dan
kewenangan Dekonsentrasi (Daerah) sebesar 4,99% dapat dilihat pada
Gambar 97. Untuk alokasi berdasarkan kegiatan terlihat bahwa sebagian
besar anggaran dialokasikan untuk Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura sebesar 29,25%,
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar 29,02% dan
Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar 24,68%.
Sedangkan proporsi terkecil yaitu 5,54% dialokasikan untuk Kegiatan
Perbenihan Hortikultura seperti pada Gambar 98.
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mPusat mDekonsentrasi (DK) m®Tugas Pembantuan (TP) |

Gambar 97. Proporsi Alokasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 (%)

B 1771|Peningkatan Produksi Sayuran
dan Tanaman Obat

= 1773|Perlindungan Hortikultura

m 1774|Peningkatan Usaha Dukungan
Manajemen dan Teknis Lainnya pada
Ditjen Hortikultura

4581|Perbenihan Hortikultura

m5886|Peningkatan Produksi Buah dan
Florikultura

m5887|Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura

Gambar 98. Proporsi Alokasi Anggaran Kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024 (%)

Pencapaian kinerja keuangan Direktorat Jenderal Hortikultura dilakukan untuk
melihat sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang telah tergambar dalam
Perjanjian Kinerja (PK) dapat dicapai dengan sumber keuangan yang ada. Pagu
sesuai PK revisi terakhir sebesar Rp433.499.771.000,00 sedangkan realisasi
keuangan berdasarkan laporan pemantauan keuangan online monitoring SPAN
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Tahun Anggaran 2024 sampai dengan akhir TA 2024 (updated per 26 Januari
2025) sebesar Rp382.133.111.712,00 atau 88,15%.

Target serapan secara proporsi persentase penyerapan anggaran TA 2024 per
triwulan adalah untuk Triwulan | sebesar 13,25%, Triwulan 1l 35%, Triwulan 11l
60% dan Triwulan IV sebesar 98%. Target ini dibuat berdasarkan ketetapan
Kementerian Pertanian melalui rapat Pemantauan dan Evaluasi Realisasi
Anggaran TA 2024 lingkup Kementerian Pertanian tanggal 6 Januari 2024 dan
arahan Menteri Pertanian (melalui Plt Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian) terkait Target Serapan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian
pada tanggal 26 Oktober 2024. Dengan memperhatikan Tabel 22, persentase
realisasi sampai dengan akhir TA 2024 masih dibawah target yaitu 88,15%
(target 98%).

Tabel 22.

Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura per Triwulanan
Tahun Anggaran 2024 (kumulatif)

: Realisasi
Triwulan
Triwulan | 432.638.721.000 57.324.630.533 | 13,25 42.141.404.999 | 9,74
Triwulan 11 432.638.721.000 151.423.552.350 | 35,00 146.950.605.628 | 33,97
Triwulan 111 433.499.771.000 260.099.862.600 | 60,00 246.151.838.800 | 56,78
Triwulan IV 433.499.771.000 | 424.829.775.580 | 98,00 | 382.133.111.712 | 88,15
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan Online

Monitoring SPAN (OMSPAN) (http://spanint.kemenkeu.go.id). *) per tanggal
26 Januari 2025.

Namun demikian, jika total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura
dikurangi/tidak disertakan alokasi yang diblokir (sebagai akibat kebijakan
Automatic Adjusment dan pemblokiran anggaran perjalanan oleh Pemerintah
melalui Kementerian Keuangan) menjadi Rp385.554.946.000,00, maka
persentase realisasi anggaran mencapai 99,11% (melebihi target yang
dicanangkan Kementerian Pertanian).

Untuk melihat trend perkembangan realisasi anggaran TA 2020-2024, dapat
dilihat pada Gambar 99
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1.200.000 O/C \) 100
1.000.000 80
800.000 60
600.000 40
400.000 20
200.000 0
0 — =
2020 2021 2022 2023 2024
I Pagu (Rp Juta) 620.481,90 625.187,03 1.061.477,05 907.157,96 433.499,77
[ Realisasi (Rp Juta) 578.873,47 610.706,90 1.040.991,93 882.455,52 382.133,11
mm Blokir (Rp Juta) 0,00 0,00 1.000,00 5.000,00 47.944,83
a=Omm % Realisasi 93,29 97,68 98,07 97,28 88,15
e=COmm % Pertumbuhan thd t-1 4,71 0,40 -0,81 -9,38

Gambar 99. Perkembangan Alokasi Pagu dan Realisasi TA 2020-2024
Untuk besaran realisasi menurut jenis kewenangan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Tahun
Anggaran 2024 berdasarkan Kewenangan

N Kegiat = (Rp.) Realisasi* ‘
(0] egiatan agu (Rp.
(Rp.) (%)
1 | Pusat 365.745.586.000 315.874.421.352 | 86,36
2 | Daerah 67.754.185.000 66.258.690.360 | 97,79
Dekonsentrasi 21.640.305.000 20.863.254.195 | 96,41
Tugas Pembantuan 46.113.880.000 45.395.436.165 | 98,44
TOTAL 433.499.771.000 382.133.111.712 | 88,15

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan Online
Monitoring SPAN (OMSPAN) (http://spanint.kemenkeu.go.id). *) per tanggal
26 Januari 2025.

Berdasarkan Tabel 23 di atas diketahui bahwa realisasi kewenangan Pusat
sebesar 86,36% dan Daerah sebesar 97,79% (Dekonsentrasi sebesar 96,41%
dan Tugas Pembantuan sebesar 98,44%).

Untuk rincian realisasi satker-satker daerah lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura baik yang mendapat alokasi anggaran kewenangan Dekonsentrasi

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2024



http://spanint.kemenkeu.go.id/

maupun Tugas Pembantuan sampai dengan akhir TA 2024 adalah sebagai
berikut:

1. Satker Dekonsentrasi

Terdapat 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi yang mendapat alokasi
APBN Hortikultura TA. 2024 dengan total anggaran Rp21.640.305.000,00
dengan realisasi Satker Dekonsentrasi sampai akhir TA 2024 sebesar
Rp20.863.254.195,00 (96,41%). Sebanyak 15 (lima belas) satker realisasi
anggarannya dibawah target Kementerian Pertanian dengan rincian 1 (satu)
satker realisasi anggarannya masih dibawah 50%, dan 1 (satu) Satker yang
realisasinya dibawah 90%, dan 13 (tiga belas) satker yang realisasi 90-97%.
Selain itu, terdapat 1 (satu) satker yang ada anggaran dalam keadaan
diblokir (Automatic Adjustment/AA)sebesar Rp60.000.000,00. Ranking
Realisasi Satker-satker Dekonsentrasi lingkup Direktorat Jenderal
Hortikultura selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

2. Satker Tugas Pembantuan

Terdapat 37 Satker Tugas Pembantuan yang terdiri dari 30 (tiga puluh)
Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 7 (tujuh) Satker Tugas Pembantuan
Kabupaten (TP Mandiri) dengan total anggaran Rp46.113.880.000,00,
dengan realisasi Satker Tugas Pembantuan lingkup Ditjen Hortikultura TA.
2024 sampai akhir TA 2024 sebesar Rp45.395.436.165,00 (98,44%).
Sebanyak 5 (lima) satker realisasi anggarannya dibawah target Kementerian
Pertanian dengan rincian 2 (dua) Satker yang realisasinya dibawah 90%, dan
3 (tiga) satker yang realisasi diantara 90-97%. Ranking Realisasi Satker-
satker Tugas Pembantuan lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

Untuk realisasi per kegiatan, dimana penanggung jawab kegiatan adalah Eselon
I, dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah sampai dengan
akhir Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Kegiatan

Realisasi*
(Rp.) (%)
106.975.000.000 106.532.933.447 99,59

No Kegiatan Pagu (Rp.)

1 | Peningkatan Produksi
Sayuran dan Tanaman Obat

Perlindungan Hortikultura 25.000.000.000 23.487.624.045 | 93,95
Dukungan Manajemen dan
Teknis lannya pada Ditjen 126.783.646.000 95.825.094.880 | 75,58

Hortikultura
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Realisasi*
(Rp.)
Perbenihan Hortikultura 24.025.003.000 23.770.156.069 98,94

Peningkatan Produksi Buah
dan Florikultura

Kegiatan Pagu (Rp.)

24.904.500.000 24.793.854.487 | 99,56

6 | Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikultura

TOTAL 433.499.771.000 | 382.133.111.712 | 88,15

125.811.622.000 | 107.723.448.784 | 85,62

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan Online
Monitoring SPAN (OMSPAN) (http://spanint.kemenkeu.go.id). *) per tanggal
26 Januari 2025.

Untuk melihat realisasi fisik dan anggaran per Rincian Output (RO), dapat dilihat
pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25. Target Fisik, Pagu serta Realisasi Fisik (Volume) dan Anggaran Per
Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2024

TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024

Volume Realisasi Keuangan

Nama Rincian Target Versi OMSPAN
Output (RO) dalam ..
Satuan DIPA/ Realisasi o Real
POK Fisik Fisik
(Satuan) (Satuan) (Rp.) Rp) %)

| 1771|Pening- 106.975.000.000 106.532.933.447 99,59 0
katan Produksi 1771.AEA.020 Kegiatan 24 24 100,00 5.969.652.000 5.895.102.222 98,75
Sayuran dan Bimbingan
Tanaman Obat Teknis,
Sosialisasi,
Monev dan
Pelaporan
1771.CAL.014 Ha 220 220 100,00 11.220.000.000 11.189.455.431 99,73
Kawasan
Sayuran Lainnya
1771.RALO10 Ha 6.210 6.551 105,49 43.639.683.000 43.501.863.752 99,68
Kawasan
Bawang Merah
1771.RALO11 Ha 3.000 3.000 100,00 37.850.000.000 37.721.326.382 99,66
Kawasan Aneka
Cabai
1771.RALO13 Ha 100 100 100,00 3.900.000.000 3.829.648.714 98,20
Kawasan Jahe
1771.RALO14 Ha 76 76 100,00 4.035.665.000 4.035.663.058 100,00
Kawasan
Bawang Putih
1771.RALO18 Ha 30 30 100,00 360.000.000 359.873.888 99,96
Kawasan
Sayuran Lainnya
(MP-FE)

Pagu SP2D Outstanding
Kontrak/ Sisa

Kontrak (Rp)

No. KEGIATAN

] 4581|Perbenih- 24.025.003.000 23.770.156.069 98,94 0
an Hortikultura 4581.AEA.020 Kegiatan 24 24 100,00 6.000.000.000 5.833.264.346 97,22
Bimbingan
Teknis,
Monitoring dan
Evaluasi
4581.CALO17 Unit 5 5 100,00 5.000.000.000 4.977.301.313 99,55
Benih
Hortikultura
Lainnya
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No.

KEGIATAN

Nama Rincian
Output (RO)

TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024

Volume

Satuan

Target

Versi OMSPAN

dalam

DIPA/

POK
(Satuan)

Realisasi
Fisik
(Satuan)

% Real
Fisik

Pagu

i Keuangan

SP2D

(Rp)

(Rp)

(%)

Outstanding
Kontrak/ Sisa
Kontrak (Rp)

4581.PDC.010
Sertifikasi Benih
Hortikultura

Unit

200

200

100,00

3.225.003.000

3.190.993.121

98,95

4581.RAL010
Benih Sebar
Umbi /Rimpang
Hortikultura

Ton

218

218

100,00

9.800.000.000

9.768.597.289

99,68

1773|Perlin-
dungan
Hortikultura

25.000.000.000

23.487.624.045

93,95

1773.AEA.013
Bimbingan
Teknis,
Sosialisasi,
Monev dan
Pelaporan

Kegiatan

24

24

100,00

6.000.000.000

5.201.580.446

86,69

1773.RAL010
Area
pengendalian
OPT Hortikultura

Ha

2.500

2.500

100,00

10.000.000.000

9.374.550.119

93,75

1773.RAL013
Area
Penanganan DPI
Hortikultura

Unit

200

200

100,00

5.000.000.000

4.950.544.355

99,01

1773.RALO14
Sarana
Perlindungan
Hortikultura

Unit

50

50

100,00

4.000.000.000

3.960.949.125

99,02

1774|Pening-
katan Usaha
Dukungan
Manajemen dan
Teknis Lainnya
pada Ditjen
Hortikultura

126.783.646.000

95.825.094.880

75,58

1774.ABR.010
Layanan
Rekomendasi
Hortikultura

Rekomen-
dasi
Kebijakan

100,00

3.930.000.000

3.912.200.238

99,55

1774.EBA.956
Layanan BMN

Layanan

100,00

1.000.000.000

0

0,00

1774.EBA.958
Layanan
Hubungan
Masyarakat

Layanan

100,00

2.950.000.000

853.382.006

28,93

1774.EBA.962
Layanan Umum

Layanan

100,00

3.000.000.000

2.561.430.933

85,38

1774.EBA.963
Layanan Data
dan Informasi

Layanan

35

35

99,96

11.231.470.000

10.157.778.839

90,44

1774.EBA.994
Layanan
Perkantoran

Layanan

100,00

44.231.736.000

44.107.320.307

99,72

1774 EBB.951
Layanan Sarana
Internal

Unit

100,00

2.925.145.000

2.125.154.400

72,65

1774.EBB.971
Layanan
Prasarana
Internal

Unit

100,00

6.074.855.000

2.812.051.900

46,29

1774.EBD.952
Layanan
Perencanaan
dan
Penganggaran

Dokumen

85

85

100,00

25.874.301.000

9.478.932.164

36,63

1774 EBD.953
Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi

Dokumen

100,00

2.000.000.000

1.447.980.252

72,40

1774.EBD.955
Layanan
Manajemen
Keuangan

Dokumen

70

70

100,00

23.566.139.000

18.368.863.841

77,95

5886|Peningkata
n Produksi

24.904.500.000

24.793.854.487

99,56
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No.

KEGIATAN

Buah dan
Florikultura

Nama Rincian
Output (RO)

TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024

Volume

Satuan

Target

Versi OMSPAN

dalam

DIPA/

POK
(Satuan)

Realisasi
Fisik
(Satuan)

% Real
Fisik

Pagu

Realisasi Keuangan

SP2D

(Rp)

(Rp)

(%)

Outstanding
Kontrak/ Sisa
Kontrak (Rp)

5886.AEA.021
Bimbingan
Teknis,
Sosialisasi,
Monev dan
Pelaporan

Kegiatan

20

20 100,00

6.000.000.000

5.966.241.927

99,44

5886.CAL017
Kawasan Buah
Lain

Ha

17

171 100,00

7.697.500.000

7.673.724.329

99,69

5886.RA1.012
Kawasan Durian

Ha

300

300 100,00

1.920.000.000

1.889.081.957

98,39

5886.RA1.013
Kawasan
Mangga

Ha

428

428 100,00

2.734.510.000

2.729.067.480

99,80

5886.RA1.014
Kawasan
Kelengkeng

Ha

300

300 100,00

2.833.650.000

2.833.424.585

99,99

5886.RA1.015
Kawasan Alpukat

Ha

330

330 100,00

2.105.100.000

2.093.883.809

99,47

5886.RA1.016
Kawasan
Manggis

Ha

240

240 100,00

1.613.740.000

1.608.430.400

99,67

Vi

5887|Pengolat

g

an dan
Pemasaran
Hasil
Hortikultura

125.811.622.000

107.723.448.784

85,62

100

5887.ADA.010
Registrasi Kebun
dan Lahan
Usaha
Hortikultura

Produk

1.000

1.000 100,00

2.500.000.000

899.583.492

35,98

5887.AEA.020
Bimbingan
Teknis,
Sosialisasi,
Monev dan
Pelaporan

Kegiatan

40

40 100,00

12.000.000.000

11.744.118.594

97,87

5887.AEH.020
Promosi Produk
Hortikultura

Promosi

5 100,00

5.000.000.000

4.722.856.946

5887.AFA.021
Peraturan/Norma
/Pedoman

NSPK

10 100,00

1.000.000.000

59.245.320

5887.BMA.030
Informasi Pasar
Komoditas
Hortikultura

Layanan

205

204 99,51

2.859.000.000

2.718.757.134

5887.CAG.010
Sarana
Pemasaran

Unit

30

30 100,00

3.000.000.000

1.896.927.266

63,23

5887.PDC.010
Sertifikasi Produk
Hortikultura

Produk

100

100 100,00

3.500.000.000

1.550.482.408

44,30

5887.QDD.021
Penerapan GAP

Kelompok
Masyara-
kat

110

110 100,00

3.300.000.000

3.088.705.088

93,60

5887.QDD.022
Penerapan GHP

Kelompok
Masyara-
kat

40

40 100,00

1.200.000.000

1.093.927.050

91,16

5887.RAG.010
Sarana
Pascapanen
Hortikultura

Unit

635

635 100,00

31.352.622.000

21.050.997.819

67,14

5887.RAG.011
Sarana
Pengolahan
Hortikultura

Unit

185

185 100,00

7.400.000.000

7.291.059.606

98,53

5887.RAL010
Horticulture
Development of
Dryland Areas
Project

Unit

1 100,00

5.000.000.000

4.857.979.421

97,16

100
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No.

KEGIATAN

Nama Rincian
Output (RO)

TARGET VOLUME DAN PAGU BESERTA REALISASINYA TA 2024

Volume

Satuan

Target

Versi OMSPAN

dalam

DIPA/

POK
(Satuan)

Realisasi
Fisik
(Satuan)

% Real
Fisik

Pagu

lisasi Keuangan

SP2D

(Rp)

(Rp)

(%)

Outstanding
Kontrak/ Sisa
Kontrak (Rp)

5887.RBK.010

Unit

185

185 100,00

44.400.000.000

43.590.218.669

98,18

Prasarana
Pascapanen
Hortikultura

5887.RBK.011 Unit 20 20
Prasarana

Pengolahan
Hortikultura

100,00 3.300.000.000 3.158.589.971 95,71

Total

433.499.771.000 382.133.111.712 88,15

100

Sumber :

Direktorat Jenderal Hortikultura, diolah berdasarkan laporan Online
Monitoring SPAN (OMSPAN) (http://spanint.kemenkeu.go.id). *) per tanggal
26 Januari 2025.

Upaya tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura
dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan hortikultura Tahun 2024
antara lain sebagai berikut:

1.
2.

Mengawal setiap proses penerbitan DIPA revisi 2024;

Melaksanakan pelatihan bendahara untuk satker-satker yang bendaharanya
belum memiliki sertifikat serta pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk
PPK dan pejabat pengadaan yang belum bersertifikat (jika ada);

Koordinasi intensif melalui vicon atau kunjungan ke lokasi satker daerah dan
mempercepat proses distribusi barang/penyelesaian kontrak serta
penyelesaian dokumen BAST dan SP2D dan SIMAK BMN;

Mendorong percepatan kinerja Satker dan menerbitkan surat percepatan ke
Dinas dan Tenaga Ahli Daerah Pemilihan (TA Dapil) untuk melengkapi data
Calon Petani Calon Lokasi (CPCL);

Mengoptimalkan proses pengadaan barang menggunakan E-Katalog dan
Swakelola Type IV;

Penguatan koordinasi satker internal dan
stakeholders secara intensif dan terstruktur.

harmonisasi sinergi lintas
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 ini merupakan
perwujudan penerapan akuntabilitas kinerja instansi sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban segenap pimpinan
Direktorat Jenderal Hortikultura selaku penerima mandat Negara dalam
melaksanakan pembangunan di subsektor Hortikultura pada Tahun 2024.
Berbagai upaya telah dilakukan melalui sinergi dengan seluruh pemangku
kepentingan untuk mewujudkan tercapainya sasaran dan target Kkinerja
hortikultura. Dengan akan diterbitkannya Angka Tetap (ATAP) Komoditas
Hortikultura tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemungkinan
menyebabkan pembaharuan data produksi hortikultura strategis dan unggulan
serta pembaharuan data (updating) lainnya yaitu luas serangan OPT dan Puso
dari Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Nilai Ekspor 12 (dua belas)
komoditas hortikultura dari BPS, sehingga isi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal
Hortikultura yang telah diterbitkan ini perlu diperbaharui kembali.

Pencapaian terhadap arah kebijakan pembangunan di sub sektor hortikultura ini
tentu akan terus berhadapan dengan kompleksitas permasalahan dan tantangan
dalam pengembangannya yang dihadapi saat ini meliputi; 1) Stabilitas Produksi
2) Peningkatan Produktivitas, 3) Angka Kehilangan Hasil masih tinggi, 4) Good
Agricultural Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP) dan Pengelolaan
Hama Terpadu (PHT) secara ramah lingkungan belum diterapkan secara masif,
5) Kontinuitas pasokan produk bermutu rendah, 6) Sistem Produksi belum
efisien. Seiring dengan dinamika saat ini pengembangan komoditas hortikultura
diarahkan  mengikuti  permintaan  pasar/konsumen (market driven).
Pengembangan hortikultura dilakukan secara utuh dari aspek hulu hingga hilir
mulai dari peningkatan produksi melalui pengembangan kawasan hortikultura,
dukungan perbenihan, penguatan sistem perlindungan tanaman hortikultura
hingga peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura.
Pengembangan hortikultura ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan,
hilirisasi bahan baku industri dan mendukung ekspor.

Dalam mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi
padi dan jagung, serta anggaran yang terkena Automatic Adjusment (AA) di
Tahun 2024 menyebabkan terjadinya pemotongan anggaran dan terhambatnya
pelaksanaan kegiatan koordinasi yang bersifat tatap muka seperti pertemuan
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koordinasi teknis, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan program/kegiatan,
evaluasi kinerja, penyusunan laporan keuangan, serta kegiatan lapang lainnya.
Namun demikian Direktorat Jenderal Hortikultura mampu mencatatkan capaian
yang cukup memuaskan. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran program
yang menghasilkan capaian kinerja sangat berhasil sebanyak 7 (tujuh) indikator
kinerja yaitu: 1) Peningkatan Produksi hortikultura strategis; 2) Tingkat
Kemanfaatan sarana produksi hortikultura; 3) Rasio serangan OPT yang
ditangani terhadap luas serangan OPT Hortikultura; 4) Rasio luas area
hortikultura yang mendapat penanganan DPI terhadap luas area hortikultura
yang terkena DPI; 5) Nilai IKPA Direktorat Jenderal Hortikultura; 6) Pertumbuhan
Nilai ekspor untuk produk hortikultura; dan 7) Presentase Capaian Nilai
Reformasi Birokrasi Yang Menjadi Tanggung Jawab Direktorat Jenderal
Hortikultura. Untuk capaian kinerja kategori Berhasil sebanyak 1 (satu) indikator
yaitu: Tingkat Kemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil
hortikultura. Sedangkan capaian kinerja kategori Kurang Berhasil sebanyak 1
(satu) indikator kinerja yaitu: Peningkatan produksi hortikultura unggulan.

Hambatan/kendala utama yang mempengaruhi capaian indikator Kkinerja
Direktorat Jenderal Hortikultura strategis diantaranya masalah internal dari
petani sendiri seperti: beragamnya kompetensi petani di bidangnya, penerapan
GAP/SOP yang masih rendah dan bahkan sebagian besar budidaya masih
dilakukan secara konvensional/tradisional; serta penundaan jadwal tanam di
beberapa daerah sentra sebagai akibat perubahan iklim seperti ElI Nino,
kekeringan atau keterlambatan waktu curah hujan. Upaya yang perlu terus
dilakukan untuk meningkatkan capaian produksi hortikultura strategis antara lain:
melanjutkan pengembangan kawasan komoditas strategis sesuai dengan
kesesuaian lahan dan agroklimat;, tetap mempertahankan prinsip ramah
lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim serta hemat air; penguatan
data luas tanam, luas panen dan produksi serta pengembangan Early Warning
System; melanjutkan pengembangan kawasan komoditas hortikultura dalam
skala luas (seperti halnya Food Estate); fasilitasi sarana produksi dalam jumlah
yang memadai; bersinergi dengan stakeholder terkait; membangun rintisan
wilayah penyangga untuk mendukung suplai ke ibukota atau daerah yang
harganya mengalami peningkatan tajam; mendorong penggunaan benih
bermutu, mendorong gerakan tanam tingkat masyarakat atau rumah tangga; dan
pemberian bimbingan teknologi secara intensif dalam budidaya dan
pengendalian OPT, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, pendampingan
dan pengawalan untuk meningkatkan kompetensi petugas maupun
petani/pelaku usaha baik di tingkat pusat maupun daerah.
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Selain itu, sampai saat ini belum ada sistem informasi yang dapat menyajikan
data secara akurat dan cepat sehingga pengawalan kelembagaan UMKM
Hortikultura masih bersifat manual dan parsial. Basis data yang dihasilkan dari
metode pengumpulan data secara manual tersebut nantinya tidak dapat
tersimpan dengan baik, rentan hilang dan ketertelusurannya lebih sulit diketahui.
Untuk menjawab hal tersebut perlu dikembangkan sistem informasi yang dapat
digunakan sebagai tools monitoring dan evaluasi penyaluran fasilitasi bantuan
untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan sudah termanfaatkan secara
optimal. Selanjutnya sistem informasi tersebut dapat digunakan dalam proses
pengambilan keputusan terkait kelembagaan UMKM Hortikultura sehingga dapat
diketahui tingkat perkembangan UMKM penerima bantuan sarana prasarana
serta bagaimana bentuk intervensi yang harus diberikan kepada UMKM sesuai
dengan tingkat perkembangannya dan pada akhirnya akan tergambar dengan
jelas kinerja UMKM dalam pemanfaatan bantuan yang diberikan.

Untuk tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Hortikultura mengelola APBN
sebesar Rp433.499.771.000,00 yang dipergunakan untuk membiayai 3 (tiga)
program. Serapan APBN Direktorat Jenderal Hortikultura sudah mencapai
Rp382.133.111.712,00 atau 88,15%. Namun demikian, jika total alokasi
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi/tidak disertakan alokasi
yang diblokir (sebagai akibat kebijakan Automatic Adjusment dan pemblokiran
anggaran perjalanan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan) menjadi
Rp385.554.946.000,00, maka persentase realisasi anggaran mencapai 99,11%
(melebihi target yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebesar 98%).

Pencapaian target kinerja pada Direktorat Jenderal Hortikultura merupakan hasil
komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh karyawan Direktorat
Jenderal Hortikultura. Selain itu keberhasilan pembangunan hortikultura juga
didukung oleh peran pemangku kepentingan pembangunan hortikultura, baik di
pusat maupun daerah di luar Direktorat Jenderal Hortikultura meliputi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi
Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.

Dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan program dan kegiatan
pengembangan hortikultura, maka tuntutan kualitas dan kuantitas aspek
monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari manajemen dalam pelaksanaan
program merupakan suatu keharusan. Mengingat penyelenggaraan program
dan kegiatan yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas
merupakan perwujudan kewajiban unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
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pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan/
pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh satuan kerja (satker) lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura, maka diperlukan langkah-langkah pengawalan,
pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan
secara periodik dimulai dari proses perencanaan, implementasi, capaian Rincian
Output (RO) dan outcome yang diharapkan, dengan menggunakan suatu aturan,
ukuran dan kriteria sebagai indikator keberhasilan suatu pekerjaan.

Namun demikian, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan
Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2025 akan menemui banyak tantangan,
diantaranya: 1) Penerbitan DIPA TA 2025 tanggal 02 Desember 2024, dimana
87,80% dari total alokasi anggaran masih diblokir; 2) Penerbitan Inpres Nomor 1
tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstrukskan
semua Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi
belanja yang meliputi belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan,
perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta
pengadaan peralatan dan mesin; 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-
37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2025, vyang Ilebih deti mengarahkan
besaran/persentase rencana efisiensi item-item belanja Kementerian/Lembaga.
Ke-3 dokumen/peraturan perundangan tersebut sangat mempengaruhi
pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Hortikultura
kedepannya.

Menyadari tantangan hortikultura ke depan akan semakin kompleks, baik
pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders terkait harus bersama-sama
membenahi kembali kawasan hortikultura, baik buah-buahan, sayuran,
florikultura maupun tanaman obat agar mampu menjawab tantangan kompetisi
global. Kerja sama yang harmonis, sinergis, dan terintegrasi selalu diharapkan
agar pembangunan hortikultura dapat memberikan kontribusi yang positif pada
peningkatan produksi hortikultura, pembangunan ekonomi nasional serta
memperbaiki kesejahteraan petani hortikultura pada khususnya.

Tantangan/permasalahan lainnya yang mendapat perlu mendapat perhatian dari
pengambil kebijakan karena mempengaruhi beberapa indikator kinerja
Direktorat Jenderal Hortikultura dan Kementerian Pertanian adalah
terhambatnya proses pengumpulan dan penyampaian data statistik komoditas
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hortikultura strategis dan unggulan, serta luas serangan dan puso pada areal
yang terkena serangan OPT dan DPI di daerah yang disebabkan: 1) alokasi
anggaran kegiatan pengelolaan data hortikultura sudah sangat terbatas,
diantaranya mulai TA 2024 sudah tidak dianggarkan untuk honor petugas
pengumpul data Statisitk Pertanian Hortikultura (SPH) dan petugas pelapor luas
serangan dan puso pada areal yang terkena serangan OPT dan DPI serta mulai
TA 2025 sudah tidak dianggarkan pula pencetakan form SPH; dan 2) belum
adanya payung hukum yang mengatur besaran honor petugas pengumpul data
statistik serta pembagian tugas pengumpulan data lingkup Kementerian
Pertanian serta kurang adanya perhatian (political will) dari para pengambil
kebijakan lingkup Kementerian Pertanian terkait pengelolaan dan kualitas data
statistik. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah Direktorat
Jenderal Hortikultura agar melanjutkan Sosialisasi Penggunaan aplikasi SPH-
CAWI yang sedang dalam pengembangan sebagai solusi pelaporan paperless
(dikarenakan tiada alokasi anggaran untuk form SPH) dengan mengundang para
petugas yang menangani data statistik hortikultura dari dinas pertanian provinsi
seluruh Indonesia. Dalam hal Tahapan Implementasi aplikasi SPH-CAWI
selanjutnya: (i) Pembahasan pedoman, pengembangan aplikasi (sementara
rencana s/d tahun 2026), dan Piloting/Ujicoba Pelatihan; (ii) Untuk tahun 2025,
akan dilakukan  tahap  Finalisasi Pembahasan pedoman dan
Sosialisasi/Pelatihan mencakup wilayah yang lebih luas (sementara rencana s/d
tahun 2026); dan (iii) mulai tahun 2026, sudah diimplementasikan secara efektif
di seluruh Indonesia. Selain itu, diharapkan agar dilanjutkan kembali koordinasi
dengan Eselon | lingkup Kementan dan instansi terkait lainnya dalam upaya
finalisasi peraturan perundangan terkait besaran honor petugas pengumpulan
data statistik dan standar operasional dan prosedur pengumpulan data dengan
harapan selanjutnya bantuan fasilitasi pengumpulan data statistik pertanian
dapat dialokasikan dalam dokumen APBN, dikarenakan data yang dihasilkan
mendukung penilaian kinerja Kementerian Pertanian khususnya Direktorat
Jenderal Hortikultura.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024
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Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Muda
Shinta Ramadhani, S.F_, M_P.
19780504 200312 2 002
NWia, 01-04-2020

Fetua Kelompok Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuham
Buah dan Florikultura

Tumbuhan Ahli Madya
Warastin Puji Mardiasih, 5P, M.5i
16200620 200312 2 003
ik, 01-06-2024
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1 Pengendali Organisme Pengganggu
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Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pemngendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan Buah dan Florikultura
Bengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhan Ahli Madya
Gintimg Tri Pamungkas, 5.P., M.Sc.
185306824 200801 1 005
Nffa, 01-10-2023

1 Hetua Tim Kerja Sarana Pengendalian
1 Crganisme Pengganggu Tumbuhan
1 Buah dan Florikuliura
- Pengendali Organisme Pengganggu
1 Tumbuhan Ahli Muda
1 Ami Cahyani Ratnaningrum, S P_, M.Si
I 19810408 200604 2 D02
Nia, 1 April 2022

Ketua Kelompok Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhamn
Sayuran dan Tanaman Obat

Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbwham Ahli Madya
Wita Khairia, 5P, M.Si
18720109 198003 2 012
Nie, 01-04-2024
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Ketua Tim Kerja Penerapan Teknologi
Pengendalian COrganisme Pengganggu
Tumbuwhan Sayuran dan Tanaman Obat
Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhamn Ahli Muda
Enung Hartati Suwarno, S.P., M.M.
16720113 192003 2 002
_____ W 0LIEAE
Ketua Tim Kerja Sarana Pengendalian
Organisme Pengganggu Tumbuhan
Sayuran dam Tanaman Obat
Pengendali Organisme Pengganggu
Tumbuhamn Ahli Muda
Melly Saptayanti, 5.P., M.Si
18851102 200212 2 002
liid. 01-08-2024
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Ketua Kelompok Dampak Perubahan Iklim

Ir. rma Siregar
18680821 192003 2 001
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1 Pengendali Organisme Pengganggu
1

1

: Ira, 01-08-2024
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1
1
1
1
Tumbuhan Ahli Muda 1
1
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1
1
Pengendali Organisme Pengganggu !

Tumbuhan Ahli Madya 1
I Ir. Slamet Riyadi, MLP. 1
I 10GE062E 200112 1 001 1
I Ivia, D1-10-2019 1
rogfegfgfegfony gyl eyl byl

1 Ketua Tim Kera Mitigasi Perubahan Iklim

FPengendali Organisme Pengganggu

Ir. Aneng Hermami, M.5i.
19821018 189203 2 001

1
|
1
Tumbuhan Ahli Muda 1
1
1

Nia, 01-D4-2014 1
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Berdasarkan Permentan 15 Tahun 2022 dan Kepmentan 278 Tahun 2023

KETUA KELOMPOK SUBSTANSI DAN KETUA TIM KERJA
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA

Direktur Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Hortikuktuwra
Hotman Fajar Simanjuntak, 5T, M_M.
19740021 200112 1 001
ik, 01-04-2022

Kepala SubbagianTata Usaha

Diah Angreheni, 5.Gz., M.Si.
19881128 201101 2 D10 —
liiid, 01-D4-2023
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': Analis Data dan Informasi 1 -: Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda 1] 1 Analis Pasar ::Z':,; ertanian ARK J' Luster Sudarsene Manurung, S.E., :
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Madya 1y Sayuran dan Tanaman Obat |1 _ Muda 1 Analis Data dan Informasi |
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Lampiran 2. Sebaran Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Golongan dan Tingkat
Pendidikan Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)

No Golongan S3 S2 S1 D4 SM D3 D2 D1 SLTA SLTP  SD Jumlah

1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Il 0 0 0 0 0 2 0 0 13 3 1 19
3 I 0 50 | 144 0 0 2 0 0 29 0 0 225
4 v 8 56 5 0 0 0 0 0 0 0 0 69
5 Vil 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
6 IX 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27

Jumlah 8 | 106 | 176 0 0 9 0 0 42 3 1 345

Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 32 orang.
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Lampiran 3. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Kelamin dan

Pendidikan Akhir serta Golongan dan Kelompok Umur Tahun 2024 (per 31 Desember 2024)

(1) Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

1 Laki-Laki 3 36 75 0 0 5 36 3 159
2 Perempuan 5 70 101 0 0 4 6 0 186
Jumlah 8 106 176 0 0 9 42 3 345

(2) Menurut Golongan Ruang dan Kelompok Umur

1 I 0 0 1 1 0 6 5 2 4 0 19

2 1] 0 0 23 29 38 50 39 28 18 0 225

3 \% 0 0 0 0 1 11 19 21 17 0 69

4 Vil 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5

5 IX 0 0 8 9 5 2 0 3 0 0 27

Jumlah 0 0 32 42 46 69 63 54 39 0 345
Keterangan:

Pegawai dengan Golongan VII dan IX merupakan PPPK dengan total 32 orang.
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Lampiran 4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024

(per 31 Desember 2024)

1 JABATAN PIMPINAN TINGGI
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I)
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II)
2 JABATAN ADMINITRASI
Pejabat Administrator (Eselon IlI) 1
Pejabat Pengawas (Eselon V) 5
Pelaksana 135
3 JABATAN FUNGSIONAL
Fungsional Keahlian 192
Fungsional Keterampilan 6
Jumlah 345
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Lampiran 5. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Hortikultura Menurut Jabatan Fungsional Tahun

2024

1 Pranata Komputer 5 0 5
2 Arsiparis 4 5 9
3 Statistisi 1 4 5
4 POPT 8 19 27
5 Perencana 6 7 13
6 Perancang Peraturan Perundang-Undangan 1 0 1
7 Pengawas Benih Tanaman 11 15 26
8 Pranata Humas 0 3 3
9 Pengawas Mutu Hasil Pertanian 28 50 78
10 Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) 2 4 6
11 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 2 0 2
12 Analis Kebijakan 1 1 2
13 Asesor SDM Aparatur 0 1 1
14 Analis Pengelolaan Keuangan APBN 3 5 8
15 Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 5 1 6
16 Analis Hukum 1 0 1
17 Analis Anggaran 0 1 1
18 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2 2 4

Jumlah 80 118 198
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Lampiran 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TA 2024
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KATA PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis
pengembangan hortikulfura sebagai perwujudan visi pertanian menuju pertanian yang
maju, mandiri, dan medern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri
dan berkepribadian berlandaskan gotong royong sekaligus mendukung tercapainya
target RPJMN 2020-2024.

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya Good Governance.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam
pencapaian tujuan pembangunan hortikultura adalah dengan pencapalan Akuntabilitas
Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan
organisasi, Salah satu dokumen perencaan terkait yang perlu disusun adalah Rencana
Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen RKT merupakan salah satu dokumen penting bagi terselenggaranya
manajemen kinerja yang baik. RKT Direktorat Jenderal Hortikultura berisikan rencana
keria, target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun dan
dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis Direktorat Jenderal Hortikultura
yang relevan. Selanjutnya penjabaran target kinerja organisasi dan unit kerja pada RKT
akan disahkan melalui dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Apabila terjadi perubahan
indikator, target kinerja, dan pagu anggaran maka akan ditakukan perubahan dalam
dokumen perencanaan dan dilakukan revisi PK pada tahun berjalan.

Dalam rangka mewujudkan sistem manajemen pamerintahan yang baik serta
memenuhi amanat tujuan pembangunan hortikultura, dokumen RKT Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh
pelaksana kegiatan pengembangan hortikultura baik di pusat maupun daerah. RKT 2024
ini diharapkan dapat menjelaskan rencana pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja
Direktorat Jenderal Hortikultura selama periode 1 (satu) tahun.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Jenderal,
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BAE |
PEMDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam rangka penyediaan pangan masyarakat sebagal wujud ketahanan pangan
dalam negeri yang telah difuangkan ke dalam UL Nomer 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025 dan
Peraluran Presidan Momor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Masional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, maka sekior peranian diharapkan
mampu memberikan kontribusi signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi di

Indonasia.

Dinamika lingkungan strategis nasional dan dunia banyak mempengaruhi arah
pambangunan parlanian. Pembangunan peranian sats tahun kedepan dihadapkan
kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestik maupun
internasional, diantaranya: (1) dampak pandemi covid-19; (2) berlakunya Perpres
Momar 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Masional, (3) berlakunya Perpres
Momar T8 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inowasi Masional; (4) terbitnya
Undang-Undang Momar 3 tahun 2022 tentang 1bu Kota Megara, dan (5) perulbahan
struklur organisasi Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang pada Peraturan
Presiden Nomaor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan
Mentari Pertanian Momor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemanterian Pertanian. Merespon dinamika kebijakan mengharuskan adanya
perubahan dan penyelarasan pada dokumen perencanaan, khususnya Rencana
Strategis lingkup Kementerian Pertanian yang dilkuti dengan perubahan pada
Rencana Strategis ingkup Direxiorat Janderal Horikultura, Renstra ini dinarapkan
menjadi arahan sekaligus acuan dalam penyusunan program dan  kegialan
pambangunan pertanian pericde 2020-2024,
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Dalam rangka mencapal target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2024, maka Direktorat Jenderal Hortikultura menetapkan
bebarapa strategi pengembangan hortikultura. Upaya yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Hortikultura dalam pelaksanaan strategi tersebut mengacu pada 3 (tiga)
Program Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Hortikultura dan diturunkan melalui 6 (enam) kegiatan utama yang dilaksanakan
pada masing-masing unit Eselon |l lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas,
dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan yaitu, a) Peningkatan Produksi Sayuran dan
Tanaman Obat, b) Peningkatan Buah dan Florikultura, c) Perlindungan
Hortikultura, dan d) Perbenihan Hortikultura:

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing, dilakukan melalui Kegiatan Pengotahan
dan Pemasaran Hasil Hortikultura;

3. Program Dukungan Manajemen, dilakukan melalui Kegiatan Peningkatan Usaha
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.

Berbagai upaya dan strategi yang ditetapkan pada sub sektor hortkultura merupakan
penterjemahan dari strateg yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dalam
rangka memposisikan kembali Sektor Pertanian sebagal motor penggerak
pembangunan nasional. Disamping itu, pelaksanaan pengembangan hortikultura
2024 merupakan tahapan lanjutan keberhasilan yang telah berhasil diraih pada tahun
sebelumnya, serta peningkatan pencapaian target kinerja RPJMN dalam rangka
menyelesaikan permasalahan dan tantangan hortikultura kedepan. Mengacu pada
kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan terssbut, sub sektor hortikultura
melakukan pemetaan kawasan dan komeditas hortikullura strategis maupun
unggulan untuk dapat ditindaklanjuti melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan
Inislasi kerjasama dengan seklor lainnya yang beririsan guna mendukung akselerasi
peningkatan ekonomi nasional. Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 menjadi salah satu dokumen
operasional atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah sekaligus dokumen
acuan atas pelaksanaan kegiatan nasional hortikultura.
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1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 adalah
sebagai acuan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal
Hortikultura Tahun 2024, sehingga target kinerja jangka pendek (tahunan) dapat
dicapai dan menjadi arah dalam pencapaian target kinerja jangka menengah 2020-
2024.

1.3. Sasaran

Sasaran RKT Direktlorat Jenderal Hortikultura adalah seluruh satker penerima
anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai target kinera
Pembanguan Hortikultura Indonesia Tahun Anggaran 2024.

1.4, Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan RKT Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 adalah;

1. Undang-undang No 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pangan

3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

4. Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun
2020-2024 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 6683),

6. Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kinerja Kementenan Pertanian

7 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasicnal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
NasionalKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun
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2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024;

. Peraluran Menteri Pertanian Rl No. 08 Tahun 2021 Tentang Kelempok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup
Kementerian Pertanian;

. Weputusan Menteri peranian Rl Moo 434KPTSRC.O020MOBZ2021 Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Keputusan  Menier  Pertanian  Nomor
2EEIKPTS/RC 020052020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Fertanian
Tahun 2020-2024;

10.Peraturan Presidan Republlk Indonesia Momor 117 Tahun 2022 tentang

Kementerian Pertanian;

11.Peraturan Menier Pertanian Momor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pertanian.
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BAE Il
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUEB SEKTOR HORTIKULTURA,

2.1 Tujuan Pembangunan

Sejalan dengan fuyuan pembangunan peranian  tahun  2020-2024, tujuan
pembangunan hortikulura adalak:

1. Maningkatnya Kessjahleraan Petani Horlikufura
2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Hortikultura.
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Direkioral Jenderal Hortikultura

2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan Pembangunan Horikultura Tahun 2021-2024 adalah meaningkatkan daya
saing horlikultura malalui peningkatan produksi, produkdivitas, akses pasar dan logistis
didukung sistem pertanian moderm  yang ramah lingkumgan, serta mendorong
peningkatan nilai tambah produk untuk kesejahleraan petani.

2.3 Strategi dan Langkah Cperasional

Dalam melaksanakan kebfakan tersebut dan mengacu cara bertindak {CB) Kementarian
Pertanian untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Pertanian dan
mencapal fujuan pembangunan  hortikultura Serta menjawab permasalahan dan
fantangan horlkulura yang ada diperlukan strategl pengembangan dan langkah
operasional yang sejalan dengan arahan Menteri Pertan ian untuk Mewujudkan Pertanian
yang Maju, Mandirl dan Modarm. Direktorat Janderal Hortikuliura menetapkan Strategl
Pengembangan Hortikutura Tahun 2021-2024 yang memiliki 3 fokus utama yaiu

1. Pengembangan Kampung Hertikultura melalui konsep ana village one variaty dan
komoditas unggulan yang dipilin berdasarkan permintzan pasar unfuk menjamin
pemasaran hasiinya Komoditas kampung hortikultura melipui : Buah-puahan,
Sayuran, Tanaman Chat, dan Florikultura.

3 Penumbuhan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Hortikultura berupa
fasiitasl banfuan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan Horfikulbura
{Bawang, Cabai, Buah-buahan, dan Sayuran Lain}

2 Modernisasi Hortikultura melalui Pengembangan Sistem Informasi (SI) keglatan
pembangunan hortikultura dari huls hingga hilir.
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Penjelasan terkait strategi pengembangan hortikultura adalah sebagal berikut:

1. Kampung Hortikultura
Secara spesifik pengembangan hortikultura sesuai dengan Fokus Pertama
diarahkan pada Pengembangan Kampung Hortikultura, sehingga dapat dibangun
Kawasan Hortikultura Skala Exonomi.
Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam 1 (satu) wikayah administratif
desa dengan luasan 5 -10 Ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan pada
kampung tersebut. Kampung Hortikultura mengusung konsep one village one
variety dan komoditas unggutan yang dipilih berdasarkan permintaan pasar untuk
menjaniin pemasaran hasilnya. Selain itu, komoditas yang dikembangkan harus
sesuai agroekosistemnya, masyarakat sekitar antusias merawat pertanamannya
serta komitmen tinggi dari pemimpin daerah setempat, Hal ini merupakan fondasi
utama dari pembentukan Kampung Hortikultura. Keberhasilan pengembangan
Kampung Hortikultura sangat bergantung pada aspek ekonomi, sosial budaya sera
dukungan dari pemerintah setempat.

Kawasan pada kampung-kampung ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi
mulai dari aspek hulu hingga hilir, antara lain berupa Benih Bermutu, Saprodi {Pupuk
Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Oolomit, Mulsa Plastik, dan lain-kain),
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ramah Lingkungan, Sarana dan
Prasarana Pascapanen serta Pengolahan. Dan selanjutnya akan diregisirasi dan
disertifikasi produk yang dihasilkan. Selain itu, Pengawalan dan Pendampingan
secara intensif akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Diharapkan pengembangan
horfikultura melalui pendekatan kampung Inl dapat lebih memudahkan masuknya
dukungan fasilitasi lainnya seperti akses permodalan (KUR), mekanisasl, pengairan,
kelembagaan, pemasaran sehingga kedepan dapat mendukung pembentukan
Korporasi Petani.

Sesual dengan amanat Presiden Republk Indonesia dalam hal Pengembangan
Korporasi Pertanian, Direklorat Jenderal Hortikultura telah menterjemahkannya
dengan mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kampung Hortikultura yang nantinya
akan bertransformasi menjadi Korporasi Petani. Dalam program tersebut, pemerintah
hadir dalam setiap siklus pertanian mulal dari persiapan lahan, pengelolaan tanaman,
panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang diharapkan akan
meningkatkan kesejahteraan petani.

Program pengembangan kampung-kampung norikultura akan dilakukan secara
berkesinambungan, sehingga diharapkan pada tahun-tahun berikutnya akan lebih
banyak terbentuk kampung-kampung penghasil produk hortikultura bermutu yang
seragam varietasnya guna pemenuhan konsumsi domestik, kebutuhan bahan baku
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industn hortikutura dan ekspor produk horikuthura segar mawpun olahan. Disamping
fungsinya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi segar den olahan, Kampung
Hortikuliura juga berpotens menjadi Lokasi Agrowizata dan atau Agre Edu Wisata.
Sehingga, dapat secara langsung menambahkan tujuan pariwisata alternatlif daarah
setemnpat. Sasaran akhic darl Kampung Horikultura ini yailu Meningkatkan
Kessjahteraan Petani di Perdesaan. Pengermbangan kampung horikultura tahun
2024 sebanyak 2.707 kampung terdinl dari 1,780 kampung sayuran, 458 kampung
buah, 400 kampung tanaman obat, dan 69 kamipung florikutura,

. Penumbiuhan UMKM Hortikultura

Fokus Kedua dalam Strategi Pengembangan Hortikultura adalah Panumbuhan
UMEM Hortikultura, dengan target tahun 2024 terbentuknya 185 UMKM.
Ferskonomian di Indonesia tidak dapat terepas dar seklor UMKM yang menjadi
fondasi bagi paningkatan perekoncmian di tanah air,

Langkah operasional penumbuhan UMKM Hortikultura yaitu; 1) Fasilitasi Sarana
dan Pragsarana Pascapanen dan Pengolahan, 2) Meningkatkan diversifikasi hasil
olahan uniuk peningkatan nilai fambah horikuitura, 3) Kemitraan dengan
stakeholder untek penumbuhan UMKM Hortikultura, 4) Peningkatan Kapabilitas
melalui Bimbingan Teknis, 5) Promosi dan Pemasaran Produk Clahan
Hortiku'tura,

Dalam upaya penumbuhan UMEM Horfikultura, Direkicrat Jenderal Hortikultura akan
memberikan kepada penerima manfaat berupa Bantuan Prasarana Pascapanen dan
Pengolahan, yaitu Bangsal Pascapanen, Coid storege, Bangunan Unit Pengolahan,
Solar Dryar Dome, Selanjulnya dilengkapi dengan sarana pascapanan dapat berupa
motor roda 3, keranjang panen, timbangan, sarana pencucian, maja sortasi, rofer
conveyor dar pencucian hingga ke dalam bangsal, biower pengering produk,
Sedangkan untuk sarana pengolahan, bantuan sarana diberikan untuk pengolahan
cabai, bawang, buah-buahan dan horikuftura lain. Fasilitasi banluan pengalalaan
panen, pascapanen dan pengolahan akan sangai bervariasi sesuai kebersediaan
bahan baky, dan produk olahan yang akan dihasilkan. Dalam upaya mendonang
pamberdayaan UMKM, juga diberikan fasilitasi akses permodalan malalul Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Bantuan sarana pragarana pascapanen dan pengolahan
hortikultura ini =kan difokuskan kepda dserah-dasrah yang syurplus  produksi
komoditas hortikulturanya.

Melalui keterpaduan fasiliitasi ini, diharapkan dapat terbantuk UMEM Herikultura
selaras dengan program pemeriniah dalam strategi parcepatan Pamulihan Ekanori
Masional (PEN]. Strategi ini merupakan salah salu opsi tarbaik untuk menuntaskan
permasalahan yang biasa lerjadi saat panen raya dimana produk berlimpah, harga
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praduk turen, terbuang dan menurunkan mofivasi petani untuk melakukan budidaya
hartikulura,

UMKM Hosikullura memastikan peningkatan nilai tambah pada komodilas
morikultura melalui diversifikasi produk. Kelompok Tanl akan mendapatkan lebih
bamyak keuntungan dibandingkan dengan penjualan produk segar. Inovasi perlu
terus dikembangkan agar eksistensi dari UMEM Hortikultura dapat terjaga dan tetap
berahar. Satah saw upaya yang dapatl dilakukan adalah dengan melakukan
optimalisasi pemberdayaan UMKM berbasis potensi komoditas hortikultura yang
unggul melalui pengembangan kemitraan yang superior dengan taknalegi mandiri
dan kompetitil. Hal tersebut dimaksudkan selain untuk mempertahankan eksistansi
dar produk UMKM, juga sebagai upaya peningkatan ekonomi bangsa. Selain iy,
melalui hadirmya kemitraan dengan stakeholder diharapkan dapal meningkatkan
produktivitas, |aminan kualitas dan kuantitas, serta meningkatkan periumbuhan
akonomi secara nasional.

Salah satu tantangan dalam penumbuhan UMKM adalah kempetensi Sumbear Daya
Manusia (SDM) yang berperan sebagai pelaku dan penggerak usaha. Dleh karana
tu, sangat penting uniuk teres melakukan dan memastikan peningkatan kapabilitas
SDM melalui berbagai bimbingan teknis yang diperlukan.

Hal lalnnya yang perlu menjadi fokus parhatian adalah mamininalisir kesulitan dalam
pemasaran, persaingan usaha dan iklim usaha yang kurang kondusi{ (perijinan,
aturan/perundangan). Sehingga, pendampingan dalam hal prarmasl dan pemasaran
produk UMKM Hortikultura merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
dengan sabaik-baikmya.

. Modernisasi Hortikultura

Pandemi Covid-19 yang leradi sast ini mendorong pamerintah untuk dapat
memperlegas perannya dalam merevitalisasi sub sektor hortikuftura, Sejakan dengan
pra 40, maka pembangunan hertikuliura mencanangkan konsapsl bary uniuk
bersinergi dengan generasi mudamilenial sebagal penggerak usaha hortikultura dan
mempercepat adopsi teknologi pertanian. Adanya keterbatasan maobilisasi dan
distribusi pangan akibat pandami Covid-18 telah menuntut para petaku usaha untuk
lebih krealif, berkolaborasl dan menggunakan berbagal teknologi yang dapat
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan, termasuk mekanisasi dan
eknalogi informasi,

Mengacu pada kondisi diatas, maka Fokus Keliga yang diletapkan Direklorat
Jenderal Hertikultura adalah Mendorong Modemisasi Hortikultura yaitu melaki
pengembangan Sistem Informasi (S1) Hortikuliura dan Pembangunan Nursery
Hortikultura,
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Sistern informasi yang telah dan akan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Hartikullura antara lain:

Pertama, Sistarn informasi “Early Waming System (EWS)” Komoditas Strategis, vang
marupakan sistem peringatan dini berbasis data historis untuk memprediksi
ketersediaan komoditas strategis (cabai, bawang) beberapa bulan ke depan. Melalui
EWW'S ini kila dapat melinat neraca antara kebuluhan dan produksikomoditas strategis
{Cabal, Bawang) di seluruh Indonesla sampai tingkat kabupaten, sehingga dapat
segera melakukan langkah antisipasi seperti pengaturan pola tanam dan distribusi
pada daerah yang terindikasi defisi. Hal inl dilakukan untuk menjaga stabiltas
pasokan dan stabilisasi harga di tingkat petani maupun konsumen,

Kedua, Sistern Monforing Tanam Horikullura Strategis (Simethris), mesupakan
sisterm informasi reslfime status monitoning wajib tanam dan produksi komoditas
horlikuliura strategis (Bawang Pufih). Mslalui Aplikasi ini, pemerintah dapat
memaniau kewajiban tanam dari para imporir yang felah mendapatkan alokasi jin
importasi bawang putin.

Ketiga, Sistern Informasi yang sudah diterapkan pada Kegiatan Perlindungan
Hortikuliura adalah: &) Sistem Infarmasi Geografis Organisme Pengganggu
Tanaman [GPT) tujuannya agar data OPT di seluruh Indonesia langsung diterima
oleh Ditjen Hortikultura untuk segera ditindaktanjuti, b) Sistern Informasi Manajamean
Dampak Perubahan [kiim (DP1). Aplikasi ini untuk merekam data OFT dan CF1 yang
diperoleh dan hasil pengarmatan petugas BOPT. Hal ini dilakukan agar pengandalian
OPT dan penanganan DF| dapat segera dilakukan pemalaan daerah waspada OFT
serta daerah rawan banjifkekeringan segera dapat dilakukan. Selanjuinya sistem
informasi Gerakan Pengendalian Horti (Gerdal Horli) akan difasifitasi pada semua
kawasan dan Kampueng Horlikultura,

Ke-empat, Digitalisasi Standar Mutu meliputi aplikasi glztemn informasi uftuk
registrasl kebun buah, registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman cbal dan biock
chain hortikultura, Seiring dengan perubahan arah kebijakan pada tahun 2021
hingga 2024 menjadi pengembangan Kampung Horlikullura, maka akan dilakukan
pembaharuan aplikasiizistem informasi mengacu pada registrasi kampung-kampung
hortikultura yang akan dibangun dan pada akhirnya semua produk dari Kampung
Hartikultura nl mendapatkan serifikasi atas penarapan Good Agrcuiline Fracticas
(GAP), Good Hamding Prachices (GHF) atau setifikasi Crganik Hortikuliura.

Kalima, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah mendarong promosi dan
pemasaran produk horikulftura melalui pengembangan hub digital pertanian yang
menggunakan platform digital untuk menghubungkan rantai pasok pertanian. Hal ind
diperiukan untuk mengikufi maraknya ocoffne marketing yang dapat menembus
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semua linl pasar dengan wilayah jangkauan yang luas di pasar domestik maupun
internasional.

Beberapa contoh digitalisasi yang akan dikembangkan adalah Hori Trade Room
(HTR] yamg berguna sabagai wadah mempertemukan penjual’ pelani dengan
pembell Aplikasi inl memual informasi kategon produl segar dan olahan horikulura
yang tersedia dari banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dalam situs HTR
pembal dapat langsung menghubungi penjual melalui nomaor telepon yang sudah
didaftarkan dan melakukan transaksi dengan berselancar secara onfine dimana pun,
Sistem lainmya yang akan dikembangkan adalah piaffosn aplikasi sentra buah
berbasis Android, atau disebut Sistem Informasl indonesian Mep of Fruit Center (i-
Mofz). Aplikasi i-Mofe berfungsi sebagei wadah promiosi produksi, kepastan
ketersediaan pasokan, serta informasi produksi yang valid dan real time buah-
buahan unggul nasional,

[Msamping itw, sistem informasi yang akan dikembangkan kadepan clah Direktorat
Jendaral Hortikullura meliputi Sistem Informasi Perbeniham Hortikultura, Tujuan dari
pengembangan Sistem Informasi Perbenihan ini adalah supaya memudahkan
memaniior ketersadiaan benih unggul hortikultura di BEH-BBH yang menjadi binaan
Difjen Hortikultura di seluruh Indonesia, Sistem informiasi perbenihan ini akan
menyadiakan data realtime kefersediaan benih barmutu, termasuk volume, varietas,
lokasi, serta kasEpan tlanamanmya.

Pembangunan nurseri horfikultura dengan teknologi dalam rangka mendukung
Stabiksas Pasokan & Harga komoditas cabai dan bawang merah. Pengembangan
Mursan Aneka Sayuran dengan Teknologl Sollklock merupakan salah satu upaya
Direktorat Jenderal Horikultura dalam pengamanan pasokan dan harga unfuk
komoditas strategis, cabai dan bawang merah, dengan melibatkan Kelompok Tani di
masing-masing Provinsi. Langkah i ditempuh untuk mitigasi risike teradinya
kekurangan pasokan cabai dan bawang merah dan berimibas pada melambungnya
harges komoditas melampaui kewajaran yang berpotensi memicy inflasi pada
mamentum atau bulan-bulan terteniu.

Kefiga Strategi Pensgembangan Horlikultura yang sudah dijelaskan dialas juga
didukung dengan langkah operasicnal unfuk pelaksanaan keglatan pendukung
lainnya dakam pengembangan sub sekbor hortikuliura meliputi sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Perbenihan Berdaya Saing
Perbenihan merupakan tulang punggung penyediaan komoditasivaretas unggul
yang diinginkan oleh pasar. Proses produksi perlu dilakukan secara terencana dan
mempertiimbangkan aspek kebuluhan, jenisvarietas komersial, hingga pada
kebutuhan sarana prasarana untuk manghasilkan benih unggul tepat waktu, tepat
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jumiah dan tepat vareitas/jenis. Produksi benih yang dihasilkan oleh balai benih
hortikultura tersebut selanjuinya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah maupun
diserahkan kepada masyarakat secara luas dengan jaminan mutu dan kebenaran
varietasnya.

Benih yang digunakan perlu didukung oleh sistem yang menjamin kebenaran
varietas yang diperdagangkan untuk memudahkan pengawasan benih yang
beredar di masyarakat. Sistem pengawasan peredaran benih perlu diperkuat
sehingga mampu menjadi tumpuan dalam meningkatkan keyakinan konsumen
pengguna benih dimaksud. Sistem perbenihan periu dibangun secara utuh dan
persifat nasional serta dapat diketahui perkembangan informasinya oleh
masyarakal luas.

Dalam rangka memberikan pelayanan efeklif dan berkualitas strategi
pengembangan perbenihan hortikultura yang merupakan penjabaran dari strategi
pengembangan hortikultura antara lain:

a. Penataan kelembagaan perbenihan meialul peningkatan kompetensi SOM,
modernisasi peralatan, pengembangan sistem perbenihan, standarisasi
proses dan akreditasi, peningkatan peran dan fungsi, penguatan teknologi
informasi.

b. Renguatan kelembagaan penangkar benih melalul fasilitasi sarana produksi
dan benih sumber.

¢. Menggali, melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumber daya genelik
nasional untuk pengembangan varietas unggul daerah, melalui eksplorasi,
observasi, domestikasi, duplikasi PIT, dii,

d. Peningkatan kualitas SDM perbenihan (petugas BBH. PBT, predusen benih)
melalui latihan, magang, seminar, dil.

e. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri benih dalam negeri
melalul penyederhanaan regulasi, pendaftaran varietas, pembinaan proses
akreditas|, dan sertifikasi mandiri,

f. Meningkatkan sosialisasi dan pemasyarakatan benih bermutu melalui
demonsirasi lapang, jambore varietas, pemberian bantuan benih bermutu
langsung ke masyarakat, pameran, media cetak {leaflet), audio visual

. Penguatan Sistem Perlindungan Ramah Lingkungan dan Antisipasi Dampak
Perubahan Iklim

Pengendalian OPT hortikultura merupakan salah satu kegiatan pendukung yang
juga berperan penting untuk mengamankan nasil produksi hortikultura dari
serangan hama dan penyakit maupun perubahan iklim. Perubahan iklim telah
berdampak pada perubahan siklus pertumbuhan hama dan penyakit serta tefah
berdampak pada perubahan pola serangannya sehingga periu dukungan kegiatan
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adaptasi dan mitigasi iklim pada pengembangan hortikultura. Lebih lanjut, hama
dan penyakit perlu ditangani secara leblh bak dengan metcde yang tepat dan
efisien untuk menekan dampak negatif dan menekan penggunaan input pestisida
kimia.

Pengendalian OPT perlu dikembangkan dengan mengoptimalkan potensi agensia
hayati ramah lingkungan dan teknologi informasi yang semakin berkembang.
Edukasi dan pendampingan perlu ditingkatkan agar utilisasi inovasi dapat
menghasitkan keluaran yang lebih baik dan lebih efisien. Penerapan Pengendalian
Hama Terpadu dengan mengaplikasikan teknik pengendalian ramah lingkungan
berperan penting dalam menghasikan produk aman konsumsi,

Oleh karena itu, mutu preduk hortikultura terikat erat dengan teknik pengendalian
OPT yang dipiih dan berdampak pada standar mutu produk yang dihasilkan harus
mengacu pada kandungan minimum residu pestisia Kimia yang terkandung pada
produk. Sehingga, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan
pengendalian OPT yang dilakukan di lapangan oleh petani terlebih untuk produk
ekspor, Hal inimangingal residu pestisida merupakan Isu sensitif di dalam
perdagangan internasional

Salah satu strategi untuk melakukan pengendalian OPT skala besar yaitu melalul
Pengembangan Area Wide Management /AWM) dan Area Low Pest Prevalence
[ALPP ditujukan uniuk mengakselerasi penerapan pengendalian hama terpadu
yang lebih luas oleh masyarakat. AWM ini harus dilakukan pada seluruh sentra
produksi komoditas potensial eksper dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah
perlu mengembangkan katzlog hama (pest list catalogue) yang sesuai dengan
kebutuhan ekspor produk hortikultura nasional.

Selain teknik pengendalian OPT, pengembangan kapasitas pelugas dan
kelembagaan pengendali OPT hortikultura juga periu dilakukan secara masif dan
berkelanjutan. Lembaga OPT merupakan benteng pertama dalam pencegahan
dan pengendalian serangan OPT hortikultura. Lembaga OPT diarahkan bersinergi
dengan Kostratani Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengendalian OPT
ramah lingkungan sekabgus untuk mengedukasi petani dalam pengendalian OPT
secara terpadu. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas bagi petugas pengamat hama
perlu ditingkatkankapasitasnya agar mampu melakukan transfer iimu dan
teknologl guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan Area Penanganan DPI| Hortikultura dilaksanakan dengan
melakukan Inventansasi Dalalpersiapan, Fasiktasi sarana penanganan DPI, dan
pendampingan dan pengawalan. Fasilitasi sarana penanganan DPI seperti sumur
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dangkal, sumur dalam, pompa air diharapkan dapat mendukung para petani
hortikultura dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.,

. Pengembangan Kemitraan Strategis dan Korporasi

Pembangunan sub sektor hortikultura memerlukan sinergitas dengan pihak terkait
lainnya. Hal ini untuk mendukung pengelolaan hortikultura dari hulu hingga hilir
secara terpadu oleh lembaga petani. Penguatan kelembagaan petani hortikultura
juga perlu ditingkatkan menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri sehingga
berdampak terhadap akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani,
aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal,
infrastruktur dan pasar serta adopsi inovasi pertanian.

Penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain
mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekomem|
secara berkelompok, menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan
fasilitas bantuan dan akses permodalan, peningkatan efisiensi dan efektivitas
petani, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani melalui
berbagai pendampingan dan pelatihan.

Direktorat Jenderal Hortikuttura terus melakukan upaya fasilitasi kemitraan antara
kelembagaan petani hortikultura dengan perusahaan-perusahaan mitra strategis
sebagal off-faker yang akan membantu menyelesaikan keterbatasan akses
permodalan, pemasaran serta peningkatan teknologi dalam prakik budidaya
hortikultura.

Kemitraan strategis dimaksud diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam
budaya agribisnis cleh petani hortikultura. Mitra strategis juga diharapkan dapat
mentransfer wawasan dan keahlian manajerial agribisnis kepada petani
hortikuftura,

Pengelolaan agribisnis yang mengorganisir beberapa petani hortikultura ke dalam
suatu korporasi petani akan mewujudkan budidaya hortikultura dalam skala
ekonomi, memperbaiki keterbatasan yang dimilki oleh petani kecil dan
menghasikan modifikasi model bisnis yang mengarah pada perbaikan
pengelolaan agribisnis. Korporasi usaha tani juga merupakan tindak lanjut arahan
Presiden Republik Indonesia agar petani dapat meningkat keahliannya dari
kegiatan on-farm menuju off-farm dalam satu korporasi,

Pengembangan korporasi akan melibatkan banyak pihak seperti Badan Usaha
Milik Nasional (BUMN) dan Pemda serta K/L lainnya. Perubahan paradigma
pembangunan pertanian dari ketergantungan terhadap dukungan peran
pemerintah dalam membagikan bantuan sarana produksi melalui APBN akan
dialihkan ke sumber pembiayaan formal, sebagai contoh pemanfaatan dana Kredit
Usaha Rakyat (KUR), akan memperbalki mental dan semangat untuk mengelola
agribisnis petani dengan sungguh-sungguh dan menjadi lebih baik.
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Kemitraan dengan BUMN yang memiliki kemampuan dalam mengelola suatu unit
bisnis akan membiasakan pola pikir dan mental petani hortikukura menjadi
pengusaha petani. Pendampingan oleh BUMN dalam korporasi akan dilaksanakan
dengan sifat sementara hingga bisa dijalankan secara mandiri oleh petani secara
bersama sama dalam satu lembaga korporasi usaha tani. Keberhasian
permbentukan korporasi petani ini akan menjadi rujukan replikasi perbaikan
pembangunan sub sekior hortikultura di masa depan.

. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

Pandem| virus corona (Covid-19) menjadl momentum membangkitkan seklor
komoditas hortikullura. Sebab, kelersed@an pangan dalam hal ini buah-buahan
dan sayuran saat terjadinya pandemi Covid-19 ini menjadi kebutuhan prioritas,
Masyarakat semakin sadar akan manfaat buah dan sayur yang banyak
mengandung vitamin guna meningkatkan daya imunitas tubuh. Oleh karena itu,
kontinuitas ketersediaan produk bermulu, aman konsumsi dan berdaya saing
untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan luar negeri menjadi salah satu
focus pengembangan hortikultura. Pemenuhan kebutuhan produk hortikultura
untuk pemenuhan konsumsi maupun bahan baku industri harus diiringi dengan
jaminan mulu pangan yaitu berkualitas dan aman konsumsi.

Ditjen Hortikultura melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing melaksanakan
keglatan untuk sistem jaminan mutu yang dilakukan melalui fasilitasi penarapan
GAP, GHP, sertifikasi produk, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen
maupun ofahan yang sudah tersertifikasl. Dukungan tersebut diharapkan dapat
menjawab tantangan penyediaan produk hortikultura yang bermuty, aman
konsumsi dan berdaya saing. Hal ini sejalan dengan amanah yang harus dilakukan
berdasarkan Permentan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu
Pangan Hasil Perfanian. Sistem Jaminan Mutu adalah tatanan dan upaya untuk
menghasilkan produk yang aman dan bermutu sesual standar dan persyaratan
teknis minimal, mencakup kegiatan budidaya, pascapanen, dan pengofahan
pangan hasil pertanian,

Disamping itu, penerapan sistemn jaminan mutu diperlukan sebagai upaya
penjaminan mutu dengan memperhatikan standar dan perubahan lingkungan
strategis melalul uji muty, sertifikasi dan/atau registrasi. Penerapan mutu dan
keamanan pangan hasil pertanian mengacu standar mutu pangan hasil pertanian.
Standar mutu tersebut menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau
Parsyaratan Teknis Minimal (PTM) jika belum ada, Dalam hal ini, program jaminan
mutu dan keamanan pangan hortikullura mencakup persyaratan dasar seperti
penerapan GAP (Good Agricultural Practices). GHP (Good Hanaling Practices)
dan GMP (Good Manufacturing Practices).
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Langkah-langkah pengembangan Sistem Jaminan Muty Produk Hortikultura
dilakukan melalul langkah operasional sebagal berikut;

1. Penyusunan Standar Nasional Produk Hortikultura

2. Penyelarasan persyaratan dasar Indonesia (IndoGAP) dengan Standar
Internasional untuk mendorong daya saing dan nikai tambah produk

3. Pendampingan dan bimbingan teknis untuk mendorong penerapan GAP dan
GHP oleh petani dan atau pelaku usaha

4. Fasilitasl registras| kampung (kebun/lahan usaha) hortikultura, dan registrasi
bangsal pascapanen

5. Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi hasil hortikultura meliputi sertifikasi
preduk Prima dan Organik

6. Membangun sistem telusur balik (raceability) produk hortikultura

. Penataan Rantai Pasok, Perluasan Akses PasariMarket Intelligence dan
Promosi

Pengembangan rantai pasok dari kebun petani ke pasar perlu dibangun untuk
mengefisiensikan margin harga produk dan meningkatkan pendapatan bagi
petani. Terobosan pengembangan akses pasar melalui swakelola petani maupun
peran pemerintah melalui fasilitasi kerjasama dengan indutri/pelaku usaha, pasar
modern, retail, hotel, restoran periu dilakukan untuk menekan inefisiensi proses
distribusi yang selama Inl masih membebani harga produk yang dibayarkan
konsumen

Penyediaan data real time terkat produks| (perkiraan produksi dan perkiraan
panen) menjadi bahan pemetaan pasokan produk hortikultura, sehingga
pengaturan distribusi pasokan dapat dirancang sejak awal. Mekanisme distribusi
pasokan melibatkan kelembagaan petani sebagai pelaku utama yang mengatur
rantal pasok. Penyediaan data secara tabular dan spasial mampu menyampaikan
informasi akurat yang menggambarkan tidak saja kondisi sentra produksi, namun
juga potensi lahankebun hortikultura dan kemampuan produksinya secara
informatif dalam bentuk platform teknologi informasi.

Pengelolaan produk petani periu ditingkatkan dengan bersinergi/bermitra dengan
pelaku usaha di pasar untuk membangun jaringan pemasaran yang utuh dan
saling menguntungkan. Pengembangan pasar dalam jaringan (daring)online periu
dibarengi dengan penataan manajemen produksi di dalam kelompok petani.

Selanjutnya, petani perlu membentuk unit usaha layanan pemasaran untuk dapat
beradaptasi dengan perubahan pola distribusi produk. Unit usaha petani dapat
didampingi/dibina/dibantu oleh pemerintah maupun pelaku usaha besar untuk
membangun kemandirian yang terintegrasi dalam menjalankan usaha hortikultura.
Pemerintah dan pelaku usaha dapat berperan sebagai market intelligence yang
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mengarahkan pengembangan produk hortikultura berdasarkan
keinginan/permintaan pasar dan menjadi penjamin bagi petani dalam mengakses
sumber pembiayaan di luar fasilitasi APEN.

. Harmonisasi dan Sinergi Kebijakan

Keberhasilan pembangunan pertanian, khususnya subsektor hortikultura tidak
hanya ditentukan oleh program dan kebijakan oleh permerintah pusat. Dukungan
dan kerja sama pemerintah daerah sangat mengambil peran dalam keberhasilan
tersebut, dimana secara umum subjek dan objek pertanian hortikultura berada
pada ranah kewenangan pemerintah daerah. Penyamaan visi misi serta persepsi
pembangunan hortikultura harus sejalan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah

Fasilitasi APBN untuk petani hortikultura sangat terbatas, terutama pada tahun
2021 dimana kondisi pandemi Covid-18 mengharuskan pengalokasian anggaran
fokus pada kegiatan untuk penanganan dampak tersebut dan belum optimal untuk
mengakselerasi program pertanian secara keseluruhan. Namun demikian,
pemanuhan kebutuhan pangan masyarakat harus tetap berjalan secara optimal
dengan penganggaran yang terbatas. Untuk itu, perlu harmonisasi dan sinergitas
kebijakan antar Kementerian/ Lembaga, instansi pendukung permodalan, BUMN,
dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertanian ataupun industri
pengolahan produk-preduk hortikultura khususnya.

Selain itu, sebagaimana arahan Presiden Rl bahwa dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan pertanian diupayakan dapal mengalokasikan kegiatan yang
melibatkan masyarakat atau dikenal dengan padat karya. Tujuan pelaksanaan
padat karya ini adalah untuk menggerakan perekonomian, meningkatkan daya beli
dan kesejahteraan masyarakat. Program Padat karya hortikultura dilaksanakan
terpadu dalam kegiatan pengembangan kawasan, produksi benih hortikultura,
pengendalian OPT hortikultura dan fasilitasi prasarana pacapanen pengolahan
hortikultura. Padat karya dilakukan berupa pemberian upah tenaga kerja mefalul
penyerapan tenaga kera pada sub sektor hortikultura sesuai prestasi kerja.

Pengembangan oleh APBN juga perlu di dukung oleh pembiayaan dari sumber
fain sepenti investasi, CSR maupun pembiayaan berbunga rendah seperti skema
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan model pembiayaan lainnya. Sekior perbankan
maupun korporasi yang tertarik untuk mengembamgkan horlikultura perlu
disertakan dalam pengembangan hortikultura dl setiap aspek yang dipandang
komersial bagi petani dan memiliki potensi keberlanjutan yang sangat besar.

Optimasi pembiayaan non-reguler didukung oleh pendampingan, agar petani
dapat meningkatkan skala usaha dan perekonomian wilayah mendapat manfaat
positif dari pengembangan hortikultura. Petani hortikultura periu mendapat
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bimbingan dalam mengakses berbagal skema Ini dan perlu meningkatkan
kemampuan manajerialnya untuk dapat memenuhi standar mitra usaha
pendanaan. Penguatan institusi petani dilakukan secara berjenjang menurut
kondisi dan kapasitas institusi petani sehingga membentuk institusi usaha yang
tangguh dan berkesinambungan.

Selain itu, kerjasama dan sinergitas kebijakan dengan berbagai Instansi/ sektor
BUMN serta swasta sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan produksi
dan daya saing produk hortikultura, misalnya dalam pengembangan tanaman hias,
kebun buah manggis, durian di daerah Perhutani atau pengembangan cluster
kawasan hortikultura dengan beberapa perusahaan swasta yang bergerak
dibidang perbenihan ataupun pengolahan hasil hortikultura.

2.4 Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategl tersebut diatas telah ditetapkan
Program Direktorat Jenderal Hortikultura untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Hortikultura yaitu melputi :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan

3. Program Dukungan Manajemen
Adapun, sasaran program Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024 mengacu
pada Sasaran Strategis Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Hortikultura Strategis Dalam Negeri.

2. Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Komoditas Prioritas.

3. Termanfaatkannya Sarana Produksi Pertanian Sesuai Dengan Kebutuhan.

4. Meningkatnya Nifal Tambah Komoditas Pertanian.

5. Meningkatnya Daya Saing Komeditas Pertanian,

6. Terwujudnya Birckrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan
Berorientasi Pada Layanan Prima

7. Terwujudnya Anggaran Kementerian Perfanian yang Akuntabel dan
Berkualtas

Target sasaran program yang akan dicapai Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran
1.

Program kerja Direkloral Jenderal Hortikultura selanjutnya dijabarkan dalam 6
{enam) keglatan utama dan menjadi tugas serta tanggung jawab pada Unit Eselon Il
Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura. Kegiatan-kegiatan Direktorat Jenderal
Hortikultura yang tergambar dalam Rincian Output (RO) adalah:
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1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat dilakukan melalui
pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendekatan
kampung. Kampung sayuran dan tanaman obat adalah wilayah pengembangan
komoditas sayuran dan tanaman obat dalam satuan pendekatan dalam wilayah
administrasi desa dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat yang
disatukan oleh fasilitasi sarana prasarana mulai hulu hingga hilir serta
infrastruktur ekonomi dengan farget terbentuknya kawasan skala ekonomi
hortikultura. Luasan minimal pengembangan kampung untuk komoditas
sayuran adalah seluas 10 ha dan 5 ha untuk tanaman cbat.

Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat dilaksanakan
dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura
strategis dan unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: (1) Pengembangan
Kawasan Bawang Merah, (2) Pengembangan Kawasan Aneka Cabai. (3)
Pengembangan Kawasan Bawang Putih; (4) Pengembangan Kawasan Sayuran
lainnya (sayuran daun, [amur, sayuran umbi, dan sayuran buah). (5)
Pengembangan Kawasan Tanaman Obat, (6) Pengembangan Kawasan
Kentang; (7) Pengembangan Kawasan Jahe; (8) Penyusunan Peraturan/ Norma/
Pedoman Keglatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat. (9)
Prasarana Budidaya Sayuran dan Tanaman Obat, (10) Pelaksanaan Bimbingan
Teknis, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Sayuran dan
Tanaman Obat.

2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Kegiatan peningkatan preduksi buah dan florikultura ditakukan melalui
pengembangan kawasan buah dengan pendekatan kampung dan kawasan
florikultura. Pendekatan pengembangan kampung buah dilaksanakan dalam
luasan minimal 10 ha dalam batasan adminisiratif wilayah 1 desa.
Pengembangan kampung buah tersebut dilakukan dengan memperhatikan
kesesuaian agroklimat dan secara terintregrasi balk prasarana dan sarana serta
infrastruktur mendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai
tambah petanl. Arah pengembangan kampung buah selain untuk memenuhi
kebutuhan produk segar dan olahan bagi konsumsi dalam negeri maupun
mendukung ekspor.

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam rangka
mendukung peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura strategis dan
unggulan yang difasilitasi dilakukan melalui: {1) Pengembangan Kawasan Jeruk;
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(2] Pengembangan Kawasan Mangga; (3) Pengembangan Kawasan Manggis;
{4) Pengembangan Kawasan Pizang: (5) Pengembangan Kawaszan Duriam; (B}
Pengembangan Kawasan Kelengkeng: (V) Pengembangan Kawasan Alpukat; (8)
Pengembangan Kawasan buah lain; {3) Pangambangan Kawasan Krsan, (10)
Pengembangan Kawasan Anggrek; {11} Pengembangan Kawasan Florikultura
laim; (12) Penyusunan Peraturan/ Norma/ Pedoman Kegiatan Peningkatan
Produksi Buah dan Flerikultura; (13) Pelaksanaan Bimbdingan Teknis, Sosialisasi,
Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan; (14) Prasarana Budidaya Buah dan
Florkuliura

Perbenihan Hortikultura

Kegiatan perbenihan hortikuliura merspakan salah satu kegiatan pendukung
pengembangan kawasan horfikultura melalui berbagai upaya peningkatan
ketersadiaan benih Rorikultura bermute melalui senifikasi dan pengawasan
peredaran benih, perbanyakan dan penyediaan benih, fasiitasi sarana dan
prasarana perbenihan horlikutura,

Kegiatan pengembangan sistern perbenihan hortikultura dilaksanakan dalam
rangka mendukung penyediaan sarana horikuliura yang sesuai dengan
kebutuhan melalui; (1) Serifikasi benih hortikutura; (2); Penyusunan Laporan
Pengawasan Peredaran Benih Horlikullura; (3) Pengembangan Benih Sumber
Batang Hortikuliura; (4) Pengembangan Benih Sebar UmbiRimpang
Hortikultura; (5) Pengambangan Benih Herbkultura @innya; (8) Pengadaan
Prazarana Perbemhan Hort&ultura; (7) Bimbingan tekmnis, sosialisasi, monitoring
dan evaluasi, dan pelaporan; (8) Penyusunan Peraturan/ Normal pedoman
kegiatan pengembangan perbanihan horlikultura,

. Perlindungan Hortikultura

Kegiatan perindungan horiikuliura sangat dibuluhkan dalam mendukung
keberhasilan  pengembangan  Kawasan  hortlkultura  terwtama  dalam
meningkatkan produksl, produktivitas dan mute melalui wpaya penskanan
kehilangan hasil akibat serangan Organisme Panggangu Tumbuhan [OFT),
Dampak Perubahan Iklim (DFl) termasuk bencana alam kebanjiran dan
kekeringan, Perlindungan hortikultura juga bertujuan meningkatkan nilai tambah
komoditas hortikultura melalui sistem produksi yang ramah lingkungan untuk
menghasilkan produk aman konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
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Kegiatan pengambangan sistam pardindungan hortikultura dilakukan melalui; (1)
Kelompok Tanl Terlath Pengendalian Hama Terpadu (PPHT) Hertikultura; (2}
FPengendalian OFT Hortikuliura; {3) Penanganan Dampak Penubahan lklim dan
Bencana Alam; (4) Sarana Perindungan Horbikultura: (5) Pelaksanaan
Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, danPelaporan Pelaksanaan
kkgiatan Perindungan Hortikultura; dan (B) Panmyusunan Peraturan™ormal
Pedoman Kegiatan Perlindungan Hortlkulura;

. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan pengolahan  dan  pemasaran  hasdl  horikuliura  merupakan
pengembangan usaha agribisnis horlikufura yang terpadu dari hubu hingga hilr
dan dilakukan melalui dukungan pada kegiatan pascapanan, pengalahan dan
pemasaran sera pengembangan pemerapan sistem jaminan mufu  hasil
hortikultura dengan berarientasi pada peningkatan produksl, nilal tambah dan
daya saing produk hortikultura

Kegiatan Fengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikulura dilakukan medalul{1)
Registrasi Kebun dan Lahan Wsaha Hortikulwra; [2) Fasilitasi Serdifikal Produk
hortikuliura; (3) Kelompok Tani Terlatih GAP Hortikultura, (4) Kelompok Tani
Terlatih GHP Hortikuura: (5) Pengumpulan Data dan Infermasi Pasar Komoditas
Harlikultura; (5) Promosl Produk Hordikubwre; (7) Fasilitasi Sarana Pascapanan
Horfikultura; (8) Fasilitasi Sarana Pengolahan Hortikulura; {9) Fasilitagl Sarana
Pemasaran Horlikultura; (10) Fasilitasi Prasarana Pascapanen Horikultura; {11}
Fasilitasi Frasarana Pengolahan Horikuliura; (12} Penyusunan Peraturan
MormaPadoman Kegiatan Pangolahan dan Pemasaran Hasil Horikultura; {13}
Pelaksanaan Bimbingan Tekniz, Monitoring dan Ewaluzsi, dan Pelaporan
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Horlikultura: sarta (14) Horticultim
Devalopmant of Drpland Areas Project

. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Hortikultura

Kegiatan peningkatan wsaha dukungan manajemen dan leknis lainnya
merupakan kegiatan pendukung pada Direktorat Janderal Horlkultura melalui
pelayanan leknis dan administrasi seluruh wnit dan satker lingkup Dinektorat
Jenderal Hortikultura, Sasaran kegiatan ini salah satunya adalah Terwujudnya
birokrasi Direklorat Jenderal Horfikuttura yang efaktif, efizien akuntabel dan
tertib administrasi,
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Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada
Dijen Horikultura dilasksanakan dalam rangka mewujedkan pengelolaan
anggaran Direkioral Jenderal Hortikuliura yang akuntabel dan berkualias mekalui
: (1) Layanan Rekomendasi Horlikulura; (2) Layanan Perkantoran; (3) Layanan
Prasarana Internal ; (4) Layanan Sarana Internal; (5) Layanan Umum; (8)
Layanan Hubungan Masyarakat (7) Layanan Data dan Informasi ; (8) Layanan
Perancanaan dan Penganggaran; (8) Layanan Pemantauan dan Evaluasi; (10)
Layanan BMM; dan (11) Layanan Manajemen Keuangamn,
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BAB IV
PENUTUPR

Fembangunan Hortikultura Nasional sejak Tahwun 2021 mulsi mengalihkan fokus
kegiatannya untuk memperkuat aspek hilirieasi guna peningkatan nilai tambah dan saya
saing produk hortikullura Indonesia. Mamun demikian, upaya-upaya uniuk penyediaan
ketersediaan pangan dan stabilisasi pasokan dan harga komodlitas horikultura tetap
dilzksanakan dengan perbaikan dalam sirategi dan kebijakan pelaksanaan kegiatan
uniuk capaian kinerja hortikulura yang lebih opfimal.

Direktorat Jenderal Horikultura dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah
diletapkan dalam peraturan memegang peranan peniing untuk malakukan koordinasi
dengan stakeholder lainnya pada iahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, uniuk
pencapaian targel kinea.

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Hortikuliura Tahun 2024 menjabarkan
Target Pembangunan Hortikultura Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui
kebijakan, strategi dan langkah operasional  yang mengacw pada rambu-rambu
pelaksanaan keglatan sesual dengan peraluran yang berlaku. Sehingga, dokumen RET
ini diharapkan dapat menjadi acuan kera pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 agar
pelaksanaan keglatan dapat berjalan dengan baik sarta terwujud koordinasi lintas sektor
yang baik untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan hortikultura yang
dapat mewujudkan hartikulura maju, mandin dan modern dan mampu bersaing di pasar
domestik dan intemasicnal,
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LAMPIRAN 1.
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TINGKAT UNIT ESELON | KEMENTERIAN PERTANIAN

Unit Organisasi Eselon | : Direktorat Jenderal Hortikultura
Tahun Anggaran 12024

Meningkatnya Ketersediaan Hodilmltun Strategis Dalam Nogerl

1 Peningkatan Produksi hortikultura strategis % 1,99

2. Peningkatan produks! hortikultura unggulan % 4,50
Termanfaatkannya sarana produksi pertanian sesual dengan kebutuhan

1. | Tingkat Kernanfaatan Sarana Produksi Hortkultura % o5
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Komoditas Prioritas

1 Rasso serangan OPT yang ditangani terhadap luas % 95

* | serangan OPT Hortikultwa
Rasio Juas area hortikultura yang mendapat
2. | penanganan DPI terhadap luas area hortikullura yang % 50

;Y_w_‘ SAING INDUSTRI

katnya Nilal Tambah Komodlm Pertanian

1 Tingkat Kemanfaatan sarana pasca panen dan % 85
© | pengolahan hasd hortikultura

Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian

Twmjudnya Biml:rul Kementerian Pcnanlan yang Bfokﬂl Efisien, dln
Berorientasi pada Layanan Prima

| Nilsi PMRB Direktorat Jenderal Hortiutura | niai | 3215
Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan
Berkualitas

J Niai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura | Nilal 83
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Lampiran 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal), Desember 2023

KEMENTERIAN PERTANIAN
e DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
g TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE . http://hortikultura pertanian.go.id
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id! sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Prihasto Setyanto
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan | Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, sefanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Pertama

Prihagto Setyanto
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No Sasaran Kodq Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Ketersediaan 1.1 [Peningkatan Produksi hortikultura | | 99 %
Hortikultura Strategis Dalam Negen °' lstrategis !
Peningkatan produksi hortikultura
L | 1-2 unggulan 450 %
‘ 2 |Termanfaatkannya sarana produksi 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,00 %

rtanian sesuai dengan kebutuhan | © ° |Produksi Pertanian

3 [Terkendalinya Penyebaran OPT dan Rasio serangan OPT yang
DPl  Pada Tanaman Komoditas 3-2 ditangani terhadap luas serangan 195,00 %
Pricritas OPT hortikultura

Rasic Luas area hortikultura yang
3.3 [Mendapat Penanganan DPI

terhadap luas area hortikultura 50,00%
ng terkena DP!
4 Meningkatkan Nilai Tambah Tingkat Kemanfaatan Sarana
Komaditas Pertanian 4-1 |Pasca panen dan Pengolahan 85.00 %
Hasil Hortikuitura
5 Meningkatnya Daya Saing Komoditas 5.1 Pertumbuhan nilal ekspor untuk 3.00 %

Pertanian

oduk hertikultura
8 [Terwujudnya Birokras: Kementerian ;
Pertanian yang Efektif, Efesien, dan | 6-1 Nilai PMPREB Direktorat Jenderal | 32,15

Berorieniasi Pada Layanan Prima Hortkultura Nilai
7 [Terwujudnya Anggaran Kementerian

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat | 83,00

Pertanian yang akuntabel dan 71 > i
besiueliisg Jenderal Hortikultura Nilai
PROGRAM ANGGARAN
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan
I Berkualitas Rp. 754.756.868.000
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 504,631.500
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 64.875.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 84.235.098
5885 Peningkatan Produksi Buah dan Florikuftura Rp. 101.015.270
Il.  Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp. 125.811.622.000
5BET Pengolshan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125811.622.000
. Program Dukungan Manajemen Rp. 125.922.596.000
Peningkatan Usaha Dukungan Manaemen dan Teknis Lainnya
1774 5 4a Dtjen Hortikultura Rp. 125.922 595.000

Total Anggaran Rp. 1.006.491.086.000
Jakarta, 22 Desember 2023
k Pertama
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Lampiran 8. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi |) Februari 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
e DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
——, TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : http://hortikultura pertanian.go.id :
E-MAIL : hortikultura@pertamian.go.id! sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
sena berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini -

Nama : Prihasto Setyanto

Jabatan | Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ' Andi Amran Sulaiman

Jabatan : Menter Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap
Capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,  Februari 2024

Phak Kedua Pihak Pertama
A mran Sulaiffan Pnnato Setyantoqﬁ
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

[No Sasaran Kodel Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Ketersediaan 451 ningkatan Produksi hortikultura 1.00 %
Hortikultura Strategis Dalam Negeri trategis '
1. Peningkatan preduksi hortikultura 2,55 %
unggulan
2 [Termanfaatkannya sarana produksi 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,65 %
pertanian sesuai dengan kebutuhan Produksi Hortikultura '
3 [Terkendalinya Penyebaran OPT dan Rasio serangan OPT yang
DPlI Pada Tanaman Komoditas 3-2 ditangani terhadap luas serangan | 99,65%
Priontas OPT hortikultura
Rasio Luas area hortikultura yang
endapat Penanganan DPI
33 Jerhadap luas area hortikultura ik
yang terkena DPI
4 Meningkatkan Nilai Tambah Tingkat Kemanfaatan Sarana
Komaditas Pertanian 4-1 |Pasca panen dan Pengoiahan 94,70 %
Hasil Hortikultura
5 Meningkatnya Daya Saing Komoditas 5.1 Pertumbuhan nilai ekspor untuk 5.20 %
Pertanian produk hortikultura
6 Terwujudnya Birokrasi Kementerian Presentase Capaian Pelaksanaan
Pertanian yang Efektif, Efesien, dan | 6-1 Reformasi Birokrasi Direktorat 78,86 %
Berorientas: Pada Layanan Prima Jenderal Hortikultura
7 [Terwujudnya Anggaran Kementerian
atioian fioq orabet e, | -4, Posanaen Arggeren | 8475
: Direktorat Jenderal Hortikultura Nilai
berkualitas
PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180,904,503.000,-

No KEGIATAN ANGGARAN
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp 106.975.000.000
1773 Perindungan Hortikuttura Rp. 25.000.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikuitura Rp 24.904.500.000
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PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No KEGIATAN ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.922,596.000,-

No KEGIATAN ANGGARAN
4 Pgmngkatan Ugaﬁa Duku-ngan Manajemen dan Teknis Rp. 125,22 506,000
Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 432.638.721.000

Jakarta, Februari 2024
Pihak Pertama

Pritasto Setyanto
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Lampiran 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi Il) Agustus 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
& DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
e TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : http://hortikultura.pertanian.go.id

ortikul ian.qo.id! sekdithorti@pertani

E-MAIL :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule
Jabatan : Pit. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan . Menten Pertanan

Selaku atasan langsung pehak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan, serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No Sasaran Kode Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Ketersediaan 11 Peningkatan Produksi hortikultura 1.00 %
Hortikultura Strategis Dalam Negeri istrategis :
1.2 Peningkatan produksi hortikultura 2.55%
unggulan
2 |[Termanfaatkannya sarana produksi 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,66 %
pertanian sesuai dengan kebutuhan Produksi Hortikultura '
3 [Terkendalinya Penyebaran OPT dan Rasio serangan OPT yang
DPI Pada Tanaman Komoditas 3-2 lditangani terhadap luas serangan | 99,65%
Prioritas OPT hortikultura
Rasio Luas area hortikultura yang
mendapat Penanganan DPI
e erhadap luas area hortikultura WA
L'ang terkena DPI
4 ningkatkan Nilai Tambah Tingkat Kemanfaatan Sarana
omoditas Pertanian 4-1 Pasca panen dan Pengolahan 94,70 %
Hasil Hortikultura
5 |Meningkatnya Daya Saing Komoditas 51 Pertumbuhan nilai ekspor untuk 5.20 9%
Pertanian produk hortikultura '
6 [Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Presentase Capaian Nilal
Ditjen Hortikultura yang Efektif, 6-1 Reformasi Birokrasi Yang Menjadi 75.00 %
Efesien, dan Berorientasi Pada Tanggung Jawab Direktorat ’
Layanan Prima Jenderal Hortikultura
¥ Telww-u Y IR ercTRe o) Nilai IKPA Direktorat Jenderal 86,52
Pertanian yang akuntabel dan 7-1 Hortikultura Nilai
berkualitas |
PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN
BERKUALITAS

TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-

No KEGIATAN ANGGARAN
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 108.975.000.000
1773 Perindungan Hortikultura Rp. 25.000.000.000
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4581 Perbenihan Homikultura Rp. 24 025.003.000
5885 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 24504 _500.000

PROGRAM :NILAI TAMEAH DAN DAY A SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

Mo KEGIATAN ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Horikulura Rp. 125.811.622.000
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.922.696.000,-

No KEGIATAN ANGGARAN

Peningkatan Lisaha Dukungan Manajemen dan

1774 Rp. 12%.922.506.000
Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura P

R
TOTAL PAGU ANGGARAN P 432.638.721.000
Jakarga, Agusius 2024
inak Kedua Pihak|Pertama
Muh q Ratule
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Lampiran 10. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi lll) September 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
e DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
e, TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : hitp://nortikultura.pertanian.go.id
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdithorti@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Taufiq Ratule
Jabatan . Pit. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama - Andi Amran Sulaiman
Jabatan . Menteri Pentanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinena jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinenja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 6 September 2024

Pih* Pertama
\

| |

an qu\ﬁi—&q Ratule
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No Sasaran Kodo{ Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Ketersediaan 1-1 eningkatan Produks: hortikultura 1,00 %
Hortikultura Strategis Dalam Negeri trategis :
1-2 Peningkatan produksi hortikultura 2.55 %
unggulan
2 [Termanfaatkannya sarana produksi 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,66 %
pertanian sesuai dengan kebutuhan Produks: Hortikultura '
3 [Terkendalinya Penyebaran OPT dan Rasio serangan OPT yang
DPlI Pada Tanaman Komeditag 3-2 ditangani terhadap luas serangan | 99,65%
Prioritas OPT hortikultura
Rasio Luas area hortikultura yang
mendapat Penanganan DP|
5 terhadap luas area hortikultura ke
yang terkena DPI
4 eningkatkan Nilai Tambah Tingkat Kemanfaatan Sarana
omoditas Pertanian 4-1 |Pasca panen dan Pengolahan 94,70 %
Hasil Hertikultura
5 Meningkatnya Daya Saing Komoditas 8 Pertumbuhan nilai ekspor untuk 520 %
Pertanian produk hortikultura '
6 [Terwujudnya Birokrasi di lingkungan Presentase Capaian Nilai
Ditjen Hortikultura yang Efektif, 61 Reformasi Birokrasi Yang Menjadi 75.00 %
Efesien, dan Berorientasi Pada Tanggung Jawab Direktorat '
Layanan Prma Jenderal Hortikultura
: ::::‘::"’::"::i::x?:mm ., |Niai IKPA Direitorat Jendersl | 84,75
e "' Hortikuttura Nilai
l berkualtas
PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN
BERKUALITAS
TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-
No. KEGIATAN ANGGARAN
1771 Peningkatan Produks: Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 106.975.000.000
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 25.000.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 24.904.500.000
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PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No. KEGIATAN ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 126.783.646.000,-

No. KEGIATAN ANGGARAN

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Rp. 126,783.646.000
Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 433.499.771.000

Jakarta, 6 September 2024

Pi Kedua Pihak Pertama
™
A

ran Sulai M ad Ta Ratule
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Lampiran 11. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi IV) Desember 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
e DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU - JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/78832048 FAXIMILE (021) 7805880

WEBSITE : httg:lmortikultura.grtania_n.gg.id . '
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id/ sekdithorti@pertanian.go.id

N

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama | Muhammad Taufiq Ratule
Jabatan - Pit. Direktur Jenderal Hortikultura

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan - Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

akarta, Desember 2024

ihak Pertama

!

Wguq Ratule

262



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

No | Sasaran Kod.l Indikator Kinerja Target
1 ﬁemngiatnya'ketersodnaan 441 E:ningkalan Produksi hortikultura s %
Hortikullura Strategis Dalam Negeni ategis
1.2 Peningkatan produksi hortikultura 2,55 %
unggutan
2 [Termanfaatkannya sarana produksi 2.1 Tingkat Kemanfaatan Sarana 95,66 %
pertanian sesual dengan kebutuhan Produksi Hortikultura ;
3 [Terkendalinya Penyebaran OPT dan Rasio serangan OPT yang
DOPI Pada Tanaman Komoditag 3-2 ditangani terhadap luas serangan | 99,65%
Prioritas OPT hortikultura
Rasio Luas area hortikultura yang
|
‘ 2 endapat Penanganan DPI 05
‘ e rhadap luas area hortikultura LM
yang terkena DPI
4 Meningkatkan Nilai Tambah Tingkat Kemanfaatan Sarana
Komoditas Pertanian 4-1 |Pasca panen dan Pengolahan 94,70 %
Hasil Hortikultura
5 Meningkatnya Daya Saing Komoditas 51 Pertumbuhan nilai ekspor untuk 520 %
1 IPertanian produk hortikultura !
6 [Terwujudnya Birckrasi di lingkungan Presentase Capaian Nilai
Ditien Hortikultura yang Efektif, &1 Reformasi Birokrasi Yang Menjadi 75.09 %
Efesien. dan Beronentasi Pada Tanggung Jawab Direktorat '
‘ Layanan Pnma Jenderal Hortikultura
7 [T i
| P:':::"’:ﬂ“":f:;;’;;?;me"a" ., INilai IKPA Direktorat Jenderal | 84,75
| e Hortikultura Nilai
perkualitas
PROGRAM : KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN
BERKUALITAS
TOTAL ANGGARAN : Rp. 180.904.503.000,-
No. KEGIATAN ANGGARAN
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Rp. 106.975.000.000
1773 Perlindungan Hortikultura Rp. 25.000.000.000
4581 Perbenihan Hortikultura Rp. 24.025.003.000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Rp. 24.904.500.000
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PROGRAM : NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI
TOTAL ANGGARAN : Rp. 125.811.622.000,-

No. KEGIATAN ANGGARAN
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura Rp. 125.811.622.000
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN

TOTAL ANGGARAN : Rp. 126.783.646.000,-

No. KEGIATAN ANGGARAN

1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Rp. 126.783.646.000
Lainnya Pada Ditjen Hortikultura

TOTAL PAGU ANGGARAN Rp. 433.499.771.000
*)Keterangan :
Total Pagu Anggaran Terblokir Ditjen Hortikultura (Rp 47.095.545.000)
Rincian Blokir:
- Blokir AA Rp. 40.281.266.000
Bilokir Perjalanan Dinas Rp. 6.814.279.000

karta, Desember 2024

Pihjk Kedua Pihak Pertama

!

muﬂq Ratule
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Lampiran 12. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja
Kewenangan Dekonsentrasi TA 2024

Outstanding

REALISASI KEUANGAN Kontrak/ Sisa | Block Amount
No Kode | Nama Satker Pagu (Rp) Kontrak
Realisasi SP2D | % Realisasi
el SPID (Rp) (Rp)

339156 | Dinas Tanaman Pangan,

1 |Hortikultura dan Perkebunan Provinsi 283.586.000 283.586.000 100,00
Papua Barat
269000 | Dinas Tanaman Pangan

2 |Hortikultura dan Perkebunan Provinsi 533.983.000 533.983.000 100,00
Bengkulu
249030 | Dinas Pertanian Dan

3 |Ketahanan Pangan Provinsi Nusa 704.976.000 704.945.400 100,00
Tenggara Timur
109005 | Dinas Tanaman Pangan,

4 |Hortikultura dan Peternakan Provinsi 1.007.250.000 1.007.203.400 100,00
Jambi

5 219000 | Dinas Pertanian Provinsi 391 060.000 390.940.000 99,07
Maluku

6 209065 | Dinas Perkebunan & 99.94
Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara 675.888.000 675.509.000 '

7 319002 | Dinas Pertanian Provinsi 384.125.000 383.792.900 99,91
Gorontalo

g (049025 ]Dinas Pertanian dan 441.289.000 440.892.943 99,91
Ketahanan Pangan DIY
329026 | Dinas Ketahanan Pangan,

9 |Pertanian dan Kesehatan Hewan 235.136.000 234.491.190 99,73
Provinsi Kepulauan Riau
340056 | Dinas Tanaman Pangan,

10 |Hortikultura, dan Peternakan Provinsi 291.690.000 290.324.100 99,53
Sulawesi Barat
089009 | Dinas Perkebunan Tanaman

11 |Pangan dan Hortikultura Provinsi 1.183.238.000 1.177.024.165 99,47
Sumatera Barat
309032 | Dinas Pertanian dan

12 |Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan 360.996.000 359.084.200 99,47
Bangka Belitung
129000 | Dinas Ketahanan Pangan,

13 |Tanaman Pangan Dan Hortikultura 773.049.000 768.717.820 99,44
Provinsi Lampung

14 |259018| Dinas Pertanian danPangan | 5, cag 40 332.387.000 99,36
Provinsi Papua

5 |019031 Dinas Kelautan dan Pertanian | 4o, 746 40 181.507.381 99,34
Provinsi Dki Jakarta
139030 | Dinas Tanaman Pangan dan

16 Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 563.848.000 559.633156 99,25

7 [099033 | Dinas Pangan, Tanaman 986.146.000 978.299.000 99,20

Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau
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Outstanding

REALISASI KEUANGAN Kontrak/ Sisa Block Amount
No Kode | Nama Satker Pagu (Rp) Kontrak
Realisasi SP2D | % Realisasi
(Rp) SP2D (Rp) (Rp)
079025 | Dinas Ketahanan Pangan,
18 |Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.159.197.000 1.149.729.301 99,18
Provinsi Sumatera Utara
1 |099000|DinasPertaniandan |4 gh 065000 | 1.490.544.913 98,76
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
417673 | Dinas Pertanian dan
20 |Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 254.115.000 247.340.721 97,33
Utara
159000 | Dinas Pertanian dan
21 |Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 518.582.000 504.673.300 97,32
Selatan
189016 | Dinas Tanaman Pangan dan
22 Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 532.790.000 516.506.000 9,94
g3 | 039012 Dinas Pertanian Dan 1239.351.000 |  1.200213.100 96,84
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
g4 | 229027 | Dinas Pertanian dan 645.370.000 624.691.914 96,80
Ketahanan Pangan Provinsi Bali
199026 | Dinas Tanaman Pangan,
25 [Hortikultura dan Perkebunan Provinsi 785.520.000 745.758.470 94,94
Sulawesi Selatan
239009 | Dinas Pertanian dan
26 |Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara 826.890.000 782.107.000 94,58
Barat
gy | 029027 | Dinas Tanaman Pangandan | 4 16 aq6 000 | 1,065.405.250 94,55 60.000.000
Hortikultura Provinsi Jawa Barat
gg | 069077 | Dinas Pertanian dan 747.272.000 704.187.000 94,23
Perkebunan Aceh
2g | 299005 |Dinas Pertanian Provinsi 433.227.000 408.000.000 94,18
Banten
149000 | Dinas Tanaman Pangan,
30 [Hortikultura dan Peternakan Provinsi 445.,697.000 419.619.600 94,15
Kalimantan Tengah
31 | 289034 | Dinas Pertanian Provinsi 324.461.000 303.783.000 93,63
Maluku Utara
3p | 179021 |Dinas Pertanian dan 676.518.000 631792875 93,39
Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
119000 | Dinas Pertanian Tanaman
33 |Pangan dan Hortikultura Propinsi 710.016.000 590.171.596 83,12
Sumatera Selatan
169025 | Dinas Pangan, Tanaman
34 |Pangan, dan Hortikultura Provinsi 371.655.000 176.409.500 4747
Kalimantan Timur
JUMLAH 21.640.305.000 20.863.254.195 96,41 60.000.000

Sumber: OMSPAN (Updated per 17 Januari 2025) diolah

266




Lampiran 13. Pagu, Realisasi Anggaran, Lingkup Satuan Kerja

Kewenangan Tugas Pembantuan TA 2024

Outstanding

REALISASI KEUANGAN Kontrak/ Sisa | Block Amount
No Kode | Nama Satker Pagu (Rp) Kontrak
Realisasi SP2D | % Realisasi
(Re) SP2D (Rp) (Rp)

1 |199092|Dinas Pertanian Kabupaten | o0 10 559 455.000.000 100,00 .
Bantaeng
249159 | Dinas Pertanian dan

2 |Ketahanan Pangan Provinsi Nusa 1.200.000.000 1.199.997.700 100,00 -
Tenggara Timur
029036 | Dinas Tanaman Pangan,

3 |Hortikultura, Perkebunan dan 455.000.000 454.997.000 100,00 -
Ketahanan Pangan Kab.Cianjur
189916 | Dinas Tanaman Pangan

4 |Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi 1.170.000.000 1.169.990.000 100,00 -
Tengah
192135 | Dinas Tanaman Pangan

5 |Holtikultura Dan Perkebunan 455.000.000 454.989.620 100,00 -
Kabupaten Enrekang

6 219091 | Dinas Pertanian Provinsi 800.000.000 709 950.000 99.99 i
Maluku

7 |209108 |Dinas Perkebunan & 1170000000 |  1.169.850000 | 9999 -
Hortikultura Prop. Sulawesi Tenggara
129113 | Dinas Ketahanan Pangan,

8 |Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.580.000.000 1.579.704.000 99,98 -
Provinsi Lampung

g | 299098 | Dinas Pertanian dan 435.000.000 434.886.600 99,97 .
Pangan Provinsi Papua

1o | 319089 | Dinas Pertanian Provinsi | 4 174 100 00 1.169.617.300 99,97 .
Gorontalo
109905 | Dinas Tanaman Pangan,

11 |Hortikultura dan Peternakan Provinsi | 1.150.000.000 1.149.580.000 99,96 -
Jambi

p |939152 |Dinas Pertanian Dan 5525000000 | 5522603400 99,96 .
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

13 309901 | Dinas Pertanl|an Provinsi 800.000.000 799 495,000 99.03 i
Kepulauan Bangka Belitung
049088 | Dinas Pertanian dan

14 ) 1.523.880.000 1.522.761.846 99,93 -
Ketahanan Pangan Diy
419022 | Dinas Tanaman Pangan,

15 [Hortikultura dan Perkebunan 455.000.000 454.470.000 99,88 -
Kabupaten Sinjai
139126 | Dinas Tanaman Pangan

16 |dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 1.220.000.000 1.218.292.400 99,86 -
Barat
079125 | Dinas Ketahanan Pangan,

17 |Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.550.000.000 1.545.661.529 99,72 -

Provinsi Sumatera Utara
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Outstanding

REALISASI KEUANGAN Kontrak/ Sisa Block Amount
No Kode | Nama Satker Pagu (Rp) Kontrak
Realisasi SP2D | % Realisasi
(Rp) SP2D (Rp) (Rp)

169113 | Dinas Pangan, Tanaman

18 |Pangan, dan Hortikultura Provinsi 820.000.000 817.695.000 99,72 -
Kalimantan Timur
099315 | Dinas Pangan, Tanaman

19 Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 1:520.000.000 1:515.604.000 9.1 i

20 |179104 | Dinas Pertanian dar 435000000 | 433327500 | 9962 .
Peternakan Provinsi Sulawesi Utara
417674 | Dinas Pertanian dan

21 |Ketahanan Pangan Provinsi 800.000.000 796.705.500 99,59 -
Kalimantan Utara

gp |099056 | Dinas Pertanian dan 455.000.000 452517179 99,45 -
Pangan Kabupaten Banyuwangi

g3 [069133| Dinas Pertanian dan 1470.000.000 |  1.163.201.600 99,42 -
Perkebunan Aceh

g4 |299%81|Dinas Pertanian Provinsi |4 554 000,000 | 1.510.932.000 99,40 -
Banten

g5 | 229100 | Dinas Pertanian dan 820.000.000 813456418 99,20 .
Ketahanan Pangan Provinsi Bali
199126 | Dinas Tanaman Pangan,

26 |Hortikultura dan Perkebunan Provinsi | 1.975.000.000 1.957.909.443 99,13 -
Sulawesi Selatan

97 229049 | Dinas Pertanian Kabupaten 455,000,000 450 893454 99.10 i
Tabanan
269057 | Dinas Pertanian Tanaman

28 Pangan Kab Kepahiang 455.000.000 450.345.850 98,98 -
089131 | Dinas Perkebunan

29 [Tanaman Pangan dan Hortikultura 1.175.000.000 1.161.676.626 98,87 -
Provinsi Sumatera Barat
149115 | Dinas Tanaman Pangan,

30 [Hortikultura dan Peternakan Provinsi 800.000.000 790.850.000 98,86 -
Kalimantan Tengah
239127 | Dinas Pertanian dan

31 [Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara | 1.540.000.000 1.517.596.400 98,55 -
Barat
059179 | Dinas Pertanian dan

32 |Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 4.080.000.000 4.018.104.672 98,48 -
Timur
119130 | Dinas Pertanian Tanaman

33 |Pangan dan Hortikultura Propinsi 1.200.000.000 1.163.262.828 96,94 -
Sumatera Selatan

34 | 280151 | Dinas Pertanian Provinsi 800.000.000 770.237.000 96,28 .
Maluku Utara
159108 | Dinas Pertanian dan

35 [Ketahanan Pangan Provinsi 1.170.000.000 1.121.536.600 95,86 -
Kalimantan Selatan

g6 |029160|Dinas Tanaman Pangan 5 .20 000 000 | 3.008.346.000 89,14 .

dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
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Outstanding

REALISASI KEUANGAN Kontrak/ Sisa Block Amount
No Kode | Nama Satker Pagu (Rp) Kontrak
Realisasi SP2D | % Realisasi
(Rp) SP2D (Rp) (Rp)

340142 | Dinas Tanaman Pangan,
37 [Hortikultura, dan Peternakan Provinsi 435.000.000 379.460.000 87,23 -

Sulawesi Barat

JUMLAH 46.113.880.000 45.395.436.165 98,44 -

Sumber: OMSPAN (Updated per 17 Januari 2025) diolah
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Lampiran 14. Total Penerima Bantuan Benih Hortikultura, Responden yang
mengisi Hasil Survei serta Rekapitulasi Jawaban Hasil
Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024 (per 02

Total Penerima Bantuan Benih Hortikultura Tahun 2024

Januari 2025)

No Komoditi PJ Jumiah Target y.a.ng
KT mengisi
1 | Fasilitasi benih nanas Dit Benih 6 30
2 | Fasilitasi benih jeruk Dit Benih 1 5
3 | Fasilitasi benih hortikultura Dit Benih 17 85
4 | Fasilitasi benih bawang merah | Dit Benih 5 25
5 | Fasilitasi benih pokok durian *) | Dit Benih 20 20
6 | Fasilitasi benih dasar durian*) Dit Benih 3
7 | Bantuan benih nanas Dit Buflo 15
8 | Bantuan benih melon Dit Buflo 18 90
9 | Bantuan benih stroberri Dit Buflo 2 10
10 | Bantuan benih anggur Dit Buflo 1 5
11 | Bantuan benih alpukat Dit Benih 43 215
12 | Bantuan benih jahe Dit STO 15 75
13 | Bantuan benih bamer Dit STO 48 240
14 | Bantuan benih baput Dit STO 10 50
JUMLAH 868
Fasilitasi Bantuan Benih Nenas
No Instansi

1 Kepala Dinas Kabupaten Malinau

- KT Telang Usan

- KT Sengaro

- KT Cah Tawai

- KT Mulun Febaya
- KT Baru Mekar

- KT Paklai Mpruig

Fasilitasi Bantuan Benih Jeruk (Fasben Tahap 1) - Jeruk

No

Instansi

1 Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara

- KT Samaturu

270



Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura (Fasben Tahap 2)

No Instansi

1 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
- KT Sejati

- KT Boto Lempangan

- KT Suka Maju

- KT Tani Mandiri

- KT Matras

Bone
- KT Mattiro Bulu
- KT Mega Buana
- KT Bonto Jai
- KT Sipurio
- KT Gembala
- KT Yase Bulu
- KT Warue
- KWT Mawar
- KT Lampetara

2 Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten

3 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep
- KT Bonto — Bonto

- KT Panjemme

- KT Alosie 2

Fasilitasi Bantuan Benih Hortikultura (Fasben Tahap 3) — Bawang Merah

No Instansi

1 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu
- KT Cemara Hijau

2 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang
- KT Eran Batu

- KT Cahaya Buntu Mataran
- KT Sipatuju Lalan
- KT Sipakatuo
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Fasilitasi bantuan benih durian kelas Benih Pokok

No Instansi Jumlah
(btg) |
1 | Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh 35
2 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 30
3 | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau 30
4 | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 20
5 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kep 15
Riau
6 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 30
7 | Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi DKI 50
8 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 20
9 | Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 45
10 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 35
11 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY 30
12 | Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur 35
13 | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 25
Barat
14 | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan 35
Tengah
15 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 25
16 | Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara 20
17 | Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 20
18 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 35
Sulawesi Selatan
JUMLAH 585
Fasilitasi bantuan benih durian kelas Benih Dasar
No Instansi Jumlah
(btg) |
1 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara 10
2 | Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 10
3 | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 10
JUMLAH 30
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Bantuan benlh bawang merah

Ha Kabupaten Kelompok Tanl Kelompok Tanl
T | Demak 1| =ido Dadl 5| Sid0 IAulyo
Z | Margo Uvomo ] m__sya_________i 3
3 | Doye Upoyo TO | Sarl
2| Lancar Makmir 11| Ol Rarya
T | =ajan Mokl TZ | SKdo Dadl
B | =ajan Muyo 15| Sudl Oloma |
7| San Wuyo T3 ¥arya Abadl
2 | Grobogan T | Tanl Cancar T3 NoudlRaharfe |
2 | 510 Rahayu 15 | Ngudl Wulyo T |
3 | Sido Cadl & | Ngudl Waulyo
2 | maryo 1ani T7 | Cestan
T | Sid0 akmur 15 | Mapu
B | Sumber Reen 15 [ Rarya Baxll
T | Selo Fukh 20 | Sumber mewekl
3 | Makaryo 21 | Mgudl Cuhur
T | S0 Amum 22 | Sefang Wakmor ||
10 | mejo Muiya Il 23 | Serang Wakmur 1l
1T | Rrdc Makaryo 24 | Sumber Iakmmur
TZ | Usaha 1anl |l 25 | SubDur Makmar
T3 | Usaha 1anll
3 | Pad T | Tan Makmur 5 _| Seganggang
2 | Tan Mangi § | marya Muda
3 | 1anl Sarokah 7| Mekar San
I | Sedoro Sentoso 3 | uyub Rukun
T |T T
Faslitasl Benih Bawang Puth
Kabupaten Relompok Tanl
T | Renng T [ Harapan WaJu
Z | Sejanterah
3 | Deluka Mudo
I | Bintang Asn
5 .ﬁﬁg‘r ]
2 | Pemaang 1 nangoa
3 | Raranganyar T | Sumber Mulyo
4 | LOmDOK Timur | 1 Sembalun 4471
Z | Makmur Sejahiers
3| Ingh Ban
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Responden yang mengisi Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura Tahun 2024

Komoditas
(Contoh :
Cabai, Apakah AL Apakah
Apakah ELE]
Bawang n Saudara akan " ; q pernah
. Apakah Bagaimana benih Bagaim . pendampin
Merah Umbi, terus i Hasil " mendapatkan
bantuan kepuasan . bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ’ melanjutkan ’ Panen v . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha o dimanfa . bimbingan
PETANI ; mengurang bantuan ; m diterima bantuan setelah gan Seperti : -
Tani Bawang Y " budidaya jika atkan e teknis/sosiali
. i biaya benih yang : sudah . diberikan Apa? ) .
Putih, . o tidak ada o untuk : sasi terkait
! produksi? diberikan? . berproduk- diberikan? bantuan .
Manggis, bantuan dari " . budidaya
N si? benih .
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
) tersebut?
Durian, Jahe
dst)
) . . ) . " Budidaya
1 | Jambi Kerinci Wagiran Sejahtera Bawang putih Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
. - Deka ) (Bawang " Budidaya
2 | Jambi Kerinci karyawan Harapan maju putih) Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya a— Ya
DEKA HARAPAN BAWANG " Budidaya
3 | JAMBI KERINCI KARYAWAN | MAJU PUTH Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
4 | JAMBI KERINCI TARMIZAL | RAWAINDAH | BAWANG Y, P Y Sudah Memuaskan | Dijual Y EREE | o
PUTIH a uas a udal lemuaska jual a a— a
. - - . . . ) ) Tidak " Pra
5 | Jambi Kerinci H.Andiyadi Bintang Asri Bawang putih Tidak Tidak Puas Ya Sudah Memuaskan Dijual Ya budidaya Ya
6 | Jambi Kerinci Reza lisnita Harapan maju Bawang putih Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya ‘?::fn?ﬁ Ya
7 | Jawa Timur Trenggalek Sumadi Bumi Mulyo Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya ELZi daya Ya
) . R Budidaya )
8 | Jawa Timur Bondowoso Ismail Sari Tani | Jahe Ya Puas Ya Belum Ya a— Tidak
9 | Jawa Timur Bondow ABD Sari Tani | Jah % P Y Belum % Pra Tidak
lawa Timu ondowoso RAHMAN ari Ta ahe a uas a elu a budidaya al
) - S Budidaya )
10 | Jawa Timur Bondowoso Khoiri Sari Tani | Jahe Ya Puas Ya Belum Ya T ——— Tidak
APRIL " Budidaya
11 | Jawa Tengah Brebes LISTIYONO TANILEBAK.II | JAHE Ya Puas Ya sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
) Moh Sucip Lo " Pra .
12 | Jawa Timur Bondowoso Hariyanto Sari Tani | Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya budidaya Tidak
13 | Jawa Timur Bondowoso Maksum Sari Tani | Jahe Ya Puas Ya Belum Ya El:zi daya Tidak
. I Budidaya
14 | Jawa Tengah Brebes Nasirun Ngudi Tani Jahe Ya Puas Ya Belum Ya S— Ya
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
15 | Jawa Timur Trenggalek Sumadi Bumi Mulyo Jahe Ya Puas Ya Belum Ya .Elfudldaya Ya
anaman
) . Tidak " Budidaya
16 | Jawa Timur Trenggalek Misdiono Margo Rukun Jahe Ya Puas Ya Sudah e Dijual Ya a— Ya
) ) " Budidaya
17 | Jawa Timur Trenggalek Katmi Margo Rukun Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
18 | Jawa Timur Trenggalek Sarmo Margo rukun Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya '?::fr:ﬁ Ya
19 | Jawa Timur Trenggalek Sarno Margo rukun Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya .?::':r:ﬁ Ya
20 | Jawa Timur Trenggalek Edy sutrino Margo rukun Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya '?::fr:ﬁ Ya
21 | Jawa Timur Ponorogo Wiji Setyo Tani IV Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Tidak
Kuswanto Tanaman
q 107 m Budidaya
22 | Jawa timur Ponorogo Darto Sumber Rejeki | Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya - S— Ya
23 | Jawa Timur Blitar Dwiwahyudia Berkah Pertiwi Nanas Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
nto Tanaman
’ ) ) Budidaya
24 | Jawa timur Trenggalek Pomo Margo Rukun Jahe Tidak Tidak Puas Ya Belum Ya a— Ya
25 | Jawa timur Trenggalek Sarwanto Margo Rukun Jahe Tidak Tidak Puas Ya Sudah Tidak Dijual Ya Budidaya Ya
Memuaskan Tanaman
) " ) ) " Budidaya
26 | Jawa Timur Trenggalek Suwarji Karya usaha Jahe Tidak Tidak Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya m—— Ya
) ) Budidaya
27 | Jawa Timur Trenggalek Suparno Karya Usaha Jahe Ya Tidak Puas Ya Belum Ya Tanaman Ya
28 | Jawa Timur Blitar Nurhayati Berkah Pertiwi Nanas Ya Puas Ya Belum Ya Pral Ya
budidaya
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
' . - ) " Budidaya
29 | Jawa timur Blitar Nasirodin Mekar sari Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
30 | Jawa Timur Blitar MU'ARIF Mekar Sari Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya '?::fr:ﬁ Ya
31 | Jawa Timur Trenggalek Muryono Margo Rukun Jahe Ya Tidak Puas Ya Belum Ya .?::':r:ﬁ Ya
3 Daerah istimewa SEiER E!(o Endri Wijaya Durian Puas Ya Ya Budidaya Ya
Yogyakarta Siswanto makmur Tanaman
33 | Jawa timur Trenggalek Suyanto Margo Rukun Jahe Ya Puas Ya Belum Ya .?::':r:ﬁ Ya
34 | Jawa timur Blitar /;mnah B Szzvaerkah Nanas Tidak Puas Ya Belum Ya Pemasaran Ya
35 | Jawatengah Wonogiri Nanang Ngudi makmur | Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Ya
setyawan Tanaman
36 | JAWATIMUR SAMPANG ROPIK SRl MELON Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Buddaya | v,
BARAT Tanaman
37 | Jambi Kerinci Deka Harapan maju Bawang putih Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Ya
karyawan Tanaman
38 | jawa tengah wonogiri andri atmoko | sri rejeki melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya El:zi daya Ya
39 | Jawa Barat Kota Tasikmalaya Ucu Tanah merah Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Tidak
suherman Tanaman
40 | Jawa Barat Kota Tasikmalaya REVED Tanah Merah Jahe emprit Ya Puas Ya Belum Ya 20 e Tidak
maulana Tanaman
41 | Jawa timur Blitar Sunardi Mekar sari 1 Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya ‘?::fn?a/i Ya
42 | Jawa Tengah Batang Kasnadi Gemilang Jahe Ya Tidak Puas Ya sudah Memuaskan | Dijual Ya .?::':n?ﬁ Tidak
43 | Jawa timur Blitar Endro Mekar sari Cabaimelonn | Puas Ya Sudah Tidak Dijual Ya Budidaya Ya
cahyono bawang merah Memuaskan Tanaman
44 | Jawa barat Kuningan Ruskadi Capelieg Jahe gajah Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya il Ya
Sagarahyang Tanaman
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
dst
. . " Budidaya )
45 | Jawa barat Kota tasikmalaya Maman Tanah merah Jahe emprit Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Tidak
46 | Jawa barat Kota tasikmalaya Supriatna Tanah merah Jahe emprit Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya '?::fr:ﬁ Tidak
47 | Jawatengah Wonogiri Yohanes Tri Ngidi makmur Meloon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Pral Ya
Haryanto budidaya
48 | Jambi Kerinci Romi nofinra Bluka mudo Bawang putih Ya Puas Tidak Sudah T8 Dijual Ya BTz Ya
Memuaskan Tanaman
49 | Jawa Timur Blitar By Aji Tani Melon Ya Tidak Puas | Ya Sudah Tidak Dijual Ya Budidaya Ya
Suprayitno Memuaskan Tanaman
50 | Jawa Timur Blitar/Blitar )] AJITANI Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya 20 Gy Ya
Yulianto Tanaman
51 | Jawa timur Trenggalek Wito Karya Usaha Jahe Tidak Tidak Puas Ya Belum Ya '?::frgi Ya
52 | Jawa Timur Trenggalek Pamujianto Karya Usaha Jahe Tidak Tidak Puas Ya Belum Ya ‘?::fn?Zi Ya
53 | Jawa Timur Trenggalek Heriyanto Karya Usaha Jahe Tidak Tidak Puas Ya Belum Ya ‘Elf::fn?;i Ya
. . edi ) . " Pra
54 | jawa timur Trenggalek Suprayitno bumi mulyo jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya budidaya Ya
55 | jawa timur Trenggalek istijan bumi mulyo jahe Ya Tidak Puas Ya Belum Ya El:zi daya Ya
56 | jawa Timur Trenggalek maryono bumi mul jahe Ya Tidak Puas Ya Belum Ya ‘?::fn?Zi Ya
57 | jawa timur Trenggalek suparno bumi mulyo jahe Ya Tidak Puas Ya Belum Ya ‘?::fn?a/i Ya
58 | Jateng Brebes Saryo Tani Lebak Il Jahe Ya Puas Ya Belum Ya il Ya
Tanaman
59 | Jawa Tengah Brebee Heri Tani Lebak Il Jahe Ya Puas Ya sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Ya
Purwanto Tanaman
60 | Jawa Tengah Brebes Yusuf Tani Lebak Il Jahe Ya Puas Ya sudah Memuaskan | Dijual Ya El:?ii daya Ya
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
. " Budidaya
61 | Jawa Tengah Brebes Karyanto Tani Lebak Il Jahe Ya Puas Ya sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
62 | Jawa Barat Kuningan Ruskadi Gapoktap Jahe Ya Puas Ya Belum Ya BTz Tidak
Sagarahiang Tanaman
63 | Jawa Barat Kuningan Asep Gapoktgn Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Tidak
Sagarhiang Tanaman
64 | Jawa Barat Kuningan Nana Capelig Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Bty Tidak
Sagarahiang Tanaman
) ' ) Budidaya
65 | Jawa Timur Probolinggo Saddam Sumber Hidup Jahe merah Ya Puas Ya Ya Tanaman Ya
66 | Jawa Tengah Brebes Uripno Ngudi Tani Jahe Ya Puas Ya Belum Ya E;?:Ii daya Tidak
UPT PB UPT PB
) HORTIKULT | HORTIKULTU ) Pra
67 | Jawa Timur Pasuruan URA JAWA RA JAWA DURIAN Ya Puas Ya Belum Tidak budidaya Ya
TIMUR TIMUR
i SUMBER Pra
68 | JAWATIMUR PROBOLINGGO HIDAYATUL ABADI IV Anggur Ya Puas Ya Belum Ya budi Ya
LOH udidaya
69 | Jawa Tengah Brebes Maryono Ngudi Tani Jahe Ya Puas Ya Belum Ya ‘?::fniﬁ Ya
) - KWT. Margi " Budidaya
70 | Jawa Timur Kota Batu Sulistin Rahayu VI Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya a— Ya
- Budidaya
71 | Jawa Tengah Brebes Suharto Ngudi Tani Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Ya
72 | Jawa Timur Kota Batu Renilta /0o SE Jahe Ya Puas Ya Belum Ya BlilaEye Ya
Febriana Rahayu VI Tanaman
73 | Jawa Timur Kota Batu Ruminah KWT. Margi Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Rahayu VI Tanaman
74 | Jawa Tengah Brebes Sudirman Ngudi Tani Jahe Ya Puas Ya Belum Ya _EFudldaya Ya
anaman

279




Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
75 | Jawa Timur Kota Batu Wer]l Tika KWT. Margi Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Erwiana Rahayu VI Tanaman
) KT. Rukun Budidaya
76 | Jawa Timur Kota Batu Sudarmanto - Jahe Ya Puas Ya Belum Ya a— Ya
77 | Jawa Timur Kota Batu Sugiono KT. Rukun Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Santoso Tanaman
78 | Jawa Timur Kota Batu Jumali 9 T Jahe Ya Puas Ya Belum Ya BTz Ya
Santoso Tanaman
) ) Taufiq Sumber abadi - Pra )
79 | Jawa Timur Kab Probolinggo Hidayatullah 4 Bibit anggur Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Tidak
80 | Jawa Timur Kota Batu Sutris S. 20 (R Jahe Ya Puas Ya Belum Ya 20 e Ya
Santoso Tanaman
81 | Jawa Timur Kota Batu Kgsumo KT. Rukun Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Cipto Santoso Tanaman
82 | Jawa Timur Kota Batu Puiji Liswati o Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Btz Ya
Rahayu VI Tanaman
83 | Jawa Timur Kota Batu Ning ) KWT. Margi Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Wahyuni Rahayu VI Tanaman
84 | JAWATENGAH | PEMALANG SEE! Dipanangga Bawang Puth | Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Btz Ya
Irwanto Tanaman
85 | Jawa Barat Kuningan Edi Gapoktap Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Tidak
Sagarahiang Tanaman
86 | Jawa Tengah Tegal Asikin Gemah Ripah jahe Ya Puas Ya Belum Ya ?udldaya Ya
anaman
87 | Jawa Barat Kuningan Sai Gapoktap Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Tidak
Sagarahiang Tanaman
88 | Jawatengah Tegal Muhidin Tirtayasa Jahe Ya Puas Ya Belum Ya .Elfudldaya Ya
anaman
ABDUL ! Budidaya )
89 | Jawa Tengah Tegal MUFTI Gemah Ripah Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Tidak
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
90 | Jawa Tengah Tegal Zaenal Arifin Gemah Ripah Jahe Ya Puas Ya Belum Ya '?::fr:ﬁ Tidak
91 | Jawa Tengah Tegal Abdul kholik | Gemah Ripah | Jahe Ya Puas Ya Belum Ya 2::':;2?1 Tidak
92 | Jawa Tengah Tegal akhsanudin Gemah Ripah jahe Ya Puas Ya Belum Ya '?::fr:ﬁ Tidak
93 | Jawa Tengah Tegal Wahyudin Gemah Ripah jahe Ya Puas Ya Belum Ya Etrla(lii daya Tidak
94 | Jawa Tengah Tegal Sudarto Tirtayasa Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Pral Tidak
budidaya
) . Pra )
95 | Jawa Tengah Tegal masroh Tirtayasa jahe Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Tidak
96 | Jawa Tengah Tegal Faizin Tirtayasa jahe Ya Puas Ya Belum Ya Pral Tidak
budidaya
97 | Jawa Tengah Tegal Fahrudin Tirtayasa jahe Ya Puas Ya Belum Ya EL:Zi daya Tidak
98 | Jawa Tengah Wonogiri Sl " Ngudi Makmur | Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Pral Tidak
Suatmadjie budidaya
99 | Jawa Barat Sumedang lyas Burujul Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya ?udldaya Tidak
anaman
100 | Jawa Barat Sumedang Akri Samurat Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Elﬁi daya Tidak
101 | Jawa Tengah Grobogan Parman LMDH Bagyo Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Mulyo Tanaman
102 | Jawa Tengah Grobogan Jasmin Hillilezeye Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BlilaEye Ya
Mulyo Tanaman
) LMDH BAGYO Budidaya
103 | Jawa Tengah Grobogan Pariyo MULYO Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Ya
104 | Jawa Tengah Grobogan Narno HilllEzeye Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BlilaEye Ya
Mulyo Tanaman
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
NAMA Nama Bawang beni melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— 5 enih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
dst
UPTD Balai
Perbenihan
Pengawasan
Ir. Nurbaya dan Sertifikasi Budidaya
105 | Gorontalo Kota Gorontalo Abd. Gani, Benih Durian Ya Puas Ya Belum Ya Tanamgn Ya
M.Si Pertanian
(BPPSBP)
Provinsi
Gorontalo
106 | Jawa Tengah Grobogan Jaryanto bilolietgiye Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Bty Ya
Mulyo Tanaman
107 | Sumatera Utara Kota Medan lovie UPTD.BIH Durian Ya Puas Ya Belum Tidak Budidaya Ya
Roselyna Gedung Johor Tanaman
' . Arsadi Padon Pra
108 | Jambi Kota sungai penuh Rusdika Simpang Alpokat Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
Drh. Hendri UPTD ) Pra
109 | Aceh Aceh Besar Sahputra BRHTPP Aceh Durian (BPMT) | Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
110 | Sulawesi selatan | Pangkep Muh ali Panjemma Mangga Ya Puas Ya Belum Ya ?udldaya Ya
anaman
111 | Sulawesiselatan | Pangkep H. Bellong Panjemma Mangga Ya Puas Ya Belum Ya '?::fn?ﬁ Tidak
112 | Jawa barat Garut Saepudin Bakom mandiri | Beri Tidak Tidak Puas | Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya ?::'adnﬁﬁ Tidak
113 | Jawa Tengah Kebumen Mugi Poktan Ayem Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Ya
Jumiyatno Tanaman
114 | Jawa Timur Ngawi SAROSO Tani Mulyo Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya '?::fr:ﬁ Ya
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Komoditas

(Contoh : Apakah
Cabai, Apakah P Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
NAMA Nama Bawang beni melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— 5 enih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah benih yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
115 | Jawatengah Kebumen Sahlan Sri rejeki Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya .?::':r:ﬁ Ya
UPT
PERBENIHAN . )
(ISMAIL, Benih Durian
116 ?g'ﬁg")\’ﬁs' KAB. SIGI SP.) - (ANDI :,AANgmND Ay | KelasBenh | ya Puas Ya Belum Ya Eﬂzi daya Ya
INDRAWATI) HORTIKULTU Dasar
RA
UPT
(ISMAIL, PERBENIHAN . .
KOTA Benih Durian
SULAWESI SP.) - (ANDI TANAMAN ) Pra
117 TENGAH g.;?;I_IU/KABUPATEN INDRAWATI, | PANGAN DAN gg:(a:,kBemh Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
SP, M.Si) HORTIULTUR
A
UMl Poktan Pra
118 | JAWATIMUR PROBOLINGGO KULSUM ISvumber Abadi Bibit Anggur Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
Kabupaten TAUFIQ Poktan Budidaya
119 | Jawa Timur P HIDAYATUL Sumber Abadi Bibit Anggur Tidak Puas Ya Belum Ya " Ya
Probolinggo LAH WV Tanaman
Kabupaten S 027 A9 Budidaya
120 | Jawa Timur Probolinggo SUWAJI :_\g\?,:;:n Bibit Anggur Ya Puas Ya Belum Ya a— Ya
Januar Budidaya
121 | Jawatengah Wonogiri abdulah Ngudi makmur Melon Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Tanaman Ya
irsani
122 | Jawatengah Grobogan Sukari il ezl Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BlilaEye Ya
wono makmur Tanaman
123 | Jawa Tengah Grobogan Djarmo LMDH Batur Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Wana Makmur Tanaman
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
dst
124 | Jawatengah Grobogan Masrin Ll 20 Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BTz Ya
wono makmur Tanaman
125 | JAWATENGAH | GROBOGAN Susilo LMDH Batur |z at Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
wana makmur Tanaman
126 | Jawatengah Grobogan Hartini Ll 20 Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BTz Ya
wana makmur Tanaman
Lmdh Budidaya
127 | Jawatengah Grobogan Sahari baturwonomak | Alpokat Ya Puas Ya Belum Ya Tanamgn Ya
mur
. . Bawang " Budidaya
128 | Sulawesiselatan | Enrekang Kasmidi Eran batu 1 — Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya a— Ya
129 | Sulawesi selatan | Pangkep Fasmawati Panjemma Mangga Ya Puas Ya Belum Ya .?::f;ﬁ Tidak
130 | Sulawesiselatan | Pangkep Lae Panjemma Mangga Ya Puas Ya Belum Ya ‘?::fn?ﬁ Tidak
. Muhammad ) Budidaya )
131 | Sulawesiselatan | Pangkep tahir Panjemma Mangga Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Tidak
LMDH Pra
132 | Jawatengah Grobogan Musringan sendang Buah Alpukat Tidak Tidak Puas Tidak Belum Ya budidaya Ya
Mulyo
. Herman L Bawang Pra
133 | Sulawesi Selatan | Enrekang Gaffar Sipatuju Lalan merah Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
134 | Sulawesi Selatan | Enrekang Basr_uddm Calzya st S Ya Puas Ya Belum Ya Bl Ya
bahtiar Mataran merah Tanaman
) Kabupaten SUKA Pra )
135 | Jawa Timur Pasuruan ARJO MAKMUR Il ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Tidak
136 | JAWATMUR | PASURUAN siswapl | SUKA ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya | i
MAKMUR Il Tanaman
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
dst
LMDH Budidaya
137 | Jawa Tengah Grobogan Sugiarto SUMBER JATI | Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya T " Ya
MULYO anaman
Slamet LMDH sumber Budidaya
138 | Jawa Tengah Grobogan Martoyo Jati Mulyo Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya — Ya
139 | Sulsel Pangkep Siba Alosie 2 Durian Ya Puas Ya Belum Ya _EFudldaya Tidak
anaman
140 | Sulawesiselatan | Pangkep Sulaeman Alosie Il Durian Ya Puas Ya Belum Ya ‘?;:fnigi Tidak
141 | Sulawesi selatan Pangkep Muslimin Alosie Il Durian Ya Puas Ya Belum Ya '?;:fnigi Tidak
. Amir ' ) Budidaya )
142 | Sulawesi Selatan | Pangkep e Alosei Il Durian Ya Puas Ya Belum Ya T ——— Tidak
143 | Sulawesi Selatan | Pangkep HANNANI Alosie I Durian Ya Puas Ya Belum Ya ?::fni‘ﬁ Tidak
_— Budi . Budidaya )
144 | Jawa Barat Ciamis T Harapan jaya Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya a— Tidak
' . Budidaya
145 | Jawa timur Probolinggo Hartono Hartono Jahe Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Ya
) Kabupaten KHOIRUN Sumber Abadi Bibit Anggur, ) Pasca
146 | Jawa Timur Probolinggo NISA 4 Pupuk Organik Tidak Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
147 | Jawa barat Ciamis endi HARAPAN Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Tidak
JAYA Tanaman
148 | Banten Pandeglang SAPRI AR Jahe Merah Ya Puas Ya Belum Ya il Ya
Il Tanaman
149 | Banten Pandeglang SARNATA | MekarSarill | Jahe Merah Ya Puas Ya Belum Ya ?:::’ni“a’f] Ya
150 | Banten Pandeglang SUHENDAR :YlEKAR 4 JAHE Ya Tidak Puas Ya Belum Ya El:?ii daya Ya
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
NAMA Nama Bawang beni melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— 5 enih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah h yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? ) hortikultura?
Durian, Jahe :
dst
POKTAN Budidaya
151 | Banten Pandeglang TATANG MEKAR SARI JAHE MERAH | Ya Tidak Puas Ya Belum Ya Tanamgn Ya
1l
152 | BANTEN PANDEGLANG SOMAD :Y'EKAR SAR | JAHE MEARH | Ya Tidak Puas | Ya Belum Ya ?;’:fnigi Ya
) . . Budidaya
153 | Jawa Timur Probolinggo Usman Sumber hidup Jahe Ya Puas Ya Ya Tanaman Ya
154 | Jawa Tengah Grobogan Adiyanto Sk il Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya BTz Ya
Mulyo Tanaman
. . Pra )
155 | Sulawesi selatan | Bone Azis Mula menree Alpukat Ya budidaya Tidak
156 | Sulawesiselatan | Bone Jumardi Eull Alpukt Ya Pral Tidak
Mattuppurenge budidaya
157 | Jawatengah Batang Nuripah Rejeki lancar Jahe Ya Puas Ya Belum Ya ‘Elf::fn?;i Tidak
158 | Jawa timur Probolinggo hlpaast Sumber Hidup Jahe Ya Puas Ya Ya Pasga Ya
permana Budidaya
159 | Sulawesi Selatan Pangkajene dan H Hamzah Bonto Bonto Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Kepulauan Tanaman
Kabupaten )
160 | Sulawesi Selatan | Pangkajene dan ﬁg?nn;zﬂ Bonto Bonto Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya .?::ﬁsz‘; Tidak
Kepulauan
Kabupaten Yunus D Budidaya
161 | Sulawesi Selatan | Pangkajene dan Manaun 9 Bonto Bonto Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Tana m)a/ n Tidak
Kepulauan gung
Kabupaten Budidava
162 | Sulawesi Selatan | Pangkajene dan Dg Giling Bonto Bonto Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Tanamzm Tidak
Kepulauan
Kabupaten Budidaya
163 | Sulawesi Selatan | Pangkajene dan Saleng Bonto Bonto Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya Tana m)a/ n Tidak
Kepulauan
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Bawang Saudara akan LD it pernah
Merah Umbi Apakah -EGENNENE] o benih -EGENNENE] Hasil pendampin e e
o e ’ bantuan kepuasan B Sy bantuan hasil panen e gan dari Bentuk elatrhan /
Provinsi Kota/ Kabupaten N Kelompok Bomba? et UDIESED usz-:ha yang Sl dimanfa slieehriit FETEIE k':imbin an
P PETANI p ¢ mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti oingan
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
Putih i biaya benih yang tidak ada sudah h yang untuk - diberikan Apa? sasi terkait
H produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? : EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
Durian, Jahe WL
dst
164 | JAWATENGAH | KENDAL muLyono | KARYA ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya Buddaya | gy
UTAMA Tanaman
165 | Jawa Tengah Kendal Budiman Karya utama Alpukat Ya Puas Ya Belum Ya .?::':r:ﬁ Ya
UPT Balai
166 | Sulawesi Selatan | Gowa Ramlawatl, perh Durian Ya Puas Ya Belum Tidak Pral Ya
S.Si Tanaman budidaya
Hortikultura
KALIMANTAN NGUDI B Pra
167 TENGAH PALANGKA RAYA SUWARNO MULYO Jeruk, Durian Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
. ) A UPTD. BPPSP q Pra
168 | Kepulauan Riau Kabupaten Bintan Nil Erison ~TPHP Durian Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
169 2:ggﬁra Kota Prabumulih Aminin Darsit | Maju Bersama Nanas Tidak Tidak Puas Ya Belum Ya EL:Zi daya Ya
Pusat Pusat
Pengembang | Pengembanga Pra
170 | DKl Jakarta DKl Jakarta anBenihdan | nBenih dan Durian Ya Puas Ya Belum Ya . Ya
. . budidaya
Proteksi Proteksi
Tanaman Tanaman
BBH Lampung
171 | Lampun Bandar lampun Widodo Luki {I'U:Bm n Durian % P Y Belum Y Pra Y
ampung andar lampung Saputro SP Bﬁa?] a uria a uas a elu a budidaya a
Pekolongan
BBH/BBH
. . LAMPUNG/UP
172 | Lampung Lampung Timur Widodo Luki | gTAN'BUAH | Durian Ya Puas Ya Belum Ya e Ya
Saputro S.P PEKALONGA budidaya
N
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Komoditas

(Contoh : Apakah
Cabai, Apakah P Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang e § [IGIGEVERLE] atkan . teknis/sosiali
; i biaya benih yang o sudah benih yang . diberikan Apa? " "
Putih, . o tidak ada o . untuk : sasi terkait
; produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
Moh.kodrat UPTD Balai Budidava
173 | Jawa Barat Sumedang santosa,S.S0 | Benih Durian Ya Puas Ya Belum Tidak Tanamgn Ya
s, MAP Hortikultura
PRIYO TRI KB.TPH ) Budidaya
174 | Jawa Tengah Surakarta WUSONO PENDEM DURIAN Tidak Puas Ya Belum Ya m—— Ya
MUKHAMAT )
175 | JAWATENNGAH | KENDAL ALl SIDOMAKMU | pykaT Tidak Puas Ya Belum Ya Buddaya | v,
R Tanaman
MAKSUM
BBTPH BBTPH Budidava
176 | Jawa Tengah Banyumas Wilayah Wilayah Durian Ya Puas Ya Belum Ya T " Ya
‘anaman
Banyumas Banyumas
177 | JAWATIMUR PASURUAN FITRON MULYOREJO ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya El:zi daya Ya
Sulawesi Kabupaten konawe . Pra
178 Tenggara Mo LILI HARUN WULAN JAYA Durian Ya Puas Ya Ya budidaya Ya
KUSMAN Budidaya
179 | JAWATIMUR PASURUAN ALl MULYOREJO ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Ya
) BBI I ) ) ) ) Pasca )
180 | kalimantan barat | mempawah Hortikultura Herlina Durian Tidak Puas Tidak Belum Tidak Budidaya Tidak
181 | JAWATIMUR PASURUAN RAWI MULYOREJO ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya ‘?::fniﬁ Ya
182 | JAWATIMUR PASURUAN DANU MULYOREJO ALPUKAT Ya Puas Ya Belum Ya ‘?::En?ﬁ Ya
BBTPH )
183 | Jawa tengah Semarang AR | wiLAvaH DURIAN Ya Puas Ya Belum Tidek Suddaya | v,
SEMARANG
184 vzl il Kulon Progo Suratmin Capelig Lengkeng Ya Puas Ya Belum Ya Uil Ya
Yogyakarta agung mulyo Tanaman
185 Daerah Istimewa Bantul Sarono Gapoktan Lengkeng Ya Puas Ya Belum Ya Budidaya Ya
Yogyakarta Ngumar Tanaman
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Komoditas
(Contoh :

Cabai, Apakah LUELEE Apakah
Apakah ada
Bawang A Saudara akan " h a pernah
. Apakah -EGENNENE] benih -EGENNENE] . pendampin
Merah Umbi, terus ¢ Hasil . mendapatkan
bantuan kepuasan " bantuan hasil panen gan dari Bentuk :
Nama Bawang ; melanjutkan : Panen ; . pelatihan/
_— NAMA 5 benih terhadap yang dari A Dinas/PPL Pendampin N
Provinsi Kotal Kabupaten Kelompok Bombai, usaha S dimanfa . bimbingan
PETANI . mengurang bantuan : - diterima bantuan setelah gan Seperti ] .
Tani Bawang i bi § [IGIGEVERLE] atkan . o teknis/sosiali
Putih Ibiaya b(.enlh.yang [ EUEE] Sudkl : h_yang untuk : dllgiten b sasi terkait
H produksi? diberikan? " berproduk- diberikan? EQED] 5
Manggis, bantuan dari N . budidaya
a si? benih "
Mangga, Pemerintah? hortikultura?
: tersebut?
Durian, Jahe
dst
) - Budidaya
186 | Bengkulu Bengkulu Tengah Deswan Tani Mandiri Mangga Ya Puas Ya Belum Ya T —— Ya
Daerah Istimewa . Kelompok tani Pra
187 Yogyakarta Gunung Kidul Slamet Sido rukun Lengkeng Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
188 bateiely st Kota Yogyakarta Eka Yulianta ?Zglsjilz:; ot Lengken: Ya Puas Ya Belum Ya Bty Ya
Yogyakarta 9y P greng Tanaman
Yogyakarta
Dinas
189 Sulawesi Kabupaten konawe perkebunan Uptd. Bbih Durian Ya Puas Ya Belum Tidak Budidaya Ya
Tenggara selatan dan sultra Tanaman
hortikultura
190 | Bengkulu Bengkulu Tengah e Uptd Bitph Durian Ya Puas Ya Belum Ya e Tidak
9 9 9 BITPHPP pid Bliphpp budidaya
SUMATERA ) Sumarni Kelompok Tani Budidaya )
191 UTARA Tapanuli Selatan Simatupang Srikandi Jeruk Ya Puas Ya Belum Ya Tanaman Tidak
BBI BBI
. Hortikultura Hortikultura ) Pra
192 | Riau Pekanbaru Padang Padang Durian Ya Puas Ya Belum Ya budidaya Ya
Marpoyan Marpoyan
193 | Jambi Kerinci Deka Harapan maju Bawang putih Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya .?::ﬁ:ﬁ Ya
194 | Jawatengah Tegal Jawa tengah . mam AT Jahe Ya Puas Ya Sudah Memuaskan | Dijual Ya Budidaya Ya
sayidi mamur Tanaman
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Rekapitulasi Jawaban Hasil Survei Kemanfaatan Benih Hortikultura
Tahun 2024

Apakah varietas benih yang diterima sudah sesuai dengan yang diminta?
194 jawaban

KESESUAIAN PERMINTAAN

M Sesuai

M Tidak Sesuai

Apakah jumlah/volume benih yang diterima sudah mencukupi
kebutuhan/target tanam?
194 jawaban

1,55%

M Sesuai

M Tidak Sesuai
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Apakah waktu serah terima benih sudah sesuai dengan jadwal tanam?
194 jawaban

KESEUAIAN BANTUAN DAN WAKTU TANAM

M Sesuai

B Tidak Sesuai

Apakah benih yang diterima berlabel?
194 jawaban

KONDISI BENIH BANTUAN

0,00%

H Berlabel

M Tidak Berlabel

100,00%
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Bagaimana kondisi benih saat diterima?
194 jawaban

KONDISI BENIH SAAT DITERIMA

M Baik
W Tidak
Apakah benih yang diterima sudah ditanam?
194 jawaban
4,12%
B Tanam

B Belum Tanam

95,88%
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Jumlah benih yang ditanam :

Persen benih Jumlah
ditanam Responden
<50% 25
51-60% 4
61-70% 2
71-80% 5
81-90% 5
91-100% 153
Total 194
180
160
140
120
100

80
60
40

o M
o = [ | — | s | | s |

<50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100%

Apakah bantuan benih mengurangi biaya produksi?
186 jawaban

MENGURANGI BIAYA PRODUKSI

HmYa

B Tidak

91,94%
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Bagaimana kepuasan terhadap bantuan benih yang diberikan?
186 jawaban

KEPUASAN TERHADAP BANTUAN

B Puas ® Tidak Puas

Apakah Saudara akan terus melanjutkan usaha budidaya jika tidak ada
bantuan dari Pemerintah? 186 jawaban

MELANJUTKAN USAHA BUDIDAYA

mYa

M Tidak
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Apakah benih bantuan yang diterima sudah berproduksi?
186 jawaban

KONDISI BERPRODUKSI

B Sudah mBelum

73,12%

Bagaimana hasil panen dari bantuan benih yang diberikan?
50 jawaban

KEPUASAN HASIL PANEN

12,00%

B Memuaskan

M Tidak Puas
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Hasil Panen dimanfaatkan untuk :
50 jawaban

PEMANFAATAN HASIL PANEN

H Dijual

100,00%

Jika dijual, penyaluran hasil panen melalui
50 jawaban

PEMASARAN HASIL

B Pasar Tradisional

 Tengkulak

72,00%
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Apakah ada pendampingan dari Dinas/PPL setelah diberikan bantuan
benih tersebut?
186 jawaban

PENDAMPINGAN PPL

EYa mTidak

96,24%

Jika ada pendampingan, bentuk pendampingan seperti apa?
186 jawaban

BENTUK PENDAMPINGAN

1,08% 0,54%

22,58%

M Pra Budidaya

M Budidaya Tanaman

M Pasca Budidaya

Pemasaran
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Apakah pernah mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi terkait
budidaya hortikultura?
194 jawaban

PERLU PELATIHAN

mYa mTidak
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Lampiran 15. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat
Jenderal Hortikultura TA 2024

$

KEMENTERIAN PERTANIAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JI. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Gedung B Lantai 2 Kantor Pusal Kemenlerian Pertanian

Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawal: 3204, 3208, 3219, 3112

websile | Hips:/itjen pertanien.go.ld/ e-mail: iten@pertanian.go.id

S

Nomor . R.297/PW.120/G107/2024
Lampiran : Satu berkas

Hal

18 i 2024

. Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil
Penilaian Mandirl Maturitas Penyelenggaraan

Sistem  Pengendalian

Terintegrasi pada

Hortikultura Tahun 2024

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian

Di

Jakarta

Intern

Direktorat

Pemerintah

Jenderal

Menindakianjuti Surat Tugas Inspeklur Investigasi Nomor B.0126/PW.420/G.6/06/2024
tanggal 04 Juni 2024, telah dillaksanakan kegiaian sebagaimana pada pokok surat mulai
tanggal 6 sampai dengan 14 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Hasil Hasil Naik/Turun
No Fokus Penilaian Penilaian | Penjaminan
Mandii  Kualitas (PK)
(PM)
1 2 3 5%4-3
1 | Maturitas  Penyelenggaraan 3914 3444 047
Sistem Pengendalian Intern
(SPI)
2| Manajemen Risiko Indeks (MRI) | 3859 | 3714 0,145
3 | Indeks Efektifitas Pengendalian 2,666 3222 0.556
Korupsi (IEPK)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPI hasil Penjaminan Kualitas adalah 3 444 atau
telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPI pada Level 3

(Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilal Penilaian Mandiri sebesar
3,914 karena dalam struktur proses mash terdapat suatu kebijakan belum di evaluasi
secara berkala hanya di tahap pelaksanaan dan tidak tercapainya Wajar Tanpa

299



1. Persyaratan (WTP) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pertanian,
selain itu pada

2. Nilai MRI adalah 3,714 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3 (Defined).
Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,850 karena
manajemen risiko Direktorat Jenderal Hortiuitura belum tersisiem secara kegiatan
maupun anggaran, diantaranya belum terjadwalnya kegiatan pelatihan manajemen
risiko yang terstandar secara rutin; dan

3, Nilai untuk IEPK adalah 3222, Nilai tersebut mengalami kenaikan dari nilai Penilaian
Mandiri sebesar 2,666.

Guna perbaikan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan

maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura,

disarankan kepada Saudara, agar.

1. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran strategis
Kementerian Pertanian,

2. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi satiap sub unsur SPIP secara berkala dan
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;

3. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP Kementerian
Pertanian dari BPK mulai tahun 2019 sd 2023;

Uraian lengkap hasil Penjaminan Kualitas terlampir pada Laporan Nomor
R.34/PW.120/G.6/07/2024 tanggal 27 Juli 2024

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal
Setyo Budiyanto
Tembusan:
Menteri Pertanian RI
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LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS ATAS
HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN 2024

NOMOR  : R.34/PW.120/G.6/07/2024
TANGGAL : 9Juli 2024
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KEMENTERIAN PERTANIAN
g?g INSPEKTORAT JENDERAL

JI, Harsono RM No.3 Regunan Pasar Minggu Jakarla Selatan 12560
e Gedung B Lanlai 2 Kanlor Pusat Kementarian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7600220, 7804856 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website: hitps://itjen partanian.go.id/ e-mail: ijen@pertanian,go.id

Nomor | R.37/PW.120/G.6/07/2024 9 Juli 2024
Lampiran . Salu berkas
Hal . Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaran
Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah
Terintegrasi  pada  Direktorat  Jenderal
Hortikultura Tahun 2024

Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilakukan
Penjaminan Kualitas (PK) sebagaimana pada pokok surat. Laporan disajikan atas dua
bab sebagal berikut:

BAB | : SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB I . URAIAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS
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BABII

DAFTAR 5]

SIMPULAN DAN REKOMENDAS! ...

A, Simpulan ......
B. Rekomendasi ...

URAJAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS ....ooovooee e sisssceiiins

A DESET i

B TUIBN oo

C. Ruang Lingkup ...
0. Metodologi.....

E. Standar, Periode dan Wakiu Pelaksanaan............mmmmmmn
F. Tanggung Jawab Tim Penjaminan Kualitas ...

BAGIAN Il HASIL PENJAMINAN KUALITAS ...oocoooisinmmmnninn
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BABI
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SFI) hasil
Penjaminan Kualilas adalah 3444 alau felah memenuhi karakterisiic maturitas
penyelenggeraan SP pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai fersebut mengalami
penurunan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 3,914,

2. Nilal Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,714 atau telah memenuhi
karakleristlk MRI pada Level 3 (Defined). Nilai tersebut mengalami penurunan dari
nikai PM sabesar 3,858, dan

3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,222. Nilai tersebut
mengalami kenaikan dani nilal PM sebesar 2,666,

B. REKOMENDASI
Guna perbaikan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan
maluritas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi ingkup Direktorat Jenderal Horfikultura,
disarankan kepada Saudara, agar:
1. Dalam meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Direktorat Jenderal Hortikufiura

Kementerian Pertanian melakukan:

4. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran sirategis
Kementerian Pertanian;

b. Penetapan target indikator kinerja sasaran program presentase capaian
pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Direkiorat Jenderal Hortikultura tidak
menggunakan nikai PMPRE; dan

t. Penetapan target indikator kinerja sasaran program Mial Pelaksanaan
Anggaran Direktorat Jenderal Horkuliura menggunakan Indikator Kinerja
Pelaksana Anggaran (IKPA).

2. Dalam meningkatkan kualitas struktur dan proses, Direktorat Jenderal Hortikultura

Kementerian Pertanian melakukan :

. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi setiap sub unsur SPIP secara
berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut,

b. Ctorisasi atas Transaksi dan Kejadian Keuangan yang penfing dengan akses

1
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privasi yang tinggi;

Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal dan intemal terkait register
risiko, rencana tindak pengendalian dalam pengelolaan keuangan salah
salunya berupa proses verbal yang jelas; dan

Evaluasi terpisah oleh personiiLembaga dengan keahlian tertentu yang
independen terhadap proses manajemen risiko dan penilaian kinerja sistem

pengendalian intern.

. Dalam meningkatkan kualitas hasillpencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP,
Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:

Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP
Kementerian Pertanian dari BPK mulal tahun 2019 sd 2023;

Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang terhadap pengamanan BMN
khususnya Aset Tetap;

Penyempumaan metode monitoring dan evaluasi (termasuk penyusunan
bahan kuisioner/survei lapang), serta melakukan survei monitoring dan
evaluasi kegiatan Direktorat Jenderal Hortikutura di beberapa lokasi
pengembangan hortikultura dan bersinergi dengan instansi dan pakar terkait;
dan

Evaluasi terpisah oleh pihak yang berkompeten dan independen terhadap
kinerja sistem pengendalian infern dan proses manajemen risiko.

INSPEKTUR INVESTIGASI
\
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BABII
URAIAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS

BAGIAN |
UMUM
A. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomeor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemarintah;

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomer 5 Tahun
2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemeriniah Daerah; dan

3, Surat Tugas Inspekiur Investigasi Nomor: B.0126/PW.420/G.6/06/2024 tanggal
04 Juni 2024 terkait Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandir Maturitas
Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intem Pemerintah Terintegrasi pada
Direktorat Jenderal Hortikulfura Tahun 2024,

B. Tujuan
Penjaminan Kualitas bertujuan untuk meyakinkan hasil Penllalan Mandir telah
sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPHF) Nomor 5 Tahun 2021, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana
aksl alas Area of [mprovement (Aol) guna mendukung pencapaian tujuan
organtsasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan
aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

C. Ruang Lingkup
Hasil Pendaian Mandii Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup
Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2023,

D. Metodologi

1. Penjaminan Kualitas dilakukan dangan memvalidasi atas hasil Penilaian
Mandiri sesual dengan Peraturan BPKP Nemar 5 Tahun 2021;

2. Proses validasi meliputl pengujian atas bukli dokumen, wawancara dan
observasi yang terkait dengan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
dalam penetapan tujuan, struktur dan proses, pencapalan tujuan crganisasi
serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK).
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E. Standar, Periode dan Waktu Pelaksanaan
1. Penjaminan Kualitas dilakukan berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun
2021;
2. Periode penilaian yaitu a) penetapan tujuan dilakukan atas dokumen
perencanaan tahun 2024; b) struktur dan proses dilakukan atas pengendalian
yang dilaksanakan pada periode bulan Jull 2023 sampai dengan Juni 2024,

dan ) pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun 2023,
3. Penjaminan Kualitas dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 14
Juni 2024,

F. Tanggung Jawab Tim Penjaminan Kualitas
Tim Penjamnin Kualtas bertanggung jawab terhadap simpulan hasil yang
disajikan dalam laporan Penjaminan Kualitas berdasarkan pada analisis dokumen,
wawancara dan observasi pada kertas kerja Penjaminan Kualitas.
Kebenaran terhadap penyajian data, catatan dan laporan pelaksanaan kegiatan
merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.
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BAGIAN Il
HASIL PENJAMINAN KUALITAS

Hasil Penjaminan Kualtas atas Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPI
Terintegrasi pada Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun 2024, diuralkan sebagai berikut;

Hasil Hasil Nalk/Turun
No Fokus Penilaian Penilaian Penjaminan
Mandiri Kualitas (PK)
(PM)
2 ] 4 §u4-3
Maturitas ~ Penyelenggaraan | 3914 3,444 0,47
Sistem Pengendalian  Intern
(SPI)
2 | Manajemen Risiko Indeks (MRI) 3,858 3714 0,145
3 |indeks Efekiifitas Pengendalian 2,666 322 0.556
Korupsi (IEPK)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan sebagai barikut

1.

Nitai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Inter (SPI) hasi Penjaminan
Kualitas sebesar 3,444 alau telah memenuhi karakleristik maturitas penyelenggaraan
SP| pada Level 3 (Terdefinisi). Nilai tersebut mengalami penurunan dari nilai Penilaian
Mandiri sebesar 3,814, Penurunan tersebut terjadi karena tidak tercapainya Wajar
Tanpa Persyaratan (WTP) Opini BPK lerhadap Laporan Keuangan Kementerian
Pertanian dan dalam stuklur proses masih ditemukan suatu kebijakan yang belum di
evaluasi secara berkala hanya di tahap pelaksanaan;

Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,714 atau telah memenuhi karakteristik
MRI pada Level 3 (Defineq). Nilai fersebut mengalami penurunan dari nilai Penilan
Mandiri sebesar 3,858, Penurunan terjadi karena manajemen rislko Direkiorat
Jenderal Hortikultura belum tersistem secara kegiatan maupun anggaran, diantaranya
balum terjadwalnya kegiatan pelatihan manajemen risiko yang terstandar secara rutin;
dan

Nilai Indeks Efekdivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,222. Nilai tersebut
mengalami kenaikan dari nilai Penilaian Mandiri sebesar 2,686. Hal tersebut

Guna perbalkan atas kelemahan pengendalian yang masih terjadi dan meningkatkan
maturias penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Direktorat Jenderal Hodtikultura,
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disarankan kepada Saudara, apar:
1. Dalam meningkatkan kualitas penetapan fujuan, Direktorat Jenderal Horikultura

Kementerian Pertanian melakukan:

a. Penyelarasan dan sinergi sasaran programnya dengan sasaran strategis
Kementertan Pertanian;

b. Penetapan target indikator kinerja sasaran program presentase capaian
pelakssnaan Reformasi Birokrasi (RB) Direktoral Jenderal Hortlkutura fidak
menggunakan nilai FMPRE; dan

¢, Penetapan target indikator kinerja sasaran program Nilai Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal Hertikuitura menggunakan Indikator Kinera Pelaksana
Anggaran (IKPA)

2, Dalam meningkatkan kualtas strukiur dan proses, Direkdoral Jenderal Hortikultura

Kementan melakukan :

a. Evaluasi kebijakan/SOP dan implementasi setiap sub unsur SPIP secara berkala
dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut;

b. Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Keuangan yang penting dengan akses privasi
yang tinggl;

t. Komunikasi yang efektif dengan pihak eksternal dan internal terkait register risiko,
rencana tindak pengendalian dalam pengelolaan keuangan salah satunya berupa
proses verbal yang jelas; dan

d. Evaluasi terpisah oleh personil/Lembaga dengan keahlian terientu yang independen
terhadap proses manajemen risiko dan penilalan kinerja sistem pengendalian intern.

3. Dalam meningkatkan kualitas hasillpencapalan fujuan penyelenggaraan SPIP,

Direktorat Hortikultura Kementerian Pertanian melakukan:

a. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang yang tertera dalam LHP Kementerian
Pertanian dari BPK mulai tahun 2019 sd 2023;

b. Tindaklanjut rekomendasi temuan berulang terhadap pengamanan BMN khususnya
Aset Telap;

c. Penyempurnaan metode monitoring dan evaluasi (termasuk penyusunan bahan
kuisioner/survel lapang), serta melakukan survei monitoring dan evaluasi kegiatan
Ditjen Hortikultura di beberapa lokasi pengembangan hortikutiura dan bersinargi
dengan instansi dan pakar terkait, dan

d. Evaluasi terpisah oleh pihak yang berkompaten dan independen terhadap kinerja
sistern pengendalian intern dan proses manajemen risiko.
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Lampiran 16. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura
TA 2024

KEMENTERIAN PERTANIAN
Q% INSPEKTORAT JENDERAL

JI. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12650
O, Gedung B Larlal 2 Kantor Pusatl Kementerian Pertanian
Telepon/Fax: (021) 7800220, 7804856 Pesawat; 3204, 3206, 3219, 3112
website: hitps://itjen pertanian.go.id/ a-mail; itien@pertanian.go.id

Nomor : R- 340 /IPW.170/G/03/2024 ¢ Aoptis 2024
Sifat : Rahasia

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Ringkasan Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun 2023 ~

Yth. Direktur Jenderal Hortikultura

Kementerian Pertanian

Di

Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PerMenPAN RB Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami
sampaikan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Akuntabiltas
Kinerfa Instansi Pemerintah pada unit kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun

2023 dengan nilai 85,72 predikat A interpretasi Memuaskan,*”

Uraian lengkap kami tuangkan dalam laporan No.R.108/PW.170/G.2/04/2024
tanggal 29 April 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kerja di
Direktorat Jenderal Hortikultura. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Inspektur Jenderal

m/

Setyo Budiyanto /’“‘

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Rl
2. Menteri PAN-RB RI
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LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : R.108/PW.170/G.2/4/2024
TANGGAL : 29 April 2024
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Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Perlanian
Telepon/Fax: {021) 7800220, 7804858 Pesawat: 3204, 3206, 3219, 3112
website | Hitps /itjen.pertanian.go.id/ e-mail: itfen@pertanian,go.id

KEMENTERIAN PERTANIAN
@ INSPEKTORAT JENDERAL

Nomor : R.108/PW.170/G.2/04/2022 29 April 2024
Sifat : Rahasialterbatas
Lampiran : Satu Laporan
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal
Hortikultura TA 2023

Berdasarkan hasll evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat
Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023, dengan ini kami sampaikan pokok-
pokok hasil evaluasi sebagai berikut.

BAGIAN PERTAMA :  SIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAGIAN KEDUA  : URAIAN HASIL EVALUASI
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BAGIAN PERTAMA
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A, SIMPULAN

Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinera Dieiktorat Jenderal Horikullura

Tahun 2023 memperaleh nilal 85,72 dengan predikat Memuaskan, MNisl iersebut

rrerupakan akumulasd penilaian ternadap seluruh kKomponen manajmen kinarja

yang dievaluasi di unil kerja Eselon | Direktorat Jenderal Horbkultura dan unit

kera Eselon |I, dengan rincian nilal Perencanaan Kinerja memperoleh nital 26,83

dari bobot tertinggi 30 Pengukuran Kinera memperoleh nilai 25,20 dan bobot

terfinggi 30; Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,35 dar bobot tertinggl 15

dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intanal mempercleh nikai 21,28 dari bobot

tedingai 25. Adapun catatan hasil evaluasi sebagai berikut.

1. Terdapat target kinera yang ditetapkan dalam Fenstra dan Pesanjian Kinerja
berupa peningkatan produksi hordikulura  strategis tidak tercapai yaitu
berdasarkan capaian ATAP 2023 peningkatan produksi hortiultura strategis
hanya mencapal 1,04% atau hanya tercapal 53,80% dari targe! 1,83%. Selain
itu terdapal capalan kinerja owiput yang mengalami penurunan yaitu banih
sumber batang mengalami penurunan sebesar 4,86% dan Informasi pasar
mienurun sebesar 0,48%

2. Sebaglan mekanisme pengumpulan data kinera belum didukung dengan
SOPpedoman/mekanisme  pengurnpulan  data.  Dafs  kinerfa  yang
dikumpulkan belum seluruhmya mendukung kinera yang diharapkan {andal)
diantaranya terdapat indikator kinerja yang belum didukung dengan acuan
metode pengukuran yaifu masio serangan onganisme penggangu tanaman
(DFT) yang ditangani terhadap luas serangan OFT hordikultura (%), rasio luas
area horikultura yang mendapat penanganan dampak perubahan lkim ([DPI)
terhadap luas area horfikulbwa yang terkena DPl (%) dan Tingkat
kermanfaatan sarana produksl hortikultura (%),

B. Rekomendasi
Terhadap permasalahan yvang dikemukakan di atas, kami rekomendasikan
kepada Direkter Jenderal Hortikultura, agar:
1. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja dengan SOP/pedorman’
mekanisme pengumpulan data sehingga dipercleh data kinedja yang andal,
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2. Menetapkan rencana aksi, tindaklanjut serta monev terhadap indikator outpuf
maupun oufcome yang tidak tercapai (apabila indiator tersebut masih
digunakan pada pengukuran kinerja 2024)

Pit. Inspektur |

(amsS

Memet Darmawan
NIP. 197205292002121001
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BAGIAN KEDUA

URAIAN HASIL EVALUASI
BAB I
INFORMAS] UMM
A Satuan Kerja

1. Mama Satuan Karja ¢ Direktorat Jenderal Hortikultura
2. Lokasi : DKl Jakaria
3. Kuasa Pengguna Anggaran : D Ir. Prihasio Setyanto., M.5c.
4, Kode Satker © 04
& Jumiah Anggaran TA 2023 © RpBO7T. 187555 000,00
&. Alamat Satker : JI AUP Mo.3 Pasar Minggu Jakaria

Selatan DRI Jakarta 12520

Telp/Fax. (021) TBOBTTE, TEE44037
Maza Pelaksanaan Yang 1 Januari 2023 sid 31 Desamber 2023
Diavalusas
Wiakiu Evalesai 1 April 2024 5.d 5 Apnil 2024

B. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Presiden Mo. 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinedga
Instansai Pemarintah;

2. PermenPAN-RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Manteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kemanterian Pertanian,

4, Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Tahun 2024,

& Surat Tugas Inspektur Jenderal Inspekioral Jenderal Kementerian Perfanian
Mo B.OT18/PW. 1 70VG 20032024 tanggal 28 Maret 2024,

C. Latar Belakang Evaluasi

Penguaian akunfabililas kinerja merupakan salah satu  program  yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birckrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang barsih dan bebas dari KKN, meningkatrva kualitas pelayanan publik kepada

4

316



masyarakal, dan meningkatnya kapasitas dan akunfabilifas kinerja birokrasi
Penguatan skuntebilss ini dilaksanakan dengan penerapan  evaluasl
Akuntabilitas Kinarja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIF) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Presiden Momor 28 Tahun 2014 tentang SAKIP,

Evaluasi ini diharapkan dapat mendarong adanya paningkatan kinerja Unit Kerja
Esafon | dan Eselon Il dalam rangka Evalssi Akuntablitas Kinerda Instansi
Pemerintah dan mewujudkan capaian kinera (hasil) sesuai yang ditargetkan
dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian,

D. Tujuan Evaluasi

1

2
3
4.
g,

Memperaleh informasi tantang implementasi AKIF;

Mendai tingkat implementasi AKIP;

Meniai tingkat akuntabilitas kinerja;

Memberikan saran parbaikan unfuk peningkatan mplementasi AKIP,
Memanitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluas| periode sebelumnya,

E. Ruang Lingkup Evaluasi

1.

Penilaian keselarasan dan kualitas perencansan kinerja atas capalan kinera
yang akan dicapai secara berkesinambungan;

Penilaian pengukuran kinerja begenjang dan beskelanjutan sesuai kebutuhan
dan strategi dalam pencagaian kinera;

Penllalan pelaporan kinerjs untuk menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinarja (keberhasilan danfatau kegagalan) atas kinera sera upaya-upaya
perbaikan yang memberkan dampak signifikan dalam penyesuaian stralegi
dan kebljakan dalam mencapsai kinerja berikutnya;

. Penilaian evaluasi akuniabiliias kinera internal yang memberikan dampak

(impacf) dalam implementasi SAKIF uniuk peningkatan efektivitas dan
efislensi capaian kinerja;

Paenilaian capaian kinesja atas kelusran (oufpul) meupun hasil (outcoma) serta
capalan kinera lain yang relevan dan tartelusur.

F. Metodologi Evaluasi
Ewvaluasi AKIF menggunaksn metode kombinasi, yailu metlode kuantitatif dan

kualitadif dengan mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kegunaan [manfaat)

5

317



uniuk disesualkan dengan fujuan evaluasi vang telah ditetapkan sera
memgertimbangkan kendala yang mungkin terjadi. Dalam kondisi seperti ind,
evalugtor pardu menjetaskan tyjuan evalussl AKIP, aktivitas evaluasi yang akan
ditakukan, serta kendala yang akan ditermukan dalam evaluasi kepada para pihak
yang dievaluasi.

Langkah pragmatis diambi agar dapat lebih cepat membesikan petunjuk wuntuk

perbaian implementasi SAKIP, sehingga menghasilkan rekomendasi hasil

evaluasl untuk meningkatkan akuntabilitas Kinarja

Berbagai taknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk memenuhi

tujuan evaluasi, antara lain.

1. Checkiist Pengumpulan Data dan Informasi
Pihak Satuan Kerja (Satker) selaku evaluatan mengisi daftar dokumen, data
dan informasi yang dibutuhkan datam pelaksanaan evaluasi SAKIP,

2. Komunikasl melalul Tanya Jawab Sederhana
Melakukan wawancara secara langsung atau fidak langsung dengan
evaluslan untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhlkan dalam
pelaksanaan evaluasi SAKIP.

3. Obaervasi
Melakukan pengamatan langsung seper| mengunjungi lokasi keda evaluatan
dakam rangka membandingkan data dan informasi yang felah dipercleh
dengan kondisi riil di lapangan dengan melakukan pengamatan proses dan
jalanmya aktivitas implementasi SAKIP.

4, Studi Dokurmentasi
Mengumpulkan data dan informasi tidak secara langsung difujukan kepada
atau dipercleh dar evaluatan, melainkan melalul sumber literasi lain sepsrti
peraluran perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik
{digital).

G, Gambaran Umum Unit Kerja Direktorat Jenderal Horfikuliura
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nemeos 19 Tahun 2022, pasal 99
Direkioral Jenderal Horikultura mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan
daya saing, dan pemasaran komoditas hortkultura, Dalam melaksanakan fugas

L]
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sebagaimana dimaksud dalam Bab V1, Pasal 100 Direkiorat Jenderal Horikulhura
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1.

&,
.

Perumusan kebljakan di bidang perbenihan, budideya, pedindungan,
pascapanen, pangolahan dan pemasaran komoditas hortikultura;
Pelaksanaan kebijakan @ bidang perbenihan, budidaya, perlindungan,
pascapanin, pengatahan dan pemasaran komoditas horfikuluras

Pefyusunan nomma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perbenihan,
budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas
hortiuliura;

Pemiarian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan. budidaya,
perindungan, pascapanen, pengolahan dan  pemasaran  kemoditas
hartikultura;

Pelaksanaan evaluasl dan pelaporan di bidang perbenihan, budidaya,
perlindungan, pascapanen, pengolaban  dan  pemasaran  komoditas
heortikcultura;

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hofikulura; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang dibarikan oleh Merbesn,

Susunan organisasi dan tata laksana unil kerja Direkiorat Jenderal Hortikultura
djabarkan melalui unil-unit kerja Eselon |l mengacu pada Peraturan Menler
Pertanian Momar 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Padanian Pasal 107, terdini atas

1
2
3,
4,
5
6

Sekretarial Direktorat Jenderal;

Direktorat Perbenihan Hortikultura;

Direktorat Buah dan Flarikulbera;

Diraktoral Sayuran dan Tanaman Obat;

Direktorat Pedindungan Hortikultura; dan

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Horikultwra,

Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2023 didukung dengan alokasi anggaran
sendai RpSd7. 157 955.000,00 yang mendukung 3 (tiga) program dan & (gnam)
kegiatan utama yaitu.

1.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitzs seniai
RpE6E. 446 622.000,00, dengan £ ({empat) kegistan utama yaitui (1)
Peningkatan Produksi Sayuran dan  Tanaman  Obat  senilai
Rp313.742.676.000,00; 2) Pengembangan Sisiem Perbenihan Horfikultura

T
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senilai Rp195.408.023,000,00; 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikuttura
senilal  Rp80.561.339.000,00; 4) Pengembangan Sistem Perlindungan
Hortikultura senilai Rp6B. 316,784, 000,00,

2. Program Mitsi Tambah dan Daya Saing Indusiri, dengén kegiatan utama
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Horikultura senilal Rp128.528.059.000,00;

3, Program Dukungan Manajefmen, dengan kegistan utama Peningkatan Usaha
Dukungan Manajernen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortkuliura senilai
Rp120.185.074. 000,00,

H. Gambaran Umum Penerapan AKIP Direktorat Jenderal Hortikultura

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon | difokuskan

pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil

evaluasi Akuntabias Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon | tahun
sebelurnnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi sebagal
srikut:

1. Unit kerja dalam renyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan
Kinerja berfokus pada hasil;

2. Pembangunan sistern pengukuran dan pengurmpulan data kinerja;

1. Pengungkapan informasi pencapalan kinera;

4. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program,
khususnya program strategis,

5. Keterkailan diantara seluruh  komponen-komponen  persncanaan kinera
dengan penganggaran, kebfjakan pelaksanaan dan pengendallan serta
pelaporannys;

6. Capaian kinera utama dan masing-masing unit kerja;

7. Tingkat implementssi Evaluasi Akuntakilitas Kinerja Inslans| Pemerintah;

8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi
yang belurm difindaklanjul,

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebalurmnya

Evaluasl Inspektorat Jenderal ferhadap implementasi SAKIP Tahun 2022

Dirakiorat  Jenderal Horikultura dengan hasll 3 rekomendasi, yaitu 1)

Mengupayakan pemenuhan komponen nilai perencanaan kinerja atas pohon

kinarja yang telah mengidentifikasi kinera wrusanjsekior lain, namun bedum
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sapenuhnya melibatkan akiivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang
berkaitan; 2) Mengupayskan dalam perenuban komponan nilal pengukuran
kineria berupa pemahaman dan kepedullan pegewai atas hasil pengukuran
kinera belum didukung dengan bukil berupa notulensi hasil soslallsasi SKF; dan
3) Mengupayakan pemenuhan komponen nilai akuntabilitas kinerja khususnya
sub komponen keberadsan, kualitas den pemanfastan pada  komponen
evaluasi AKIP internal dengan nilal  akuntsbilitas 68,20% interpretasl  baik
medalul evaluasi Akuntabiliias Kinerja Infemal tingkat Eselon | dan I
sefa secara berwaflas  dengan  sumber daya yeng memadal  dan 4
rekomendasi hasil  evaluasl AKIF  tshun 2021, baru ditindaklanjuti 1
rekomendasi, berupa menetapkan tim evaluator Intermal Direklorat Jendesal
Horikuliura sacara formal dalam benfuk eviden berupa SK Tim Evaluator
dan 3 rekomendasi belum  ditindaklanjut, serta tindak lanjut atas
capaian oulcome  belum dilengkapi eviden.

Seluruh rekomendasi tersebut telah selesal ditindaklanjuti sesuai dengan Berita
Acara validasi Dokumen Tindak Lanjut tanggal 5§ April 2024,

321



BAB N
HASBIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP lingkup Eselon | Direktorat Jenderal Hortkuliura TA2023
dangan pemenuhan 4 kompenen nilal akuntabilitas kinerja sebesar 85,72 dengan
proedikat A dengan interpretasi memuaskan dari jumiah bobat 100. Adapun rincian
pemenuhan 4 komponen nilai akuntabilitas kinerja sebagai berikut,
A. Evaluasi atas Perencanasn Kinerja
Milai Komponen perencanzan kinera dari bobot 30 tercapai 26,88 (89,58%)
dengan nilal pemenuhan sebagai barikut

2

Dokumen perancanaan kinefa yang telah tersedia mencapal nilsl 6.0 dari
babat 6.0, karena saluruh kriteria keberadaan telah terpenubi (100%),
Dokurnen Perencanaan kinerja tefah memenuhi standar yang baik yaitu untuk
mencapai hasd, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan
penyetarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memparhatikan
kinera bidang lain (crosscufting) mencapal nilal 863 dari bobot 8,00
{25,83%), karena secara kualitas belum sslurshnya terpenuhi disntararya
pohon kinera telah mengidentifikasi kinerja urusan/saktor lain, namun belum
melibatkan instansi pengampu dalam perencanaan kinsrja.

Perencanaan Kineda telah demanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan mencapal nilai 12,25 dari bobot 15,00 (81,67%), karena
erdapat target kinerja yang ditatapkan dalam Rensira dan Perjanjian Kinerja
berupa peningkatan produksi horlkuliura sirategis tidek tercapai yailu
realisas| sebesar 1,04% dan target ssbesar 1,823% (52 89%).

B. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
Wilai Komponen pengukuran kinerfa dari bobot 30 tercapai 25,20 (B4,00%)
dangan nilal pemenuhan sebagai berikut:

1.

Pengukuran kineda lelah ditakukan mencapal nilai 450 dar bobot 8.0
[(76,67%), karena hanys sebagian definisi operasional jelas atas kinerja dan
cara mengukur indikater Kinerja sera mesanisme pengumpulan data kinerja
memenuhi sebagian krileria yang ditetapkan, yaitu sebagian rmekanisme
pengumpulan  data  kinera belum  didukung dengan  SOP/pedomand
makanisme pengumpuian data,

10

322



2. Pengukuran kinerja felah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja
secara efektl dan efigien den felah dilakukan secara berjenjang dan
berkelanjutan mencapai nilsi 7,35 dad bobot 9,00 (81,67%), karena hanya
sebagian data kinerja yang dumpulkan telsh mendukung kinera yang
diharapkan [(andal) diantaranya terdapat indikator kinera yang balum
didukung dengan acuan metode pengukuran yaltu rasio serangan organsme
penggangu tanaman (OPFT) yang ditangani terhadap luas serangan OFT
hordikulbura (%), rasio luas area hortikuliura yang mendapal penanganan
dampak perubahan ikiim (DF1) terhadap luas area horikultura yang terkena
DPI (%) dan Tingkat kernantaatan sarana produbsi hortikultura (%),

3, Pengukuran kinerja telah dijsdikan dasar dakam pemberian reward dan
punishment, serta penyesuaian siralegl dalam mencapai kinerja yang efektif
dan afisien mencapai nilai 13,25 darl bobot 15,00 (88,33%), karena masih
sebagian besar pimpinan teriibat dalam pengambilan kepulusan eiralegis
sebelah pengukuran kinera.

C. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Milai komponen pelaporan kinedga dari bobot 15 tercapal 12,35 (£2,33%) dengan

nilai pemenuhan sebagai berikui:

1, Terdapal dokumen lagoran yang menggambarkan kinerja mencapad nilal 2,93
darl bobot 3,0 (97.50%). karena masih terdapal Eselon || yang belum
melampirkan laposan kinerja secara berkala,

2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar yang menggambankan
kuglitas atas pencapaian kineda, iMormasi keberhasilanfkegagalan kinerja
serta upaya perbaikan/penyempumaannya mencapai nilai 4,05 dari bobot 4.5
{90,00%), karena laporan kinerja hanya mengungkapkan sebagian besar
informesi analisis dan eveluasi realisasi kinefa dengan realisasi kinera di
level magional

3. Pelaporan kinerja talah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian
sirateqikebijakan dalam mencapal kinedga berkutrya mencapai nilai 5,38 dar
bobot 7.5 (71,67%), karena masih sebagian besar krilera telah terpenuhi
diantaranya hanya sebagian pegawai pedull terhadap informasi dalam
laporan kinera, masih sebagian informasi laporan kinera berkala telah
digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran, evaluasi pencapaian
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keberhagllan kinera, dan penyesuaian perencanaan kinefja yang akan
dihadapi berikutnya serta mempengaruhi  perubahan  budeya  kinerja
organisasi,

D. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Milai komponen akuntabilitzs kinerja internal dan bobot total 25 tercapai 21,28

(85,17%) dengan nilai pemenuhan sebagal berikul:

1. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tetah dilaksanakan mencapai nilai 12
dari bobat 12,00 (100%), yaltu s=luruh rekomendasi telah ditindaldanjuti.

2. Capaian output mencapai nilai 2,77 dari bebot sebesar & (69,17%), karena
terdapat capaian kinefa owpuf yang mengalami penurunan yeiu Benih
sumber batang mengalami penurunan sebesar 4.96% dan Informasi pasar
menunan sebesar 0,49%.

3. Capaian owicome mencapai nilal 8,53 dar bobot esbesar 8§ (72,60%) karena
berdasarkan capgalan ATAP 2023 untuk sasaran siralegie peningkatan
produksi hortikultura strategis hanya mencapal 1,04% atau hanya tercapai
£3,89% dari target 1,83%,

E. Rekomendael

Dalem upaya untuk meningkatkan kinerja, kami merekomendasikan kepada

Diirektur Jenderal Hortikullura agar.

1. Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinera dengan SOP/pedoman/
mekanisme pengumpulan data sehingga dipercleh data kinerja yang andal,

2. Menetapkan rencana aksl, tindaklanjut serla monev terhadap indikates outpuf
maupun oulcome yang fidak tercapai (apabila indikator tersebul masih
digunakan pada pengukuran kinerja 2024),
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LEMBAR KERUA EVALUAS GABUNGAN
DIRIKTORAT JINDERAL HORTIKULTURA
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